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TENTANG

PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

- DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR
bahwa berdasa*kan Peraturan Daerah Daerah Karanganyar
Nomor '121 Tahun 2009 tentang Bangunan Bupat1 perlu
mengatur ketentuan lebih lanjut . mengenal tata cara
penerb1tan Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Tim Ah11

Bangunan, Gedung, Sertifikat Laik Fungsi Ba_mgunan

rGedung, Pengkaji Teknis, PengaWasan_ dan Pengéndalian"
Penyélcnggaraén : Bangunan Gedung, _Penilik Bangunan, -

' PembOngkaran- Bangunan G'edung? Pendataan Bangunan

Gedung, dan Pembiayaan .Layanan Péhyelenggaraan

Bangunan Gedung, el

b bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana dimaksud

Mengihgat: 1.

2.

3.-

pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Penyelenggaraan Bangunan Gedung;

Undang-Undang Nomor 13 ’fahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Daerah Daerah dalam L1ngkungan

Prov1ns1 Jawa Tengah

Undang—Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

‘Gedung (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2002
~Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Repubhk

Indonesia Nomor 4247);

,Undang—Undang Nomor -23 Tahun - 2014' »tentahg‘

Pemerintahan - Daiérah (Lembaran Negara Rep’liblik
Indone31a Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomd;‘ 9 Tahun 2015 tentang Perubahan"Kedli'a Atas

. s / )
/
T



Undang—Undang Nomor 23 Tahun 20141._ | tentahg
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara = Republik
Indones1a Tahun 2015 Nomor ‘58' Tambahan Lembaran :

Negara Republik Indonema Nomor 5679)

. Undang—Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa'f’

Konstruksi (Lembaran Negara Repubhk Indone31a Tahun’-b‘
2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 6018), | ; S
Peraturan Pemermtah Nomor 36 T ahun - 2005 tentangv
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indones1a Nomor 4532)

. Peraturan Pemermtah 'Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonema
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara _
Repubhk Indones:a Nomor 5887); -
Peraturan Mentem : »Pekerjaan  Umum - Nomor
25/PRT/M / 2007 tentang Pedoman Sertlﬁkat Lalk Fungs1

Peraturan Menteri Pekerjaan f Umum ‘Nomor. -

26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan
Gedung; '

. Peraturan Menteri Pekerjaan ,, Umum Nofnor

17/PR’I‘/M/2010 tentang Pedoman Teknis - Pendataan

‘ Bangunan Gedung;
10.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umurn dan Perumahan

‘Rakyat Nomor OS/PRT/M/2016 tentang Izm Mendlrlkanv

Bangunan Gedung, sebagaimana telah_ diubah dengan
Peraturan Ménteri Pekerjaan Umum dan Perundahan
Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan
Peraturan Menteri Pek'érj.aan Umum dan Perumahan

Rakyat Nomor OS/PRT/M/2016 tentang Izin Mendmkan

. Bangunan Gedung;

11.

12,

Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 4 Tahun 2010
tentang Pedoman = Pelayanan "Admlmstras; Terpadu
Kecamatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 '

'- tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pmtu



13 Peraturan Daerah Daerah Karanganyar Nomor 21 Tahun vb

2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Daerah -

Karanganyar Tahun 2009 Nomor 21), ,

- MEMUTUSKAN:‘ i

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTAN_G  PENYELENGGARAAN
BANGUNAN GEDUNG | S e

BABI et
KETENTUAN UMUM

Pasall ,f S

Dalam Peraturan Bupat1 ini yang d1maksud dengan

1.
.

Daerah adalah Daerah Karanganyar

Pemerlntah Daerah adalahv Bupati dan ) Perangkat ‘{ S
‘Daerah sebaga1 unsur - penye,lénggara : Pamerintan s

kaaerah ) o R |
. Bupat1 adalah Bupat1 Karanganyar S -
.’,:j' Perangkat Daerah adalah Perangkat Daefahn di

' 11ngkungan Pemerintah - ‘Daerah yang terdiri  dari

; Sekretariat Daerahi Sekr'etariat Déwan Perwakilan -

o Rakyat Daerah D1nas Daerah Lembaga Teknls Daerah

dan Lembaga lain;

Izm Mendirikan - Bangunan Gedung yang selanJutnyar

' dlsmgkat IMB adalah per1z1nan yang d1ber1kan oleh -

T Pemerlntah Daerah me1a1u1 D1nas Penanaman Modal |

- dan’ Pelayanan Terpadu Satu P1ntu yang selanJutnya, |

. d1smgkat DPMPTSP, kecuah untuk Bangunan Gedung

fung31 khusus oleh Pemenntah Pusat kepada Pem111k

, Bangunan ' Gedung untkukv | membangun ~ baru,
' fmengubah memperluas,f mengurang1 - dan/atau
" merawat Bangunan Gedung sesuai dengan persyaratan

: 'admlnlstratlf dan persyaratan teknis yang berlaku

Bangunan Gedung vadalah quud ﬁSlk hasﬂ
pekerjaan konstruks1 yang menyatu dengan tempat

’kedudukannya : sebaglan atau seluruhnya berada

- di atas dan/ atau di dalam tanah dan/atau | air,

 yang bcrfungs1 sebagai tempat kmanus1a melakukan

4



kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal,

kegiatan keagamaah ‘k'egia'tan usaha, - kegiatan

sosial, budaya maupun keg1atan khusus.

IMB Bertahap adalah IMB yang diberikan secara

“bertahap oleh DPMPTSP kepada Pemilik Bangunan

Gedung untuk membangun Bangunan Gedung baru

IMB Pondasi- adalah bagian dari. IMB bertahap yang '

:'dlber1kan oleh DPMPTSP »kepada’ Pem111k Bangunan

- Gedung - untuk mémbangun konstruksi» pondasi.

Bangunan Gedung, yang merupakan satu kesatuan

dokumen IMB. v

IMB Sementara adalah IMB yang d1ber1kan oleh
DPMPTSP atas permoho_nan Pemilik Bangunan Gedung
pada lokasi jrang ‘belum ‘ditetapkan ketentuan

‘peruntukan dan intensitas dalam RTRW, RDTR,

dan/atau RTBL dengan jangka waktu sementara

- sampai dengan ketentuan peruntukan dan intensitas

10.
- Pemilik Bangunan Gedung kepada DPMP’I‘SP atau

11

'tersebut telah ditetapkan.

Permohonan IMB adalah permohonan yang dilakukan =

Kecamatan untuk mendapatkan IMB.
Dokumen Rencana Teknis adalah gambar teknis
Bangunan Gedung dan kelengkapannya yang mengikuti

tahapan prarencana, pengembangan rencana, dan

" penyusunan gambar kerjavyang terdiri atas: rencana

arsitektur, rencana struktur, rencana utilitas, rencana

spesiﬁkaSi teknis, dan rencana anggaran biaya, serta

B penghltungan teknis pendukung sesuai pedoman dan

13.

standar teknis yang berlaku.
12.

Desain Prototipe adalah model gambar teknls Bangunan
Gedung sederhana yang sesuai dengan pedoman dan
standar tekms yang disediakan oleh Dinas PUPR untuk
Pemohon IMB. » o »

Ba’ngunan‘ Gedung ‘S.é-derhana adalah = Bangunan

- Gedung dengan karakter sederhana serta memiliki-

14.

komplekSitas dan teknologi'sederhana. R .
Bangunan Gedung Tidak Sederhana adalah Bangunan

Gedung dengan karakter tidak sederhana serta

(




memilikiv kompleksitas dan/ atéu ; teknélogi tidak .

-~ sederhana.

15.

- 16.

17.

18.

19.

20.

21.

Bangunan Gedung Khusﬁs adalah 'Barigurian G‘edu‘ng ‘

yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, =

yang dalam perencanaari "dan  pelaksanaannya -
memerlukan penyelesalan atau teknologl khusus : |
Bangunan Gedung untuk kepentmgan umum adalah
Bangunan Gedung yang fungsmya untuk kepentln’gan’
publikb baik berupa fvungsirrkeagamaan, fungsi usaha,
maupun sosial dan budaya - : ‘ ' |
Bangunan Gedung yang d1bangun kolektlf adalah’

Bangunan Gedung yang dibangun secara massal oleh'

pelaku pembangunan, baik berupa Bangunan Gedung_

tunggal maupun deret untuk fung51 _antara lain rumah
tinggal, perdagangan (tbko / ruko) , perkantdran ;
(kantor /rukan). - , o
Bangunan Prasarana adalah Wujud ﬁ31k hasil pekerjaan':»v

konstruksi yang menyatu dengan tempat v

kedudukannya  yang berdiri _send1r1‘ dan bukan

merupakah pelengkap yéng ‘menjadi satu ‘kesatua’n.

'dengan Bangunan Gedung atau kelompok Bangunan;‘

Gedung pada satu tapak kavehng atau persﬂ o
Prasarana Bangunan Gedung adalah wujud fisik has11 L
pekerjaan konstruksi yang merupakan kelengkapan
dasar Bangunan Gedung sebagai satu kesatuan dengan
Bangunan Gedung atau kelompok Bangunan Gedung‘f'
pada satu tapak kavehng atau persﬂ !

Bangunan Gedung Baru adalah Bangunan Gedung‘
terbangun yang belum dimanfaatkan pahng lama 1

(satu) tahun setelah pelaksanaan konstruk31 Bangunan: o

‘Gedung dmyatakan selesai ' sesuai dengan IMB oleh

,pengawas/ Manajemen Konstruksi (MK) atau Pemlhk

Bangunan Gedung

Bangunan Gedung Ek31st1ng adalah Bangunan Gedung"

‘ erbangun yang sudah dlmanfaatkan atau Bangunan

Gedung terbangun yang belum dimanfaatkan lebih dari

1 (satu) tahun setelah pelaksanaan konstruksi

Bangunan Gedung dinyatakan selesai sesuai dengan

;



k'dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk‘ Sl

: member1kan pert1mbangan teknls dalam prosesi

' IMB oieh‘ pengawas/ Manajeﬁ{éﬁ; Koyns.trﬁksflkt‘(MK)’aatau -
Pemilik Bangunan Gedung.
22,
o TABG adalah tim yang terdm dar1 para ahli yang terkalt’; o

Tim Ahli Bangunan Gedung yang selanjutnya dlslngkat i

l ipeneht1an Dokumen Rencana Tekms dan juga untuk“r f

Tmembenkan masukan dalam penyelesalan masalah

penyelenggaraan Bangunan Gedung tertentu yang

23,

‘susunan anggotanya d1tunJuk secara kasus per kasus :
d1sesua1kan dengan kompleks1tas Bangunan Gedung‘
tertentu tersebut | i |
Pengkap Teknis adalah orang perorangan atau badan

usaha baik yang berbadan hukum rnaupun t1dak

: berbadan‘ hukum' yang mempunyal | sertifikat

kompetenm ker_]a kuahflka31 ahh untuk melaksanakan i

Pengkajlan Tekms atas kelalkan fungs1 Bangunan e

k, Gedung

24

: penyelenggaraan Bangunan Gedung agar sesua1 dengan s

25.

Pemhk Bangunan- (Buzldmg Inspector) yang selanjutnya i
'dlsebut Penlhk Bangunan adalah orang perorangan'
yang ‘memiliki kOmpe’cens1 yang d1ber1 tugas oleh‘k_

pemermtah untuk melakukan 1nspek31 terhadap,-‘ii‘“

,persyaratan Bangunan Gedung

A3051a51 Profes1~ KhusuS‘ adalah ka5031a31v yangnw‘ o

’ . beranggotakan tenaga ahh dan/ atau tenaga terampﬂ '

’yang mem1hk1 kompeten81 hanya pada satu bldang Jasa |

N konstruk31

26.

xBangunan Gedung beserta prasarana dan sarananya

:Pemehharaaan adalah keglatan menjaga keandalan‘

~agar Bangunan Gedung selalu La1k Fung31

27

: menggant1 baglan Bangunan Gedung, komponen

. Pemerlntah Daerah pada lokas1 tertentu

Perawatan adalah keglatan memperba1k1 dan/ atau s

bahan bangunan dan/ atau prasarana dan sarana agar S

‘Bangunan Gedung tetap La1k Fung81

Keterangan Rencana Kabupaten yang selanjutnya

dlslngkat KRK adalah 1nforma31 tentang persyaratan

tata bangunan dan hngkungan yang dlberlakukan oleh

;



29.

Rekomendas1 adalah pertlmbangan dar1 TABG / instansi

teknis/instansi terkait yang disusun - secara tertuhs

~terkait = dengan pemenuhan persyaratan teknis

30.

Bangunah Gedung baik dalam proses pembangunan,

“pemanfaatan, pelestarian, | friauplin Pembongkaran

‘Bangunan Gedung.

Penllalan Dokumen Rencana Teknls adalah evaluasx

terhadap ;pemenuhan persyaratan  teknis dengan,

‘mempertimbangkan aspek lokasi, fungsi, dan klasifikasi

Bangunan Gedung.

- 31

Persetujuan  Dokumen  Rencana  Teknis adalah
pernyataan tertulis teritang telah dipenuhinya seluruh

persyaratan dalam rencana teknis Bangunan Gedung

| yang telah d1n11a1 '

32.

Pengesa_han Dokumen Re’hcané Tekn‘i'»s‘ : adala_h
pernyataan hukum dalam bentuk pembubuhan }tarflda -
tangan pejabat yang berwenang serta .,stempél atau cap

resmi, yang menyatakan kelayakan dokumen yr'}mg'

’dimaksud dalam pefsetujuan tertulis atas pemenuhan’

‘seluruh persyaratan dalam rencana teknis' Bangunan

Gédung‘ dalam  bentuk izin mendirikan Bangunan

~ Gedung.

33.

34.

35.

36.

Penyelenggara Bangurian Gédung adéﬂah Pemﬂik
Bangunan Gedung, penyedla jasa konstruk31 Bangunan -
Gedung, dan pengguna Bangunan Gedung. |

Pemohon adalah orang, badan hukum, kelompok orang,

‘atau perkumpulan yang mengajukan permohonan IMB

atau SLF kepada DPMPTSP atau Kecématan, - ‘
Pemilik - Bangunan Gedung ,adal_ah orang, badan
hukum, kelompok orang,‘ atail perkumpﬁlan yang
menurut hukum sah sebagai Pemilik ‘Bangunan
Gedung. |

Perencana Konstruksi adalahf pe’nyedia‘ jasa oréng

"‘per,orvangari atau badan usaha yang dinya'takan, ahli“

37.

atau professional dibidang perencanaan jasa konstruks‘i |
yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk -
dokumen perencanaan banguan fisik lain.

Pengkaj_lan; Teknis adalah pemeriksaan objektif kondisi

Bahgunan Gedung terhadap pemenuhan persyaratan

[g



38.

30,

teknis termasuk 'pengujian keahdalan vi_Bangur.la.n
Gedung. ; '
Testing and Comissioning adalah proses pemerlksaan
dan pengujian terhadap seluruh s1stem‘dan komponen.
dari Bangu’n’an Gedung yang telah terbangun.

Laik Fuhgsi adalah suatu kondisi Barigunan‘ Ged‘ung:
yang memenuhi persyarataﬁ_ admiriistratif, dan |

persyaratan teknis sesuai ‘dengan fungsi Bangunan

Gedung yang ditetavpkan'.
40.

Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunari Gedung

adalah proses pemeriksaan pemenuhan persyaratan

- administratif dan persyaratan teknis ~ Bangunan

41.

Gedung. o ‘ , ‘ |

Sertifikat = Laik = Fungsi Bahgunan Gédung yang
selanjutnya disebut SLF adaléh sertifikat yang
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk

Bangunan. Gedung fungsi khusus oleh Pemerintah,

- untuk menyatakan kelaikan fuhgsi suatu Bangunan

42.

43.

Gedung s‘ebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan.
Permohonan SLF adalah pernjbhohan yang dilakukan
pemilik - atau pengguna Barigunan Gedung kepada
instansi penyelenggara SLF untuk mendapatkaﬁ'
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. '
Gambar Terbangun (as built drawings) adalah gambar

hasil pelaksanaan . pekerjaan konstruksi Bangu'nan

- Gedung dan/atau bangunan ‘prasarana yang telah

44,

dilakukan, tergambar dalam lembar standar dan skala .

sesuai ketentuan. -

Pembongkaran adalah kegiétan membongkar atau
merobohkan seluruh atau sebagian‘ Bangunan Gedung,
komponen, bahan banguinan', dan/ atau 'prasarana_dan ,

sarananya.

V.Réuncana Teknis Pembongkaran yang selanjutnya

disingkat’ R’I‘B adalah Dokumen Rencana Teknis yang
terdiri atas konsep dan gambar rencana Pembongkaran
gambar detall pelaksanaan Pembongkaran rencana
kerja dan syarat-syarat (RKS) Pembongkaran, jadwal,
metode, dan  tahapan Pembongkaran - rencana

pengamanan lingkungan, serta rencana lokasi tempat

[



' gpembuangan hmbah Pembongkaran yang d1aJukan oleh |

pemlhk dan / atau pengguna Bangunan Gedung kepada o

% D1nas PUPR sebelum dllakukan Pembongkaran

46,

Persyaratan ‘Pokok Tahan Gempa adalah persyaratan

a pokok bag1 pembangunan rumah yang dltetapkan oleh/

47.

Kepala Dlnas PUPR..

Pendataan ~ Bangunan - ‘Gédung ~i‘ada1ahk" kegiatan

: pengumpulan data Bangunan Gedung oleh Pemermtah; ‘

Daerah yang d1lakukan secara bersamaan dengan '

& proses IMB Gedung, proses sertlflkat Lalk Fungsr-_

‘ .’Bangunan : Gedung, dan Pembongkaran Bangunan i

48,

Gedung, serta pendataan dan pendaftaran Bangunan
Gedung yang telah ada. S ;

Sistem Informas1 ManaJem/en Bangunan Gédung,yang ,

k "selanjutnya disingkat SIMBG | adalah  sistem

'r,adalah keg1atan pemantauan dan evalua51 terhadap

";penyelenggaraan ‘Bangunan- Gedung agar dllakukan,_j,'f‘:;j‘

manajemen terkomputemsam yang d1bangun untuk}’ L

o pendataan Bangunan ‘Gedung.
. 49.

Pengawasan Penyelenggaraan , Bangunan Gedung -

 secara tertlb admlnlstrauf dan tekms ‘pada masa't

= pelaksanaan konstruk31 dan pada masa pemanfaatan:‘f -
50.

o tmdakan atas penyelenggaraan Bangunan Gedung yang B

. melakukan pelanggaran admmlstratlf dan teknis sesua1

berupa peringatan tertulis, pembatasan pembangunan :

i3 ‘pembekuan kegiatan dan “ perlzman penCabutan_ s

S1.

Bangunan Gedung

Pener’uban Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah‘
;has1l pengawasan penyelenggaraan Bangunan Gedung, |

kegiatan - dan perizinan, dan/atau _Pembongkaran_"

Bangunan Gedung.

Dinas Penanaman Modal dan'Pélayanan}Téifpadu Satu

P1ntu\~yang selanjutnya d131ngkat DPMPTSP adalah'i‘ :

"'Perangkat Dacrah yang : mcmbldangl g urusan‘

~penanaman modal dan pelayanan terpadu satu plntu

50.1
: selanjutnya d1s1ngkat Dlnas PUPR adalah Perangkat ‘ ’

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang'

~ Daerah yang memb1dang1 urusan pekerjaan umum dan'k:_

: 'perurnahan rakyat. e P o e /f-



53.

54.

55.
56.

Perangkat - Daerah adalah :Perangkat Daerah di
Pemerinrah Daerah | SR |
Kecamatan adalah baglan wilayah dari Daerah yang
d1p1mp1n oleh camat.’ ‘

Camat adalah Camat di w11ayah ‘Daerah. |
Pegawai Aparatur Slpll Negara yang selanjutnya d1sebutv -
Pegawal ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh

pejabat pémbina kepegawaian dan diserahi tugas dalam

7 suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara

- lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang—

57.

-pembayaran atas jasa atau pembenan IMB yang

undangan

RCtI'lbLlSl IMB adalah pungutan Daerah sebag‘aiv |

~disediakan dan/atau d1ber1kan oleh Pemerintah Daerah |

: untuk kepentingan orang- pribadi atau badan yang

meliputi kegiatan peninjauan design dan pemantauan

pelaksanaan pembangunannya agar tetap  sesuai |

‘dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata

ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar

" bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB),

 koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan

~ penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan'

o8.

dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bag1 yang
menempatl bangunan tersebut. » |
Perumahan MBR adalah kumpulén riimah sederhana -; .
beserta kelengkapan prasafana sarana' dan 'utilitaS‘

umum yang dikembangkan oleh pelaku pembangunan

untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

59.
- disingkat MBR adalah masyarakat yang ‘mempunyai

Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya

‘keter‘batasan daya beli sehingga perlu mendapat

- 60.

dukungan Pemerintah Daerah untuk ~memperoleh
rumabh. | ‘ | 7

Setlap Orang adalah orang perseorangan atau
korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun |

tidak berbadan hukum



v ‘HPa’sa12 B

Ruang 11ngkup Peraturan Bupat1 ini me11put1

[z W ¢]

0

e ;

. Perangkat Daerah penyelenggara Bangunan Gedung,
.' ketentuan penyelenggaraan IMB; |
4ketentuan penyelenggaraan TABG

. ketentuan penyelenggaraan SLF

ketentuan penyelenggaraan pengkap tekms

.o ketentuan pengawasan dan penertlban penyelenggaraan
| Bangunan Gedung, | | - ’
kketentuan penyelenggaraan Pen111k Bangunan, :

. ;ketentuan penyelenggaraan Pembongkaran Bangunan ,

Gedung;

e ketentuan | periyelenggaraahi pendataan Bangunan

Gedung; |

\ketentuan pelayanan secara onlzne dan

'ketentuan pemblayaan layanan penyelenggaraan‘

. Bangunan Gedung

o

@

BABI
PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA
 BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu

Umum

: ~~ Pasal 3 , SRR
Bupat1 mem111k1 kewenangah ,,penyeleriggaraan .
Bangunan Gedung. ' L L
Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagalmana

d1maksud pada ayat (1) d11aksanakan oleh

- a. DPMPTSP;

b Dlnas PUPR dan

' ’c;' Perangkat Daerah terkalt

e

Kewenangan ' penyelenggaraan Bangﬁnan k‘Gecrlungk
sebagalmana dimaksud pada ayat (1) melip_uti'

pengendahan dalam tahap:

e a perencanaan tCkI‘llS melalul pemberlan KRK dan

per1z1nan laln '

[



b. 'pelaksanaan konstruk31 me1a1u1 penerbltan IMB

dan pengelolaan TABG

C. pemanfaatan, : melalul : penérbiytan’ E dan gt

kperpanjangan SLF pemer1ksaan kelaikan fung31

: ',;“_Bangunan Gedung, serta pemerlksaan berkala -

@

: ::koordmas; ‘antax_' Perangkat - Da(:rah sebagalmana

Bangunan Gedung, SR i

d. .Pembongkaran,,_ mela1u1 ' V»peneta‘pan‘“ ‘atau : ‘

- persetujuan Pembongkaran dan/atau persetujuan
, RTB; TR e SR

e péngaWétsén “dan - penertiban g ~periyelehggaraian : o

 Bangunan Gedung serta pengelolaan ~ Penilik

: ‘ Bangunan' dan

£ pendataan Bangunan Gedung

;Penyelenggaraan Bangunan Gedung dllakukan mela_lur

dimaksud pada “ayat' (2) sesuai tugas dan.

e kewenangannya’ ~ serta  mengikuti  persyaratan, -

*penggolc")ngan, ‘dan tata cara yang diatur :dalamy e

Peraturan Bupati ini.

| - . Pasal 4

X ('Bupatl dapat mendelega31kan kewenangan pelayanan -

,penerbltan IMB dan SLF kepada Camat dalam rangka_ -

mempermudah pelayanan teknis kepada masyarakat

Pendelega51an kewenangan pelayanan penerbltan IMB - -

.. dan SLF sebagalmana dimaksud pada ayat ,(1):* ,‘

: d1tetapkan dengan keputusan Bupatl
@ |
' ~dan SLF dar1 Bupatl kepada Camat sebagalmana

Pendelegasian kewenangan pelayanan penerbltan IMB

id1maksud pada ayat '(1) dllaksanakan untuk :

' ‘Bangunan Gedung dengan kriteria:

o a. Bangunan Gedung fungsi human

" b. memiliki kompleks1tas sederhana

c. maks;mum ketmgglan bangunan 2 (dua) lantai;

"daﬁ]

i d Tuas laintai banguhari ksampai,dengan 250 m2.



@

7Keputusan Bupat1 sebagalmana dlmaksud pada ayat

) d1terb1tkan atas Rekomendas1 dar1 DPMPI‘SP dan

'Dinas PUPR v : i
Rekomendas1 dari DPMPTSP sebaga1mana dlmaksud_

O pada ayat 4) d1ber1kan atas dasar pert1mbangan

secara umum me11put1

5 'a ketersed1aan Jumlah person11 Kecamatan, o

b Jumlah permohonan IMB dan SLF

. eﬁ31ens1 pelayanan IMB dan SLF; dan/ atau

S d. keterjangkauan pelayanan IMB dan SLF.
"Rekomendas1 dari Dinas PUPR sebagalmana d1maksud ~

:'fpada ayat (4) d1ber1kan atas pen11a1an kompetens1 ol

o tekms persoml Kecamatan

o

: penerlmaan berkas permohonan IMB dan SLF kepada o

Pasal 5

Bupat1 dapat mendelegamkan kewenangan pelayanan'r_[ :

,Camat

Pendelega&ian kewenangan pelayanan ' penerimaan,

berkas permohonan IMB dan SLF sebagalmanag ,

d1maksud pada ayat (1) d1tetapkan dengan keputusan |

: :Bupat1

~' :(3); .Camat sebagaimana dimak‘su’dr pada 'ayatﬂ‘ (1)

3 memenksa kelengkapan berkas permohonan IMB dan

@

- SLF dan menglrlmkannya secara berkala kepada:’

DPMPTSP

IMB dan SLF yang dlmohonkan me1a1u1 Camat

,sebageumana dlmaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh

& DPMPTSP

(1)

: mempunya1 tugas

~ Bagian Kedua
DPMPTSP

' Paragraf 1

| Tugas dan Fungs1 serta Kewenangan

. , Pasal 6 ;
Dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung, DPMPTSP

r



: memberlkan pelayanan permohonan IMB

membenkan pelayanan permohonan SLF . untuk

; _Bangunan Gedung baru perumahan MBR;

memberikan Rekomendasi » vpéndellegasian‘

,kewenangan pcnerbitan IMB kepada Kecamatari;'» .

: meiakukan pehgawasan umum terhadap‘

pelayanan penerb1tan IMB oleh Kecamatan; dan

,melakukan pendataan Bangunan Gedung dalam

proses penerbltan IMB

(2) ,Dalam melaksanakan tugas sebagaimana . dimaksud

pada ayat (1), DPMP’I‘SP menyelenggarakan fung31

a.

b..

memberikan pelayanan 1nforma31 KRK;

member1kan ~pelayanan 1nformas1 v‘pe;syaratan»

administratif dan» persyaratan teknis pernic)honan e

IMB;
km_emberikavnk pelayanan "infOrmvasi ~ ‘persyaratjan'
administratif dan persyaratan teknis permohohan

SLF Bangunan Gedung baru perumahan MBR

.. memberikan .pelayan_an 1nformas1 ‘persyaratan

~ perizinan dan/ atau Rekomenda31 tekriis lain dari-

‘1nstans1 berwenang yang harus d1penuh1 sebelum_' :

mengajukan permohonan IMB;

. memberlkan pelayanan penerbitan IMB'

imemberlkan pelayanan penerbitan SLF Bangunan .

Gedung baru perumahan MBR,;

memberlkan Rekomendasi kepada Bupat1 dalam

-rangka pendelegas1an kewenangan penerbltan IMB ,

kepada Kecamatan, ,

mclaksanakan - pengawasan uvrnum | terhadap ‘
pelayanan,pénerbitan IMB oleh "Ca'mat; ' |
melaksanakari pendataan _Bangunari Gedung pad,a‘

proses penyelenggaraan IMB; dan

. Vmeblaksanakan pendataan Banguhan Ge.dI;ng pada -

prosgs pényelenggaraan SLF "Bangunan‘ Gedung .

baru perumahan MBR.

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan fung81 sebagaimana dlmaksud

dalam Pasal 6 ayat (2), DPMPTSP mempunya1 kewenangan




memberikan pelayanan permohonan IMB;
memberlkan pelayanan ‘permohonan SLF untuk |
Bangunan Gedung baru perumahan MBR

memberlkan - Rekomendasi pendelégasian

kewenangan penerbitan IMB kepada Kecamatan;

. melakukan  pengawasan .= umum terhadap

pelayanan penerb1tan IMB oleh Kecamatan; dan
melakukan pendataan Bangunan Gedung dalam

proses: penerb1tan IMB.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagalmana dlmaksudb

ada. ayat (1), DPMPTSP menyelenggarakan _fungSI.

- a.
~ b.

memberikan pelayanan informasi KRK;
memberikan ‘pelayanan informasi- persyaratan 'v
administratif dan perSYaratan teknis permohonan
IMB; N

memberikan pelayanan informasi persyaratan

»ad'ministratif dan persyaratan teknis permohonan

SLF Bangunan Gedung baru perumahan MBR;

membérikan pelayanan informasi persyaratan
periZinan dan/ atau Rekomendasi.teknis lain dari
instansi befwenarigyang harus dipénuhi sebelum

'mengajukan'permo'honarv; IMB;

. memberikan pelayanan pcnérbitan IMB;

memberikan pelayanan' penerbitan SLF Bangunan
Gedung baru perumahan MBR

memberlkan Rekomenda31 kepada Bupati dalam '

‘rangka pendelegas1_ap kewenangan penerbltan IMB

kep_ada Kecamatan; _
melakéanakan pengawasan umum terhadap
pelayanan penerbitan IMB oleh Camat; |
melaksanakan pendataan Bangunari Gedung pada
proses penyelenggaraah IMB; dan

me'laksanakan pendataah Bangunan Gedung pada -

proses penyelenggaraan SLF Bangunan Gedung
baru perumahan MBR.

Pasal 7

- Dalam penyelenggaraan fungs1 sebagalmana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (2), DPMPTSP mempunyai kewenangan:

[



a. kmemb.érikan dan menjelaskan KRK kepada Pemohon
IMB; _ i

b. menyémpaikan informasi persyaratan administratif da’n:
persyaratan teknis permohonan IMB; _ , B

c. menyampaikan informasi persyaratan administratif dan
persyaratan teknis permohonan SLF Bangunan Gedung
baru perumahan MBR;

d. ’menyampaikan informasi- ‘persyaratan perizinan
dari / atau Rekomendasi teknis lain dari -instansi
berwenang yang harus d1penuh1 sebelum mengajukan
permohonan IMB; '

e. menenma atau menolak permohonan IMB;
menerima atau menolak permohonan SLF Bangunan
Gedung baru perumahan MBR,;

. menerbitkan, membekukan, atau mencabut IMB;

0a

h. menerbitkan, membekukan, "~ atau mencabut SLF
Bangunan Gedung baru perumahan MBR;

i. merekofnendasikan atau tidak merekomendasikan
pendelegasian kewenangan kpene’rbitan IMB kepada
Kécamatan; |

j.‘ men‘gu_sulkan pencabutan pendelegasian kewenangan
penerbitan IMB dan SLF oleh Kecamatan dalam hal
ketentuan sebaga1mana dlmaksud dalam Pasal 4 ayat
(5) tidak terpenuhi;

k. melakukan pengisian data dan penyimpanan dokumen

| penyelenggaraan IMB ke dalam SIMBG; dan

1. melakukan pengisian data dé}n' pehyimpanan dokumen
penyelenggaraan  SLF Bangunan Gedung baru

perumahan MBR ke dalam SIMBG.

Pasal 8
Dalam halv pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b, DPMPTSP

membentuk:
a. loket layanan dan

b T1m Tekms DPMPTSP



(1)

@)

Paragraf 2

Loket Layanan

Pasal 9
Loket layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf "a dibentuk untuk memberikan pelayanan

langsung kepada masyarakat.

Pelayanan langsung kepada masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.‘;'pemberian dan penj’elasan_ KRK kepada Pemohon
IMB; o

b. fpénya‘mpaian, informasi persyaratan administratif
| dan persyaratan teknis permohonan IMB;

c. penyampaian informasi persyaratan administratif
dan persyaratan'- teknis' permohonan  SLF
Bangunan Gedung baru perumahan MBR;

d. penyampaian informasi persyaratan perizinan
dan/atau Rekomendasi teknis lain dari instansi
berwenang yang harus dipenuhi sebelum
mengajukan permohonan IMB; ,,

e. penerimaan dan pemeriksaah kelengkapan

| ~ dokumen permohonan IMB;

f.. pemrosesan ddkumen pérmohonan IMB;

g ﬁé’nerimaan dan pemériksaan kelengkapan
dokumen  permohonan SLF Bangunan Gedung

' baru perumahan MBR; dan ‘
h. Vpemro.sesan dokumen permohonan SLF Bangunan
Gedung baru perumahan MBR. |

Daiafn'melakukan pelayanan .sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) “huruf a, loket layanan bertugas

mencetak, memberikan dan menjelaskan KRK kepada

Pemohon IMB. |

Dalam melakukan pelayanan sebagaimana dimaksud

pada 'ayat (2) huruf b, loket layanan 'bertugas
nﬁenjelaskan persyaratan administratif dan
persyaratan teknis sesuai penggolongan objek IMB

Dalam melakukan pelayanan sebagaimaha dimaksud
pad}a‘ ayat (2) 'hufuf c, loketi layanan bertugas

menjelaskan persyar!atan administratif dan

[



- IMB.

: Dalar’nn melakukan pelayaﬁan sebagaimana dimaksud

persyafatan teknis 'permohohanb SLF Bangunan
Gedung baru perumahan h/[fBR' |

Dalam melakukan pelayanan sebagaimana dimaksud
pada “ayat (2) huruf d, ‘loket layanan bertugas
menj elaskan persyaratan perizinan dan/atau
Rek{)m‘éhdasi teknis lain dari instansi berwenang yang

harus dip'enuhi sebelum mengajukan permohonan

i
i

pada ayat (2) huruf e dan huruf g, loket layanan

b_ertugas: '

a. melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen
' permohonan IMB atau SLF;

b. memberikan tanda tel%*imavatas permohonan IMB
“atau SLF dalam hal fdokumen permohonan IMB
~atau SLF dinyatakan léngkapﬁ

c. rhéngerhbalikan dokumen  permohonan dan

menginformasikan I%epada Pemohdn untuk
melengkapi persyaratén ‘p‘ermohonan dalam hal
dokumen permohonal’q IMB atau SLF dinyatakan
. tidak lengkap; ’ |

d. rriencatat dan memajsukkan data dari dokumen
| permohonan IMB atfau SLF ke ‘dalam sistem

informasi penyelengga;‘aan Bangunan Gedung; dan

e. membuat berita acara harian penerimaan

~ permohonan layanan. |

Dalam melakukan pelayanan sebagaimana dimaksud

pada ’ayét (2) huruf f dan huruf h, loket layanan

bertugas: ;

a. menyémpaikan dokumen permohonan IMB é“tau
SLF = kepada Tim | Teknis DPMPTSP untuk

~pemrosesan selanjutnya;

b. menyampaikan Surat Ketetapan Retribusi Daerah
(SKRD) kepada Pemohon IMB;

c. menerima dan memverifikasi bﬁkti pembayaran
rét‘ribusi IMB; dan | 2

d. menyerahkan dokumen IMB atau dokumen SLF

[

kepada Pemohon.



Penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen

permohonan IMB dan dokumen ‘permohonan SLF

~ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan

(10)_

(11)

(12)

(2)

(S)

huruf g dilaksanakan setiap hari pada jam kerja.
Dokumen permohonan IMB dan SLF yang diterima
dan dinyatakan lengkap sebelum pukul 12.00, waktu
pemrosesannya dihitung sejak tanggal permohonan.
Dokumen permohonan IMB dan SLF yang diterima
dan dinyatakan lengkap setelah pukul 12.00, waktu
pemrosesannya dihifung mulai dari 1 (satu) hari
setelah tanggal permohonan.

Pemrosesan dokumen permohonan IMB dan dokumen
permohonan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf f dan huruf h dilakéanakan sesuai tata cara
penerbiitari IMB dan SLF yang diatur dalam Peraturan

Bupati ini.

Paragraf 3
Tim Teknis DPMPTSP

Pasal 10
Tim ,Teknis DPMPTSP sebagaimana dimv‘aksud dalam
Pasal 8 huruf b dibentuk oleh Kepala DPMPTSP untuk
setiap permohonan pénerbitan IMB atau SLF.
Tim Teknis DPMPTSP meliputi: |

‘a. Tim Teknis Bangunan Gedung bukan untuk

‘kepentingan umum; dan
b.. Tim Teknis Bahgunan Gedﬁng untuk kepentingan
umum.
Anggota Tim Teknis DPMPTSP dipilih oleh Dinas PUPR
berdasarkan permohonan DPMPTSP.
Anggota Tim Teknis Bangunan Gedung bukan untuk
kepér;ti_ngan umum sébagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a meliputi unsur pegawai ASN yang dipilih

"oleh‘ Dinas PUPR berdasarkan kemampuan dan

keahlian umum bidang arsitektur dan struktur.
Anggota Tim Teknis Bangunan Gedung untuk
kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b meliputi unsur TABG yang dipilih oleh

[



I

| Dinaé 'PUPR berdaéarkan kemampuan dan keahlian
spesifik setiap persoml
(6) Kemampuan dan keahhan spesifik sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya meliputi:
~ a. keahlian arsitektur; |
'b. kéahlian struktur;
‘c. keahlian utilitas; dan
d. keahlian geotekmk
(7) Dalam hal Bangunan Gedung Sederhana untuk
kepentingan ‘umum, - unsur TABG yang dipilih
sekurahg—kurangnyé meliputi ahli arsitektur dan ahli
struktur. |
| {8) Dalam hal Bangunan Gedung Tidak Sederhana untuk
kepentmgan umum dan Bangunan Gedung Khusus,
‘ unsur  TABG yang dipillh didasarkan atas
pertimbangan fungsi dan kompleksitas Bangunan
- chﬁng.

Pasal 11

Tugas Tim Teknis DPMPTSP mehput1 A

a. melakukan peme_nksaan pemenuhan persyaratan
teknis untuk Dokumen_ Rencana Teknis yang

dlmohonkan IMB-nya; | | | . | B
b. memberikan masukan untuk perbaikan Dokumen
Rencana. Teknis;

c. memberikan pers'etujuan tertulis atas Dokumen
Rencana Teknis yang telah memenuhi persyaratan
teknis Bangunan Gedung, : o

d. melakukan ' pemeriksaan - kelaikan fungsi Bangunan
Gedung baru perumahan MBR dalam ‘rangka
penerbitan SLF dan ' 4 ' _

© e. memberikan data dan dokumen yang dlbutuhkan
‘untuk pendataan Bangunan Gedung




(1)

@

: Bagian. Ketigei |
 Dinas PUPR

Paragraf 1

Tugas dan Fungs1 serta Kewenangan .

 Pasal 12 |
Dalam penyelenggaraan Bangunan- Gedung, Dinas
PUPR mempunyai tugas
a. memberlkan Pen11a1an Dokumen Rencana Tekn1s

. pada proses permohonan IMB;

- b. melakukan pengelolaan TABG;

c. member1kan pelayanan permohonan SLF;
d; melakukan pemenksaan kelaikan fung31 Bangunan
;JGedung rumah tlnggal tunggal dan i'umah tinggal
deret | | ’ ,
e. melakukah_ o pengawasan‘ dan penertiban
pényélenggaraén Bangunan Gedung; 8 |
f. melakukan pengelolaan Penilik Bangunan;
g. memberlkan pelayanan permohonari persetu_]uan
‘ Pembongkaran dan RTB;
h. memberikan Rekomendasi pendelegésian
B kéwenangan peherbitan IMB kepada Camat;
i. melakukan pengawasan teknis terhadap pelayanani

penerbitan IMB oleh Camat; dan

j. melakukan pendataan Bangunan Gedung dalam |

~_proses penyelenggaraan SLF dan Pembongkaran '

Dalam melaksanakan tugas sebagaumana _dlmaksud

- pada ayat (1), Dinas PUPR menyelenggarakan fungsi:

- a. memberikan Penilaian Dokumen Rencana Teknis

pada proses permohonan IMB sebagai anggbta tim
teknis yang d1tetapkan oleh DPMP’I‘SP

- b. mengelola TABG;

c memberikan pelayanan informasi persyaratan

administratif dan persyaratan teknis permohonan
SLF selain Bangunan Gedung baru ‘pérumahan'
MBR; ‘

- d. menyelenggarakan Vlayanan pencrbitan SLF selain

Bangunan Gedung baru perumahan MBR;

[



(4)

(1)

e. ’melaksanakan pemerikéaah . kelaikan fu‘r’klgsi‘
~ Bangunan Gedung rumahrvti‘ngga‘l tunggal dan
" rumah tinggal deret; ; | '_ |
f. melaksanakan. pengaWasan dan  penertiban
Bangunan Gedung; o S

mengelola Penilik Bangu'na‘n'* ‘

wa

h. menyelenggarakan layanan pengesahan RTB;

i. memberikan Rekomendas1 kepada Bupati dalam
rangka pendelega31an kewenangan, penerbitan IMB ’
kepada Kecamatan; | j ‘

j- melaksanakans pengawasan teknis ‘terha‘dap‘ |
pelayanan peh%erb1tan IMB oleh Kecématan' dan

k. rnelaksanakan pendataan Bangunan Gedung pada
proses penyelenggaraan SLF dan- Pembongkaran

Dinas PUPR dalam rangka penerbitan IMB wajib:

a. menyampaikaFn anggota tim }“ceknis dari unsur

~ Pejabat Funésional Teknik Tata' Bangunan dan
Perumahan i<epada DPMP’vI‘S‘P, ~_sebagai periilai '
 Dokumen Rencana Teknis Bémgunan Geduﬁg bukan

untuk kepentingan umum; dan |

'b. menyampaikan anggota tim téknis kda{ri unsur TABG

kepada DPMPTSP sebagai’p_enilai"Dokumven Rencana ’
Teknis Bangunan ‘Geduﬁg '_untlik kepentingan

- umum. I - e |
Dinas PUPR dalam rangka penerbltan SLF Bangunan:
Gedung baru perumahan MBR ‘wajib menyampalkan '
anggota tim teknis dari unsur Pejabat I‘ungsmnal
Teknik Tata Bangunan dan Perumahan kepada

DPMP’I‘SP untuk melakukan Pengkapan Tekms

| Pasal 13

Dalam penyelenggaraan fung31 sebagaxmana dimaksud -
dalam Pasal 12 ayat (Q) ‘Dinas PUPR mempunyalt"

kewenangan:

a. menentukan personil untuk anggota ‘Tim Teknis
DPMPTSP;

b. membentuk dan mengelOlé sekretariat TABG;

a



(2)

c. menyampalkan 1nforma31 persyaratan admm1strat1f

dan persyaratan ‘teknis permohonan SLF selaln o

Bangunan Gedung baru perumahan MBR;
d. menerima’ atau menolak permohonan SLF selam
Bangunan Gedung baru perumahan MBR;" ’ |
€. k'menerbltkar!l, membekukan, mencabut é‘tau',_
\ memperpanjang SLF selain Bangunan Gedung baruk
perumahan MBR; ' |

| 7
f. melakukan pemerlksaan kesesualan Bangunan

I
i

Gedung dengan dokumen IMB dan SLF pada masa

konstruksi dan pemanfaatan Bangunan Gedung, ]

g. memberlkan sanksi adm1mstrat1f terhadap e

Bangunan Gedung yang d1bangun tanpa IMB atau
dibangun tldak sesuai dengan IMB; |
h. memberlkan sanksi  administratif - terhadap _ |
“Bangunan Gedung yang d1manfaatkan tanpa SLF_‘
atau tidak spsueu dengan SLF; ,
i ménentukagn personﬂ Penilik Bangunan |

mengesahkan atau tidak mengesahkan RTB;

[ S

k. melakukan) peng1s1an data . serta penylmpanan.
dokume_n penyelenggaraan SLF dan dokumen
penyelenggaraan Pembongkaran ke dalam SIMBG;

dan

L melakukan verifikasi data Bangunan Gedung yang |
pendataannya dilakukan oleh pem1hk dan/atau
- pengelola Bangunan Gedung.
Dinas PUPR‘ dalam mcnjalankan : kéwenangan A
menentukan épersonil untuk aﬁggota Tim Tékrﬁs |
DPMPTSP sebaga1mana dzmaksud pada ayat (1) huruf a‘
dapat: . i ‘ I !
a. memilih péarsonil Pejabat Fungéional Teknik ’fata
Bangunan |dan Perumahan berdasarkan penilaian
~ keahlian dan kompetens1 masing-masing persoml,_
“dan - ’ : S
b. memilih faersonil TABG berdasarkan peniléian
. keahlian dén kompetensi masmg masmg persoml

Dalam hal belum terdapat Pejabat Fungsional Teknlk

: |
- Tata Bangunan dan Perumahan sebagalmana dimaksud

pada ayat 5(2) huruf a, Dinas PUPR dapat

[



(1)

1
b
1

menyampa1kan anggota tim: tekms dari unsur pegawa1

'ASN yang memiliki kompetens; d1 ‘bidang Bangupan

Gedung.

‘Dalam hal persoml pegaweu ASN dlpandang secara

kuantitas dan kuahtas belum - memadal Dinas PUPR ;
dapat melakukan pengadaan tenaga penunjang

-
i

~ Pasal 14
Dalam melakssanakan tugas- k’dan fungsi se‘rta' |
kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 -
dan Pasal 13, Dlnas PUPR melakukan

a. _penyelenggaraan TABG;

~b. pembinaan Pejabat Fu.rlgSiori‘al - Teknik T;ata‘

Bangunan dan Perumahan;

C. ,pembmaan ASN yang menjadl anggota Tim Tekms?

DPMPTSP

d. pembmaan ASN yang menJaCh anggota Tim Teknis
| Dinas PUPR

e. pem_bmaan ASN yang men_]adl anggota T1rn Tekms‘
Kecamatan, ,

f. pembinaan: ASN yang menjadi pengkaji t‘ek’nis

Bangunan | Gedung rumah tinggal tunggal dan

j rumah tmggal deret;

g. pembmaan ASN yang menjad1 Pemhk Bangunan s

dan

x
l
(
|

h. pembmaan ASN yang menjadl Petugas Pendataan,

Bangunan Gedung

Dalam melaksanakan tugas sebaga1mana dimaksud -

| dalam Pasal 12 ayat (1) Dinas PUPR membentuk

a. loket layanan dan

b. Tim Tekmsi Dinas PUPR.
Paragraf 2
Loket Layanan -

i
g Pasal 15 »
Loket layanan‘ sebagalmana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (2) huruf : a dibentuk untuk memberikan pelayanan

langsung kepa?ia masyarakat.



a.

'RTB.

(2) Pelayanan langsung kepada masyarakat sebagalmana
Vd1maksud pada ayat (1) meliputi: ' '

penerlmaan dan pememksaan kelengkapan o

dokumen permohonan SLF;

’ pemrosesan 'dokumen permohonan SLF

penerlmaang dan pemerlksaan kelengkapan_,k
dokumen pefrmohonan’ persetujuan Pembongkaran; :
pemrosesani dokumen 'kpermohonar‘i persetujuan :
Pefnbongkaxi*an; Eaat |
per’le:rimaanE dan pemeriksaan kelengkapan -
dokumen permohonan persetujuan RTB; dan

pemrosesan dokumen permohonan persetujuan'

<

Dalam melakukan pelayanan sebageumana dimaksud

pada ayat (2) huruf a, huruf c dan huruf e, loket

layanan bertugas

a melakukan‘ pemeriksaan kelengkapan dokumen

permohonan - SLF, dokumen 4permoh0nan, '

g persetuluan Pembongkaran :atau : dokumen

|
permohonan persetujuan RTB;

. memberlkan tanda terima atas permohonan SLF
| permohonan persetyjuan - Pembongkaran atau.

' permohonan persetujuan RTB dalam hal dokumen:

permohonan dinyatakan lengkap,

mengemballlkan dokumen permohonan dan
menginfofrﬁasikan kepada = Pemohon  untuk
melengkapi: pchyaratan ~permohonan dalam ha“lk'
dokumen permohonan ,SLF;' kpermohona.n: "
perSetuj‘uar;l Pembongkaran; ‘atau per‘mohor.lan’ ,

persetujuarfi RTB dinyatakan tidak lengkap;

. mencatat gian memasukkan - data dari dokumen.

permohonefn SLF, permohonan' persetujuan
Pembongkaran atau permohonan persetujuan RTB
ke dalam - sistem  informasi penyelenggaraanm
Bangunan Gedung;-dan- : |

membuat | berita = acara  harian = penerimaan

[

- permohonan layanan.




()

|
Dalam melakukan pelayanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b, huruf d dan huruf f, loket
layanan bertugas

a. menyampaukan dokumen pker‘mc’)honan SLF, -

permohonan persetujuan Pembongkaran, atauv

'permohonan persetujuan RTB kepada Tim Tekms T

Dinas PUPR’untuk pemrosesan selanjutnya dan

b. menyerahkan dokumen SLF, surat persetujuan

Pembongkarsan, atau surat persetujuan RTB kepada

, 5
Pemohon. |
T

Penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan dokumén

permohonanSLF, dokumen 'permohonan persetujuan

_ Pembongkaran | atau  dokumen pérmohonan

persetuyuan RTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) |
huruf a, huruf ¢ dan huruf e d11aksanakan setiap har1

|
pada jam kerja b

Dokumen permohonan SLF dokumen permohonan -

persetujuan ; Pembongkaran, atau dokumen
permohonan f)@yrsetujuan 'RTB yang diterima 'dan o
dinyatakan lerilgkap sebelum pukul 12.00, waktu

pemrosesannyaE dihituhg sejak tanggal perfnohonan

- Dokumen permohonan SLF, dokumen permohonanf

persetujuan Pembongkaran -atau dokumen
permohonan persetujuan RTB yang diterima dan |
dlnyatakan lengkap setelah pukul 12.00, waktu-
pemrosesannya dihitung mulal dari 1 (satu) hari setelah}v
tanggal permohonan

Pemrosesan dokumen permohonan SLF dokumeng'

permohonan persetu_]uan Pembongkaran : atau' "

dokumen permohonan persetujuan RTB sebagalmana‘

“dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf d dan huruf f

dilaksanakan sesual tata cara penerbltan SLF, surat

persetujuan Pembongkaran atau - surat persetujuan,

"RTB yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

[
i
|
a
|
|

t
s
)
1
|



Paragraf 3
Tim Teknis D1nas PUPR

Pasal 16

‘ Tlm Tekms Dlnas PUPR sebagalmana dlmaksud dalam' '

Pasal 14 ayat 2) huruf b dibentuk oleh Kepala DmaS;{’i s

‘PUPR ~untuk setlap permohonan penerbltan SLF ;

) persetujuan Pembongkaran atau persetujuan RTB

Anggota Tim |Teknis Dinas PUPR mehputl unsur:,

- pegawai ASN yang dipilih berdasarkan kemampuan dan r

keahhan umum b1dang ars1tektur dan struktur
’[ - Pasal 17

Tugas Tim Teknls Dlnas PUPR mehput1

a.k

melakukan pemerlksaan kebenaran dokhmen: i
' admlmstratlf dan teknis permohonan SLF;

melakukan . verlﬁka31 lapangan terhadap hé'sil :

; ’pemerlksaan kela1kan fungs1 Bangunan Gedung oleh'

. perly; '

~ yang pengawasa{m pelaksanaan konstruksmya dllakukan» O

pengawas/ Manajemen Konstruk31 (MK). ‘bila dinilai

‘memberlkan Rekomenda31 atas hasﬂ Ver1ﬁkaS1 lapangan
.,jmelakukan pemerlksaan kelalkan fung51 Bangunany ':;

Gedung rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret i

) ‘oleh Pemﬂlk Bangunan Gedung, ;

; Rekomendam perbalkan Bangunan Gedung untuk rumah"";« R

. ’memberlkan surat pernyataan kelalkan fung81 atauh‘k_ﬁk,y G

Ltlnggal tunggal dan rumah tmggal deret yangg L

pengawasan pelaksanaan konstruksmya dllakukan oleh*

- Pemlhk Bangunan Gedung,

melakukan 1nspek31 : berkala | ‘térhadap proks’es ,

pelaksanaan konstruks1 , Bangunan ‘Gedung rumah'

tmggal tunggal 'dan rumah tmggal deret yang dllakukan
tanpa penyedlajasa '

melakukan 1dent1ﬁkas1 kondlsl Bangunan Gedung yang '

;akan dlbongkar dan pemlalan dampak Pembongkaran

.terhadap keselamatan umum dan 11ngkungan ‘dan

melakukan pemerlksaan dan memberlkan masukan, ;

untuk perba1kan dokumen RTB.



)

Bag1an Keempat

Perangkat Daerah Terkait

Pasal 18
Perangkat Daerah terkait sebagalmana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (2) huruf ¢ merupakan ,Perangkat Daerah

' yang bertugas mendukung proses penyelenggaraan -

Bangunan Gedung, antara lain: v

a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan |
perumahan dan kawasan permukiman;

b. Perangkat Deierah' yang mchyelehggarakein' urusan
penataan ruang, | |

C. ‘Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
lingkungan hidup;:

d. 1nstans1/ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

urusan perhubungan -

e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

V'kebakaran, 7
f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan'
| ketenagakerjaan; _ . |
g. Instansi/Perangkat Daerah yang rrienyelenggarakan_' |

urusan energi dan sumber daya mineral,;

~h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan ilrusan |

komunikasi dan informati_ka; :

i Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

keSehatan; dan
j- satuan polisi pamo‘ng praja.
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

perumahan dan kawasan permukiman sebagalmana'

‘ d1maksud pada ayat (1) huruf a memiliki tugas dan

fungsi pengendalian pembangunan perumahan dan

-penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas

~ kawasan permuk1man

(3)

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b memiliki tugas dan fungsi pengaturan dan

[

: pengendahan pemanfaatan ruang.



(4)

(6)

(8)

(10)

(11)

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

'hngkungan hidup sebagalmana ‘dimaksud pada ayat (1)*

huruf ¢ merruhkl tugas dan fungs1 pengendahan dampak
hngkungan

Perangkat ~Daerah yang rnenyelenggarakan urusan

perhubungan sebagalmana dimaksud pada ayat - (1)

huruf d- mem111k1 tugas dan fungsi ‘pengaturan dan;,f

pengendahan terhadap dampak lalu 11_r1tas.

Perangkéﬁ Daerah yang menyelénggarakan uruSan
kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
memiliki.'"tugas dan fungsi penyelenggaraan proteksi
kebakaran‘ pada Bangunan Gedung dan lingkungén. ’
Perangkaf Daerah yang menyélenggarakan urusan
ketenagakerjaan svebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf f memiliki tugas dz_m fungsi penyelenggaraan

' keselamatan dan kesehatan kerja.

Instan31/ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

urusan energi dan sumber daya mlneral sebagaimana

dlmaksud pada ayat (1) huruf g mermhkl tugas dan

fungsi -"'penyelenggaraan ,_instalasi\ dan  jaringan
kelistrikan, serta sumber energi. e |
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
komunikasi dan 1nformat1ka sebagalmana dimaksud
pada ayat (1) huruf h memiliki tugas dan fungsi
penyelenggaraan instalasi dan jaringan komunikasi dan
informatika. S

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i
mem1hk1 tugas dan fungsi penyelenggaraan Bangunan

Gedung fasmtas kesehatan.

Satuan POllSl Pamong Praja sebagalmana d1maksud pada

ayat (1) huruf j memiliki tugas dan fungsi penertlban,

pelanggaran Bangunan Gedung terhadap ketentuan

| peraturan Daerah.

[



()

Bagian Kelima

Camat

Paragraf 1

’ Tugés dan Fungsi serta Kewenangan

Pasal 19

Camat yang méndapatkan pendelegasian kewenangan'

. pelayanan penerbltan IMB dan SLF 'Bangunan Gedung

dengan kr1ter1a sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 4

“ayat (3), mempunya; tugas memberikan pelayanan

permohonan IMB dan SLF serta melakukan pendataan

Bangunan Gedung yang IMB-nya diterbitkan di

Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagmmana dimaksud

pada ayat (1), Camat menyelenggarakan fungs1

a.
b.

pelayanan informasi KRK;
pelayanan penenmaan dan pemer1ksaan kelengkapan

berkas permohonan IMB dan SLF

pelayanan penerb1tan IMB dan SLF Bangunan_

Gedung der_lgan kriteria sebagaimana dimaksud |
dalam Pasal 4 ayat (3); ' '
pengiriman berkas permohonan IMB Bangunan

Gedung di luar kriteria sebagaimana dimaksud dalam

~ Pasal 4 ayat (3) secara berkala kepada DPMPTSP;

pengiriman berkas permohonan SLF Bangunan‘

Gedung di luar kriteria sebagaimana _d1maksvud dalam

Pasal 4Vayat (3) secara berkala kepada Dinas,PUPR; '
penyerahan dokumch IMB Bangunan Gedung di luar
kriteria' sebagaimana'dimaksu_d dalam Pasal 4 ayat
(3) yang ditéfbitkan oleh DPMPTSP kepada Pémohon;
penyerahan dokumen FSLF Bangunan 'Gedur_ig di luar
kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(3) yang diterbitkan oleh Dinas PUPR kepada
Pemohon; dan | ‘ | |

pelaksanaan pendataan Bangunan Gedung pada

(

_ proses penyelenggaraan IMB dan SLF.



(3)

‘Dalam melaksanakan tugas sebagalmana dlmaksud "

o pada ayat (1) Camat membentuk

loket layanan, dan

b. 'timv teknis Kecamatan.

Pasal 20

Camat yang mendapatkan pendelega51an kewenangan ,

pelayanan penerlmaan berkas permohonan IMB dan SLF

ﬁmempunyal tugas memberikan pelayanan pencrlmaan

E permdhonaﬁ' IMB dan SLF, -'me'rigi‘ri'r'nkan permohonan

'kepada DPMPTSP dan Dmas PUPR serta membenkan
| pelayanan penerimaan dokumen IMB dan SLF yang telah ,

" d1terb1tkan

";"(2)

, pada ayat (1) Camat menyelenggarakan fungsi:

Dalam melaksanakan tugas sebagalmana dlmaksud

a.. pelayanan informasi KRK

- b. pelayanan pener1maan dan pemerlksaan kelengkapan

berkas permohonan IMB dan SLF;

- c. penglrlman berkas permohonan IMB secara berkala'

: 'kepada DPMPTSP;

: d pengiriman berkas permohonan SLF secara berkala
K 3 kepada D1nas PUPR dan

- ‘e'._;,penyerahan dokumen IMB - yang d1terb1tkan oleh_

; DPMPTSP dan dokumen SLF yang. d1terb1tkan oleh'
- Dinas PUPR kepada Pemohon.

 Dalam hal pelaksanaan tugas sebagmmana d1maksud

e pgda ayat ( 1), Camat membentuk loket layanan.

)

; dalam Pasal 19 ayat (2), Camat mempunya1 kewenangan

Pasal 2 1

Dalam penyelenggaraan fungs1 sebaga1mana dlmaksud S

- a. memberikan dan menjelaskan KRK kepada Pemohon

: ‘IMB;

o b. menerlma atau menolak permohonan IMB dan SLF

e menerbltkan membekukan, atau mencabut. IMB dan |

. SLF; dan

:



(2)

(1)

(2)
, dlmaksud pada ayat (1) mehputl

(3)

d. melakukan pengisian ~data serta penyimpanan"

dokumen penyelenggaraan IMB dan SLF ke dalam
SIMBG. ' '

Dalam penyelenggaraan fung31 sebagmmana dimaksud
~ dalam Pasal 19 ayat (2), Camat mempunyai kewen_angan.

a. fnemberikan dan menjelaskan KRK kepada Pemoh}ori .

IMB; dan

~b. menerima atau menolak permohonan IMB dan SLF.

Paragraf 2

‘Loket Layanan

Pasal 22

Loket layanan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 19 -

ayat (3) huruf a, dibentuk untuk membenkan pelayanan
langsung kepada masyarakat ‘

Pelayanan langsung kepada masyarakat sebagalmana

a. penerimaan dan pemerlksaan kelengkapan dokumen,

- permohonan IMB; dan

b. pemrosesan dokumen permo_honan IMB.

Pélayanan penerimaan’ dan pemeriksaan kelengkapan

dokumen permohonan IMB sebagalmana dimaksud pada |

ayat (2) huruf a mehput1

-a. pemenksaan . kelengkapan. dokumen permohonan- |

IMB; o ,
b. pemberian tanda terima atas permohonan IMB dalam

‘hal _dokumén permohor_lan IMB dinyatakan lengkap;

c. pengémbalian dokumen permohonan dan

menginformasikan kepada ~ Pemohon ‘un'tuk
) melengk_api persyaratan permohonan dalam hal
dokumen permOhOnan IMB »dinyatakan tidak
.lengkap; -

. d. penyerahan data dan do'kumen' ‘per'mohOnan IMB

yang sudah vlen’gkap kepada petugas pemasukan data

untuk dimasukkan ke dalam SIMBG; dan

e. pembuatan  berita acara . harian penerimaan

s

permohonan layanan.



(4)

o

®)

(2)

Pelayanan | pemrosesan dokumen ‘permohonan IMB

' sebaga1mana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:

a. penyampa1an dokumen permohonan IMB kepada Tim

Teknis Kecamatan untu_k pemrosesan selanjutnya;

b. penyampaian Surat Ketetapan Retribusi Daerah

(SKRD) kepada Pemohon 1MB; |
c. penerimaan dan verifikasi " ‘buk‘ti , pembayaran
| retribusi IMB; dan »
d. penyerahan dokumen IMB kepada Pemohon

_ Penerimaan dan pemenksaan kelengkapan ~dokumen
'permohonah IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
~ huruf a dilaksanakan setiap hari pada jam kerja.

Dokumen permohonan IMB yang diterima dan

dinyatakan lengkap sebelum pukul 112.00, waktu
pemrosesannya dihitung éejak tahggal permohonan.
Dokumen permohonan - IMB yang diterima dan
dinyatakan lengkap setelah pukul 12.00, waktu
pemrosesannya dihitung mulai dari 1 (satu) hari setelah
tanggal permohonan.

Pemrosesan dokumen permohonan IMB sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai tata

- cara penerbitan IMB di Kecamatan yang diatur dalam
- Peraturan Bupa’a ini. ’

Paragraf 3

Tim Teknis Kecamatan -

Pasal 23

T1rn Teknls Kecamatan sebagaimana dlmaksud pada ayat

“ (1) bertugas melakukan pemer1ksaan  pemenuhan

persyaratan teknis permohonan IMB dan/ atau SLF,

Tim Teknis Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat

‘(2) beranggotakan pegawai ASN yang - memiliki

kompetensi teknis.

’



(3)

GN

Q)

(2)

Kom
didasarkan pada standar‘ kompetensi yang ditet

peten i teknis sebagaxmana dimaksud pada ayat (3)
apkan

oleh Dinas PUPR.
Dalam hal _]umlah maupun kompeten31 anggota tim
teknis sebagalmana dimaksud pada ayat (4) tidak

memadal Camat dapat menambah keanggotaan Tim

Teknis dengan kontrak_kerja.

BAB III
KETENTUAN PENYELENGGARAAN IMB

Bagian Kesatu

~ Umum
N Pasal 24 -
Setiap Orang yang akan membangun baru, mengubah,

memperﬁuas mengurang1 dan/atau merawat Bangunan
~Gedung harus memiliki IMB. ,
IMB sebagaimana d1maksud pada ayat (1) dlperoleh
dengan mengajukan permohonan IMB kepada DPMPTSP.
Permohonan IMB dépat diajukan pada Kecamatan yang
mendapatkan delegasi keiwenanganl dari Bupati

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

. Permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diajukan  oleh Pemohon yang merupakan Pemilik
‘Bangunan Gedung atau orang yang diberi kuasé oleh
Pemilik Bangunan Gedung N ,
Permohonan IMB sebagaimana d1maksud pada ayat (2)
harus |memenuhi persyaratan administratif dan
persyaratan téknis. | | S |
Mengub Sebagaifnana dimaksud | pada ayat (1)
meliputi; -

‘a. men bah fungsi' ruang péda vlantai Bangunan

Gedung,

b. mengubah fungsi keseluruhan Bangunan Gedung,

menéubah struktur Bangunan Gedung;

3 o
d. mengubah pembebanan pada struktur Bangunan

Gedj..lng; dan/atau




)

e.‘ mengubah penampﬂan Bangunan Gedung pada -
kawasan yang d1tetapkan menggunakan temat1kf,'

tertentu

~ "Memperluas sebagalmana d1maksud pada ayat (1 ) adalah ‘

keglatan penambahan luas Bangunan Gedung yang .

,berdampak pada penambahan total luas Bangunanf“
- Gedung. o ~

, Mengurang1 sebaga1mana dlmaksud pada ayat ( )‘ éldaléhf‘ ;

keg1atan pengurangan luas Bangunan Gedung yangf

; d11an3utkan dengan proses pelaksanaan konstruksi ‘
‘untuk renovasi. S
‘Merawat sebagalmana d1maksud pada ayat (1) a"délah,

keglatan mengembahkank kOI‘ldlSl kela1kan ‘fungsyi”

Bangunan Gedung yang berdampak pada pembebanan'_“,k

s struktur Bangunan Gedung

| ;(3)‘

Pasal 25

IMB untuk 1oka31 yang belum d1atur peruntukan dan_‘

‘ '_1nten31tas Bangunan Gedungnya dalam pengaturan tata

‘ruang, dapat diberikan oleh DPMPTSP atas permmtaan i

Pemohon dengan IMB sementara

IMB sementara sebagalmana d1maksud pada ayat (1),

~berlaku untuk Jangka waktu sementara ‘sampai dengan ‘

‘ketentuan peruntukan dan 1nten31tas sesuai dengan' :

RTRW, RDTR, dan/ atau RTBL telah dltetapkan

Jangka waktu sementara sebagalmana d1maksud pada

‘ayat 2) dltetapkan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan
‘dapat dlperpanjang setlap 10 (sepuluh) tahun ‘ ;
‘ Dalam hal - ketentuan peruntukan dan 1ntens1tas e
: sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) telah d1tetapkan

- fungsi dan 1ntens1tas Bangunan Gedung pada IMB

Sementara harus dlsesualkan dengan ketentuan yang

; dltetapkan

Penyesualan fungsi dan 1ntens1tas Bangunan Gedungv

'sebagalmana dimaksud pada ayat (4) dllakukan pahng

lama' S (hma) tahun seJak pemberltahuan penetapan‘k

RTRW RDTR dan /atau RTBL kepada Pemohon ‘ ,



(6) Dikecualikah" dari k’étentﬁan ‘sebag‘aimana dimaksud
pada ayat (5) adalah rumah tmggal tunggal yang
dilakukan paling lama 10 (sepuluh) tahun,

Pasal 26 :

Dalam hal Bangunan Gedung sebageumana dlmaksud dalam

Pasal 24 ayat (l) termasuk Bangunan Gedung cagar budaya

yang dilestarikan dan/atau terletak di dalam kawasan cagar
budaya, penyelenggaraan IMB-nya dilaksanakan sesuai

peraturan perundang-undangan.

Pasal 27
Ketentuan penyelenggaraan IMB meliputi:

b. penggolongan objek: IMB

c. persyaratan administratif permohonan IMB k
d. persyaratan teknis permohonan IMB; |
‘e. masa berlaku IMB; -

f. tatacara penyelenggaraan IMB; -

g. dokumen IMB; o

h. penghitungan retrlbu31 IMB dan

—
.

perubahan rencana teknis dalam tahap pelaksanaan

konstruksi.

‘Bagian Kedua '

Penggolongan Ob_]ek IMB

Pasal 28
(1) ‘Penggolongan objek IMB mel1put1
a. Bangunan Gedung, dan
b. bangunan prasarana.
(2) Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud parda ayat (1)
huruf a meliputi: ‘
a. Bangunan Geduhg baru; :
b. Bangunan Gedung eksisting; dan
c. Bangunan Gédung yahg dibangun kolektif.
(3) Penggolongan objek IMB sebagaimana rd_imaksud pada
7 ayat (2) bérdasarkan'pemanfaatannya meliputi:

a. Bangunan Geduhg untuk kepentingan umum; dan

[



S

‘a0

b Bangunan Gedung bukan untuk kepentmgan

umum

\kPenggolongan obJek IMB sebaga1mana dlmaksud pada'

ayat (2) berdasarkan komplek51tasnya rnehput1 _

a. Bangunan Gedung Sederhana, eixs e |
b, Bangunan Gedung t1dak sederhana dan
o C.- Bangunan Gedung khusus |

‘Bangunan Gedung Sederhana sebaga1mana dlmaksudf,’

pada ayat (4) huruf a berdasarkan penyedlaan Dokumen B

' Rencana Tekmsnya mehput1

a Bangunan Gedung Sederhana yang Dokumen‘

4'Rencana Teknlsnya dlsedlakan oleh Perencanaf

v | Konstruk31

i “b. : ‘Bangunan Gedung Sederhana yang Dokurmen

4Rencana Tekmsnya menggunakan Desam Prototrpev

dan pelaksanaan konstruksmya berpedoman pada'

; Persyaratan Pokok Tahan Gempa

c Bangunan Gedung Sederhana yang Dokumen S
Rencana | Teknlsnya dlsedlakan s sendiri oleh

Pemohon dengan berpedoman pada Persyaratan L

) Pokok Tahan Gempa Bangunan Gedung sederhana.

Pasal 29

,'Bangunan Gedung Sederhana yang Dokumen Rencana
: Tekmsnya d1121nkan dlsedlakan sendm oleh Pemohon

e sebagalmana d1maksud dalam Pasal 28 ayat (5) huruf c

dlbata31 oleh ketentuan teknls mehputl

a. Jarak antar kolom maks1ma1 3 (tlga) meter

b. , t1ngg1 kolom d1 set1ap 1anta1 maksimal 3 (tlga) meter |
« Jumlah 1anta1 bangunan maks1ma1 2 (dua) lantai; -
,1uas bloang d1nd1ng mak31mal 9 (sembllan) meter

v persegl dan

e 'luas total 1anta1 Bangunan mak31ma1 lOO (seratus)»

meter perseg1

;yk,Dalam ‘hal ketentuan teknls pada ayat () tidak |
' terpenuh1 Dokumen Rencana Teknls Bangunan Gedung

’harus dlsedxakan oleh Perencana Konstruk31



(1)

2)

Baglan Ket1ga i

Persyaratan Administratif Permohonan IMB '

. Pasal 30

Persyaratan admlmstratlf permohonan IMB mehputl

a.

formuhr permohonan IMB yang d1tandatangan1 oleh‘l |

| Pemohon

fotokopl Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon %

. atau 1dent1tas lalnnya yang mas1h berlaku -

4’fotokop1 dokumen legahtas badan hukum dalam hal '

permohonan IMB d1lakukan oleh badan hukum

surat kuasa dar1 Pemlhk Bangunan Gedung dalam ’

: 'hal Pemohon bukan Pem1hk Bangunan Gedung, E
s fotokop1 surat bukt1 status hak atas tanah

k‘ A,fotokop1 tanda bukti lunas PaJak ‘Bumi dan

Bangunan (PBB) tahun berjalan A

surat pernyataan bahwa tanah tldak dalam status

~sengketa ( : ‘
.o surat pegafman pemanfaatan atau penggunaan
| tanah antara Pernlhk Bangunan Gedung dengan .
:~pemegang hak atas tanah dalam hal Pem1hkf"
;Bangunan Gedung bukan pemegang hak atas
 tanah; EE e e

~data kondlsl atau s1tua31 tanah

fotokop1 Keterangan Rencana Daerah (KRK]);

‘surat pernyataan untuk meng1kut1 ketentuan dalamk
~ KRK; dan ' "

L. f .dokumen dan surat terka1t

Data kond1s1 atau situasi tanah sebaga1mana dlmaksud ‘

pada ayat (1) huruf i pahng sed1k1t rnehput1 :

‘a.
b
c.

d.

‘ terdapat Bangunan Gedung pada area/ persﬂ

gambar peta lokasi lengkap dengan kontur tanah |

:batas batas tanah yang d1kuasa1 ,
iluas tanah; dan

kdata Bangunan Gedung eks1st1ng dalam hal s

Dokumen dan surat: terka1t sebaga1mana d1maksud pada |

’ayat

(1) huruf flj untuk Bangunan Gedung baru

Sederhana sampa1 dengan 2 (dua) 1anta1 mehput1

i



(4)

a. data | Per’enéana " Konstruksi apabila Dokumen

| Rencana Teknis dlbuat oleh Perencana Konstruksi; '

b. . surat pernyataan menggunakan Desain Prototlpe '
apabﬂa menggunakan Desain Prototipe;.

c. surat pernyataan menglkutl Persyafatan Pokok
Tahan Gempa ‘apabila Dokumen Rencana Teknis
Bangunan Gedung sederhana 1 ‘(satu) lantai
me‘ngguvnakar‘l Desain Prototipe atau dibuat sendiri
oleh Pemohon dan/atau |

d. surat pernyataan meng1kut1 Dokurhen Rencana
Teknls yang  sudah mendapatkan persetujuan‘v
tertulis Tim Teknis DPMPTSP.

Dokumen dan surat terkait sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf 1 untuk Bangunan Gedung baru tidak

sederhana dan ‘khusus‘ Bangunan Gedung yang
dibangun kolektlf dan bangunan prasarana, meliputi:

a. data Perencana Konstruksi bersert1f1kat,

b. surat pernyataan mengguhakan pelaksana
konstruksi bersertifikat; dan

c.  surat ©  pernyataan menggunakan
pengawas/ mahajemen konstruks1 bersertlﬁkat 4

Dokumen dan surat terkait sebagalmana d1maksud pada

ayat (1) huruf I untuk Bangunan Gedung Eksisting

belum memiliki IMB, dan dimohonkan IMB beserta SLF-
nya, paling sedikit berupa: | |

a. data pelaksaha ] ‘pemeriksaan - kelaikan  fungsi
Bangunan Gedung; dan | |

b. surat pernyataan kelaikan fungsi Bangunan Gedung

R beserta lampifénnya. | '

Dokumen dan surat terkait sebagaiména dimaksud pada

ayat (1) huruf 1 untuk Barigunan Gedung Eksisting

Sederhana bukan untuk ke‘pentihgan; umum yang

dimohonkan IMB  untuk mengubah, memperluas,

mengurangi ‘dan‘/atau merawat Bangﬁrian Gedung,

paling sedikit berupa: | |

a. data Perencana Konstruks1 apabila Dokumen
Rencana = Teknis Bangunan Gedung eksisting

sederhana dibuat oleh Perencana Konstruksi; atau

[



b. data 'Pehﬁilik Bangunan Gedﬁng' ap'abila Dékumenf
Rencana “Teknis Bangunan Gedung eksisting; .
o sederhana dlbuat sendm oleh Pemlhk Bangunan

Gedung

‘ Dokumen dan surat terkalt sebaga1mana d1maksud pada e

ayat (1 ) huruf I untuk Bangunan Gedung Ek31st1ng t1dak(~

sederhana bukan untuk kepentmgan umum’ sertaf"

b E Bangunan Gedung ek51st1ng tldak sederhana dan khusus o

”untuk kepentmgan urnurn yang dlmohonkan IMB untuk
; ,mengubah memperluas, mengurangl, dan/atau merawat

' Bangunan Gedung, mel1put1

e a.j ; data Perencana Konstruks1 bersertlﬁkat

. b. surat pernyataan menggunakan | ’kpélyaks'aria

(8)

konstruks1 bersertlﬁkat dan
c. surat pernyataan menggunakan pen_gawas/r
| ‘manajemen konstruk31 bersertlﬂkat ; -
Dokumen dan surat terkalt sebagalmana d1maksud pada, i
ayat (1) huruf 1 untuk Bangunan Gedung yang IMB nya:, |

d1terb1tkan sementara pahng sedlklt berupa surat

pernyataan bersedla melakukan penyesualan fungsi dan |

- 1nten31tas Bangunan Gedung ~apab1la' terdapat"

ket1daksesua1an antara fung51 dan 1nten31tas Bangunan

Gedung yang dnzmkan dalam IMB sementara dengan,
ketentuan peruntukan dan 1nten31tas yang :_telah‘

d1tetapkan

Baglan Keempat

5 Persyaratan Tekms Permohonan IMB

e Paragraf,i‘i4’:"'

" Umum

Pasal 31

Persyaratan teknls permohonan IMB untuk Bangunan

% Gedung baru, untuk Bangunan Gedung yang dlbangun o

| kolektlf : dan untuk mengubah : memperluas o

mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung
mehpuh i : | |

a; formuhr data umum Bangunan Gedung, dan



(3)

(4)

(6)

(7)

b. Dokumen Rencana Teknis. »
Persyaratan teknis permohonan IMB untuk Bangunan

Gedung eksisting meliputi:

‘a. formulir data umum Bangunan kGedung; dan

b. Gambar Terbangun (as built drawings).
Persyaratan teknis permohonan IMB untuk bangunan
prasarana meliputi: ' |

a. formulir data umum bangunan prasarana; dan

 b. Dokumen Rencana Teknis.

Formulir data umum Bangunan Gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf a paling
sedikit memuat: - |

a. -~ nama Bangunan Gedung;

b. alamat lokasi Bangunan Gedung;

c. . fungsi dan/atau klasifikasi Bangunan_Gedung;
d. jumlah lantai Bangunan Gedung; |

e. luas lantai dasar Bangunan Gedung;

f  total luas lantai Bangunan Gedung;

g ketingbgiany Bangunan Gédung; dan

h. posisi Bangunan Gedung.

Dalam hal Bangunan Gedung "memypunyai lantai}

-basem‘en,' formulir data umum Bangunan Gedung

disertai dengan luas dan jumlah lantai basemen.
Posisi Bangunan 'Gedung sebagaimana dimaksud pada |

ayat (4) huruf h ditentukan berdasarkan informasi Global

, Positibning System (GPS) yang diambil di titik tengah

Bangunan Gedung.

Dokumeh Rencana Teknis sebagaimana dimaksud pada

‘ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b dibuat oleh

Perencana  Konstruksi = dengan  mengacu  pada
persyaratan teknis Bangunan Gedung sesuai ketentuan

peraturan perundarig—_undangan.

Dalam hal Pemohon IMB tidak menggunakan jasa

Perencana Konstruksi, Dokumen Rencana Teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat:

a. ~menggunakan Desain Prototipe Bangunan Gedung

.

yang disediakan oleh Dinas PUPR; atau



)

b, d1buat sendm oleh Pemohon dengan berpedoman,

pada Persyaratan Pokok Tahan Gempa Bangunan ;

Gedung Sederhana.

Dokumen Rencana Teknls yang dlbuat sendlrl oleh

'Pemohon sebaga1mana d1maksud pada ayat (8] huruf b""

| hanya d1perkenankan untuk permohonan IMB Bangunan 3‘; o

o 'Gedung sederhana 1 (satu) 1anta1 ' 

Paragraf 2

Persyaratan Tekms Permohonan IMB Bangunan Gedung .

Sederhana yang Dokumen Rencana Tekmsnya leuat oleh S

Perencana Konstruks1 S

Pasal 32

Pemohon harus meng1s1 formuhr data umum Bangunan

'Gedung dan menyampalkan Dokumen Rencana Tekms ‘

yang d1buat oleh Perencana Konstruks1

Dokumen Rencana Teknis sebagalmana d1maksud pada G

ayat ( ) paling sedikit memuat:

a. rencana ars1tektur

b rencana struktur dan |

c.. rencana utlhtas ‘

Rencana ars1tektur sebaga1mana dlmaksud pada ayat (2) g

huruf a antara lam memuat

a. gambar 31tua81 atau rencana tapak

b. gambar denah

c. gambar tampak
d. gambar potongan dan
é.i detail arsitektur '

Rencana struktur sebaga1mana d1maksud pada ayat (2) "

o huruf b antara lam memuat

| l -

ak. gambar rencana pondaSI kolom dan sloof termasuk o

detallnya dan

'b.  gambar rencana r1ng balok dan detallnya ‘

Rencana struktur bagl Bangunan Gedung sederhana 2 

_(dua) 1anta1 selain sebagalmana dlmaksud pada ayat (4),

dltambahkan dengan gambar rencana balok plat 1anta1 o

“tangga dan detaﬂnya



(6) Rencana utilitas sebagaimana ‘dimak‘s‘ud pada ayat’ (2)

huruf ¢ antara lain memuat:

a.

gambar sistem sanitasi yang terdiri dari sistem air
bersih, air kotor, limbah cair, dan limbah padat;
gambar jaringan listrik yang paling sedikit

menunjukkan - sumber - listrik,” panel = listrik,

instalasi/jaringan, titik lampu, sakelar, dan stop

kontak; dan

‘gambar pengelolaan air hujan dan sistem drainase

dalam tapak.

Parégraf 3

Persyaratan Teknis Permohonan IMB Bangunan Gedung -

Sederhana sampai dengan 2 (Dua) Lantai yang Menggunakan

Desain Prototipe

Pasal 33V

(1) Pemohon harus mengisi formulir data umum Bangunan

(2)

(1)

(2

Gedung dan menentukan Desain Prototipe yang akan

“digunakan sebagai Dokumen Rencana Teknis.

Desain Prototipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a.

Desain Prototipe Bangunan Gedung Sederhana 1
(satu) lantai; dan » : |
Desain Prototipe Bangunan Gedung Sederhana 2

(dua) lantai.

Pasal 34

Dinas PUPR menyediakan Desain Prototipe k"s‘ebagai

pengayaa'n alternatif bagi'masyarakat. o

Penyediaan desain alternatif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk Keputusanr Kepala

Dinas PUPR.



Paragfaf 4

. Persyaratan Teknis Permohonan IMB Bangunan Gedung

Sederhana 1 (satu) Lantai yang Dokumen Rencana Teknisnya

(1)

(2)

(1)

-Dibuat Sendiri oleh Pemohon

7 | Pasal 35 oL 8
Pemohon harus mengisi formulir 'da‘tépumum Ban'guhan‘ o
Gedung dan membuat Dokumen Rencana Teknis. - »
Dokumen Rencana Teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) antara lain memuat: | o |
a. gambar denéh yang dilen'gkapi' 'dengén rencana

| perletakan tahgki septik;

b. gambar tampak; dan
c. Persyaratan Pokok Tahan Gempa Bangunan Gedung

~ sederhana. , | 7 |
Gambar denah dan gambar tampak Sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b digambar
secara sederhana dengan informasi yang lengkap dengan
skala paling rendah 1:100 dan di atas kertas berukufan

paling rendah A3.

Paragraf S

Persyaratan Teknis Permohonan IMB Bangunah Gedung

Tidak Sederhana dan Bangunan Gedung Khusus

Pasal 36
Pemohon harus mengisi formulir data umum Bangunan

Gedung dan menyampaikan Dokumen Rencana Teknis

~ yang dibuat oleh Perencana Konstruksi.

Dokumen Rencana Teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit memuat: | |

a. rencaha arsitektur;

b. rencana strukfur; dan

C. réncana utilitas. -

Rencana arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a antara lain memuat:

a. gambar situasi atau rencana tapak;

'b. gambar denah;

c. gambar tampak;



d.

el
1L

garﬁbar potongan;

gambar detail ars1tektur dan

- sp631f1ka51 umum dan khusus ars1tektur

4) Rencana struktur sebagalmana dlmaksud pada ayat (2)

huruf b antara lain memuat:

. a.

o

pengh1tungan struktur untuk Bangunan Gedung -

dengan ketmgglan mulai dar1 3 (tlga) lantai, dengani :

. bentang struktur lebih dari 3 (t1ga) meter dan/ atau |
‘»"mem111k1 basernen e
* hasil penyehdlkan tanah , |
k‘gambar rencana ponda31 : dah\ slddf; terr‘na‘suki
. detaiinya; | | i ek ’ ’ ‘ :
“gambar ’réncrah:a 'kolom' balbk plét dan détailbnya* e

; gambar rencana tangga dan/ atau transportas]‘»::‘, ¥
- vertikal untuk bangunan lebih dari'l (satu) 1anta1 k

‘gambar rencana rangka : aytap,‘ penutup, dan

detaﬂnya dan .

: sp631f1ka51 umum dan khusus struktur

(5) Dalam hal Bangunan Gedung memlhkm bvasémen

rencana struktur sebagaurnana dlmaksud pada ayat (4)‘:‘  

dltambahkan gambar rencana basemen te‘rmasuki’i_f:

detailnya.

 (6) Dalam hal sp631f1ka31 umum dan khusus sebagalmana:;

dlmaksud pada ayat ( ) huruf g memiliki model atau

~

hasil tes maka model atau has1l tes harus dlsertakan.‘

dalam rencana struktur

(7) Rencana utlhtas sebagalmana dlmaksud pada ayat (2)3’:”

B huruf ¢ antara lain memuat

a.

:penghltungan utllltas yang terd1r1 dam penghltungan’

kebutuhan ,k~‘air‘ - bersih, kebutuhan hstrlk B

| penampungan dan pengolahan hmbah Calr dan Bhe

'padat beban kelola a1r huJan

penghitungan tlngkat keblslngan dan /atau getaran

gambar mstem ﬁamtam yang terdlrl darl mﬁtcm a1r

m_fber31h air kotor 11mbah cair, limbah padat dan"

v persampahan

gambar sistem pcngelolaan air huJan dan dramase

dalam tapak;



| g e4. gambar j'aringanl, listrik kyang ‘pali.ng sed.ikitf,

(3)

menunjukkan sumber listrik, panel listrik,
instalasi/jaringan,k titik lampu, sakelar, dan stop.

kontak;

T ‘gambar sis’terri proteksi kebakaran yang disésuaikan:_

dengan tingkat risiko kebakaran; o
g. gambar sistem pyenghawaan/ventilasi ‘alami dan

buatan;

h. gambar 31stem transportasi vertikal dan/atau.

horlzontal ;
i, gambar sistem komunikasi internal dan eksternal;
j. 'gambar sistem penangkal /proteksi petir; dan
k. spesifikasi umum dan khusus utilitas Bangunan

Gedung.

Paragraf 6

Persyaratan Teknis Permohonan IMB Bangunan Gedung

Sederhana Eksisting |

Pasal 37

“Pemohon harus mengisi formulir data umum Bangunan

Gedung dan menyampalkan Gambar Terbangun (as built

drawings) Bangunan Gedung eksisting.
‘Gambar Terbangun (as built drawings) sebagaimana

“dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. gambar arsitektur;

b. gambar struktur; dan

c. gambar utilitas.
Gambar arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a antara lain memuat:

a. gambar situasi tapak;

b. gambar denah;

c. gambar tampak; dan |
d. gambar potongan.

Gambar struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) '
huruf b paling kurarig memuat spesifikési umufn' -
struktur. | |

Gambar utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

r

huruf ¢ antara lain memuat:



b. Gambar Terbangun sistem pengelolaan alr hujan dan;f"»’- o |

el

a. :Gambar Terbangun 31stem san1tas1 yang terd1r1 dar1 ~

sistem air bers1h air kotor, dan tangkl septik; -

drainase dalam tapak; dan

c. ;Gambar Terbangun 31stern irist'alasi listrik yang o

pahng sedlklt menunjukkan sumber hstr1k pane1"’i:i,.‘,}i '

l1str1k instalasi/j Jarmgan t1t1k lampu sakelar dan‘:f

stop kontak

Paragraf ’7 :

“ Persyaratan Teknls Permohonan IMB Bangunan Gedung

- T1dak Sederhana dan Khusus Ek31st1ng

| Pasal 38

Pemohon harus mengisi formuhr data umum- Bangunanw[ﬂ

Gedung dan menyampeukan Gambar Terbangun (as bullt'f

drawmgs) Bangunan Gedung ek31st1ng

~ Gambar - Terbangun (as built drawmgs) sebagalmanar‘f

. dlmaksud pada ayat ( ) pahng sed1k1t memuat

- a. gambar arsitektur

b.  gambar struktur; dan '

e gambar utilitas. ] , E
(3) Gambar arsitektur sebagalmana d1maksud pada ayat 2) -

'huruf a antara lam memuat

a. gambar s1tua31 tapak

b gambar denah

co gambar tampak

d. gambar potongan |

- e.  gambar detail ar31tektur dan |

f.  spesifikasi umum dan khusus ar31tektur

iGambar struktur sebagalmana d1maksud pada ayat (2) 

*'huruf b antara lain memuat

a. Gambar Terbangun pondaS1 termasuk detallnya

" . . : ,Gambar Tcrbangun ~ kolom, balok, ’plat : dai’:l‘ |

detailnya

c.  Gambar ’I‘erbangun rangka atap, penutup, ’dkan;‘ e

detailnya; dan

~d. spesifikasi umum dan khusus struktur.-



(5)

(2)

Gambar utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

- huruf ¢ antara lain memuat:

~a. Gambar Terbangun sistem sanitasi yang terdiri dari

sistem air bersih, air kotor, limbah cair, limbah
padat, dan persampahan; ’ .
b. Gambar Terbangun sistem pengelolaan air hujan

dan drainase dalam tapak;

~c. Gambar Terbangun sistem instalasi listrik yang

paling  sedikit menunjukkan. sumber listrik, panel
listrik, instalasi/jaringan, titik lampu, sakelar, dan
stop kontak; ‘ 4 : ' |

d. Gambar Terbangun sistem protekSi kebakaran yang
disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran;

e. Gambar Terbangun sistem pénghawaan/ventilasi
alami dan buatan; | | '

f.  Gambar Terbangun sistem’ transportasi vertikal
dan/atau horizontal; |

g. Gambér Terbangun sistem komunikasi internal dan

eksternal,

h. Gambar Terbangun sistem penangkal/proteksi petir;

dan o
i.  spesifikasi umum dan khu'sus utilitas Bangunan

Gedung.

Pasal 39

Dalam hal Gambar Terbanglin (ask built drawingé)l |

 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan

Pasal 38 ayat (2) tidak tersedia, Pemohon | harus“f
membuat Gambar Terbangun. :

Dalam membuat Gambar T erbangun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemohon dapat dibantu ;

penyedia jasa.



Paragraf 8

Persyaratan Teknis Permohonan IMB untuk Mengubah

‘ VMemperluaS Mengurangl dan /atau Merawat Bangunan -

Gedung Sederhana :

| Pasal 40 h

~ Pemohon harus menglsl formuhr data umum Bangunan i

’ Gedung dan menyampalkan Dokumen Rencana Tekms

Dokumen Rencana Tekms sebagalmana dlmaksud pada‘

| ayat (1) paling sed1k1t memuat:

‘a. kapan kondisi ek31st1ng Bangunan Gedung olehf .

‘ Perencana Konstruk31

“b. rencana armtektur, ,

¢, rencana struktur; dan

d.  rencana ut111tas

Kapan kOI‘ldlSl ek51st1r1g Bangunan Gedung oleh’k

~Perencana Konstruksi sebagalmana dlmaksud pada ayat,

| (2) huruf a antara lain memuat:

kajlan ek31st1ng arsztektur

: b', kajlan eks1st1ng struktur dan |

. kajlan ek51st1ng utlhtas e ;
Rencana arsitektur sebaga1rnana d1maksud pada ayat (2)‘[" :
huruf b antara lain memuat: '
a. igambar 31tua51 atau rencana tapak

b. gambar denah,;

| C. - gambar tampak

e ‘ d. gambar potongan dan ‘

e. 'gambar detail ar51tektur

Rencana struktur sebagaumana dlmaksud pada ayat (2)'
»huruf c antara lain memuat S o

a. gambar rencana pondas1 kolom dan sloof termasuk

' detailnya; dan

~b. o gambar rencana rmg balok dan detaﬂnya ;
E Dalam hal Bangunan chung scdcrhana 2 (dua) lantal,‘V

- rencana struktur sebagalmana dlmaksud pada ayat (5)

dltambahkan dengan gambar rencana balok plat lantali -

tangga dan detallnya

. Rencana utlhtas sebagalmana dlmaksud pada ayat (2)

huruf d antara lain memuat:

:



~a. gambar sistem sanitasi yang terdiri dari si’stem"air] e

kber31h air kotor 11mbah cair, dan limbah padat

- b. gambar jaringan hstnk yang pahng sed1k1t;‘f,

- (1)

‘menunjukkan ' sumber 11str1k panel hstrlk k" .
1nstalas1/ Jarmgan titik lampu sakelar dan stop Lo

o kontak dan i |
c. ‘gambar pengelolaan air huJan dan s1stem dramase"'r '

: dalam tapak.

Pasal 41

Dalarn hal Dokumen Rencana Tekms Bangunan Gedung‘, e
sederhana 1 (satu) - lanteu d1buat send1r1 oleh Pemohon e

~paling sed1k1t memuat:

a. gambar denah yang dllengkapl dengan rencanay’_

'perletakan tangkl septlk

b. gambar tampak dan

c. | Persyaratan Pokok Tahan Gempa Bangunan Gedung ‘

sederhana 1 (satu) lantal

- Gambar denah dan gambar tafripak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat digambar secara?’ ’
- sederhana dcngan 1nforrnas1 yang lengkap dengan skala 3

| ‘palmg rendah 1: 100 di atas kertas berukuran pahng‘b

rendah A3."

Paragraf 9

Persyaratan Teknls Permohondn IMB untuk Mengubah

: Memperluas Mengurangl dan/atau Merawat Bangunan |

g Gedung T1dak Sederhana dan K{hus_us" ~

Pasal 42

“Pemohon harus mengls1 formuhr data umum Bangunan EE
~Gedung dan menyampalkan Dokumen Rencana Teknis.

‘k‘Dokumen Rencana Tekms sebagalmana dlmaksud pada

. ayat (1) palmg sedikit memuat ‘

a. kajian kondisi eksisting Bangunan Gedung oleh

Perencana Konstruk31

b. rencana arsitektur; o

c. rencana struktur; dan e |
d. rencana utilitas. i S L



(4)

(6)

(8)

Kajian ko’ndisi eksisting Ban‘gunan‘ | Gedung dleh

Perencana Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat ‘_ !

(2) huruf a antara lain memuat: | | . :

a.  kajian eksisting arsitektur;

b. kajian eksisting struktur; dan

c. kajian eksisting utilitas. ‘

Rencéma arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b antara lain memuat: | o

a. gambar situasi atau ;encané tapak;

b. gambar denah; |

c. gambar tampak;

d. gambar potongaﬁ;

e. gambar detail arsitektur; dan -

f.  spesifikasi umum dan khusus arsitektur.

Rencana struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf ¢ antara lain memuat: o

a. penghitungan sfruktur;

b. | hasil‘penyelidikan tanah;

c. gambar rencana pondasi dan sloof termasuk
~detailnya; |

d. gambar rencana kolom, baiok, plat dan detailnya;

e. gambar rencana rangka rrata'p, penutup, dan

detailnya; dan |

f.  spesifikasi umum dan khusus struktur.

Dalam hal Bangunan Gedung .memiliki jumlah Iantaﬁ

lebih dari 1 (satu), gambar struktur sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) ditambahkan gambar 'rencaﬁa

tangga atau transportasi vertikal termasuk detailnya. -

' Dalam = hal Bangunan = Gedung memiliki baSenien,

rencana struktur sebagaimana’dimaksud pada‘ ayat. (S) ‘

ditambahkan gambar rencana basemen termasuk

detailnya. | :

Rencana utilitas sebégaimana ‘dimaksud pada ayat: (2)

huruf d antara lain memuat: (

a. - penghitungan utilitas yang terdiri dari penghitungan
kebutuhan air bersih, kebiituhan listrik,
penampungan dan pengolahan limbah cair dan

padat, dan beban kelola air hujan;

“b. penghitungan tingkat kebisingan dan/atau getaran;

’/
4
‘



~ c. gambar sistem sanitasi yang terdiri dari sistem air
' bersih, air. ,kotc‘)r, limbah cair, limbah padat, dan
persa_rhpéhén, - .
d. gambar s1stem pengelolaan air hujan dan drainase
dalam tapak; _ '
-e. gambar sistem instalasi. listrik yang paling sedikit :
| menunjukkan sumber listrik, 'panel listrik,
’1nstalas1/ _]arlngan t1t1k lampu -sakelar, dan stop
kontak; _ v
f. ,gambar sistem proteksi kebakaran yang dlsesualkan,
dengan tingkat risiko kebakaran;
g. gambar sistem penghawaan/ventilasi alami - dan
buatan; - |
h. gambar s1stem transportas1 vertlkal

i 'gambar sistem komunikasi internal dan eksternal

—.

- gambar sistem penangkal/proteksi petir; dan

k. spesifikasi umum utilitas Bangunan Gedung.

Pasal 43

‘Dokumen Rencana Teknis bagi kegiatan mengUrahgi’

Bangunan Gédung yahg Pembongkarannya menimbulkan -

. dampak luas bagi lingkungan, harus dilengkapi ‘dengan
metode Pembongkaran Bangunan Gedung yang memenuhr

pr1ns1p Keselamatan dan Kesehatan KCIja (K3)

Paragraf 10
- Persyaratan Teknis Permohonan IMB Bangunan Gedung yang v

D1bangun Kolektlf

Pasal 44

Persyaratan teknis permohonan IMB Bangunan Gedung yang |

o d1bangun kolektif dibedakan atas:

a. persyaratan teknis permohonan IMB 1nduk dan

b. persyaratan teknis permohonan pemecahan IMB 1nduk

_ - Pasal 45 - v
(1) Pemohon IMB induk sebagalmana d1maksud dalam Pasal

44 huruf a harus mengisi formulir data umum Bangunan

4



Gedung dan menyampaikan Dokumen Rencana Teknis

‘yang dibuat oleh Perencana Konstruksi.

Formulir data umum Bangunan Gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibuat untuk masing-masing
kaveling yang tercantum dalam permohonan IMB.

Dokumen Rencana Teknis sebagaiména dimaksud pa’da" :

‘ayat (1) pahng sedikit memuat:

a. ~ masterplan/ siteplan yang telah dlsahkan

b. rencana arsitektur;

c. renCana struktur; dan

d. rencana utilitas. ;
Rencana arsitektur sebagalmana dimaksud pada ayat (3)
huruf b antara lain memuat: R
a. gambar situasi atau rencana tapak;

b. gambar denah;

c. gambar tampak;

d. gambar potongan;
e. gambar detail arsitektur; dan

f.  spesifikasi umum dan khusus arsitektur.

: Dalam hal permohonan IMB kolektif Bangﬁnan Gedung

sederhana, rencana struktur’ sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf ¢ paling sedikit memuat:
a. gambar rencana pondasi dan sloof termasuk

detailnya;

"b. gambar rencana kolom, ring balok, plat dan

detailnya;

~c. gambar rencana rangka atap, penutup, ‘dan

detailnya; dan -
d. spesifikasi umum struktur.

Dalam hal permohonan IMB kolektif Bangunan Gedung

ktldak sederhana dan khusus, rencana struktur‘

sebagalrnana dimaksud pada ayat (3) huruf c antara laln
memuat:
a. penghitungan struktur; -

b. hasil penyelidikan tanah,;

~c. gambar rencana pondasi dan sloof termasuk

detailnya;

d. gambar rencana kolom, balok, plat dan detailnya;

»

[



(7)

(8)

(9)

~-e. ~gambar rencana rangka atap,~ penu‘tupv, dan

detailnya; dan ‘ J
f. spesifikasi umum struktur dan khusus. v
Dalam hal Bangunan Gedung tidak sederhana dan

khusus memiliki basemen, rencana struktur

~s_ebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditambahkan}

gambar rencana basemen tefmasuk detailnya.
Dalam hal permohonan IMB kolektif Bangunan Gedung'
sederhana, rencana utilitas'sebagaimaha dimaksud pada

ayat (3) huruf d antara lain memuat: 7

a. gambar sistem sanitasi yang terdiri dari sistem air

- bersih, air kotor, limbah'cair, dan’k limbah padat;

b. gambar jaringan listrik yang paling sedikit
menunjukkan  sumber  listrik, - panel listrik,
‘instalasi/jaringan, titik lampu, V“sakelar,k,dan S:to'p_» '
kontak; dan

c. gambar pengelolaan air hujan dan sistem drainase
dalam tapak. | v ‘ :

Dalam hal permohonan IMB kolektif Bangunan Gédung

tidak sederhana @ dan khusus, | _rencana utilitaé"

sebagairﬁana di.maksud pada ayat (3) huruf d antara lain

memuat: L

a. p‘enghitung‘avn utilitas yangi terdiri dari penghitungari‘
kebutuhan  air  bersih, kebutuhan listrik,
penampungan dan pengolahank limbah cair dan
padat, dan beban kelola air hujan;

b. penghitungan tingkat kebisingan dah / atau getaran;.

c gambar sis_tém‘ sanitasi yang terdiri dari sistem air E
bersih, air kotor, limbah cair, limbah padat, dan

persampahan;

~d. gambar sistem pengelolaan air hujan dan drainase

dalam tapak; ol
e. gambar sistem instalasi listfik’yang paling sedikit
| menunjﬁkkan sumber listrik;, = panel 1istrik;
instalasi/jaringan, titik lampu, sakelar, dan stop
kon't\ak;, : o
f.  gambar sistem proteksi kebakaran yang disesuaikan

,[

dengan tingkat risiko kebakaran;



g g. :gambal" sistem kpenghawa\aﬁ/ventﬂasi "alamii dan :
| :'”buatan E S | 4 S
h. - gambar sistem transporta31 Vert1ka1 ‘
i : gambar smtem komumkam 1nternal dan eksternal
: ,’ i gambar sistem’ penangkal / protek51 pet1r dan ’

k. spes1ﬁka31 umum utilitas Bangunan\Gedung,

| ; , Pasa’1,46‘ G i » 5
Pemohon pémecahan IMB induk sébagaimana dirﬁakéud
dalam Pasal 44 huruf b harus menglsl formuhr data umum"vf

| Bangunan Gedung dan menyampa1kan e
a. fotokop1 dokumen IMB 1nduk dan

b. fotokop1 Dokumen Rencana Teknls Bangunan Gedung

Paragraf 11

Persyaratan Tekms Permohonan IMB Bangunan Prasarana

, Pasal 47
(1)’_ Pemohon harus ‘mengisi formuhr data umum bangunaﬁf, '
’ prasarana ‘ dan menyampa1kan Dokumen Rencana‘}
- Teknis yang dibuat oleh Perencana Konstruk31 ' = e
(2) Dokumen Rencana Teknis sebagalmana d1maksud pada |
S ayat( )antara lam memuat
- oa. rencana ar31tektur,
2 b : 'rencana struktur" dan
c rencana utilitas. : : ; L
| (3) Rencana arsitektur. sebagalmana dlmaksud pada ayat (2)l i
: huruf a pahng sedikit rnemuat e e
> a. “gambar 31tua31 atau rencana tapak
k b. ~ gambar denah
c gambar tampak'
d. gambar potongan | :
e. - gambar detaﬂ ar51tektur dan
f. spes1ﬁkas1 umum ar31tektur ,
(4) Rencana struktur sebaga1mana dlmaksud pada ayat (2).;
huruf b paling sedikit memuat _ : '
a. penghltungan struktur untuk bangunan prasarana
gedung dengan ketlngglan mulal dari 3 (tiga) 1anta1

dan bentang struktur lebih dar1 3 (tlga) meter,

{



'b. hasil penyelidikan tanah'l .

c. ‘.gambar rencana pondas1 ‘dan sloof t'erma‘s'ukk ol
: detaﬂnya SO

yd.v 'v‘gambar rencana kolom balok plat dan detaﬂnya

e. gambar rencana rangka atap, penutup, dan‘k' o

bdetallnya ~dalam halr bangunan ‘ prasaran‘avﬁ'

' menggunakan penutup atap, dan

f. : spes1ﬁka31 umum dan khusus struktur :

Rencana utlhtas sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) 

huruf c pahng sedikit memuat

a. penghltungan dan perencanaan ut111tas

- b. gambar teknls dan

c.o spe31ﬁka31 umum utilitas bangunan prasarana

Bagian Kelimé
 Masa Berlaku IMB

Pasal 48 .

| IMB yang telah dlterbltkan berlaku dalam waktu pahng ‘ |
lama 12 (dua belas) bulan sejak dlterbltkannya IMB.
N IMB dmyatakan ‘tidak berlaku apablla pelaksanaanf g

konstruksi Bangunan Gedung tidak d1mu1a1 dalam :

'vwaktu 12 (dua belas) bulan sejak dlterbltkannya IMB.

"Dalarn hal waktu sebagalmana dimaksud pada ayat (2):
tidak mencukup1 Pemohon 7 dapat mengajukan,
fperpanjangan masa berlaku IMB h1ngga pahng lama 124 :

. (dua belas) bulan.

Permohonan» perpanjangan "'v‘kmasa ' berlaku ‘IMB' |

i sebagalmana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat:

©)

)

‘d11akukan 1 (satu) kah

Pengajuan perpanjangan masa berlaku IMB sebagalmana‘ ’

- dimaksud pada ayat (3) dilakukan pahng lambat 5 (hma) - -

hari kerja sebelum masa berlaku IMB berakhlr

' Permohonan perpanjangan masa berlaku IMB dllakukan;' o
- oleh Pemohon kepada DPMPTSP. :

Permohonan perpanjangan masa berlaku IMB tldakk:

_d1kenakan Retrlbu31



( 1‘),‘

Pésal 49 |

Pemohon harus memberlkan 1nforma31 secara tertuhsf

kepada DPMPTSP mengenal rencana tanggal d1mula1nya; ‘

‘pelaksanaan konstruksi. | . | 7
vDPMPTSP memberlkan papan IMB kepada Pemohonj ,

~ yang telah memberlkan& 1nformasl : srebkagalmana;

~ ‘dimaksud pada ayat (1. - |

Pasal 50

. Dalam hal Bangunan Gedung mengalam1 penghentlan;, bl

‘ proses pelaksanaan konstruksi dalam Waktu lebih darl 2

e (dua)  tahun, dan Pemohon vakan melanjutkan

()

kpelaksanaan konstruk31 Bangunan Gedung,’ makav-'ﬂ‘_'
: Pemohon ~ harus melakukan ~ asistensi kesesuauan
‘ Dokumen RenCana Tekms kepada T1m Tekms DPMP’I‘SP

Dalam hal Dokumen Rencana Teknls sebagaumana,v

dlmaksud pada ayat ( ) d1n11a1 tldak sesua1 Pemohon v

v *harus melakukan permohonan baru IMB.

Baglan Keenam o

’ Tata Cara Penyelenggaraan IMB

~ Paragraf 1

 Umum

 Pasal 51

| Tata cara penyelenggaraan IMB mehput1

a. tata cara penyelenggaraan IMB Bangunan Gedung .
(e bukan untuk kepentmgan umum S0
b ‘,tata cara penyelenggaraan IMB Bangunan Gedung

' untuk kepentlngan umum; B |
C. tata cara penyelenggaraan IMB Bangunan Gedung .

eks1st1ng,

d. tata cara penyelenggaraan IMB untuk mengubah

memperluas, mengurangl dan/atau merawat
Bangunan Gedung, : ‘ |

e. tata cara penyelenggaraan IMB bertahap,

f 'tata cara penyelenggaraan IMB kolekt1f



(2)

(4)

(1)

‘¢. luas lebih dari 2000 (dua ribu) meter persegi.

g  tata cara penyelenggaraan = IMB ‘bangunén
prasaréna; dan

h. tata cara penyelenggaraan IMB semcnt}ara.y

Tata cara penyelenggaraan IMB Bangunaﬁ Gedung

bukan untuk kepentingan umum sebagaifnaha

dimaksud pada ayat (1) huruf a dibedakan untuk:

a. BangunanGedung sederhana dan tidak sederhana
yang Dokumen Rencana Tekhisnya dibuat ‘oleh
Perencana Konstruksi; - |

b. Bangunan Gedung s}‘e'derhanar yang Dokumen
Rencana Teknisnya menggunakan Desain Profotipe;
dan | / o

C. Bangunan Gedung sederhana 1. (satu) lantai yang
Dokumen Rencana 4Teknisnya‘ dibuat sendiri oleh

~ Pemohon. f |

Tata cara penyelenggaraan IMB untuk mengubah,

memperlhas, mengurangi,  dan/ atau  merawat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibedakan
untuk: ' | -

a. Bangunan Gedﬁng bukan untuk- kepentiﬁgan
umuni; dan i | .

b. Bangunan Gedung-kepenﬂngan umum. |

Tata cara penyelenggaraan IMB Bangunan Gedung

sebagaimana dimaksud ayait (1), méliputi tahapan: |

a. prosés prapermohonan IMB; | |

b. prosés;permohonan IMB; dan

c. proses penerbitan IMB.

‘Pasal 52
IMB bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
ayat (1) “huruf e, ’dapat diterbitkan atas permintaan

Pemohon untuk Bangunan Gedung tidak sederhana danr

Bangunan. Gedung khusus untuk kepentingan umum

dengan kriteria teknis: ,
a. menggunakan pondasi dalam lebih dari 2 (dua)
meter; '

b. ketinggian lebih dari 8 (delapan) lantai; dan/atau



(3)

I’MB bertéhap sébégaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan mulai p}roses penerbitan IMB pondasi dan
d1lanjutkan dengan penerbitan IMB. o o
IMB  pondasi sebaga1mana d1maksud pada ayat (2.)‘
d1terb1tkan dalam Jangka waktu 18 (delapan belas) harl

kerja semenjak permohonan IMB.

- Paragraf 2

Tata Cara Penyelenggaraan IMB Bangunan Gedung

Sederhana dan Tidak Sederhana Bukan untuk Kepentingan

Umum yang Dokumen Rencana Teknisnya Dibuat oleh

Perencana Konstruksi

Pasal 53 |
Proses prapermohonan IMB Bangunan Gedung bukan

untuk kepentingan umuin yang Dokumen Rencana

- Teknisnya dibuat oleh Perencana Konstruksi, meliputi:

a. Pemohon mengajukan permohonan KRK kepada
Kepala DPMP’I‘SPSebelum mengajukan permohonan
IMB; | |

b. :Pemohoh mengisi surét pernyataan  untuk

, mengikuti ketentuan dalam KRK; B

o DPMPTSP memberlkan KRK dan menyampaikan

o 1nforma31 persyaratan adm1n1strat1f dan persyaratanx |

teknis permohonan IMB; dan

d. Pemohon menyiapkan Dokumen Rencana Teknis

berdasarkan ketentuén dalam KRK.

PerSyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c mengikuti ketentuan dalam Pasal 30.
Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ meliputi:

~a. persyaratan teknis permohorian IMB Bangurian ’

Gedung sederhana- vang Dokumen Rencana
Teknisnya dibuat oleh’ Pereri‘cana ‘Konstruksi
~mengikuti ketentuan dalam Pasal 32; dan

b. persyaratan teknis permohonan IMB Bangunan
Gedung tidak sederhana yang Dokumen Rencana
Teknisnya dibuat oleh. Perencana Konstruksi

p

~mengikuti ketentuan dalam Pasal 36;



Pasal 54

Proses permohonan IMB Bang'imari Gedung bukan untuk-

kepentlngan umum yang Dokumen Rencana Tekmsnya ‘

d1buat oleh Perencana Konstruksi, mehputl

a.

Pemohon mengajukan surat permohonan IMB kepada
Kepala DPMPTSP dengan melamplrkan dokumen
persyaratan administratif dan persyaratan teknis;

DPMPTSP  melakukan pemerlksaan kelengkapan

persyaratan administratif dan persyaratan teknis;

dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan -

teknis dinyatakan tidak lengkap, berkas permohonan
IMB dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi
dan/atau diperbaiki; ' | ) '

pengémbalian "berkas perrf;'ohonan IMB sebagaimana -
dimaksud pada huruf ¢ diléngkapi surat pemberitahuan
kelengkapan persyaratan; dan | ,
dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan -
teknis dinyatakan lengkap, " DPMPTSP  melakukan '.
pendataan Bangunan Gedung dan dilanjutkan dengan‘j

proses penerbitan IMB.

Pasal 55

Proses penerbitan IMB Bangunan Gedung bukan untuk -

kepentingan umum yang Dokumen Rencana Teknisnya ‘

dibuat oleh Perencana Konstruksi, meliputi:

a.

Tim Teknis DPMPTSP melakukan Penilaian Dokumen
Rencanay Teknis terhadap pemenuhan persyaratan

teknls

.dalam hal Dokumen Rencana T eknis dinyatakan belum

sesuai dengan persyaratan tekms, berkas permohonan
IMB dikembalikan ke Pemohon dengan dilengkapi
ketevrangan perbaikan rencana teknis dan surat
pemberitahuén hasil 'Penilaian Dokumen Rencana
Tékrﬁs; o

dalam hal Dokumen Rencana Teknis dinyatakén telah
sesuai dengan persyaratan teknis, Tim Teknis DPMPTSP

memberikan persetujuan secara tertulis berupa paraf

-



pada setiap lembar Dokumen Rencana Teknis dan surat =
Persetujuan Dokumen Rencana Teknis; '

d. DPMPTSP menghitung dan menetapkan nilai retribusi
IMB mengacu pada Dokumen Rencana Teknis: yang telah‘ 7
disetujui sebagalmana dimaksud pada huruf c; |

e. nilai retribusi IMB yang telah dltetapkan sebagalmana_g .
dlmaksud pada huruf d disampaikan kepada Pemohon ‘
dalam bentuk Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

f.  Pemohon melakukan pembayaran retr1bus1 ke tempat =
pembayaran  yang vdi’tuhjuk oleh - Bupati dan_ :
menyerahkan buk’ti‘v‘p.émbayaran retribusi berupa Slirat_
Setoran Retribusi Daerah (SSRD) kepada DPMPTSP;

g. DPMPTSP menerbitkaﬁ. dokumen IMB dan melakukan
perriutakhiran pendataan Bangunaﬁ Gédung; dan

h. Pemohon rnyengambil dokumen IMB kyang telah
diterbitkan pada DPMPTSP. |

Paragraf 3
Tata Cara Penyelenggaraan IMB Bangunan Gedung
Sederhana Bukan untuk Kepentingan Umum yang Dokumen

Rencana Teknisnya Menggunakan Desain Prototipe

Pasal 56
' (1) Proses prapermohonan IMB Bangunan‘Gedung bukan -
- untuk kepentingén umum  yang Dokumen Rencana
»Teknisnya menggunakan Desain Prototipe, meliputi:
a. kPemoho'n .mengajukan pe’rmohonan "KRK kepada
Kepala DPMPTSP sebelum mengajukan permohonan
B, ,
b. Pemohon mengisi surat ,kpernyatéan uniuk‘
mengikuti ketentuan dalém KRK; | :
c. DPMPTSP = memberikan  KRK, menyarnpaikan '
informasi persyafatan‘administratif dan persyaratan
tcknis permohonan IMB, penyampaian informasi
Desain Prototipe, dan Persyaratan Pokok Tahan
Gempa; » ' ,
'd.‘ Pemohon menentukan ~Desain /P‘rototipe yéng

)

digunakan; dan



T1m Tekms DPM‘PTSP ' m‘efﬁbefikan : konsultasi
penyesualan Desain Protot1pe terhadap tapak atas  -

; Permmtaan Pemohon. - - | e
~(2)  ‘Persyaratan administratif sebagalmana d1maksud pada; ~

' ayat (1) huruf c meng1kut1 ketentuan dalam Pasal 30.

(3) ‘Persyaratan tekms sebagalmana d1maksud pada ayat ( );:7 o

; huruf c menglkutl ketentuan dalam Pasal 31

Pasal 57 -

Proses permohonan IMB Bangunan Gedung bukan untuki g

kepentmgan umum yang Dokumen Rencana Teknlsnya

menggunakan ¥ Desaln - Prototlpe : mengﬂ{utl ketentuan

sebagaimana d1r}nraknsud _dal‘arn Pasal 55.

i , Pasal 58 : ‘

'fProses penerbltan IMB Bangunan Gedung untuk kepentlngan'
umum yang Dokumen Rencana Tekmsnya menggunakan'k.
,Desam Protot1pe mehputl . - : | :
a Tim Tekms " DPMPTSP fnelakukari‘ pemenksaan

S kesesualan Dokumen Rencana Teknis dengan Desain

~,,kProtot1pe yang telah d1tentukan pada proses g

prapermohonan IMB; R ‘
b. dalam hal Dokumen Rencana Teknls dlnyatakan belum"

~ sesuai dengan persyaratan teknis, berkas permohonan

IMB dlkembahkan ' ke Pemohon dengan dllengkapl‘if‘

"~,keterangan kesesualan Dokumen Rencana Teknis dan

surat pembemtahuan hasﬂ pemerlksaan Dokumenbr’z;;‘

Rencana Tekms

c. "fdalam hal Dokumen Rencana Tekms dlnyatakan telah o

 sesuai dengan persyaratan tekrns Tlm Tekms DPMPTSP o

‘memberlkan persetujuan secara tertuhs berupa parafﬂf
pada setlap lembar Dokumen Rencana Teknis dan surat
i Persetujuan Dokumen Rencana Tekms | |

d DPMF’TSP mcnghltung dan mcnctapkan :mlal rctrlbum

v IMB mengacu pada Dokumen Rencana Teknis yang telah i

dlSGtLlJUl sebagalmana dimaksud pada. huruf c;
~e.  nilai retribusi IMB yang telah dltetapkan sebagalmana
w_dlmaksud pada huruf d dlsampalkan kepada Pemohon

dalam bentuk Surat Ketetapan Retnbum Daerah (SKRD);

4



(1)

Pemohon fmelék_ukan pémbaya'ran retribusib ke tempat
pembayaran | yang ditunjuk ‘vo_leh' Bupati dan
menyerahkan bukti pembayaran retribusi berupa Surat
Setoran Retribusi Daerah (SSRD) kepada DPMPTSP
FDPMPTSP menerbitkan dokumen IMB dan melakukan.
pemutakh1ran pendataan Bangunan Gedung, dan
Pemohon mengambll dokumen IMB yang te}ah ,

diterbitkan pada DPMPTSP.

Paragraf 4

Tata Cara Penyelenggaraan IMB Bangunan Gedung

 Sederhana 1 (satu) Lantai Bukan untuk Kepentingan Umumv

‘yang Dokumen Rencana Teknlsnya leuat Scndlrl oleh .

Pemohon

Pasal 59 _

Proses prapermohonan IMB Bangunan Gedung bukan -

untuk kepentingan ‘umum yang Dokumen Rencana
Teknisnya dibuat sendiri oleh Pemohon, meliputi:

a. Pemohon mengajukan permohonan KRK kepadaf

"Kepala DPMPTSP sebelum mengajukan permohonan :

IMB; Lo | , -

b. Pemohon Vmehgisi surat  pernyataan untukj

. mengikuti keterituén dalam KRK; | |

c. DPMPTSP riiefnberikan KRK‘ menyampalkan

| informasi persyaratan adm1n1strat1f dan persyaratan

teknis permohonan IMB, serta Persyaratan Pokok.

~Tahan Gempa; |
d. Pemohon membuat Dokumén Rencana Teknis
sesuai ketentuan dalam KRK serta ketentuan dalam

Persyaratan Pokok Tahan Gempa dan -

~e. Dokumen Rencana Teknis sebagaimana dimaksud

pada huruf d “harus dikonsultasikan pada Tim *
Teknis DPMPTSP. |
Persyaratan’ administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c mengikuti ketentuan dalam Pasal 30.
Persyaratan ‘teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

r

huruf ¢ mengikuti ketentuan dalam Pasal 35.



Pasal 60

Prdscs permohonan IMB Bangunan Gedung bukan untuk

kepéntingan umum yang' Dokumen Rencana Teknisnya

dibuat sendiri  oleh Pémohbn mengikuti  ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54. o

Pasal 61

Proses penerbitan IMB Bangunan Gedung  bukan untuk

kepentingan umum _‘ yyarig Dokumen Rencana Teknisnya'

a.

dibuat sendiri oleh Pemochon, meliputi:

Tim  Teknis DPMPTSP melakukan pemeriksaan

kesesuaian Dokumen Rencana Teknis terhadap

:Dokumen Rencana Teknis hasil konsultasi dengan Tim
~ Teknis DPMPTSP’pa’da'vproses_p?rapermoho‘nan IMB;

‘dalam hal Dokumen Rencana T¢knié dinyatakan belum

sesuai dengan Dokumé;n Rencana Teknis hasil konsultasi
dengan Tim  Teknis DPMPTSP pada  proses

praperrnohonan “IMB,  berkas Vpe“rmohonan IMB

- dikembalikan ke Per_nohon dengan dilengkapi keterangan

perbaikan rencana téknis dan surat pemberitahuan hasil

pemeriksaan Dokumen Rencana Teknis;

'dalam hal Dokumen Rencana Teknis dinyatakan telah

sesuai déngén persyaratan teknis, Tim Teknis DPMPTSP
memberikan peréefujuan secara teftulis berupa paraf =
pada setiap lembar Dokumen Rencana Teknis dan surat
Persetujuan Dokumeﬁ Renqana Teknis; |
DPMPTSP hienghitﬁng dan menetapkan nilai retribusi
IMB imengécu pada Dokumen Rencana Teknis yang telah
disetujui sebagaimana dimaksud pada huruf c;

nilai retribusi IMB yang telah ditetapkan sebagaimana

~dimaksud pada huruf Ivd disampaikan kepada Pemohon
"dalam bentuk Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);

Pemohon melakukan pembayaran retribusi ke tempat

pembayaran yarig‘ ditunjuk oleh Bupati dan

menyerahkan bukti pembayaran retribusi berupa Surat

~ Setoran Retribusi Daerah (SSRD) kepada DPMPTSP;

DPMPTSP menerbitkan ‘dokumen IMB dan melakukan

~ pemutakhiran pendataan Bangunan Gedung; dan



dlmaksud dalam Pasal 56 ayat ‘(1) huruf a kdapat‘ ‘

,:_‘Pemohon niengambil dokumen "IMB Vyang ‘t'e‘lah

. ,,‘dlterbltkan pada DPMPTSP

Pasal 62

T1m Tekms DPMPTSP sebagaﬁmana d1maksud dalam‘w
Pasal 55, Pasal 58 Pasal 61 beranggotakan Pejabat
] : Fungs1ona1 Teknlk Tata Bangunan dan Perumahan’
o dan/atau pegawai ASN yang mem1hk1 kompeten51 dalam
k~b1dang Bangunan Gedung yang dipilih dan dltugaskan
,oleh Dinas PUPR. P

Dalarn hal Dlnas PUPR memandang pentmg, Tlm Tekms

*DPMPTSP sebaga1mana dlmaksud pada ayat (1 )’dap’at
: dlperkuat oleh TABG ' i

Pasal 63

| vPermohonan IMB Bangunan Gedung sederhana 1 (satu)

‘~‘1anta1 bukan untuk kepentmgan umum sebagalmana‘

' dlajukan pada Kecamatan  yang mendapatkan "

‘pendelcgaman kewenangan darl Bupati.

Dalam proses permohonan IMB- yang dllakukan d1‘

;'Kecamatan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1),

pen11a1an dan persetujuan tertuhs terhadap Dokumen-

Rencana Teknls sebagalmana dimaksud dalam Pasal 55

Pasal 58 Pasal 61‘ dllakukan oleh Tim ,Tekm_s

5 ‘Kecamatan;

kﬁ(3f

,~T1m Tekms Kecamatan sebagalmana d1maksud pada L |

ayat (3) harus memenuhl standar kompeten31 yang

| Vrdltetapkan oleh Dlnas PUPR yang beranggotakan

pegawai ASN yang d1p111h dan d1tugaskan oleh Camat

Paragraf 5

Tata Cara Penyelenggaraan IMB Bangunan Gedung Untuk

1 |

‘ kepentlngan umum mehputl o

Kepentlngan Umum

Pasal 64 )

Proses’ prapermohonan IMB Bangunan Gedung untuk

/‘



@

@

@

~Pemohon mengajukan permohonan KRK kepada

_ Kepala DPMPTSP sebelum mengajukan permohonan .

IMB; : i | »
kPemohon Vmeng'isi ; surat pernyataan, ~untuk

meng1kut1 ketentuan dalam KRKj

_DPMPTSP memberikan KRK dan menyampalkank'

: ,1nformas1 persyaratan admlmstratlf persyaratan'

tekms, serta perlzman dan/ atau Rekomendas;

teknis  lain dari - 1nstan81 berwenang untuk
~ permohonan IMB; dan SRl ‘

‘Pemohon meny1apkan Dokumen Rencana Tekms o

sesuai ketentuan dalam KRK

Persyaratan adm1n1strat1f sebagalmana d1maksud padaﬂ ‘

ayat (1) huruf ¢ meng1kut1 ketentuan dalam Pasal 30..

Persyaratan teknis sebagalmana d1rnaksud padaayat (1)

a.

“huruf ¢ meliputi:

,persyaratan teknls permohonan IMB Bangunan s

25 Gedung sederhana; dan ‘

. persyaratan tekms permohonan IMB Bangunan' |

~ Gedung tidak sederhana dan Bangunan Gedung o

khusus

Perizinan- dan/ atau Rekomendas1 ‘teknis lain vdari‘

‘instansi berwenang sebagalmana dlmaksud pada ayat ( 1)

huruf ¢ meliputi:

8.
b.

Proses

~Analisis Mengenal Dampak Llngkungan (AMDAL),

Upaya Pengelolaan L1ngkungan .dan .Upaya |

: _Pemantauan Llngkungan (UKL-UPL),

Rekomendam ketinggian . Bangunan Gedung pada

Kawasan Keselamatan Operas1onal Penerbangan

' ;(KKOP) _ . :
. Surat. Iz1n Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPP’I‘),' |

dan /atau

Rekomendasi 15;311 banjir.

. Pasal 65

permohonan IMB Bangunan - Gedung untuk

kepentingan umum rheng_ikuti ketentuan sébagaimana
- dimaksud dalam Pasal 54. |

/.



a.

Pasal 66

v;,'Proses penerb1tan IMB Bangunan Gedung untuk kepentmgan
umum meliputi: e : ‘ ' |
Tim Tekms DPMPTSP melakukan Pemlalan Dokumen 8
:;‘Rencana Tekms terhadap pemenuhan persyaratan 3
.tekms ; : ;' | (R N

lem Tekms DPMPTSP menyusun surat pert1mbangank

L tekms' hasﬂ Pen1la1an Dokumen : Rencana Tekvms

sebagalmana d1ma1<sud pada huruf a;

‘:dalam hal Dokumen Rencana Tekms d1nyatakan belum

‘Tﬂ‘sesua1 persyaratan tekms, ~berkas. permohonan IMB

dikembalikan ke Pemohon dengan d1lengkap1 keterangan

: vperbalkan , Dokumeni R_encana ‘Teknis ‘dan  surat

7 pemberitahuan ha’s‘ivl “Periilﬂaian Dokumen Rencana

Teknis;

dalam hal Dokumen Rencana Teknls d1nyatakan telah

~ sesuai dengan persyaratan tekms T1rr1 ‘Teknis DPMPTSP
) member1kan persetujuan secara tertuhs berupa paraf
pada setlap lembar Dokumen Rencana Teknis dan surat

: "Persetujuan Dokumen Rencana Teknis;

DPMP’I‘SP mengh1tung dan- menetapkan nilai retribusi

i | 'IMB mengacu pada Dokumen Rencana Teknis yang telah

dlSGtU.JLIl sebagalmana dlmaksud pada huruf d;

n11a1 retrlbu81 IMB. yang telah ditetapkan sebagaimana

| d1maksud pada huruf e dlsampalkan kepada Pemohon

dalam bentuk S,urat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);

Pefnohon melakukan :pemﬁéyaran* retribusi ke tempat

pembayaran vang dltunjuk oleh  Bupati dan

menyerahkan buktl pembayaran retribusi berupa Surat

~ Setoran Retribusi Daerah (SSRD) kepada DPMPTSP;

- DPMP’I‘SP menerbltkan dokumen IMB dan melakukan |
' pemutakhlran pendataan Bangunan Gedung, dan

. Pemohon mengambil | dokumen IMB  yang telah
: d1terb1tkah pada DPMPTSP | '

s y



ROE

Pasal 67

T1m Tekms DPMPTSP sebagalmana dlmaksud dalam
Pasal 66 beranggotakan TABG yang d1p111h dan

d1tugaskan oleh Dmas PUPR

TABG sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) memberikan

pert1mbangar1 teknis setelah melakukan pengkajian

: fterhadap pemenuhan kesesua1an persyaratan teknis

= 4dengan ketentuan mehputl

b
e
d

Ro)

a.

fung31 Bangunan Gedung,

. klas1f1kas1 Bangunan Gedung,

persyaratan tata bangunan

persyaratan keandalan Bangunan Gedung; dan

‘pemenuhan perlzlnan dan/atau Rekomendasi

~instansi terka1t

: Paragraf 6

. Tata Cara Penyelenggaraan IMB Bangunan Gedung Eksisting

: Pasal 68

Proses prapermohonan IMB Bangunan Gedung eksisting

: ‘mehpum

Pemohon melakukan konsultas1 permohonan IMB

‘Bangunan Gedung,eks;s“ung di kantor DPMPTSP;
. DPMPTSP memberikan KRK dan menyampaikan

- informasi persyaratan administratif dan persyaratan

teknis' permohonan ~ IMB  Bangunan Gedung

eks1st1ng, ’
~ Pemohon melakukan pengadaan pengkap teknis

- untuk pemerlksaan keleukan fung31 Bangunan

Gedung;

. terhadap Bangﬁnan Gedung rumah tinggal tung‘gél '
 dan  rumah ;f‘tkin'ggaid ~ deret, Pemohon dapat
 mengajukan “perr:nohcﬁrtlan bpemeriksa‘an kelaikan
fungsi Baﬁgunan Gedung kepada Dinas PUPR;

}"p'engkaji' teknls atau  Tim- Tekms Dlnas PUPR
: melakukan pemerlksaan kela1kan fungs1 Bangunan
'.'Gedung, Hnian s | i

- dalam hél hasﬂ pemeriksaan kelaikan ~fungsi

'Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada



3 huruf d menyatakan bahwa Bangunan Gedung Laik
F F‘ung31 pengkajl teknls atau T1m ‘Teknis Dinas PUPR
‘membuat  surat pernyataan | kela_tkan fungsi

, Bangunan Gedung, o ,

g i dalam hal has11 pemerlksaan kelaikan fungsi

= ' Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada

huruf d' menyatakanr 'bah‘wa Bangunan' Gedung
tidak Laik Fungs1 maka pengkaji teknis atau Tim

o Teknis Dinas PUPR memberlkan Rekomendasi
. perbaikan Bangunan Gedung,

‘h. dalam hal pem111k/ pengguna Bangunan Gedung

: telah melakukan perbalkan sesuai Rekomendasi

sebagalmana dimaksud ' pada huruf g, maka

pengkajl tekms atau T1m Tekms Dinas PUPR
~ membuat surat pernyataan kelaikan fungsi
 j Bangunan Gedung, dan , | _

i. pem111k/ pengguna Bangunan Gedung menylapkan
| : kelengkapan dokumen permohonan IMB Bangunan
I'_'Gedung ek31st1ng ' L

i (2): Informas1 persyaratan' ‘ admihistratif sebagaimana

e dlmaksud pada ayat (1) huruf b menglkuu ketentuan

"dalam Pasal 30. L

- {(3) 'Persyaratan tekms sebagalmana d1maksud pada ayat (1)} |
"‘huruf b meliputi: S

o a. persyaratan tekms permohonan IMB Bangunan
S Gedung sederhana eksisting meng1kut1 ketentuan

dalam Pasal 37 atau ’
b ‘ipersyaratan tekms permohonan IMB Bangunan
Gedung tidak - sederhana dan khusus ~eksisting

o mengikuti ketentuan dalam Pasal 38.
. Pasal 69

Proses‘ permohohan IMB Bangunan Gedung eksisting

meng1kut1 ketentuan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal S54.

:



~ Pasal 7 0

Proses penerbltan IMB Bangunan Gedung ek31st1r1g rnehputl

A

Tim Tekms DPMPTSP melakukan penilaian dokumen

Qpememksaan kelalkan fung81 Bangunan Gedung yang

dﬂakukan oleh pengkajl tekms

~ dalam hal dokumen pemerlksaan kela1kan fungsi

Bangunan‘Gedung yang dllakukan oleh pengkajl teknis
dinyatakan belum: sesua1 dengan- persyaratan kelaikan
fung31 Bangunan Gedung, berkas permohonan IMB
d1kembal1kan ke Pemohon dengan dllengkap1 keterangan
perbaikan - dokumen pememksaan kelaikan fungsi
Bangunan Gedung dan surat pemberltahuan hasil

penllalan dokumcn _pemerlksaan kela1kan fungsi

' Bangunan Gedung;

dalam hal dokumen _pemeriksaan kelaikan fungsi

Bangunan Gedung yang dilak‘ukan'oleh pengkaji teknis

“dinyatakan telah sesuai dér’igah persyaratan kelaikan

~ fungsi Bangunan | Gedung, Tim - Tekms DPMPTSP

;mémberlkan persetujuan~ secara “tertulis  untuk

penerbitan SLF; : ,
Dinas PUPR menerbitkan SLF" Bangunan Gedung

ek31st1r1g berdasarkan surat persetujuan penerbltan SLF

yang dlsampalkan oleh DPMP’I‘SP
Dmas PUPR menyampalkan dokumen SLF sebaoalmana

: dlmaksud pada huruf d kepada DPMPTSP;

DPMPTSP menghltung dan menetapkan n11a1 retribusi

- IMB- mengacu pada dokumen SLF yang telah d1terb1tkan
‘ sebagalmana dlmaksud pada huruf d;

~nilai retribusi IMB yang telah dltetapkan sebagalmana

dlmaksud pada huruf f dlsampa1kan kepada Pemohon

. dalam bentuk Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

"Pemohon melakukan pembayaran retrlbu31 ke ternpat»

pernbayaran . yang dltunjuk “oleh Bupat1 - da’n
menyerahkan bukti pembayaran retribusi berupa Surat'”

Setoran Retribusi. Daerah (SSRD) kepada DPMPTSP

' DPMPT SP menerbltkan dokumen IMB dan melakukan
g pemuktahlran pendataan Bangunan Gedung, dan e
Pemohon mengambll dokumen IMB dan SLF yang telah
“ diterbitkan pada DPMPTSP L L f ‘



@

Pasal 71 .
Dalam hal Bangunan Gedung bukan untuk kepentingan

umum, Tim Teknis DPMPTSP sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 70 beranggotakan Pejabat Fungsional
Teknik Tata Bangunan dan Perumahan dan/atau ASN

yang dipilih dan tugaskan oleh Dinas PUPR.

Dalam hal Bangunan 'Gédung untuk .kepentingan
umum, Tim Teknis DPMPTSP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 70 beranggotakan _TABG yang dipilih dan
ditugaskan oleh Dinas PUPR.

~ Pasal 72

Permohonan IMB  Bangunan Gedung eksisting
sébagairhané dimaksud dalam Pasal 68, Pasal 69, dan
Pasal 70 dapat diajukan pada Camat yang mendapatkan
pendelegasian kewenangan dari Bupat1

Dalam proses permohonan IMB yang dilakukan di
Kecamatan sebagaimana ‘difnaksud pada ayat (1),
penilaian dan persetujuan tertulié terhadap dokumen
pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dilakukan oleh
Tim Teknis Kecamatan.

‘Tim Teknis Kecamatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) harus memenuhi standar kompetensi yang

ditetapkan oleh Dinas PUPR yang beranggotakan

pegawai ASN yang dipilih dan ditugaskan oleh Camat.

- Paragraf 7 7
Tata Cara Penyelenggaraan IMB Untuk Mengubah,

Memperluas, Mengurangi, dan/atau Merawat Bangunan

(1)

Gedung Bukan untuk Kepentingan Umum

Pasal 73

Proses " prapermohonan 'IMB  untuk mengubah,

memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan

- Gedung bukan untuk kepentingan umum meliputi:

-



a.  Pemohon mengajukan permohonan KRK kepéda
Kepala DPMPTSP- sebelum ‘mengajukan permohonan
IMB; . o S -
b. Pemohon ihengisi surat pernyataan untuk
- menglkutl ketentuan dalam KRK; | -
c. DPMPTSP memberikan KRK dan menyampaikan -
inform.asi vpersyarratén - administratif SCrta A
.persyaratan teknis untuk permohonan IMB dan -
d. Pemohon menyusun Dokumen Rencana Tekms
berdasarkan ketentuan dalam KRK. dengan
mempertimbangkan kondisi Bangunan - Gedung
eksisting. | o
(2)‘ Dokumen Rencana Teknis ,Tsebagaimana‘dir‘naksud i)ada .
ayat (1) huruf d disusun oleh Pemohon dan dapat
dibantu bleh penyedia jasa Perencana Konstruksi.
~  (3) , _Dalvam hal Pemohon ~»merni1ih untuk membuat sendiri
' Dokumen Rencana Teknis, Pemohon harus mengikuti
'Persyaratan '}Pokok ~ Tahan  Gempa dan harus |
berkonsultasi dengan Tim Tekms DPMPTSP. 4
| 4) Kriteria Bangunan Gedung yang Dokumen Rencana .
Teknisnya dibuat sendiri _sebaga1mana dimaksud pada
ayat (3)',.‘mengikuti ketentuan teknis dalam Pasal 29 ajrat
().

i (5) Persyaratan adm1n1strat1f sebaga1mana dimaksud pada

ayat (1) huruf c meng1kut1 ketentuan dalam Pasal 30.
6)  Persyaratan teknis sebagalmana d1maksud pada ayat (1)
huruf ¢ mengikuti }ketenvtuan dalam Pasal 40.

, | ' Pasal 74 |

Proses permohonan IMB untuk mengubah, memperluas,
mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung bukan
-untuk kepentingan umum mengikuti ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54. |

Pasal 75

- Proses penerbitan IMB Bangunan Gedung untuk mengubah, -

mempérluas, mengurangi, dan/ atau merawat Bangunan

)

Gedung bukan untuk kepentingan umum meliputi:




ak.,f'Tlm Tekms DPMPTSP melakukan Pemlalan Dokumen k:

.Rencana Tekms terhadap pemenuhan persyaratan L
~b. dalam hal Dokumen Rencana Tekms dmyatakan belum[

- sesuai dengan persyaratan tekms berkas permohonan,,',

S ‘IMB dlkembahkan ke Pemohon : dengan dllengkaplk' S

;keterangan perbalkan Dokumen Rencana Teknis dan T

“surat pemberltahuan hasﬂ Pemlalan Dokumen Rencanav" “
Tekmsr_" B 5 , .
c. fdalam hal Dokumen Rencana Tekms dmyatakan telah o
| sesuai persyaratan tekms T1m Tekms DPMPTSP o
,~’member1kan persetuuuan ‘secara tertuhs berupa paraf
pada setiap lembar Dokumen Rencana Tekms dan surat
~ Persetujuan Dokumen Rencana Teknis; .

d. “"DPMPI‘SP menghltung dan menetapkan n11a1 retr1bus1‘
o IMB mengacu pada Dokumen Rencana Tekms yang telah -
disetujui sebagalmana dlmaksud pada huruf C; ‘

e. ‘nilai retribusi. IMB yang “telah dltetapkan sebagalmanak

d1maksud pada huruf d dlsampa1kan kepada Pemohon_i‘*fﬂ,

’dalam bentuk Surat Ketetapan Retnbum Daerah (SKRD)

£ Pemohon fnelakukan pembayaran retr1bu31 ke tempat .

pembayaran yang dltunJuk oleh, Bupat1 V‘dank

i : menyerahkan bukti- pembayaran retrlbu31 berupa Surat ,
e Setoran Retrlbu31 Daerah (SSRD) kepada DPMP’I‘SP
g‘.AVVDPMP’I‘SP menerb1tkan dokumen IMB dan melakukan:'

, pemutakhlran pendataan Bangunan Gedung, dan 7
h. Pemohon mengambil dokumen IMB yang telah
~ diterbitkan pada DPMPTS,P.” ‘

[ S Pasal 76 S ,

T1m Tekms DPMP’I‘SP sebagalmana dlrnaksud dalam Pasal 75. 
beranggotakan Pejabat Fungsmnal Tekmk Tata Bangunan dan,
‘ ‘Perumahan dan/ atau pegavva1 ASN yang memiliki kompetensrk’

| -dalam bidang Bangunan Gedung yang d1p111h dan dltugaskan‘ :

~ oleh Dinas PUPR

-



Paragraf 8
» Tata Cara Penyelenggaraan IMB Untuk Mengubah
Memperluas Mengurangi, dan/ atau Merawat Bangunan

Gedung untuk Kepentlngan Umum

 Pasal 77 |
(1)' Proses ~prapermohonan IMB un‘tuk. mengubah,
memperluas, menguravngi,’_dan/ atau merawat Bangunan
Gedung untuk kepenﬁngan umum meliputi:
a. Pemohon mengajukan 'permohonan KRK kepada |
 Kepala DPMPTSP sebelum mengajukan permoh(')nan'-
IMB; | '
" b.  Pemohon mengi.si' - surat pernyataan untuk
meng1kut1 ketentuan dalam KRK; 7
-.c. DPMPTSP memberlkan KRK, menyampaikan
-informasi persyaratan‘ administratif dan persyaratan
teknis serta - menyampaikan perizinan dan/atau
Rekomendasi teknis lain dari instasi bérwenar_;g
‘untuk permohonan IMB; dan | |
d Pemohon menyusun Dokumen Rencana Teknis
 berdasarkan ketentuari ~ dalam- KRK dengan.
mempertlmbangkan kondisi eksisting Bang‘uné_n
k‘Gedung ‘ | » - _ 7
(2) v'Per1z1nan dan/atau Reko'menldasi' teknis lain -
sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ mengikuti
ketentuan dalam Pasal 64 ayat (4)
(3) Dokumen Rencana Teknis sebaga1mana dimaksud pada
ayat (1) huruf d disusun oleh penyedla Jasa Perencana
'_ Konstruksi. |
(4) Persyaratan administratif seb.agaimana dimaksud pada
| ayat (1) huruf c mengikuti ketentuan dalam Pasal 30.
(5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ menglkuu ketentuan dalam Pasal 40.

; | Pasal 78 | |
~ Proses ‘permohonan IMB untuk mengubah, memperluas,

méngurangi, dén/ atau merawat Bangunan Gedung untuk

’



o kepentlngan umum dan Bangunan Gedung khusus meng1kut1 v

ketentuan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 54 :

Pasal 79

Proses penerbltan IMB Bangunan Gedung untuk mengubah ‘

' r_nemperluas,- mengurangl, ~dan/ atau ~ merawat Bangunan :
Gedung sederhana dan tidak sederhana untlik kepentingar‘ir

"’umum adalah pen11a1an dan Persetujuan Dokumen Rencana

Teknls yang mel1put1

al

| T1m Tekms DPMPTSP melakukan ‘Penilaian Dokumen‘

_Rencana Tekn1s terhadap pemenuhan persyaratan:k

teknis;

Tim Tekms DPMP’I‘SP menyusun surat pertlmbangan'
'tekms has11 Penﬂalan ~ Dokumen Rencana Tekn1s

‘sebagaimana dimaksud pada huruf a;

dalam hal Dokumen Rencana Tekms dlnyatakan belum‘v

: sesual dengan persyaratan tekms, berkas per_mohonan'
~ IMB dikembalikan ke Pemohon dengan dilengkapi

‘ kéterangan ‘perbaikan Dokumen Rencana Teknis dan

surat pembéritahuan hasil Penilaian Dokﬁmen Rencana
Teknis; | e L |

: dalam hal - Dokumen Rencana Tekn1s dmyatakan telah .
 sesuai persyaratan ‘teknis, Tim- Tekms DPMPTSP’\\ |
»membenkan persetujuan secara tertulis berupa paraf
" pada setiap lembar Dokumen Rencana Teknis dan surat

Persetujuan Dokumen Rencana Tekms,

DPMP’I‘SP mengh1tung dan menetapkan nilai retribusi

IMB mengacu pada Dokumen Rencana Teknis yang telah\ ’

dlsetu_]ul sebaga1mana d1maksud pada huruf d; ;
Nilai retr1bus1 IMB yang telah d1tetapkan sebagalmana
d1maksud pada huruf e d1sampa1kan kepada Pemohon

dalam bentuk Surat Ketetapan Retr1bus1 Daerah (SKRD),

- Pemohon melakukan pembayaran retribusi ke tempat
_ pembayaran  yang ditunjuk oleh Bupati dan

meriyérahkan bukti pembayaran retribuSi bérupar Surat

Setoran Retribusi Daerah (SSRD) kepada DPMP’I‘SP
DPMPI‘SP menerb1tkan dokumen IMB dan melakukan

pemutakhlran pendataan Bangunan Gedung; dan

,



‘ A‘Pe'mo‘hbo‘n mengambﬂ dokumen | 'IMB' yang telah o

o ydlterbltkan pada DPMPTSP

- @

d Pemohon menylapkan Dokumen Rencana: Tekms e

Pasal 80 |

“Tim Tekms DPMPTSP sebagaumana d1maksud dalam Pasal 79
= beranggotakan TABG yang d1p111h dan d1tugaskan oleh D1nas n
" PUPR ‘

Paragraf 9 ‘
Tata Cara Penyelenggaraan IMB Bertahap

SR ; Pasal 81
Proses prapermohonan IMB Bertahap mehpuu

ca. Pemohon mengajukan permohonan KRK kepada

Kepala DPMP’I‘SP serbelum_menga_]ukvan permohonan
"fIMB;k S o o o

~ b. :Pemohon' - mén'gisi' surat pernyataan untuk

meng1kut1 ketentuan dalam KRK

c 'DPMP’I‘SP memberikan KRK dan menyampalkan‘

" 1nforma81 persyaratan adm1n1strat1f dan persyaratan“

Lt ;tekms, ‘ serta per1z1nan dan/ atau Rekomenda31 '

-teknis lain dar1 1nstans1 berwenang V.untuk R

- permohonan IMB dan

berdasarkan ketentuan dalam KRK serta ketentuan
‘ per1z1nan dan/ atau Rekomenda31 tekms laln

Informa31 persyaratan " adm1n1strat1f sebagalmana, :

,d1maksud pada ayat (1) huruf c menglkuu ketentuan“:

L dalam Pasal 30 :

@

T pada ayat (1) huruf c menglkutl ketentuan dalam Pasal
R S

@

Informasi persyaratan tekms sebagalmana dlmaksud

Perizinan : dan/ atau ; Rékomendasi, teknis lainb dari -

instansi berWeriang sébagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ mengikuti ketentuan dalam Pasal 64 ayat (4)..



Pasal 82

Proses perrriohonan IMB Bertahap meliputi:

a.

Pemohon mengajukan surat permohonan IMB dan surat
permohonan IMB Pondasi kepada Kepala DPMPTSP
dengan melampirkan dokumen persyaratan administratif
dan persyaratan teknis; | ,

DPMPTSP | melakukan  pemeriksaan = kelengkapan

persyaratan administratif dan persyaratan teknis;

,dalamv hal persyaratan administratif dan persyaratan

teknis * dinyatakan tidak lengkap, berkas pefmdhbnan
IMB dan permohonan IMB Pondasi dikembalikan ke
Pemohon untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki;
pengembalian berkas permohonan IMB dan permohonan
IMB Pondasi  sebagaimana dimaksud pada huruf c
dilengkapi surat pemberitahuan kelengkapan
persyaratan; dan | |

dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan
teknis dinyatakan lengkap, DPMPTSP melakukan
pendataan Bangunan Gedung dan dilanjutkan ke proses

penerbitan IMB.

, ‘ - Pasal 83

Proses peherbitan IMB bertahap meliputi:

a. tahap penerbitan IMB Pondasi; dan

b. ' tahap penerbitan IMB. - |

Tahap penerbitan IMB Pondasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a melipbti: o

a. Tim  Teknis DPMP’ll‘SP melakukan Penilaian
Dokumen Rencana Teknis terhadap pemenuhan
persyaratan teknis; , |

b. Tim Teknis DPMPTSP fnenjrusun‘ surat
'pertivr‘nbangan, teknis hasil Penilaian Dokumen
Rencan’a_ Teknis sebagaimana dimaksud pada
huruf a;

C. kdalavm hal Dokumen Rencana Teknis dinyatakan
belum sesuai dengan persyaratan teknis, berkas
permohonan IMB dan permohonan IMB Pondasi
dikembalikan ke Pemohon dengan ~dilengkapi

keterangan perbaikan Dokumen Rencana Teknis



@)

. dan surat pemberitahuan hasil Penilaian Dokumen

" Rencana Teknis;

dalam hal Dokumen Rencana Teknis secara umum
dapat disetujui dan rencana pondasi dinyatakan
sudah memenuhi persyaratan tekms, Tim Teknis
DPMPTSP memberikan surat pert1mbangan teknis
yang menjadi dasar persetujuan secara tertulis

untuk IMB pondasi;

persetujuan secara tertulis sebagaimana dimaksud

pada huruf d meliputi paraf pada setiap lembar
dokumen rencana pohdasi dan surat persetujuan .
dokumen rencana pondas1 ,

DPMPTSP menghitung nilai retribusi IMB yang

merupakan penghitungan yang bersifat sementara;

.. DPMPTSP menetapkan nilai retribusi IMB Pondasi

sebesar  10% (sepuluh persen) darl nilai retr1bus1

sementara sebagaimana dimaksud pada huruf {;

nilai retribusi IMB Pondasi yang telah ditetapkan

sebagaimana dimaksud pada huruf g disampaikan
kepada Pemohon ‘dalam bentuk Surat Ketetapan
Retribusi Daerah (SKRD);

" saat pengambilan Surat Keterangan Retribusi

Daerah (SKRD) IMB Pondasi, Pemohon wajib
menyerahkan formulir surat pernyataan akan
membayar. nilai retribusi IMB yang tersisa Sesuai
dengan penghitungan rinci yang dilakukan kembali
setelah penghitungan sementara oleh DPMPTSP; l
Pemohon melakukan pembayaran retribusi ke
tempat peinbayaran yang ditunjuk oleh Bupati dan
menyerahkan bukti pembayaran retribusi berupa'

Surat Setoran Retrlbu51 Daerah (SSRD) kepada

' DPMPTSP; | |
- DPMPTSP menerbitkan. dokumen IMB Pondasi dan-

melakukan pemutakhiran pendataan Bangunan
Gedung; dan l
Pemohon mengambil dokumen IMB pondasi yang

telah diterbitkan pada DPMPTSP.

Tahap penerbitari IMB sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b meliputi: /(



Tim Teknis DPMPTSP ,melénjutkan Penilaian
Dokumen Rencana - Teknis bersamaan déngan ’
?roses penghiturigan nilai retribusi sementara |
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f;

Tim  Teknis ~ DPMPTSP  menyusun  surat
pertimbangan teknis hasil Penilaian Dokumen
Rencana Teknk;'sebagahnané dimaksud pada
huruf a;

dalam hal Dokumen Rencana Teknis dinyatakan
belum sesuai dengan persyaratan teknis, Dokumen
Rencana Teknis dikembalikan ke Pemohon untuk
diperbaiki dengan dilengkapi ketefangari perbaikan
rencana teknis dan surat pemberitahuan hasil
Penilaian Dokumen Rencana Teknis; |

dalam hal Dokumen Rencana Teknis dinyatakan
sudah sesuéi dengan persyaratan teknis, Tim Teknis
DPMPTSP memberikan persetujuan secara tertulis
berupa paraf pada setiap lembar Dokumén Rencana -
Teknis dan surat Persetujuan deﬁmén Rencana
Teknis; ' )
DPMPTSP menghituhg ulahg nilai retribusi IMB dan
menetapkan nilai retribusi IMB yang merupakan
sisa yang harus dibayarkan oleh Pemohon 'sebé‘sar
nilai retribusi hasil hitung Lﬂang cﬁkurangi nilai
retribusi IMB andasiSébagaﬁnana.dkhéksud pada
ayat (2) huruf g; »

nilai retribusi IMB yang telah ditetapkan
sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan
kepada Pemohon dalam bentuk Suraf Ketetapan
Retribusi Daerah (SKRD); .
Pemohon melakukan pembayaran retribusi ke
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati dan
menyerahkan bukti -pembayaran retribusi berupa
Surat Setoran Retribusi 'Daerahu (SSRD) kepada
DPMPTSP; - |
'DPMPTSP  menerbitkan  dokumen IMB dan
melakukan pennﬁakhhan. pendataan Bangunan

4

- Gedung; dan



. 0

Pemohon mengambll dokumen IMB yang telah;
d1terb1tkan pada DPMP’I‘SP | '

: Pasal 84 - |
Tim Teknis DPMPTSP sebagalmana d1maksud dalam
Pasal 83 beranggotakan TABG yang d1p111h dan d1ber1t&:

E tugas oleh Dinas PUPR , : S
TABG sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) 'fn'elakukan‘_
- pengkajian terhadap pemenuhan persyaratan tekms*v;'v’
sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 66 huruf a sampal |

4 dengan huruf d.

| Paragraf 10

; Tata Cara Penyelenggaraan IMB untuk Bangunan Gedung

- yang Dibangun Kolektif

Pasal 85

-~ Tata cara penyelenggaraan IMB untuk Bangunan Gedungp 7;

‘yang dlbangun kolektif mehput1

ta.

proses prapermohonan  proses  permohonan -dan

.-'penerbltan IMB lnduk dan i

proses prapermohonan proses permohonan serta proses" :

penerb1tan pemecahan IMB mduk

P,aéal 86

Proses prapermohovnan" IMB “‘indlik' "ASebagaima’na g

; 'dlmaksud dalam Pasal 85 huruf a mehput1

~a.  Penohon mengajukan permohonan KRK - képada

Kepala DPMPTSP sebelum mengajukan permohonan
~ IMB induk; ' “ | |
b.  Pemohon mehgis}i' surat pernyataan ‘untuk

; menglkuu ketentuan: dalam KRK;

- c. ,DPMPTSP memberlkan KRK dan menyampalkan

- 1nformas1 persyaratan admlnlstratlf dan persyaratan ‘

- teknis serta perizinan dan /atau Rekomenda31 tekms
lain dari 1nstans1 berwenang untuk permohonan ,

! IMB induk; dan '

d. Pemohon menylapkan Dokumen Rencana Tekms

sesuai ketentuan dalam .,KRK serta ketentuan

[



@

- @)

(4)

Apher‘iéinan dan/atau ,Rekoméndasi teknis : lain dari

| instansi befwénang sébagaﬁnanddimaks"ud paida
huruf c. L | N

Persyaratan adm1n1strat1f sebagalmana dlmaksud pada

ayat (1) huruf ¢ mengikuti ketentuan dalam Pasal 30.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 7(1)\ ;

huruf c me_ngikuti_ ketentuan d'alam Pasal 31.

_Perizinaﬁ dan/atau Rekomendasi teknis lain dari

instansi berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayait o
(1) huruf ¢ mengikuti ketentuan dalam Pasal 64 ayat (4).

Pasal 87

Proses permohonan IMB 1nduk sebagalmana dlmaksud dalam

' Pasal 85 huruf a mengikuti ketcntuan sebagaimana dimaksud
" dalam Pasal 54.

Pasal 88

Proses penerbitan IMB induk sebagaimana dimaks‘ud’dalamA ’

Pasal 85 huruf a mehputl

.a.

“Tim Teknls DPMPTSP melakukan Pen11a1an Dokumen

Rencana Teknis terhadap pemenuhan. persyaratan
teknis; | ’ ’

Tim Teknis DPMPTSP menyusun surat peftimbangan

'teknls hasil Penllalan Dokumen Rencana Teknls,

sebagalmana dlmaksud pada huruf a;

dalam hal Dokumen Rencana Teknis dinyatakan belum

~ sesuai dengan persyaratan teknis, berkas permohonan

IMB induk ‘dikve‘mbalikan ke Pe’mohon dengan dilengkapi

keterangan 'perbaikan Dokumen Rencana Teknis dan

surat per’nberitéhuan hasil Pénilaian Dokumen Rencana
Teknis; | _

dalam hal vDokum’en Rencana Teknis dinyatakan telah
sesuai déngan persyaratan teknis, Tim Teknis DPMPTSP

~ memberikan persetujuan secara tertulis berupa paraf

pada setiap lembar Dokumen Rencana Teknis dan surat

Persetujuan Dokumen Rencana Teknls

- DPMPTSP menghitung dan menetapkan nilai retrlbu31

IMB Induk mengacu pada Dokumen Rencana Teknis

/
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yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada huruf ‘

nilai retribusi IMB yang telah ditetapkah sebagaimana

~ dimaksud pada huruf e disampaikan kepada Pemohon

dalam bentuk Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD); :

Pemohon melakukan 'pembayaran retribusi ke Z tempat

vpembayaran yang ditunjuk oleh Bupati ‘dan

menyerahkan bukti pembayaran retribusi berupa Surat |
Setoran Retribusi Daerah (SSRD) kepada DPMPTSP; |
DPMPTSP menerbitkan .dokumen IMB induk dan

- melakukan pemuktahiran pendataan Bangunan Gédung;

dan

Pemohon mengémbil ydokumekn IMB induk- yang felah_

 diterbitkan pada DPMPTSP.

Pasal 89

Tim Teknis DPMPTSP sebaga1mana dlmaksud dalam- |

Pasal 88 beranggotakan TABG yang d1p111h dan ,
ditugaskan oleh Dinas PUPR.

TABG sebagalmana dimaksud pada ayat (1) melakukan
pengkajian terhadap pemenuhan persyaratan teknls'

sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 66.

Paséj 90

Proses prapermohonan ‘ pemecahan' IMB mduk

4 sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 85 huruf b mehputl B

a. Pemohon melakukan konsultasi permohonan
| pemecahan IMB induk kepada DPMPTSP;

b. - DPMPTSP meny@paikan informasi persyaratan
administratif dan persyaratan tekn1s dan - ,

c. Pemohon menylapkan persyaratan administratif dan
perstaratan teknis sesuai informasi yang diberikan. |

Persyaratan administratif sébagaimana , dimakstld pada

ayat (1) huruf b mengikuti ketentuan dalam Pasél 30.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

-

“huruf b mengikuti ketentuan dé.lam‘Pasal 31.-



Pasal 91 |

Proses permohonan pemecahan IMB: induk /sebargaimana

dimaksud dalam Pasal 85 huruf b meliputi: |

“a. Pemohon mengajukan surat permohonan ‘pemecaﬁan ;
IMB induk  kepada Kepala DPMPTSP dengan
melampirkan dokumen persyaratan -administratif dan
persyaratan teknis; » » :

b. DPMPTSP melakukan - pemeriksaan - kelengkapan

| administratif dan persyaratan teknis; ' |

C. dalam hal persyaratan admlnlstrauf dan persyaratan
teknis dinyatakan tidak lengkap, berkas permohonan
pemecahan IMB induk dikembalikan ke Pemohon untuk _
'd1lengkap1 dan/atau dlperbalkl . o

d. pengembalian berkas permohonan pemecahan IMB 1nduk
sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi surat
pemberitahuan kelengkapén persyaratan; dan |

e. ‘dalam hal persyaratan administratif dan persyaratah
teknis dinyatakan lengkap, DPMPTSP melakukan
pendataan 'Bangunan ‘Gedung dan dilanjutkan dengaﬁ

proses penerbitan IMB.

| Pasal 92
Proses penerbitan' pemecahan '1MB induk sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 85 huruf b meliputi:
a. DPMPTSP menerbitkan . IMB dan melakukan
pemutakhiran pendataan Bangunan Gedung; dan v
b. Pemohon mengambil dokumen IMB yang tellah
diterbitkan pada DPMPTSP. o

, Paragraf 11

Tata Cara Penyelenggaraan ‘IMB Bangunan Prasarana -

Pasal 93
(1) Proses prapermohohan ~IMB . Bangunan Prasaréria
meliputi: ' |
a. Pemohon mengajukan permohonan KRK kepada

Kepala DPMPTSP sebelum mengajukan permohorian

IMB; f



b "Pernohon o mengisi‘ Surat pernyataan untuk k

-mengikuti ketentuan dalam KRK;

- c. DPMPTSP memberlkan KRK dan menyampalkani v
- informasi persyaratan admlmstratlf dan persyaratan
_tekms serta perlzlnan dan /atau Rekomenda31 teknlsv""f;;_"f '

lain dari instansi berwenang un’cuk,«permohonar1 S

IMB; dan

d.‘f‘ Pemohon menylapkan Dokurnen Rencana Teknls ‘

berdasarkan ketentuan dalam KRK

k,Perksyaratan admmlstratlf sebagalmana dimaksud 'péda i

ayat (1) hurufc menglkutl ketentuan dalam Pasal 30.

jPersyara‘uan teknis sebaga1mana dlmaksud pada ayat (1)k .

huruf ¢ meng1kut1 ketentuan dalam Pasal 47.

Perlzlnan dan/ atau Rekomenda31 tekms la1n darlﬂ"v :

| instansi berwenang sebagalmana dimaksud dalam ayat. -

' (1) huruf c 'méngikuti kéter_ituan dalam desal' 64 ayat (4). 5

: Pasal 94

7 Proses permohonan IMB Bangunan Prasarana meng1kut1yiﬂs";-.-

ketentuan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 54.

Pasal 95

e 'Proses penerbltan IMB Bangunan Prasarana mehputl e

 fc.

‘Tlm Tekms DPMPTSP melakukan Penilaian Dokumenf‘“
~Rencana Tekms terhadap pemenuhan persyaratan«‘% i1

' ték‘ms

Tim Teknls DPMP’I‘SP menyusun surat pert1mbangan'

, tekms hasﬂ Penilaian Dokumen Rencana Teknls

o sebagalmana d1maksud pada huruf a; L | :

“dalam hal Dokumen Rencana Tekms d1nyatakan belum :

’~;'Sesua1 dengan persyaratan tekms berkas permohonan’ |

~IMB dikembalikan ke Pe‘mohon dengan ‘dllen‘gkapl
E keterangan , perbaikan‘ réncana teknis dan - ,‘suyrat‘, -

,pembéritahuan ~hasil "Pénilaian Dokumen ,Re‘ncar‘lay &

"Tekms | o ; |
\, dalam hal Dokumen Rencana Tekms dmyatakan telah ,
- sesuai denga*l persyaratan tekms Tim Teknis DPMPTSP ‘  

»memberlkan persetUJuan secara “tertulis berupa paraf“

~



pada setlap lembar Dokumen Rencana Teknls dan surat" |

Persetujuan Dokumen Rencana Tekms

DPMPTSP menghitung dan menetapkan n11a1 retrlbuSL"f‘ff'*"*

IMB atas Dokumen Rencana Tekms yang telah dlSGtLl_]Ul ‘j

sebagalmana dimaksud pada huruf d

nilai retribusi- IMB yang telah dltetapkan sebagalmana'

vdlmaksud pada huruf € d1sarnpa1kan kepada Pemohon

; dalam bentuk Surat Ketetapan Retr1bus1 Daerah (SKRD)

Pemohon melakukan pembayaran retr1bus1 ke tempat

pembayaran yang d1tur1Juk oleh Bupatl ‘ dan

.menyerahkan bukti pembayaran retrlbu31 berupa Surat
. Setoran Retribusi Daerah (SSRD) kepada DPMPTSP; |
DPMPTSP mengesahkan Dokumen Rencana Teknis dan, : * 

menerbltkan dokumen i IMB serta melakukan
pemuktahlran pendataan Bangunan Gedung, dan |

Pemohon  mengambil dokumen IMB yang telah

: dlterbltkan pada DPMPTSP

Pasal 96 g s _
Tim Teknis DPMPTSP sebagalmana dlmaksud dalam : |
Pasal 95 huruf a beranggotakan TABG yang d1p111h dan' o

‘ditugaskan oleh Dmas PUPR o ; et
: ’TABG sebagalmana dimaksud pada ayat (1) melakukan”:j"

'pengkajlan terhadap pemenuhan persyaratan tekms

sesua1 dengan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (3)7 " S

Paragraf 12

Tata Cara Penyelenggaraan IMB Sementara :

Pasal 97

Proses prapermohonan IMB sementara mehputl

a.. 'Pemohon mengajukan permohonan KRK kepada,’?‘ ;

Kepala DPMPTSP , ;
b. Pernohon mengisi surat pernyataan untuk menglkut1

' ketentuan dalam KRK

c. dalam hal pada loka81 yang bersangkutan belum '

_ ditetapkan ketentuan ;peruntukan kdan mtens;tas»
~ Bangunan Gedung melalui RTRW, RDTR, dan/atau



RTBL, Tim Teknis DPMPTSP melakukan penentuan
peruntukan dan intensitas Bangunan Gedung;

d. Tim Teknis DPMPTSP - menyusun /surat ,
peftimbangan tékhis hasil perientuan peruntuk'an‘
dan - intensitas Bangunan' Gedung sebagaiméma
dimaksud pada huruf c; | | v

e. DPMPTSP memberikan = KRK berdasarkan
pertimbangan teknis -sebagaimana dimaksud pada
huruf d dan menyampaikan informasi persyaratan
administratif dan persyaratan teknis;

f. dalam hal permohonan IMB Bangunan Gedung .
untuk - kepentingan umum, DPMPT‘SP’»
_merijrarnpaikan ’ informasi  perizinan dan/atau
Rekomendasi teknis lain dari instansi berwenang;

dan

g Pemohon menyiapkan Dokumen Rencana Teknis

sesuai  ketentuan dalam 'KRK serta ketentuan
perizinan dan/atau Rekomendasi teknis lain dari
instansi berwenang sebagaimana dimaksud pada -
huruf . & |

Persyaratan administratif ‘sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf e mengikuti ketentuan dalam Pasal 30.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e mengikuti ketentuan tata cara penyelenggaraan

IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

Pasal 98

Proses permohonan IMB sementara mengikuti ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

Pasal 99

Proses penerbitan IMB sementara meliputi:

a.

Tim 'Teknis DPMPTSP r’nelékukan Penilaian Dokumen

Rencana Teknis terhadap pemenuhan persyaratan

, teknis;

~ dalam hal Dokumen Rencana Teknis dinyatakan belum

sesuai persyaratan teknis, berkas permohonan IMB
sementara dikembalikan ke Pemohon dengan dilengkapi

keterangan perbaikan Dokumen Rencana Teknis dan

4



suraf pemberitahuan hasil Penileﬁan Dokumen Reﬁcana
| Teknis;v | _ ‘ '

C. dalam hal Dokumen Rehcéna Teknis dinyatakan telah
sesuai dengan persyaratan teknis, Tim Teknis DPMPTSP
memberikan persetujuan secara tertulis berupa paraf
pada setiap lembar Dokumen Rencana ‘Teknis dan surat
Persetujuan Dokumen Rencana Teknis; :

4. DPMPTSP menghitung dan menetapkan nilai retribusi
IMB mengacu pada Dokumen RVencana‘ Teknis yang telah - k

‘disetujui sebagaimana dimaksud pada huruf c;

~e. nilai retribusi IMB yang telah ditetapkan sebagaimana

dimaksud pada huruf d disampaikan kepada Pemohon
dalam bentuk Surat Ketetapan Retribusi Dacrah (SKRD);

f.  Pemohon melakukan pembayaran retribusi ke tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh  Bupati dan
menyerahkan bukti pembayaran retribusi bérupa Surat
Setoran Retribusi Daerah (SSRD) kepada DPMPTSP;

g. DPMPTSP menerbitkan dokumen IMB dan melakukan
pemutakhiran pendataan Bangunan Gedung; dan

h.” Pemohon mengambil dokumen IMB yang telah -
diterbitkan pada DPMPTSP.

Pasal 100

(1) Dalam hal Bangunan Geduhg bukan untuk kepentingan
unium, Tim Teknis -DPMPTSP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 99 beranyggo‘vtakan Pejabat Fungsional
- Teknik Tata Bangunan dan Perumahan dan/atau ASN
yang dipilih dan tugaskan oleh Dinas PUPR.

(2) Dalam hal Bangurian_ ,Gerdung untuk kepentingan
umum, Tim Teknis 'DPMPTSP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 99 beranggotakan TABG yang dipilih dan
d1tugaskan oleh Dmas PUPR.

Pasal 101

Pemohon - dapat melakukan 'pelaksanaan konstruksi

Bangunan Gedung setelah menerima dokumen IMB

sementara.



Pasal 102

Proses evalu si IMB sementara mehputl

a.

; Gedung; '\

,, dalam ;

DPMPTS

B pényesu ian fungsi dan intériSitas BangUnan G‘edung; ~

~ DPMPT P menyampa1kan surat pemberxtahuan‘ ~/

perpanj ngan IMB: sementara kepada pemlhk/ pengguna,i

Bangun n. Gedung, apablla ketentuan peruntukan dan

‘1nten81t s melalui RTRW RDTR dan/ atau RTBL belum

dltetapk n dalam waktu pahng lama 10 (sepuluh) tahun;

e dalam h 71 ketentuan peruntukan dan intensitas melalul
'RTRW

, DTR dan/atau RTBL telah dltetapkan T1m
Tekms

rencana pemer1ksaan kesesualan fungs1 dan intensitas

Bangun n Gedung kepada pemlhk/ pengguna Bangunan Fat -

Gedung ang pernah dlberlkan IMB sementara

-Tim  Teknis DPMPI‘SP melakukan : pemerlksaank E

kesesuaian peruntukan. dan intensitas Bangunan .

al fungsi dan inten‘sitasw/Bangunan Gedling

dinyatakan' telah ’se'suai de‘r’igéﬁﬁwke‘tentuan p‘eru»ntukan

dan  intensitas yang telah ~diteta'pkan’, Tim Teknis
~ DPMPTS ‘memberikan ”Rekdmendasi kesesuaian fungsi

~dan intensitas Bangunan Gedung;

DPMPTS menyampaikan- surat kesesualan fungs1 dan |
intensitas ‘Bangunan Gedung kepada permhk/pengguna‘
Bangun n Gedung sebagal dasar perubahan status IMB
scmenta a menjadi IMB tetap, ’ | '

DPMPTS melakukan pemutakhlran pendataan =

‘ Bangun n Gedung atas : rperub‘ah{an : status’r‘ IMB

sementa a menjadi IMB tetap, _
dalam hal fung31 dan 1nteﬁ31tas Bangunan Gedung ‘
diriyatakan tidak sesuai dengan ketentuan peruntukan
dan intensitas yang telya'hk ’ditetapkah Tim Teknis
DPMPTSP memberikan Rekomenda51 penyesualan fungsi.
dan 1nte»131tas Bangunan Gedung, . |

P menyampa1kan surat  Rekomendasi

apermhk/ pengguna Bangunan Gedung harus melakukanik
V'penyesualan fungsi dan 1nten31tas Bangunan Gedung
- sesuai Rekomendas1 yang diberikan ydaylam waktu pahng o

lama 5/(k1irna)‘ tahun, ke_cuali'untuk rumah tinggal ,tunggal_

:

PMPTSP menyampalkan surat pemberltahuan A



paling lama 10  (sepuluh) tahun, tei‘hitung sejak/'
disampaikannya surat Rekomendasi . penyeSuaian fungsi -
dan intensitas Bangunan Gedung; | -,
penyesuaian fungsi dan intensitas Bangunan Gédung‘
sebagaimana dimaksud pada huruf i dilakukan melalui
permohonan baru IMB, perubahan fungsi pada
Bangunan Gédung, dan/atau penyesualan 1ntens1tas ‘

pada Bangunan Gedung, dan

- dalam hal penyesuaian fungsi dan intensitas Bangunan

Gedung tidak dilakukan pemilik/pengguna Bangunan

Gedung dalam waktu sebagaimana dimaksud pada huruf

i, DPMPTSP melakukan pencabutan IMB sementara dan

 menyampaikan surat pemberitahuan pencabutan IMB -

sementara kepada pernilik/ pengguna Bangunan Gedung.

Bagian Ketujuh
Dokumen IMB

Pasal 103

Dokumen IMB yang telah diterbitkan diberikan kepada 3

Pemohon beserta lamplran dokumen IMB.

Dokumen IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditandatangani oleh KepalaDPMPTSP. |

Lampiran dokumen IMB sebagaimana dimaksud pada -

ayaty(l) meliputi:

a. Dokumen Rencana Teknis yang telah drisahka_n;‘dan

b.  formulir permohonan SLF;

Dalam hal Bangunan Gedung tidak sederhana dan

khusus, Bangunan Gedung yang dibangun«kvolektirf, dan

Bangunan Gedung praéarana, lampiran dokumen IMB

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditambahkan

dengan: T ’

a. besurat bpv‘e‘rn‘yataan \Perhohon akan menggunakan
pelaksana konstruksi bersertifikat dan -
‘melaksanakan konstruksi Bangunan Gedung sesuai
_dengan: " Dokumen Rencana Teknis yang telah
‘disahkan; dan

b. surat penyataan Pemohon akan menggunakan

pengawas/manajemen konstruksi bersertifikat.

4



: Dalam hal Bangunan Gedung sederhana sampa1 dengan

2 (dua) 1anta1 yang. Dokumen ‘Rencana Tekmsnya':

menggunakan Desain- Prototlpe, dan Bangunan Gedung -

| sederhana 1 (satu) 1anta1 yang Dokumen Rencanaf'v

b, surat pernyataan meng1kut1 Dokumen Rencana s

‘Tekmsnya dibuat seridiri oleh Pemohon lamp1ran :

dokumen IMB sebagalmana dlmaksud pada ayat (3)ﬂf

: dltambahkan dengan

i,a. surat pernyataan Pem111k Bangunan Gedung akan; o

elaksanakan konstruks1 dengan berpedoman pada*

B ‘Persyaratan Pokok Tahan Gempa dan

Teknis - yang sudah mendapatkan. persetujuan.
tertuhs Tim Tekms DPMPTSP. a

| Dalam hal- penerb1tan IMB pondas1 1amp1ran dokumen
" IMB sebagalmana dlmaksud pada ayat ( ) dltambahkan &

'dengan surat pernyataan pembayaran retrlbu31 yang o

T ‘ters1sa

Dalam ! hal- 'peﬁgawaSan pelaksanaan konstruk51 |

Bangunan Gedung akan menggunakan penyedla jasa,

Vlamp1ran dokumen IMB sebagalmana d1maksud pada :

ayat (3) ‘ditambahkan dengan surat pernyataan‘
‘pengawas;/manajemeri‘ kon‘struksi' kepada pemilik

mengenai kelalkan fung31 Bangunan Gedung untuk

menjadl 1amp1ran pada saat permohonan SLI‘

Dalam hal Bangunan Gedung eksmtmg, dokumen IMBi ‘

: d1ber1kan bersama dengan dokumen SLF dan-

"Dalam hal IMB. sementara 1amp1rar1 dokumen IMB

sebagalmana dlmaksud pada ayat (3)" dltambahkan‘r.’

dengan surat pernyataan  bersedia  melakukan

' penyesualan fung31 Bangunari - Gedung, dalam : hal
' ‘terdapa’c‘ ket1daksesuaianﬁ antara fungsi Bangunan -
 Gedung yang ditétapkan dalam IMB s'emkentara;denganl |

‘ketentuan  peruntukan : dakr\l;' intensitas ' yang telyakh;

~ ditetapkan.



(3) |

@

: -B'agi’an"Kedelapari_ ;
Penghitungan Retribusi IMB

s Paragraf 1

~ Umum

5 Pasal 104

'Jems keglatan yang dlkenakan retrlbu31 IMB mehput1 |

a. pembangunan baru =

b rehab111ta81 atau renova51 berupa perbalkan atau

Qperawatan perubahan perluasan | atau‘,u;p_, ,

1 pengurangan dan
c. pelestarlan atau pemugaran .
ObJek yang dlkenakan retrlbu31 IMB mehputl i v

a. Bangunan Gedung, :

b. _prasarana Bangunan Gedung, dan Sl

C. bangunan prasarana

Pasal 105 - o

' Dalam hal penyelenggaraan : IMB dllakukan secara

bertahap sebagalrnana dlmaksud dalam Pasal 81 nilai.
retribusi IMB ponda31 meng1kut1 n11a1 retrlbu31 IMB yang
dihitung sementara oleh DPMPTSP o

Besaran n11a1, retr1bu31 IMB pondas1 "selbagakimana"_

' dimaksud pada ayat (1) ’sesual dengan ketentuan‘dalam'

Pasal 83 ayat (2 ) huruf g dan’ dlbayarkan oleh Pernohon |

‘sebelum IMB ponda51 dlterbltkan

Saat pengambllan Surat Keterangan Retr1bu31 Daerah
(SKRD) IMB Ponda31 Pemohon Wa_]lb menyerahkan_

formulir surat pernyataan akan membayar nilai retr1bu31 '

IMB yang ter51sa sesuai dengan penghltungan rinci yang -

_ dllakukan kembah setelah penghltungan sementara oleh ;
'DPMPTSP. | | | |

kUntuk dapat memperoleh dokumen IMB ‘Pemohon harus‘ L

membayar nilai retribusi IMB yang tersisa berdasarkan

pcnghltungan kembah yang lebih r1n01 oleh’ DPMPTSP.

k‘;Da‘lam hal luask,Bangunan\ Gedung yang dibangun

kurang dari vlyu?as 'Bangunan'j Gédung yang' tercantum



~ dalam Dokumen Rencana Tekms keleb1han retr1bus1

yang telah dlbayar tldak dapat dikembalikan.

| “Pasal 106

Penghitungan retribusi IMB dilakukan‘menggunakan ,‘rumuAs

yang meliputi penghitungan:

a.

b,

C.

- (3)

indeks pcnghitunganfb'esaran retri‘busi IMB;
harga satuan atau tarif retribusi IMB' dan
luas Bangunan Gedung atau volume/besaran prasarana

Bangunan Gedung dan bangunan prasarana.

R Paragraf 2
Indeks Penghltungan Besaran Retrlbu31 IMB

Pasal 107

' Indeks penghitungan besaran retribusi IMB sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 106 huruf ’a'meliputi:

a. indeks untuk penghitungan besaran retribusi
Bangunan Gedung; , e '

b. indeks untuk penghitungan besaran retribusi
prasarana Bangunan Gedung; dan '

c. indeks untuk penghitungan besaran retribusi
bangunan prasarana. | |

Indeks untuk penghitungan beseiran retribusi Bangunan

Gedung sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf a

_ditetapkan berdasarkan

-a. fungsi Bangunan Gedung;

b. klasifikasi; dan |

c. waktu penggunaan.

- Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a meliputi:
a. hunian; ’

b. keagamaan;

“¢. usaha;

d. sosial dan budaya;
e. khusus;dan

f.  ganda/campuran.

 Klasifikasi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b meliputi:-

’;
g
’



oo

(6)

o

~ dimaksud pada ayat ( ) dltetapkan melalul Keputusan‘ o

‘_korripleksi'tas;; ‘

‘permanensi;
C. resiko kebakaran
d. zonasi gempa

e kepadatan pada lokas1 Bangunan Gedung,.

f. ' ketlngglan Bangunan Gedung, dan :

g kepemlhkan Bangunan Gedung
: 'Waktu penggunaan sebagalmana dlmaksud pada ayat (2)’ ‘

; huruf c mehput1

i sementara Jarak pendek

j. sementara Jarak menengah dan .
k. tetap B

Indeks untuk penghltungan besaran retrlbu31 prasarana‘~ |
Bangunan Gedung ,sgbagalmana dlmaksud pada ayat (1) |
huruf b 'ditebtapkér'i'"" dntuk" setiap jenis praSarahé |
Bangunan Gedung rnehput1 : E

a. konstruk31 pembatas/ pcnahan/ pengaman

b.. ,konstrukm penanda masuk loka31 -
c. .konstruk51 perkerasan 4 ‘
d. konstruk81 penghubung,
€. konstruk& kolam/ reservozr bawah tanah
f.‘ : konstruks1 me‘nyara, ‘ ‘
g.  konstruksi rrionﬁmeri '
h. konstruk31 1nstalas1/ gardu dan
L konstrukm reklame / papan nama.

Indeks prasarana Bangunan Gedung selainusebagaimaria

o | Bupatl '

- prasarana sebagalmanav dimaksud pada kayat (1) huruf c

Indeks untuk penghltungan besaran retr1bus1 bangunanr o

mengikuti ketentuan indeks untuk penghitung‘ah o

besaran 'retribusi - p‘rasarana Bangunan Gedung -

; sebagalmana dlmaksud pada ayat (6)




a.

(1)

Paragraf 3

Penghltungan Luas Bangunan Gedung atau Volume/ Besaran

. Prasarana BangunanGedung dan Bangunan Prasarana o

Pasal 108

| Penghltungan luas Bangunan Gedung mengikuti ketentuan

- luas Bangunan Gedung d1h1tung dar1 garis sumbu
dmdlng atau kolom | ‘
luas teras balkon dan selasar luar Bangunan Gedung, ‘, '
d1h1tung setengah dar1 luas yang dibatasi oleh gar1s'r'
sumbu- sumbunya ) ‘

luas bagian | Bangunan Gedung sepertl kanop1 dan:

pefgola yang berkolom d1h1tung setengah dar1 luas yang S

~d1bata81 oleh garls sumbu sumbunya
luas baglan Bangunan Gedung sepert1 kanop1 dan :

pergola tanpa kolom d1h1tung setengah dari. luas yang ;

| dibatasi oleh garls tep1 atap konstruk31 tersebut; dan

yyluas overstek atau luzfel d1h1tung setengah dari luas yang |

dlbatam oleh gar1s tep1 konstruks1 tersebut

Baglan Kesembﬂan o
Perubahan Rencana Teknis dalam Tahap Pelaksanaan

Konstruk31 -

- Pasal 109 ; ;
Perubahan rencana tekms dalarn tahap pelaksanaan :
~konstruksi antara lain:

’a._, perubahan aklbat kOl’ldlSl nkuran lah‘an kavling
| atau persil yang t1dak sesuai dengan rencana teknis
'dan/atau adanya kOHdlSl eks1st1ng di- bawah
. permukaan tanah’ yang ‘tidak dapat d1ubah atau"
dlplndahkan seperu Jarlngan prasarana dan bendak
_cagar budaya; : _ :
b. perubahan akibat perkembangan kebutuhan Péfnilik' 3
'Bangunan Gedung sepert1 penampﬂan arsitektur,
| "penambahan atau pengurangan luas dan Jumlah |

~lantai, dan tata ruang—dalam dan

e perubahan  fungsi atas | ,permintaan pemilik‘

bangunan. Lt s /



(4)

Perubahan rencana tekms yang d1lakukan untukr
penyesualan dengan kondls1 lapangan dan tidak
mempengaruhl’ sistem struktur dltuangkan dalam
Gambar Terbangun (as built drawmgs) |

Gambar Terbangun (as  built ‘drawmgs) Sebagaimaﬁa
dimaksud pada ayat (2) harus meﬁdapat ‘persetujuan
Kepala DPMPTSP atas Rekomendasi Tim = Teknis
DPMPTSP. Lo

Perubahan rencana teknis = yang mengakibatkan

‘perubahan pada arsitektur, struktur, dan utilitas harus

melalui permohonan baru IMB. , ‘
Perubahan fericana teknis ka‘rena perubahan fungsi |
harus melalui proses permohonan baru dengan prosesv
sesuai dengan penggolongan Bangunan Gedung untuk

penyelenggaraan IMB.

- Pasal 110

Acuan keléngkapélri ~ dokumen "dalam proses

penyelenggaraan IMB meliputi:
a. dokumen persyaratan admlmstra‘uf sebagaimana
- dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1;

b. formulir data umum Bangunan Gedung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a;

c. Desain Prototipe sebagalmana dlmaksud dalam Pasal

33 ayat (2); | |

d. Persyaratan Pokok Tahan Gevfnpa:’ sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c;

e. surat pefmohonan pérpanjangan m'asa berlaku IMB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3);

f. surat pemberitahudn kelengkapéﬂ permohonan

_ penerbitan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal
54 ayat (1) huruf d, Pasal 58 huruf b, Pasal 82 huruf
d; ‘ A .

g. surat pemberitahuén “hasil p"cni‘laian dan
pemeriksaan Dokumen Rencana Teknis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, Pasal 58 huruf b,
Pasal 61 huruf b, Pasal 66 huruf ¢, Pasal 75 huruf b,

Pasal 83 ayat ‘(2) huruf ¢ dan ayat (3)vn'rhuruf c, Pasal
88 huruf ¢, Pasal 95 huruf ¢, Pasal 99 huruf b; /



- (2)

- h. surat  Persetujuan (,Doku,me‘ri  Rencana Teknis

 sebagaimana dimaksud dalam pa‘sal 55 huruf ¢,

Pasal 58 huruf c, Pasal 61 huruf c Pasal 66 huruf d

“Pasal 75 huruf c, Pasal 79 huruf d, Pasal 83 ayat (2) '

| huruf e dan ayat (3) huruf d, Pasal 88 huruf d, Pasal
95 huruf d, Pasal 99 huruf c; e
i. surat pernyataan Pemlhk Bangunan Gedung akan ’7'

melaksanakan anstruk81 dcngan berpedoman pada E

Persyara*cén ' Pokbk ‘Tahan Gempa:r ‘sebagaimana o

dimaksud dalam Pasal 103 ayat (4) huruf c;

j. surat pernyataan pembayaran retr1bu31 yang ter51sak

- sebagalmana d1rnaksud dalam Pasal 103 ayat (4)
_ rhuruf d; , | , ST L
k. surat pemberltahuan perpanjangan IMB sementara“

Pasal 102 hurufa; | :

l. surat . pemberltahuan ‘rrericana} : p’e‘mer'irkyéaank~
kesesualan fungs1 dan 1nten31tas Bangunan Gedung)
Pasal 102 hurufb | : |

m. surat . pemberltahuan kesesua1an fungs1 Bangunan

'Gedung sebaga1mana d1maksud dalam Pasal 102 

. huruf e

n. surat Rekomendas1 penyesualan fung51 Bangunan

‘Gedung sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 102
huruf h; A '

o bagan tata cara penyelenggaraan IMB sebagalmana

| dlmaksud dalam Pasal 51 ayat (1);

’ p dokumen IMB scbagalmana d1mak$ud dalam Pasal

o103 ST |
g. papan IMB sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 49 .
‘ayat(2);dan ;, Er
T. komponeri, * rumus, ; dan in’dveks penghitungan

'retribusi‘ IMB.

‘Acuan kelengkapan dokumen , dalam proses

e penyelenggaraan IMB sebaga1mana d1maksud pada ayat

(1) tercantum dalam Lampiran it dar1 Peraturan Bupat1 o

: ini.‘

r



(1)
(2)

(3)

BAB IV
KETEN’T‘UAN PENYELENGGARAAN TABG

E - Byagiank Kesatu

~Umum

: Pasal 111 ;
TABG dlbentuk berdasarkan keputusan Bupatl ;
TABG sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) terdiri dari

: unsur

a. perguruan tinggi;

b. asosiasi profes1 khusus

Vc.@masyarakat _ahh, T e

d. Dinas PUPR; dan

. e, 1nstar131 tekms terkalt

TABG sebagalmana d1maksud pada ayat (2)  haru‘s',‘
mem111k1 kcahhan dl_,bldang Bangunan, Geduhg yang
meliputi: A . | i
a ar51tektur Bangunan Gedung dan perkotaan

b. struktur dan konstruk31 ' |

C vmekamkal elektrikal dan plambmg,

d pertamanan/lanskap, L

tata ruang dalam/i 1nter1or o

o

; keselamatan dan kesehatan kerja dan / atau

-

g. vkeahhan lalnnya yang dlbutuhkan sesua1 dengan

' fung31 Bangunan Gedung

‘ Keahlian di b1dang Bangunan Gedung sebagalmana~ -

dimaksud pada ayat ‘( 3) dapat dlpenuhl dari unsur

' perguruan tlnggl, Asos1a51 Prof631 Khusus, dan/atau

6)

masyarakat “ahli - sesua1 dengan’ kebutuhan dan ~

ketersedlaan sumber daya manusia.

~ Selain unsur masyarakat ahh sebagalmana dlmaksud
“pada ayat (2) huruf c, anggota TABG dapat d1tambahkan'

~dari masyarakat ahh di luar bldang Bangunan Gedung‘

dan masyarakat adat sepanjang d1per1ukan : =
Unsur Dmas PUPR sebageumana dimaksud pada ayat (2)
huruf d meliputi: - e . |

a. Pejaba‘t struktural Biidyang‘ tata,’ »"’b:angtman atau

Bangunan Gedur_lg pada Dinas PUPR; dan/atau



b. Pejabat Fungsmnal Tekmk Tata Bangunan dan.

Perumahan

(7) Unsur mstans1 tekms terkalt sebagalmana dlmaksud,

~ pada ayat (2) huruf ¢ e mehput1 e

a. -

b.

(8) Pejabat struktural dan- fungsmnal dar1 1nstan51 tekms o

pejabat struktural dan/ atau

pejabat fungsmnal tertentu

terkait sebagalmana dlmaksud pada ayat (7) huruf a dan? |

huruf b berasal dar1 1nstans1 tekms b1dang

a.

o

oo

5ot o

—e
.

[ Ao

—
.

perumahan dan kawasan permuk1man,

jalan; ; 7

"‘perhubungan / transporta31 i |

. telekomumkas1 e

' ‘Keselamatan dan Kesehatan KerJa (K3) o
pertanahan ’ ‘ '

: penataan ,ruang,

Iingkungan hidup; g

' perhubungan :

kebakaran ,

v ketenagakerj aan; g

energi dan sumber daya mlneral

komumkam dan mformatlka
kesehatan dan/atau el o
kctenteraman dari ketertlban{ umum serta

perhndungan masyarakat

(9) TABG sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) fd‘ikelola;dehg
Dlnas PUPR. ' ‘ i

(1) TABG mempunya1 tugas:

a.

_ Baglan Kedua : e
f Tugas dan F‘ungs1 TABG

Pasal 1 12

rnemberlkan pertlmbangan teknls kepada dinas

"PUPR dalarn proses penelitian. D_okumen Rencana
Tekhis untuk - Bangun'a'n: Gedung kepentingan

umum - dan/ atau menlmbulkan dampak pentmg

terhadap hngkungan untuk penerbltan IMB;




@

2member1kan masukan dalam penyelesalan masalah?
‘_Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepentmgan
© umum; e =

' memberlkah E pertlmbangan = tekhiS terkalt

kPenyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budayaiv

sebagal TABGCB dan /atau Bangunan Gedung Hljau" ‘

- sebagal TABGH dan - i %
. memberlkan masukan dalam penyusunan dan / atau
. penyempurnaan peraturan ’ perundangan terka1t -

, Bangunan Gedung di tlngkat Daerah.

Tugas TABG sebagalmana dlmaksud pada ayat (l)v

g
W

€.

'd11aksanakan dalam proses

perencanaan

‘ pelaksanaan konstruks1

: pemanfaatan

pelestanan dan

,Pembongkaran

,Dalam melaksanakan tugas sebagaumana d1maksud pada B

ayat (1), TABG menyelenggarakan fung31

pengkapan Dokumen Rencana Tekms tirituk

Bangunan Gedung kepentmgan umum dan/ atau -

memmbulkan dampak pentmg terhadap hngkunganf

. untuk penerbltan IMB

c ‘pengkajlan : dan ; anaﬁsis dalam pényelesaian ,

masalah Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk’

‘,vkepentmgan umum berdasarkan bldang keahhan

tiap anggota;

vfpengkajlan dan anahsls dalam Penyelenggaraanv

Bangunan Gedung Cagar Budaya sebagal TABGCB

dan / atau. Bangunan Gedung Huau sebagal TABGH

~dan 7 -
oo pengk‘ajién' dan analisis dalam penyempurriaan

, peraturan perundangan terkalt Bangunan Gedung'

di t1ngkat Daerah

Dalam melakukan pengkapan Dokumen Rencana Tekms,

Bangunan Gedung sebagalmana dimaksud pada ayat 3) '

. iterhadap

‘huruf  a, TABG dari unsur A3031a31 Profem Khusus

dan /atau unsur perguruan tmgg1 melakukan pengkapan

r



(5)

@

a. pemenuhan perizinan dan/atau Rekomendasi teknis
lain dari instansi berwenang;

b. pemenuhan persyaratan tata bangunari; dan

- ¢. pemenuhan persyaratan. keandalan Bangunan

Gedung. :
Dalam melakukan pengkajian Dbkumen’ Rencana Teknis
Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a, TABG dari unsur Dinas PUPR dan instansi
teknis terkait memberlkan masukan data dan/ atau
informasi terhadap '

a. kondisi yang ada; dan

b. program yang sedang atau ‘akan dllaksanakan di
lokasi, mela1u1 lokasi, atau dekat dengan lokasi
rencana Bangunan Gedung untuk kepentlngan
umum yang d1mohonkan IMB. |

Dalam melakukan pengkajian Dokumen Rencana Tekms

- Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan peraturan

perundang—undanga_ﬁ.

Bagian ‘Ketigéyt
Tata Kelola TABG

. Paragraf 1
Pelaksana Pengelolaan TABG -

Pasal 113
Kepala Dinas PUPR bertindak sebagai penanggung Jawab
pelaksanaan pengelolaan TABG.

‘Kepala dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menugaskank unit kerja dibawahnya sebagai pelaksana
pengelolaan TABG. e |

Pelaksana pengelolaan TABG sebagalmana dimaksud
pada ayat (2) merupakan unit yang memlhk_l tugas:

a. melaksanakan admiﬁiStrasi pengelolaan TABG;

b. membentuk TABG; ‘dan '

c. 'mengawasi kinerja}pelaksanaan tugas TABG.
Pelaksana pengeloléan "TABG sebagaimana dimaksud

péda ayat (1)‘ diberikan masa kerja paling lama 15 (lima



e

(2)

belas) har1 kerja sejak mendapatkan penugasan dar1

Bupatl dalam menyampalkan usulan anggota TABG". g

; Paragraf 2 :
Admmlstras1 Pengelolaan TABG
; Pasal 114 , i :
Admlnlstra81 Pengelolaan TABG sebagalmana dlmaksud &

dalam Pasal 113 ayat (3) huruf a mehputl

a. penylapan surat penugasan anggota TABG

b penylapan honoramum TABG

o pendokumentas1an pelaksanaan tugas T ABG
d. f’:penylapan tata surat menyurat dan admlmstrasrgv
lainnya; dan : L
€. Lpengelolaan ba51s data TABG dan pelaporan basis

' data’ TABG kepada Menteri yang dltembuskan

~ kepada Bupatl dan Gubernur

Tata - surat :menyurat dan admlnlstra51 lalnnya

sebagalmana dlmaksud pada ayat ( ) huruf d mehputl

~semua dokumen yang dlhasﬂkan dalam pelaksanaan~-'
tugas dan fung31 TABG. Ll .
:Pengelolaan basis data TABG sebagalmana d1maksud
~ pada ayat (1) huruf e merupakan penghlmpunan seluruh i
: data TABG aktlf dan data ahh Bangunan Gedung yang
pernah dlangkat sebaga1 TABG

Basis data TABG sebagalmana d1rnaksud pada ayat (3)

'dlmutakhlrkan apablla terdapat perubahan terka1t

pembentukan TABG, perpanJangan masa kerJa TABG

berakh1rnya masa kerja TABG pemberhent1an TABGk

dan/atau dataketersed1aanAh11 Bangunan chung.

' k_ Pasal 115

Pelaksana pengelola TABG memfasﬂ1ta31 pelaksanaan tugas o

dan fung31 TABG yang meliputi penyedlaan S

a.

' bahan/materi- rapat atau 51dang, dan B

C.

- ruang rapat atau 51dang, :

konsum31 rapat atau 51dang, :

‘peralatan penunjang tugas dan fungs1 TABG



(1)

(2)

| - Paragraf 3. i
~ Pembentukan TABG

Pasal 116
Proses pembentukan TABG mehputl tahapan
a. penetapan kriteria dan Jumlah anggota TABG olehi‘
pelaksana pengelolaan TABG; '

b, pengusulan calon anggota TABG kepada pelaksana s

pengelolaan TABG; -y
C. pengusulan calon anggota TABG menJadl anggota
TABG dari kepala Dinas PUPR kepada Bupati; dan
d. penetapan anggota TABG.
Penetapan  kriteria dan Jumlahf anggota TABG
sebagaimana d‘imaksud'pada ayat (1) huruf a dilakukan

berdasarkan pertimbangan terhadap:

~a. perkiraan beban tugas TABG' '

b. pemenuhan unsur TABG; dan

c. efektifitas serta eﬁ51ens1 pelayanan TABG

Perkiraan beban ‘tugas. TABG sebagalmana dimaksud
pada ayat (2) huruf a d1h1tur1g berdasarkanv perkiraan
jumlah permohonan IMB Bangunan’ Gedung untuk
kepentingan umum dalam tahun berjalan. | ‘
Pengusulan calon anggota TABG kepada pelaksana .
pengelolaan TABG s'ebaga'imana‘ dimaksud pada‘ay‘atr (1)
huraf b dilakukan melalui *surat ‘pengusulan dari -
perguruan tinggi, Asosiasi Profesi Khusus; Dinas PUPR
dan instansi teknis terkait diler‘lgkapi‘ dengan dokumen
berupa: | | v o
a. fotokopi Kartu TéndaPenduduk;

b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak perorangan"

c. sertifikat kompetensi kerja kualifikasi ahli yang
dlkeluarkan oleh lembaga sesuai dengan peraturan“
perundang-undangan untuk unsur Asosiasi Profesi
Khusus; ’ o ,

d. surat keterangan bebas narkoba yang ;rriasih
berlaku; | ' v

e. surat keteréngan catataﬁ képoiirsian' yang rria_sih
berlaku; dan | SR |

f.  pasfoto 3 cm x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar. /‘



Pasal 1 17

Pesyaratan calon anggota TABG

a.
b.

(1)

Warga Negara Indones1a

v berkelakuan balk dan tldak pernah dl_]atuhl p1dar1a~»,

penjara berdasarkan putusan pengadﬂan yang telah -

mempunyal kekuatan hukum tetap karena melakukan' £

| tlndak pldana yang dlancam dengan p1dana penjara 5 :

(lima) tahun atau lebih;"

memenuh1 krlterla dan

bebas narkoba, yaltu tldak pernah terbukt1 sebagal.‘

pengguna dan / atau pengedar narkoba

Pasal 118

Susunan keanggotaan TABG terdlrl atas

~a.  ketua merangkap anggota TABG (ex off icio) darl

,Dlnas PUPR

b ~ wakil ketua merangkap anggota TABG d1p111h dar1 i

unsur perguruan t1ngg1 dan e

c. anggota TABG

Jumlah anggota TABG dltetapkan dalam Jumlah gasal
‘Kompos151 keanggotaan TABG d1tetapkan dengan,\
: ketentuan Jumlah anggota TABG dari unsur perguruan £ |
k"tlnggl, unsur. A5031a31 Prof631 Khusus ~dan unsur |
msyarakat ahli lebih banyak ’dibandingkéiﬁ jumlah
gabungan anggota TABG dari unsur D1nas PUPR dant _k

‘instansi teknis terkalt

Dalarn hal unsur perguruan tmggl unsur A5031a31 Profesr

Khusus dan unsur masyarakat ‘ahli d1 dalam Daerah.,‘

 tidak memenuh1 Jumlah sebagalmana dlmaksud padat,; :

ot perguruan t1ngg1 d11akukan mela1u1 tahapan

‘ayat (3) Kepala Dlnas PUPR dapat mengmmkan surat" |
kperrnmtaan kepada A3031as1 Profem Khusus d1 wﬂayah '

, ,laln dengan mempertlmbangkan efekt1v1tas dan eﬁs1ens1

| Pasal 119

Pengusulan calon anggota TABG sebagalmana dlmaksud'.

; dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b yang berasal darl unsur e

il



(2)

a. permintaan‘ calon ariggota TABG kepada pergliruan_
| tinggi ~sesuai - dengan kemampuan d1 bidang
Bangunan Gedung yang d1butuhkan dan -
b. ver1ﬁkas1 usulan calon anggota TABG darl unsur .
perguruan tinggi oleh pelaksana pengelolaan TABG
Dalam hal verifikasi usulan calon anggota TABG

sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) ‘huruf b t1dakv

 memenuhi kriteria dan dokumen sebagaimana dimaksud

(3)

dalam Pasal 116 ayat (2) dan ayat (4) maka pelaksana

pengelolaan TABG meminta usulan calon penggantl

‘kepada perguruan tinggi. -

Pengusulan calon anggota TABG sebagaimanadimaksud

dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b yang berasal dari unsur

| Asosiasi Profesi Khusus dilakukan melalui tahapan:

a. permintaan calon anggota’ TABG kepada‘ 'As'osiaSi
Profesi Khusus sesuai dengan kemampuan di bidang

Bangunan Gedung yang dibutuhkan; dan

- b. verifikasi usulan calon anggota TABG dari Asosiasi

(4)

(6)

Profesi Khusus oleh pelaksana pengelolaan TABG.
Dalam hal verifikasi usulan cvalonj ‘ anggc_)ta TABG
sebagaimana dimaksud pada 'ayat (3) huruf b tidak

- memenubhi kriteria dan dokumen sebagaimana dimaksud

_dalam Pasal 116 ayat (2) dan ayat (4) maka pelaksana -

pengelolaan ’I‘ABG meminta usulan calon penggantl
kepada Asos1as1 Profesi Khusus. ’
Pengusulan calon anggota TABG sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b yang berasal dari unsur masyarakat

~ ahli dilakukan oleh Kepala D1nas PUPR.

Pengusulan calon anggota TABG sebaga1mana dlmaksud
pada ayat (1) huruf b yang berasal dari unsur Dlnas :
PUPR dan Perangkat Daerah terkait dilakukan mela1u1

a. pengusulan calon anggota: TABG dari unsur D1nas

PUPR oleh Kepala Dinas PUPR; dan
b. 'permlntaan ‘calon anggota TABG dar1 ~unsur

Perangkat Daerah terkait oleh Kepala Dinas PUPR; |

/(



(1)

Pasal 120

'Pengusulan calon anggota TABG men_]adl anggota TABG

sebagmmana d1maksud pada Pasal 116 ayat (1) huruf ¢

‘melalui cara:

oan pelaksana pengelolaari' TABG menyampaikan usulan

)

©

Ht

o

@)

~dan dapat diperpanjang.

calon anggota TABG kepada Kepala Dinas PUPR

~ sebagai penanggungjawab pelaksana pengélolaan
TABG; e |

b. Kepala Dlnas PUPR menyampa1kan usulan calon

anggota TABG kepada Bupat1

Dalam hal Daerah tidak memiliki Asosiasi Profe31 Khusus o

pada tingkat Daerah maka Kepala Dinas PUPR dapat
mengirimkan surat permintaan kepada Asosiasi Profesi
Khusus di ’wila‘yah lain - dengan rrllempertimb‘angkan
efektifitas dan efisiensi. - | IS

Dalam haJ Daerah tidak memiliki perguﬁian tinggi yang
memiliki jurusan arsitektur, : sipil, mesin dan_ eléktro'_

maka Kepala Dinas PUPR dapat mengirimkan surat

- permintaan ke'pada perguruan tinggi’ di wilayah lain

derigan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi.

- Pasal 121
Penetapan anggota TABG sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 116 ayat (1) huruf d dllaksanakan me1a1u1

keputusan Bupati.

Keputusan penetapan anggota TABG s_ebagaimana '
dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mern_uat:'

a. nama lengkap dan gélar akademis; '

unsur keanggotaan TABG;

b
- ¢.  bidang keahlian;
d

pendidikan formal terakhir;
e. tugas TABG; I
f. ‘masa berlaku; dan
g. 'pemblayaan

Masa kerja TABG ditetapkan pahng lama 1 (satu) tahun

r



N

e :,melakukan penyesualan Jumlah anggota TABG yang: :

B

S A Pasal :122' '. ,
Dalam hal = diperlukan, Bupat1 dapat melakukan}:,

‘penyesuauan keputusan penambahan anggota TABG

Penyesualan keputusan penambahan‘ angggta TABG l

'sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dilaksar’iakan'_>“f'kk

melalui  proses pembentukan - TABG ‘\sebag’aimar‘la

dimaksud dalam Pasal 116,

Penanggung jawab pelaksana pengelolaan TABG dapatyv"':_

. mehputl o

a. penambahan anggota TABG

b, ‘pengurangan anggota TABG dan/atau

c. penggantian anggota TABG

; Penambahan anggota TABG sebaga1mana dlmaksud padag

ayat (1) huruf a meng1kut1 proses pembentukan .TABG'[" o

sebagalmana diatur dalam Pasal 116.

kPenggantlan anggota. TABG sebagalmana d1maksud pada &

ayat (1) huruf c menglkutl proses pembentukan TABG

' 'sebagalmana dlatur dalam Pasal 116

~ Pasal 123 L A . ;
Anggota TABG dapat dlberhentlkan dar1 keanggotaannya: o

: Jlka

~a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri; L
c. kberhalangan tetap, atau

d. dilakukan penyesualan Jumlah anggota TABG

“Dalam hal anggota TABG d1berhent1kan sebagalmanav

d1maksud pada ayat (1), penanggung]awab pelaksana‘

o pengelolaan TABG melaporkan dan dapat menyampalkan -

' d1atur dalam Pasal 116.

| usulan penggantinya kepada Bupatl. N

_ Usulé_m pengganti sebagai"mana'dimaks'ud’ pada ayat (2)

méngikuti proses pembentukan TABG sébagaimkana



Paragrap 4 |

- Pengawasan Kinerja PelaksahaénTugas TABG

Pasal 124 |

Pengawasan kinerja pelaksanaan tugas TABG oleh pelaksana

pengelolaan TABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113

- ayat (3) dilakukan terhadap pemenuhan pelaksanaan tugas

TABG sesuai dengan surat penugasan yang ‘dibefikan‘ oleh
Kepala Dinas PUPR. | o |

(1)

@

(3)

(4)

: , - Pasal 125
Anggota TABG tidak boleh mempunyai benturan
kepentingan dalam menjalankan tugasnya. | o
Dalam hal anggdta TABG mempun’yai‘ benturan.
kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat ‘(1)
anggota yang bersangkutan harus mengundurkan‘ diri
dari periugasan tersebut. R

Dalam hal anggota TABG menemukan adanya. benturan

' kepentingari terkait dengan penugasan ariggota lainnya,,

anggota tersebut dapat meminta klarifikasi dalam rapat
pleno. A | | | ‘

Dalam hal pelaksana pengelolaan TABG menerﬁukan
ada&nya benturan kepentingan pada anggota TABG dalarh
menjalankan tugasnya, maka pelaksana pengelolaan
TABG dapat mencabut dan menggantikan anggota TABG

tersebut dengan anggota lainnya.

Bagian Keempat

Tata Cara Penugasan dan Pelaksanaan Tugas TABG

Paragraf 1 |
~ Tata Cara Penugasan TABG

; Pasal 126
Penugasan TABG mengacu pada tugas TABG
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) melalui - -

surat penugasan dari Kepala Dinas PUPR kepada anggota

TABG.



(2)

(3)

‘Surat penugasan sebagairhana dikmaksu"d pada ayat (1)‘

mencantumkan:
a. koordinator tim,;
b.  anggota tim;

c.  jenis penugasan;

'd. masa penugasan tim;

“e. . unsur atau instansi; dan

f. bidang keahlian atau tugas dan_fungsi.
Bidang keahlian atau tugas dan. fungsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf f, merupakan bidang

keahlian untuk anggota TABG dari unsur ‘perguruan

tinggi, Asosiasi Profesi Khusus, masyarakat ahli, serta

fugas dan fuhgsi untuk unsur Dinas PUPR dan ‘ibristansi

teknis terkait. -

Tata cara penugasan terdiri atas: v

a. - tata cara penugasan dan pelaksariaan tugas TABG
dalam rangka penerbltan IMB; | |

b. = tata cara penugasan dan pelaksanaan tugas TABG

~dalam  penyelesaian masalah penyelenggaraan

Bangunan Gedung kepentlngan umum; dan

C. tata cara penugasan dan pelaksanaan tugas TABG
dalam periyusunan dan/atau 'penyempurnaan’
peraturan perundangan terkait Bangunah Gedung. ~

Koordinator tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a berasal dari bidang ar31tektur

Paragraf 2

Tata Cara Penugasan Dan Pelaksanaan Tugas TABG untuk

(1)

Penerbltan IMB

. Pasal 127

‘Tata cara penugasan TABG untuk penerbitan IMB

meliputi: , v _

a. Kepala Dinas PUPR melalui Pelaksana péngclolaan
 TABG menugaskan anggota TABG berdasarkan
‘surat permintaan tim teknis dari DPMPTSP; |

b.’ pelaksana - pengelolaan = TABG mengidentifikasi

fungsi, klasifikasi, dan/atau karakteristik

’

Bangunan Gedung yang dimohonkan;



(2)

pelaksaria pengelolaan TABG hdenugaskan anggota
TABG dengan mempertimb‘angkan  kesesuaian
antara kemampuan dan* bidang keahlian setiap
anggota TABG dengan fungsi, klasifikasi, dan/atau
karakteristik Bangunan Gedung 'yang- dirriohorikéh;
dalam hal proses penerbitan IMB untuk BGCB,
'penugasan TABG melibatkan anggota TABG dengan‘
keahlian dlbldang pelestarlan

dalam hal proses. penerbltan IMB untuk BGH
penugasan TABG mehbatkan anggota :’I‘ABG dengan
keahlian dibidang Bangunan Gedung hijau; dan

pelaksana pengelolaan TABG memfasilitasi

v penyelenggaraan proses pertimbangan teknis TABG.

Memfasilitasi proses pertimbangan teknis TABG

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:

a.
b.
c.
d.

 penetapan jadwal;

penyediaan tempat;
penyampaian daftar undangan; dan

penyediaan konsumsi.

Pasal 128

Tata cara pelaksanaan tugas TABG untuk >pcrlle‘rbitan IMB

melalui proses pertimbangan teknis TABG, meliputi tahapan:

a.
b.

penelitian Dokumen Rencana Teknis;

sidang; dan

rapat pleno.

- Pasal 129:

Tahapah penelitian  Dokumen = Rencana .= Teknis:

sebagaimana dimaksud pada Pasal 128 huruf a meliputi:

a.

penerimaan ~ penugasan  beserta  kelengkapan
Dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung yang'
dimohonkan IMB dari pelaksana pengelolaan TABG
kepada masing-masing anggota TABG sesuai bidang
keahliannya; | » |

pemeriksaan dan evaluasi Dokumen Rencana
Teknis oleh anggota TABG sesuai bidang.

keahliannya; dan

7



(2)

c. penyampaian hasil kesimpulan pemeriksaan dan
evaluasi Dokumén Rencana Teknis kepada
koordinator TABG untuk dibawa ke tahapan sidang.

Pemeriksaan dan evaluasi Dokumen Rencana Teknis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan =

dengan menggunakan Daftar Simak' Pemerikséén dan

Evaluasi. | :

Pemeriksaan dan evaluasi Dokumen Rencana Teknis

~ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan

terhadap kesesuaian dengan:

a.  perizinan dan/atau Rekomendasi teknis lain dari
instansi berwenang; B ' |

b. persyératan tata bangunan; dan

c. persyaratan keandalan Bangunan Gedung.

Pemeriksaan dan evaluasi Dokumen Rencana Teknis

terhadap  kesesuaian dengari perizinan '»'t"dan/atau.

Rekomendasi teknis lain dari instansi 5Berwenang

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan

untuk menjamin Dokumen Rencana Téknis"Bangu_rian

Gedung telah memenuhi ketentuan peraturan

perundang-undangan terkait bidang: | |

a. pekerjaan umum dan penata‘an ruang; : 4

b. perumahan dan kawasan permukiman;

c. ketenteraman dan  ketertiban umum serta
perlindungan masyarakat; |

d. pertanahan;

e. pemberdayaan masyarakat dan desa; '
f. sosial; ‘ o
g. tenaga kerja;
h. pefhubungan;
i.  lingkungan hidup;
j- kehutanan;
k. energi dan sumber daya mineral;
l. komunikasi dan informatika;
m. kebudayaan;
n. kelautan dan perikanan;
0. pariwisata; -
perdagvangan;

q. perindustrian; dan



(S)

(6)

(8)

(1)

I. kesehatan
Pemeriksaan dan evaluasi Dokumen Rencana Teknis
Bangunan Gedung terhadap kesesualan dengan.’
persyaratan tata bangunanvseba’gaimanﬁa dimaksud péda
ayat (3) huruf b dilakukan untuk menjamih’ Dokurhen
Réncana Teknis telah memehuhi persyaratan tdta'
bangunah yang meliputi: _ ‘_ | ;
a. persyaratan peruntukan dan intcnsvitas ‘Bangunan
Gedung; ' | -
b. persyaratan arsitektur; dah
c. persyaratan pengendalian dampak lingkungan. |
Persyaratan ‘peruritukan dan intensitas Bangunan _
Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf - a
meliputi peruntukan lokasi, kepadatan, ketmgglan, dan
jarak bebas Bangunan Gedung sesuai Rencana Téta
Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, dan/ atau
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
Persyaratan arsitektur sebagalmana dlmaksud pada ayat»
(5) huruf b meliputi penampilan, tata ruang dalam,
keseimbangan, keserasian, dan keselarasan ~dengan
lingkungan. e ‘ | ,
Pemeriksaan dan evaluasi Dokumen Rencana Teknis
Bangunan Gedung terhadap kesesﬁaian dengan
persyaratan keandalan Bangunan Gedung sebagalmana
dimaksud pada ayat (3) huruf c d1lakukan untuk
menjamin Dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung
telah memenuhi persyaratan keandalan Bangunan
Gedung yang meliputi:
a. persyaratan keselamatanj
b. persyaratan kesehatan;
c. persyaratan kenyamanan; dan

d. persyaratan kemudahan,

R Pasal 130

Sidang sebagaimana dimaksud pada Pasalrk128 huruf b
dilaksanakan dengan ketentuan: | ‘
a. anggota TABG melaksanakan sidang sesuai dengan

jadwal yang telah ditetapkan‘ oleh ,pelaksana‘

Is

pengelolaan TABG;



= 'b.f*Sldang d1p1mp1n oleh koordmator TABG dan d1had1r1 o

“oleh anggota TABG sesuai dengan penugasan oleh_‘

'pelaksana pengelolaan TABG penyedla _ Jasa, o

T ’perencanaan Bangunan Gedung, dan Pemohon IMB
c. :pelaksanaan _ 51dang g mehputl pembahasan -

ripemenuhan persyaratan tekms terhadap dokumen s

perencanaan teknis - secara ;mcnyeluruh ~dan

- komprehensif;

" d. hasil s1dang harus tertuang dalam berlta acara E

sidang;

e. sidarigk dilakukan  secara musyaWarah -uritﬁki ' 

: mufakat dan

f has1l 51dang dibawa ke rapat pleno untuk d1tetapkan

dalam surat pertlmbangan teknis yang selanjutnya e
menjadl dasar penerbltan IMB 4 e o
Pelaksanaan 31dang sebagalmana d1maksud pada ayat (1)

huruf c dllakukan melalui:

as pemaparan Dokumen Rencana Tekms oleh penyed1a : “

- b. penyampalan tanggapan _TABG terhadap pemaparan R

jasa perencanaan konstruk31 '

‘penyedla jasa perencanaan konstruk81

‘c. penyampaian hasil | pemeriksaan _dan' evaluasi

Dokumen Rencana Tekriis f‘terhada’p pemenUhan -
”persyaratan Dokumcnv RenCaha Teknis oleh TABG; S

d. 'd1sku§1 dan

e. penetapan hasil 31dang dalam berlta acara

Pemaparan Dokumen Rencana Tekms oleh penyed1a jasa

perencanaan konstruksi sebagaimana dlmaksud pada

~ayat '(2) huruf a 'p»aling ‘sedik’it memUatk: substansi

perencanaan dan perancangan :

a. arsnektur

b, struktur dan

c. utilitas.

- Tanggapan dan hasﬂ pernerlksaan dan evaluaS1 terhadap
: pemenuhan persyaratan : Dokumen Rencana Tekms
: sebagalmana d1maksud pada ayat (2) huruf b dan,huruf c

d1sampa1kan: oleh TABG kepada* penyediva jasa

perencanaan dan Pemohon IMB

£



(7)

(1)

(3)

Diskusi sebagaimana dimaksud pada ayat ‘(‘_2) huruf d

dilakukan oleh TABG dengan penyedia jasa perencanaan

serta Pemohon IMB. | | -

Dalam hal setelah 3 (tiga) kali Pemohon melalul proses

pertimbangan tekms TABG dan mendapatkan surat

pertimbangan tekms yang menyatakan bahwa Dokumen-'

Rencana Teknis belum memenubhi persyaratan maka

TABG dapat mengusulkan penggantlan

a. tenaga ahli penyedia jasa perencanaan yarig
bersangkutan; atau | , ;

b. penyedia jasa perencanaan yang bérsangkutan.

Dalam hal terdapat masalah yang »'tidak' dapat

diselesaikan dalam sidang sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), maka pengambilan keputusan dibawa ke rapat

pleno.

Pasal 131

Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada Pasal 128

huruf ¢ dllaksanakan dengan ketentuan:

a. anggota TABG melaksanakan rapat pleno sesuai
dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh
pelaksana peﬁgelolaan TABG;

b. rapat pleno dipimpin oleh ketua TABG dan d1had1r1
oleh seluruh unsur anggota TABG; |

c. pelaksanaan rapat pleno mel1put1 pengambllan
keputusan atau penetapan surat pertimbangan
teknis yang bersifat final; i

d. rapat pleno dilakukan secara rhusyawarah untuk
mufakat; dan : |

e.  keputusan rapat pleno harus tertuang dédam berita
acara rapat pleno TABG. | |

Surat pert1mbangan teknis sebagalmana dimaksud pada

ayat (1) huruf c dapat berupa: '

a. pertimbangén teknis persetujuan penerbitan IMB;

- atau

b. pertimbangan teknis untuk tidak diterbitkan IMB

~dengan catatan perbaikan.
Pertimbangan teknis persetujuan penerbitan IMB

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa

:



o 4, késimpﬁlan hasil persidangan'yang men'yatak"a'n/bahWa

' Dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung untuk
f'kepentmgan umum sudah memenuhl persyaratan :

Catatan perbalkan sebagalmana dlmaksud pada ayat 2)
‘,huruf b harus bersifat konkrlt dan komprehen31f serta

’ tldak dapat diubah dan/atau dltambah pada agenda’fﬁ

~ sidang berikutnya.

)

pertimbangan  teknis yang tercantum dalam surat-

ap

'-(2)

| penyedia j jasa.

TABG bertanggung]awab terbatas pada substan31 dar1

; pertlmbangan teknis sebagalmana dlmaksud pada ayat :
(1) huruf -C, sedangkan tanggung]awab dan desamk :

‘perencanaan Bangunan Gedung tetap melekat pada‘

Pasal 132 - |

;Dalam hal proses pertimbahgé‘n Ntekms TABG

‘ sebagalmana dimaksud pada Pasal 130 dilaksanakan

terhadap perbalkan Dokumen Rencana Tekms makar

'pembahasan dilakukan terbatas pada catatan perba1kan
- yang termuat dalam berita acara s1dang sebelumnya |
‘Dalam hal proses. pertlmbangan tekms sebagalmana
_d1maksud pada ayat (1) “terdapat permlntaan darl .
- Pemohon IMB, pelaksana pengelolaan TABG dapatk

mengatur konsulta51 dengan anggota TABG yang )

kKonsultas1 ’ sebagalmana dlmaksud pada ayat (2)'

dllaksanakan di luar Jadwal 31dar1g dan rapat pleno yang o

sl sudah d1tetapkan

Paragraf 3

Tata Cara Penugasan Dan Pelaksanaan Tugas TABG Dalam

Penyelesalan Masalah Penyelenggaraan Bangunan Gedung

| (1);

Kepentingan Umum .

Pasal 133

Tata cafa penugaSan TABG dalam mefribérikari masukan

pada penyelesaian masalah penyelenggaraan Bangunan |

4

Gedung kepentmgan umum mehputl



oo TP

ca ’Ke-pala"D’inés PUPR melalui"Peiékéahé ﬁéngelolaéhr:

- TABG menugaskan anggota TABG berdasarkan

permasalahan yang muncul;

b. ~pelaksana pengelolaan : TABG mengldentlﬁka51

- masalah berdasarkan j Jems dan kompleks1tasnya

- c | "pelaksana pengelolaan TABG menugaskan anggota'

: TABG dengan mempertlmbangkan kesesualan
antara kemampuan dan bldang gkeahhari a'nggota‘ p

TABG déngaﬁ jenis dan komplekéitas kr"na"s’alah'nya; ’ B

d.  dalam halk,'pe'rmasalahén BGCB, pe'nugasan TABG

_fﬁelib‘atkaﬁ anggota TABG dengan keahli‘arli;‘

dibidang pelestarlan dan

: e. = dalam hal permasalahan BGH," penugasan TABG e

mehbatkan anggota - TABG dengan keahhan £
'dlbldang Bangunan Gedung hijau. i

"Masukan sebaga;mana d1maksud pada ~ayat - (1)

dltetapkan dalam surat Rckomendas1 tekms penyelesaiah

‘k masalah.

Pasal 134

’,Tata cara pelaksanaan tugas TABG untuk penyelesa1an
‘masalah penyelenggaraan Bangunan Gedung

. kepentmgan umum mel1put1 tahapan e

perencanaan penyelesalan masalah
pelaksanaan pengujlan : ‘ , ;
: lbpenyusunan masukan penyelesalan masalah dan '
rapat pleno. | | |

Perencanaan , penyelesalan 'masalah ' ’sebagaimana ,

. d1maksud pada ayat (1) huruf a d11akukan melalm

Las 1dent1f1kas1 lingkup permasalahan
b . penyusunan strategi; dan :
e ~ penyusunan Jadwal kerja

‘Pelaksanaan pengujlan sebagalmana dlmaksud pada

ayat (1) huruf b d11akukan melalui:

‘ a. pemenksaan v1sua1
b pengupan non destruktif; dan/ atau

. C. pengupan destruktlf



@

(6)

‘Penyusunan masukan penyelesaian  masalah

‘sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dilakukan -

secara tertulis. , ;
Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d dilakukan melalui tahapan -

a. mengundang seluruh unsur TABG; |

b. penyampaian masukan penyelesaian masalah oleh

TABG dalam rapat pleno dan B
C. penetapan surat Rekomendas1 tekms oleh ketua
TABG. '

Rapat pleno sebagaimaria dimaksud pada ayat (5)

 dilaksanakan dengan ketentuan:

a. anggoté TABG melaksanakan ,rapat' pleno rrsesuai
- dengan jadwal - yang telah, 'ditetapkan' oleh"
pelaksana pengelolaan TABG; |
b. rapat pleno dipimpin oleh ketua TABG dan dihadiri
oleh seluruh unsur anggota TABG; |
C. pelaksanaan rapat pleno meliputi pengambilan
keputusan atau  penetapan SUrat pertimbangan
teknis yang bersifat final;
d. rapat pleno dilakukan secarav‘musyawarah ‘untuk
mufakat; dan ,
€. keputusan rapat pleno harus tertulis dalam berita

acara.

Paragraf 5

Tata Cara Penugasan Dan Pelaksanaan Tugas TABG untuk

Penyusunan dan /atau Penyempurnaan Peraturan Perundang-

undangan Terkait Bangunan Gedung

Pasal 135 -

~ Tata (;ara penugasan TABG untuk penyusunan dan/atau

penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait

Bangunan Gedung meliputi:

a.

Kepala Dinas PUPR meminta pengusulan kepada

pelaksana pengelolaan TABG untuk penugasan anggota

'TABG;

pelaksana pengelolaan TABG meng1dent1ﬁka51 substansi

(

peraturan perundang- undangan




c. ‘pelaksar_ia pengélolaan‘ ‘ TABG mengusulkan -~ anggota
. TABG dengan mempertirhbangkén_ kesesuaian  antara
- kemampuan dan bidang keahlian setiap anggbta TABG

dengan substansi pératuran yang sedang diSusun
dan/atau d1sempurnakan |
'd. dalam hal penyusunan dan/atau penyempurnaan '
- peraturan perundangan terkait Bangunan Gedung Cagar
Budaya, penugasan TABG melibatkan anggota - TABG |
" dengan keahlian d1b1dang pelestanan, dan A
e dalam hal penyusunan dan/atau 'penyerflpurnaan
| 'peréturan perundangan terkait Bangurian Gedung hijau,
- penugasan TABG ‘melibatkan anggota ‘TABG dengan
. keahlian dibidang Bangunan Gedung hijau.

, Pasal 136
(1) Tata cara peiaksanaan' tugas TABG untuk penyusunan
dan/atau  penyempurnaan peraturan  perundang-
H 'unda'ngari terkait Bangunan Gedung vsebagalmana
d1maksud dalam Pasal 135 dilakukan melalul tahapan:
a. ‘pelaksanaan rapat pembahasan; ‘
b. penyampalan masukan dan/atau tanggapan dalam ,
rapat pembahasan dan ’
| C. penyampalan laporan hasil rapat pembahasan
(2) Penyampaian masukan dan/atau tanggapan dalam rapat
pembahasan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf-
‘b dilakukan dengan ketentuan:
a. masukan ~dan/atau tanggapan anggota TABG_’
B sesua1 dengan bidang keahhannya dan v _
b.  pertanggungjawaban TABG sebatas pada. masukan ‘
“dan/atau tanggapan yang dlsampaukan
(3) Dalam hal anggota TABG memandang_ pentmg Vuntuk
" pelibatan keahlian di luar bidangnya, anggota TABG
" dapat mengusulkan untuk penambahan dan/atau
pehggantiari' penugasan melalui laporan hasil rapat

pembahasan.

Pasal 137
(1) Dalam hal penanggung jawab pelaksana pengelolaan =
' TABG mefnandang "bahwa anggota TABG tidak

4



(1)

(2)

melaksanakain tugas  dan fungsinya ,"seh‘ing‘ga

mengganggu layanan Pemerintah Daerah, penanggung o

" jawab pelaksana pengelolaan TABG dapat memberikan

teguran, peringatan sampal ~ dengan pemberhentlan )

‘anggota TABG.

Dalam hal dilakukan pemberhenhan anggota TABG

sebagalmana dimaksud pada ayat (1), proses

penggantiannya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur
| - dalam Pasal 122. - -

' Pasal 138

Acuan kelengkapan dokumen "dalam'_ proses

: penyelenggaraan TABG mehputl

a. pengelolaan dan pelaporan basis data TABG
sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 114 ayat (1) .
huruf e; ' ‘ .

b. surat dalam‘ proses  pembentukan "TABG

| sebagaimana dimaksudv dalam Pasal 116 ayat (1);

c.  bagan tata cara pembentukan TABG sebagaimana
| dimaksud dalam Pasal 116, kriteria calon ahggota
TABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117;

d bagan tata cara penugasan dan  contoh surat
penugasan sebagaimana d_imaksud dalam Pasal

126;

‘e. . daftar - sidang = pemeriksaan dan evalua31 -

sebagalmana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2);

f.b berita acara  sidang dalam proses pertlmbangan
teknis TABG sebagalmana dimaksud dalam Pasal
130 ayat (1) huruf d;- | |

-3 berita ~acara rapat pleno dalam proses -

pertimbangan teknis TABG sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 131 dan

h surat pertlmbangan teknis sebagaimana dlmaksud |

: dalam Pasal 131;

~Acuan kelengkapan dokumen dalam proses

'peﬂyeléng‘garaan TABG sebagaimana dimaksud pada ayat "

(1) tercantum dalam Lampiran II dari Peraturan Bupati

.

ini.
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(S)

(6)
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- BABV A
KETENTUAN PENYELENGGARAAN SLF

- Bagian Kesatu

Umum

Pasal 139
Setlap Bangunan Gedung yang telah selesai d1bangun *
harus mem111k1 SLF sebelum dimanfaatkan. ' ‘
Bangunan Gedung sebagalmana dimaksud pada ayat (1)

mehputl

Ca. Bangunan Gedung baru; dan

b. Bangunan Gedung eksisting.

- SLF sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dapat

-diperoleh dengan menga_]ukan permohonan SLF kepada

a Dinas PUPR; atau

i b DPMPTSP untuk perumahan bagi MBR.

Dalarn - hal mendapatkan pendelegasian,  Camat

menerb1tkan SLF untuk Bangunan Gedung yang IMB-

“nya dllakukan di Kecamatan

Permohonan S_LF sebagalman_a dimaksud pada' ayat (3)

diajukan_k oleh  Pemohon yang merupakain Pe'milik”

“Bangunan - Gedung atau orang yang diberi kuasa Qleh

Pemilik Bangunan Gedung.

Permohonan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

harus memenuhi kelengkapan dokumen permohonan

SLF. | |
SLF diterbitkan terhadap Bangunan Gedung yang telah

memeriuhi persyaratan kelaikan fungsi berdasarkan hasil

-pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung.

Pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung

‘sebagaimana dimaksud ‘pada ayat (7) dilakukan oleh -
: penyed1a jasa pengkaﬂ teknls Bangunan Gedung, kccuah/ o

untuk: o
a. Perumahan MBR oleh Tim Teknis DPMPTSP;

"b. rumah tinggal sederhana hingga 2 (dué) lantai

dengan luas maksimal 250 m2 (dua ratus lima

puluh meter persegi) oleh Tim Teknis Kecamatan



w

| (2)-

'yang penerbltan IMB -nya d11akukan oleh Camat
. atau ’ '

c. 'rumah tlnggal tunggal dan rumah t1ngga1 deret

~ selain sebagalmana d1maksud pada huruf a dan b ;

oleh D1nas PUPR

Pasal 140

SLF d1ber1kan untuk 1 (satu) kesatuan s1stem Bangunan

, Gedung, yang me11put1

a. kesatuan ars1tektur Bangunan Gedung, e

‘vb. ‘kesatuan struktur dan konstruks1 Byangunan -4 ‘

Gedung, dan -
‘kesatuan utilitas Bangunan Gedung

SLF dapat diberikan untuk sebag1an Bangunan Gedung )

- atas permohonan pem111k/ pengguna Bangunan Gedung

k untuk

a Bangunan Gedung yang terplsah secara hor1zonta1
~dan masmg-masmg mem111k1 kesatuan sistem

Bangunan Gedung secara mand1r1

/ b ! ksetlap unit Bangunan Gedung yang merupakan -

- Ketentuan penyelenggaraan SLF mehput1

~.m‘°"fsra

—h U

. penggolongan objek SLF
. ,dokumen permohonan SLF;

‘ tata cara penyelenggaraan SLF dan :

. dokumen SLF Bangunan Gedung.

bagian dari kumpulan Bangunan Gedung dalam 1
~(satu) kavhng/ pers11 dengan kepem111kan yang sama -

- .dan / atau

c. set1ap unit Bangunan Gedung yang telah d1nyatakan ‘

:'Lalk Fung31 sebagai baglan dari kumpulan
| Bangunan Gedung yang d1bangun secara kolektif -
“ dalam suatu kawasan yang telah d1lengkap1 dengan

~ prasarana, sarana, dan utilitas umum.

: 'Pasal 141

v persyaratan kelaikan fungs1 Bangunan Gedung,

masa berlaku SLF;.



n

Bagian Kedua

i Penggolongan Objek SLF

Pasal 142 '
Penggolongan objek SLF meliputi:
a. Bangunan Gedung baru;
b. Bangunan Gedung eksisting; dan
c. bangunan prasarana. |
Penggolongan objek SLF sebagalmana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a.rk ~penerbitan SLF pertama kali (SLF}); atau
b. perpanjangan SLF (SLFy).

Penggolongan  objek SLF sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan kompleksitas

Bangunan Gedungnya meliputi: |

a. Bangunah Gedung sed:erhana"

b. Bangunan Gedung tidak sederhana, dan

c. Bangunan Gedung khusus. ‘

Penggolongan objek SLF sebagimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a dan huruf b berdasarkan pelaksanaan

pengawasan konstfuksinya rheliputi: |

a.. Bangunan Gedung sederhana pengavifasan
konstruksinya dilakukan sendiri oleh pemilik; dan

b. Bangunan Gedung sederhana, tidak sederhana dan
khusus yang pengaWaSan konstruksinya dilakukan

‘oleh penyedia jasa pengawas/MK.

Bagian Ketiga

Per'syaratan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung

Paragraf 1

Umum

Pasal 143
Persyaratan kelaikan fungsi Bangunan Gedung meliputi
pemenuhan: ‘ |

a. persyaratan administratif Bangunan Gedung; dan

[

b. persyaratan teknis Bangunan Gedung.



’Pemenuhan persyaratan sebagalmana d1maksud pada“

f:sayat ( ) dlsesualkan dengan fungs1 Bangunan Gedung S

yang dltetapkan

‘Pemenuhan persyaratan sebaga1mana d1maksud pada

ayat (1) dlbedakan berdasarkan penggolongan Bangunan

 Gedung sebagalmana ,dlmaksud dalam Pasal 142.

Paragraf 2

Persyaratan Adrmrustratlf Bangunan Gedung

Pasal 144

Persyaratan adm1n1strat1f E Bangunan ' Gedungf‘

, sebagalrnana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) huruf a -

mehputl

a. status hak atas tanah S o
b ~status kepemﬂlkan Bangunan Gedung, dan
c.‘ IMB. ; ; : , ,

Status hak atas tanah sebagalmana dlmaksud pada ayat

(1) huruf a dlbuktlkan dengan ‘ ‘
©a. surat bukti status hak atas tanah atau i ‘
‘ ’,‘b.‘g surat perjanﬁan pemanfaatan atau penggunaan ,

:tanah apablla Pemlhk Bangunan Gedung bukan‘

' pemegang hak atas tanah

Status kepemlhkan Bangunan Gedung sebagalmana;

B d1maksud pada ayat (1) huruf b d1bukt1kan dengan:.

4' a. surat bukti kepemlhkan Bangunan Gedung untukt ;

Bangunan Gedung selam rumah susun
b. sertlflkat kepermhkan Bangunan Gedung satuan_ .

‘rumah susun untuk rumah susun mlhk yang'

d1d1r1kan di atas tanah wakaf dengan cara sewa atau |

barang milik negara/ Daerah berupa tanah atau

- C. sert1f1kat hak m1hk satuan rumah ‘susun untuk .

rumah susun milik yang didirikan d1 atas tanah hak

-~ milik atau hak guna bangunan

, vDalam hal 7 status kepemlhkan : Bangunan Gedung TR

sebagalmana dimaksud pada ayat ‘(3)‘ tidak ada g

d1gant1kan dengan data Pemlhk Bangunan Gedung.

~Dalam hal pengguna. Bangunan - Gedung buka'n'

merupakan Pemilik ;Bangunan "?Gedung’; status



kkepemlhkan Bangunan Gedung sebagalmana dlmaksud e

pada ayat (3) dllengkapl dengan surat- ,perjanjvlanf -

, pemanfaatan Bangunan Gedung

Pembukt1ar1 status kepermhkan Bangunan Gedung
untuk rurnah susun m111k dilakukan oleh perh1mpunanl -

pemﬂlk dan penghunl satuan rumah susun

Pembuktian status kepemlhkan ‘ Bangunan Gedung
: 'untuk rumah susun sewa d11akukan oleh pemﬂlk rurnah'

: susun atau. pengelola rumah susun.

Paragraf 3

Persyaratan Teknls Bangunan Gedung

Pasal 145 .7

' ‘Persyaratan tekms Bangunan Gedung sebagalmana dlmaksud'r .

dalam Pasal 143. ayat (1) huruf b mehputl

a. persyaratan tata bangunan dan

b. persyaratan keandalan Bangunan Gedung

- dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ mehputl

Pasal 146

‘Persyaratan' tata jba'nguynam | sebagalmana dlmaksudi :

dalam Oasal 145 huruf a mehputl e

a. persyaratan peruntukan Bangunan Gedung,

b persyaratan 1ntens1tas Bangunan Gedung,

C. f_persyaratan ars1tektur Bangunan Gedung, dan

| d. ; persyaratan pengendahan dampak l1ngkungan

Persyaratan peruntukan Bangunan Gedung sebagalmanaf

‘ dlmaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kesesuaxanf

fung31 Bangunan Gedung dengan peruntukan dalam '

RTRW, RDTR dan /atau RTBL.

Persyaratan 1ntens1tas Bangunan Gedung sebagalmanar

dimaksud pada ayat (1) 1) huruf b mehput1

a. persyaratan kepadatan Bangunan Gedung,

~b. persyaratan ketlngglan Bangunan Gedung, dan

c persyaratdn jarak bebas Bangunan Gedung
Persyaratan arsitektur Bangunan Gedung sebagalmanaf
a. pcrsyaratan penampllan Bangunan Gedung, e

b persyaratan tata ruang dalam dan



¢, persyaratan  keseimbangan, kesera31ar1 : dani :

_ké‘s‘elarasan' S Bangunari Gedung dengan‘_ k
‘lingkungannya. ' o Y
Persyératan | péngéndéﬁan  dampak ",""lingki‘i‘hgéin:}

sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf d merupakaﬁ: el

5 persyaratan izin lmgkungan untuk Bangunan Gedung

@

(4

Pasal 147

: ‘Persyaratan keandalan Bangunan Gedung sebagalmana

d1maksud dalam Pasal 145 huruf b mehput1

a. persyaratan keselamatan

b. persyaratan kesehatan

C. persyaratan kenyamanan dan

| d. persyaratan kemudahan

: ,Persyaratan keselamatan sebageumana dlmaksud pada

ayat (1) huruf a mehputl

a. persyaratan struktur Bangunan Gedung,

b persyaratan protek51 bahaya kebakaran

C. persyaratan penangkal petlr

d. persyaratan keamanan dan keandalan 1nsta1as1 11str1k '. ',

: untuk Bangunan Gedung yang dﬂengkapl instalasi

hstrlk dan

e persyaratan pengamanan bencana bahan peledak

‘penembakan, dan/ atau gangguan serius 1a1nnyaﬁ |
‘urituk Bangunanv Géduhg kepentingan bumurn'fc‘lan,
Bangunan Gedung fungsi khusus. SR ’
Persyaratan kesehatan sebagalmana dlmaksud pada ayat 1

(1) huruf b mehputl

a. persyaratan sistem penghawaan;

b. persyaratan sistem ~penCahayaan;

e persyaratan s1stem alr bers1h

kd.Apersyaratan 31stem pembuangan air kotor dan/ atau

: a1r 11mbah

e. persyaratan  sistem ,pembuahgan kotoran dan

»sampah

‘f.‘ persyaratan 31stem penyaluran air huJan dan

g. persyaratan penggunaan bahan Bangunan Gedung

Persyaratan kenyamanan sebagalmana dimaksud pada' :

ayat( )huruf C rne11put1 L . ; (



(5)

(1)

(2)

b.
, c.
d.

persyaratan kenyamanan ruang gerak;
persyaratan kenyamanan kondisi udara dalam ruang,
persyaratan kenyamanan pandangan; dan

persyaratan kenyamanan getaran dan kebisingan.

Persyaratan kemudahan sebagalmana ‘dimaksud pada ,

~ayat (1) huruf d mehputl

a.

a.

kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam
bangunan yang terdiri dari sarana hubungan
horizontal antarruang/ antarbangunan dan ,‘sarana -

hubungan vertikal antarlantai; dan

. kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan

Bangunan Gedung:

Bagian Keempat

Dokumen Permohonan SLF

Paragraf 1

| Dokufrién Administratif Permohonan SLFv

Pasal 148

Dokumen  administratif permohonan penerbitan SLF
- meliputi:
a. formulir permohonari penerbitan SLF yang

ditandatangani oleh Pemohon;

~ surat  kuasa dari pemilik bangunan, apabila

Pemohon bukan pemilik bangunan; ,

data tanah - dalam hal terjadi perubahan
kepemilikan tanah atau perubahan peljanjlan
pemanfaatan tanah '
data kepem111kan Bangunan Gedung, dalam hal
terJad1 perubahan kepemlhkan Bangunan Gedung;
surat pernyataan kelaikan fungsi Bangunan
‘Gedung; dan L | ' |
data Perencana Konstruksi, pelaksana konsttuksi,

dan/atau pengawas konstruksi.

Dokumen administratif permohonan perpanjangan SLF

- meliputi:

formulir permohonan perpan_]angan SLF yang

a

d1tandatangan1 oleh Pemohon



(@)

"s'urat kuasa dari pem1hk bangunan ‘apabila
| ‘Pemohon bukan pemilik bangunan ce

‘data tanah dalam hal terJadir perubahan»‘

kepem111kan tanah atau perubahan perjanjlan |

- pemanfaatan tanah

data kepem111kan Bangunan Gedung, dalam ‘hal
ter_]adl perubahan kepem111kan Bangunan Gedung,
surat‘ pernyataan kelaikan fungsi Bangunan
Gedung;"dah : (O e o

data 'pelaksana pemerlksaan kelaikan fungsi

‘ Bangunan Gedung

Data tanah sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf c

dan pada ayat (2) huruf c mel1put1

a.
b

“C.

: 'fotokopl surat bukt1 status hak atas tanah ,
fotokop1 tanda bukt1 lunas PBB tahun berJalan dan )

surat perjanjlan pemanfaatan atau penggunaan

‘tanah antara Pemlhk Bangunan Gedung dengan

pemegang hak atas tanah dalam hal Pem111k'

-Bangunan Gedung bukan pemegang hak atas tanah

Surat pernyataan kelaikan fung31 Bangunan Gedung;’ 5

sebaga1mana d1maksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2)

a.

“hurufe dlbuat oleh

,pengawas/ Manajemen Konstruks1 (MK) uhtuk,

kBangunan Gedung baru yang pengawasan
- pelaksanaan konstruksmya menggunakan penyedla ,
- jasa : | . S B :
T1m Teknls DPMPTSP untuk Bangunan Gedung

baru perumahan MBR;

. »T1m Tekms Kecamatan untuk Bangunan Gedungn :
- rumah t1nggal hlngga 2 (dua) lantal dengan luas -
: mak31ma1 250 m2 (dua ratus lima purluhn meter

; perségi) yang 'penekrbitan I‘MB—'riya fdilakukan oleh

j Camat;

Tim Teknis D1nas PUPR untuk Bangunan ‘Gedung

'rumah tinggal tunggal dan rumah tlnggal deret -
' ]selaln sebagalmana d1maksud pada huruf b dan
~huruf ¢; atau” '

: pengkap tekms untuk Bangunan Gedung ek31st1ng

-

S



5)

Dalam hal Bangunan Gedung 'kbar"u,:'rnakariintuk surat-

pernyataan kelaikan fur'igs‘iv Ba'n"gur‘lan‘ ‘Gedung yang

dlbuat oleh T1m Tekms DPMPTSP sebagalmana dlmaksud -

pada . ayat 4) huruf b, T1m Tekms Kecamatan

sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan T1m

‘ Tekms Dlnas PUPR sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
'k huruf d, harus dﬂengkapl dengan surat pernyataan dari

‘P¢m1hk Bangunan Gedung : bahwa pelaksanaan

' konstfuks1 telah - sesuai dengan_ Dokumen‘ Rencana .

Teknls

~ Data Perencana Konstruks1 pelakSana "kOnstruk'si )
,dan/atau pengawas konstruks1 sebagalmana dlmaksud‘k,

, ~pada ayat (1) huruf e dllSl dengan

a. data penyedla Jasa Perencana Konstruks1 pelaksana
o ko’nvstruks;, dan/ atauA B pengawas / Manajemen
Konstruksi (MK) apabild menggunakari peny'edia s

Jasa atau '

~b. ’data Pemilik Bangunan Gedung apablla t1dak

enggunakan penyedla jasa.

Data’ pelaksana pemerlksaan kela1kan fungs1 Bangunan

“Gedung sebaga1mana dimaksud pada ayat (2) huruf e

- diisi dengan data:

a. Tim Tekms ‘DPMPTS}P yang m‘elaksanaklank

‘pemenksaan kela1kan fung31 Bangunan Gedung :
~ baru perumahan MBR; , :

b. T1m Teknis Kécafnatan : yang | ‘m‘elaks’ana‘kan,
; pemerlksaan kela1kan fung31 Bangunan Gedung
rumah tmggal hmgga 2 (dua) lanta1 dengan luas
maksimal 250 m2 (dua ratus "kli’rha piiluh fneter

perse’gi) 5

. Tim Teknis Dinas PUPR yéng ‘melaksa.r’iakari i

: ‘pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung

~ rumah tinggal‘ktunggal d’an'k fﬁmah tinggal "c‘lje,ret
selain sebagaimana difnakéud pada huruf b"‘c"lanV
huruf ¢; atau \ B S | |

d. kpengkap teknis yang melaksanakan pemerlksaan' '

.' ;‘ kelalkan fung51 Bangunan Gedung ek51st1ng



l (1)

; , , Paragraf 2
Dokumen Tekms Permohonan SLF Bangunan Gedung

Sederhana

Pasal 149

. Kelengkapan dokumen teknis permohonan penerb1tan.

SLF Bangunan Gedung sederhana mehputl

| a.‘ formulir data umum Bangunan ‘Gedung;

b, dokumen IMB beserta 1amp1ran Dokumen Rencana_

Teknis yang telah dlsahkan ;  ik

c. as built drawmgs dan
d. dokumen pengawasan konstruk31

' As built drawings sebaga1mana dlmaksud pada ayat (1)‘

huruf ¢ mengikuti ketentuan dalam Pasal 37, berupa
a.’ Dokumen Rencana Tekms apablla tidak ada,

| perubahan dalam pelaksanaan konstruk31 atau-
b.  as built drawmgs yang dibuat secara sederhanal
dengan informasi yang lengkap apablla, yada"'
-perubahan dalam pelaksanaan konstruk31 i

Dalam ‘hal Pem1hk Bangunan Gedung sederhana tldak |

‘mampu menggunkakanf ‘penyedia: Jasa konstyuks;,“

dokumen ~ pengawasan konstruksi - sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa

a.  foto pengawasan konstruk31 dan §

b. daftar s1mak pengawasan konstruks1 Bangunan’
Gedung sederhana yang dllSl “oleh pern1l1k dan
diketahui Tim Tekms DPMP’I‘SP atau T1m Tekms g
‘Kecamatan. ‘

Dalam hal permohonan penerb1tan SLF untuk Bangunan

. Gedung sederhana ek51st1ng yang belum mem111k1 IMB

persyaratan teknis sebagalmana d1maksud pada ayat (1)

- diganti dengan ketentuan dalam Pasal 37

Dalam hal permohonan perpanjangan SLF selam :

‘kelengkapan dokumen sebagalmana dlmaksud pada >ayat

(1) ditambahkan dengan dokumen SLF terakhlr besertav

"1amp1ranr1ya dan dokumen pemerlksaan kelaikan fungsr

- Bangunan Gedung serta dapat d1lengkap1 dengan

dokumen pememksaan berkala ~ dan dokumen

Pemeliharaan dan perawatan e k e /a



(1)

Paragraf 3

Dokumen Teknis Permohonan Penerbitan SLF Bangunan

Gedung Tidak Sederhana Dan Khusus

~ Pasal 150
Kelengkapan dokumen -teknis"permofhona'nf» penerbitan
SLF Bangunan Gedung tidak sederhana dan khusus
meliputi: , | o » s
a. formulir data umum Banguhan Gedung;
b. dokumen IMB beserta lampiran-Dokumen Rencana

Teknis yang telah disahkan;

c. as built drawings;

d. dokumen pengawasan konStruksi; dan -

e. dokumen pemeriksaan kelaikan fungsi. |

Dokumen RencanakTeknisfsebagaimana dimaksud pada. |

Vayat (1) huruf b mengikuti ketentuan - ‘se'bagaimana

dimaksud dalam Pasal 38,

As built drawings sebagaimana dimaksud pada ayat‘ (1)

‘huruf ¢ mengikuti ketentuan ysebagaimana dimaksud

dalam Pasal 38. ’ , ’ e

Dalam hal permohonan péherbitan SLF untuk Bangﬁnan
Gedung tidak sederhané dari_ khusus eksisting yanAg‘,
belum memiliki IMB, persyaratan teknis sebagaime‘mav
dimaksud pada ayat ('1) diganti dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38. -
Dalam - hal permohonan“ perpanjangan SLF, selaih.~
kelengkapan dokumen sebagaihﬁana’ dimaksud pada éyaf
(1) ditambahkan dengan' ‘dokumen"SLF terakhir beSerté

lampirannya dan dapat dilengkapi dengan dokumen

- Pemeliharaan  dan  perawatan, serta  dokumen

pemeriksaan berkala.



()

©

Paragraf 4

Dokumen Teknls Permohonan Penerbltan SLF Bangunan

Prasarana

~ Pasal 151

-Kelengkapan dokumen tekms permohonan penerbltan S

SLF bangunan prasarana mehputl :

a. formuhr data umum bangunan prasarana

b dokumen IMB beserta 1amp1ran Dokumen Rencana L

- Teknis yang telah dlsahkan

. as built drawings; dan

d. dokumen pengawasan konstruk51

As buzlt drawzngs sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)1 '

~ huruf ¢ menglkutl ketentuan sebagalmana dlmaksud
‘dalam Pasal 47, » i L
, Dalam hal permohonan penerbltan SLF untuk bangunan:f

prasarana ekmstmg yang belum & mem1hk1 ,IMB,V,"

persyaratan dokumen IMB sebagalmana d1maksud pada‘f:

~ayat (1) huruf b d1gant1 dengan dokumen pemerlksaan |

kelaikan fung31 : 5t
Dalam hal permohonan perpanjangan SLF selaih '
kelengkapan dokumen sebagalmana dlmaksud pada ayat

(1) d1tambahkan dengan dokumen SLF terakhlr beserta“

‘lamplrannya dan dapat d1lengkap1 dengan dokumen,
Pernehharaan daﬁ ' perawatan, serta - dokumen

pemeriksaan berkala.

Baglan Kehma

Masa Berlaku SLF Bangunan Gedung

’ Pasal 152

‘ SLF Bangunan Gedung rumah tmggal tunggal sederhana
~ dan rumah tinggal deret sederhana 1 (satu) lantal dengan
total luas lantai maks1mal 36 m2 (tlga puluh enam meter .

Vpersegl) dan total luas tanah maksm;al 72 m? (tujuh

puluh' dua meter persegi) berlaku‘éelama. Banguhan

| Gedung tldak mengalaml perubahan IMB.
~ SLF Bangunan Gedung rumah tmggal tunggal dan

rumah tlnggal deret selain sebaga1mana dimaksud pada

&



3)

B ayat (1) berlaku untuk Jangka Waktu 20 (dua puluh) )
: tahun o s ‘

- SLF Bangunan ‘Gedung kayfumah‘ susun dan"'Banguﬁ.an =

Gedung 1a1nnya berlaku untuk Jangka waktu S (Iima)

o tahun

SLF Bangunan ; Gédung: yang , telah habis ‘masa

berlakunya harus diperpanjang.

B Pengurusan perpanjangan SLF - Bangunan Gedung e |
~ dilakukan pahng lambat 60 (enam puluh) hari kalender
: sebelum masa berlaku SLF Bangunan Gedung berakhlr |

' Bag1an Keenam

Tata Cara Penyelenggaraan SLF

: Paragraf 1 k

~ Umum

o ; Pasal 153
Penyelenggaraan SLF mehput1 /

a. penerbitan SLF untuk pertama kali (SLF1) dan | v

'b.  perpanjangan SLF (SLFu).
'Tahapan penyelenggaraan SLF sebagalmana dlmaksud i
- pada ayat (1) meliputi: ' ‘ ‘

a. proses pra permohonan SLF

b. proses permohonan SLF; dan
c. proses penerbltan SLF.

Penerbltan SLF untuk pertama kali (SLF1) sebagalmana

: dlmaksud pada ayat (1) huruf b dlbedakan untuk:

a. Bangunan Gedung baru; dan

b; Bangunan Gedung eks1st1ng
Penyelenggaraan SLF sebagalmana dlmaksud pada ayat_ o
(1) dilakukan oleh: ' ‘

a 'DPMPTSP, dalam hal B_angunani Gedung baru |

- perumahan MBR;

b Kecamatan, dala:h “hal Bangu/n‘an Gedung rumah

tinggal hing-ga 2 (dua) laritai dengan luas maksimal
250 m2 (dua ratus lirvna; puluh meter persegi) yang

_penerbitan iMB—nya dilakukan di Kecamatan; dan -

[



C.

Dinas PUPR, dalam hal Bangunan Gedung rumah
tinggalv tunggal dan rumah tinggal deret selain

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b. .

(5) Tata cara penyelenggaraan SLF mehput1

"_a.

tata cara penerbitan SLF oleh Dinas PUPR untuk
Bangunan Gedung baru yang menggunakan penyedla

jasa pengawas/MK;

. tata cara penerbitan SLF oleh Dinas PU_PR untuk

Bangunah Gedung baru rumah tihggal tunggali”dan
rumah tinggal deret yang pengawasan pelaksanaan |
konstruksinya ‘c_lilakukan oleh Pemilibkr , Bahgunan
Gedung; - o |
tata cara penefbitan SLF oleh DPMPTSP untuk
Bangunan Gedung baru perumahan MBR;

. tata cara penerbitan SLF oleh Kecarhatan untuk

,Bangunan Gedung baru sederhana rumah tinggal

hingga 2 (dua) lantai dengan luas maksimal 250 m?2
(dua ratus lima puluh meter persegl), F

tata cara penerb1tan SLF oleh Dinas PUPR . untuk,
bangunan prasarana baru; = ‘ |
tata cara penerbitan SLF oleh Dinas PUPR untuk
Bangunan Gedung eks1st1ng. yang sudah memiliki
IMB dengan menggunakan pengkaji teknis; | ,
tata cara penerbitan SLF oleh Dinas PUPR untuk

- Bangunan Gedung eksisting rumah tinggal tunggal

| " dan rumah tinggal deret yang sudah memiliki IMB; .

. tata cara penerbitan SLF oleh Kecamatan untuk

Bangunah Gedung eksisting sederhana rumah tinggal
hingga 2 (dua) lantai dengah luas maksirrial 250 m?
(dua ratus lima puluh metef persegi) yang sudah
memiliki IMB; - '
tata cara penerb1tan SLF oleh Dlnas PUPR untuk
bangunan prasarana ek31st1ng yang sudah memiliki
iB; R ” e v

tata cara perpainjahgan SLF oleh Dinas PUPR untuk
Bangunan Gedung yang menggunakan pengkajl v
tekms

tata cara perpanjangan SLF oleh Dinas PUPR untuk
Bangunan Gedung eksisting rumah tinggal tunggal

;



dan rumah t1ngga1 deret yang t1dak menggunakan |
- pengkaji teknls

, 1. tata cara perpanjangan SLF oleh Kecamatan untuk .

Bangunan Gedung eks1st1ng sederhana rumah tlnggal o
hlngga 2 (dua) lantai dengan luas mak31ma1 250 m? .

(dua ratus lima puluh meter perseg1), dan

'm. tata cara perpanJangan SLF oleh Dinas PUPR untuk - ‘ o

bangunan prasarana ,

Paragraf 2

Tata Cara Penerbltan SLF pada. D1nas PUPR untuk Bangunan ey

_ o

Gedung Baru yang Menggunakan Penyed1a J asa
Pengawas / MK

4 Pasal 154 - e
Tata cara penerbltan SLF pada ‘Dinas PUPR untukf i

V»Bangunan Gedung baru yang menggunakan penyedla

= - jasa  Pengawas/ Manajemen Konstruks1 - (MK) E

@
. padaayat (1) huruf a me11put1

sebagalmana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (5) hurufa “

meliputi:

- a. proses pra permohonan SLF

b. proses permohonan SLF; dan

C. proses penerbltan SLF:

,Proses pra permohonan SLF sebagalmana dlmaksud ~

-a. pemer1ksaan kela1kan : fungs1 Bangunan Gedung
g d11akukan oleh pengawas/ Manajemen Konstruk31 L
(MK) - setelah pelaksanaan konstruksi Bangunan

| Gedung selesal dllakukan,

“b. dalam hal has11 pemerlksaan kelalkan fung31

_Bangunan Gedung sebaga1mana dimaksud pada ayat' '
huruf a menyatakan bahwa Bangunan Gedung Laik .

- Fung31 maka pengawas/ Mana_]emen Konstruksr

(MK) membuat surat pernyataan kelalkan fungsy =

 Bangunan chung,_

‘c. dalam hal hasil pemeriksaan kelaikan fungsi

VBangunan Gedung sebagalmana dlmaksud pada B
~huruf a menyatakan bahwa Bangunan Gedung tidak
La1k Fung31 maka pengawas / Manajemen Konstruksi

r



(MK) mefnberikan' perinfah perbaikan, kepada

| pelaksana konstruksi;

dalam hal perbaikan sebagalmana dlmaksud pada
huruf c telah dilaksanakan sesuai perintah, maka
pengawas/ Manajemen Konstruksi (MK) ‘m'embua’t

surat pernyataan kelaikan fungsi Bangunan Gedung;

' dan

. Pemilik Bangunan Gedung menyiapkan kelengkapan

dokumen permohonan SLF.

- (3) Proses permohonan SLF sebaga1mana d1maksud pada X

ayat (1) huruf b mehputl

a.

Pemilik Bangunan ‘Gedung mengajukan permohonan‘ '
SLF kepada Dinas PUPR dengan melampirkan
dokumen admlmstratlf dan tekms

Dinas PUPR melakukan pemeriksaan kelengkapan'
dan kebenaran dokumen admmlstratlf dan teknis;
dalam hal dokumen administratif dan teknis
dinyatakan tidak | lengkap dan/atau ’t_idak benar,
berkas permohonan SLF dikembalikan ke Pemilik =
Bangunan Gedung untuk dilengkapi dan /atdu
diperbaiki; - | '

pengembalian berkas permohonan SLF vs’ebagai'mana

- dimaksud pada  huruf c dilengkapi  surat

pemberitahuan kelengkapan “dan/atau - kebenaran

dokumen permohonan

. dalam hal dokumen administratif dan teknis

dinYatakan lengkap dan benar, tim teknis Dinas

PUPR melakukan pendataan Bangunan Gedung dan

- memberikan Rekomenda31 penerbitan SLF;

.- proses sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai

- dengan huruf e dilakukan dalam waktu paling lama 3

(tiga) hari kerja;

dalam hal tim teknis Dinas PUPR menilai perlu, dapat
dilakukan - verifikasi lapangan terhadap hasil
pemeriksaan kelaikan _fuhgsi Bangunan ) Gedung

sebelum diberikan Rekomendasi penerbitan SLF;

. proses sebagaimana dimaksud pada huruf g

dilakukan dalam waktu péling lama 2 (dua) hari kerja

untuk Bangunan Gedung sederhana atau 7 (tujuh)

r



4har1 kerJa untuk Bangunan Gedung tldak sederhanav v‘ i

'dan khusus; , ‘ B
i dalam hal Ver1ﬁka51 lapangan sebagalmana dlmaksud '
pada huruf g dmyatakan sesuai, t1m teknis D1nas" |
'PUPR membenkan Rekomenda31 penerb1tan SLF v'
j. dalam hal ver;ﬁkas1 lapangan sebagalmana dlmaksud.“ '
v pada' hiifuf g dinyatakah tidak SCSuai,‘ tim teknis
VkDinas ’PUPR memberikan Rekomer‘ldasi‘ perbaikan e

Bangunan Gedung dan/atau penyesualan dokumen

k. Pem111k Bangunan Gedung harus melaksanakan:

Rekomendas1 perbaikan Bangunan Gedung dan/ atau ;
= penyesualan dokumen' sebaga1mana dlmaksud pada
hurufj ] dalam batas waktu yang ditentukan. | o
: (4) ‘Proses penerbltan SLF sebaga1mana dlmaksud pada ayat
(1) huruf ¢ mel1put1 '
a. kepala D1nas PUPR menerbltkan SLF berdasarkan;
 Rekomendasi dari Tim Teknis Dinas PUPR; |
b. Dinas PUPR melakukan pemutakh1ran pendataan :
“Bangunan Gedung pasca penerb1tan SLF yang telah‘
- dilakukan; ,
C proses sebagalmana d1maksud pada huruf a sampa1 o
s ~dengan huruf b dllakukan dalam waktu pahng lama 1
4 | (satu) hari kerja; dan AR S =
5 d. Pem1l1k Bangunan Gedung mengambﬂ dokumen SLF :
| yang telah d1terb1tkan pada D1nas PUPR '

E Pasal 155 ; |
(i) Tata cara‘ pemériksaan“ kelaikan ‘fu’ngsi "Bangunan 4
i Gedung baru ‘yang dllakukan oleh penyedla jasa
o pengawas atau manaJemen konstruk31 sebagalmanak
| "v‘d1maksud dalam Pasal 154 ayat (2) huruf a meliputi:
| o a. proses pemer1ksaan kelengkapan dokumen |

. b. proses ana1131s dan evaluas1 dan

C. proses pembuatan surat pernyataan kela1kan fungsx R

7 Bangunan Gedung

: f(2) Proses pemerlksaan kelengkapan dokumen sebagalmana
‘“ , ’dlmaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

A ,laporanr pengawasan : pelaksanaan : konstruksi *

. Bangunan Gedung;



as built dfdwing’é; ' _ ,
Rekomendasi teknis dari instansi terkait untuk
sistém proteksi kebakarén, keselamatan  dan
kesehatan kerja (K3), instalasi listrik, dan
pengendalian dampak lingkungan; B

hasil pengujian mater1al _

hasil pengetesan dan pengujian dalam bentuk daftar
simak terhadap komponen ars1tektur, struktur
utilitas, dan tata ruang luar Bangunan‘ Gedung, dan ;
manual pengopefasian, Pemeliharaan ldan pérawatan
Bangunan Gedung serta pefalatan dan perlengkapan

Bangunan Gedung.

' (3) Proses analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) hurut b dilakukan untuk:

a.

mengkaji-  kesesuaian spesiﬁk’e‘lsi‘ )dan mutu
pelaksanaan konstruksi setiap =tahap pekerjaan :
terhadap Dokumen Rencana Teknis serta rencana'
kerja dan syarat; ¥ |
mengkaji kesesuaian as builvt drawings Bangunan
Gedung terhadap'rencana teknis Bahgunan erdun‘g;
mengkaji hasil Rekomendasi teknis dari instansi
terkait telah dilaksanakan daleir'n‘ pelakSanaan'
konstruksi; ; | : o
mengkaji  kesesuaian hasil pengujian “maferial
terhadap sp651ﬁka31 teknis dalam Dokumen Rencana
Teknis serta rencana kerja dan syarat | |
mengkaji kesesuaian hasil pengetesan dan pe‘n'gujian
peralatan/ perlé'ngképan Bangunan Gedung térhadap
spesifikasi teknis dalam D'okumen Rencanaa.Tekni_s
serta rencana kerja dan syarat dan:

mengkap kesesuaian spesifikasi tekms dalam manual

pengoperasian, . Pemeliharaan ~dan. perawatan

Bangunan Gedung serta peralatan dan perlengkapan
Bangunan Gedung terhadap spesifikasi teknis dalam

Dokumen Rencana Teknis. -



Paragraf 3

Tata Cara Penerbltan SLF pada Dinas PUPR untuk Bangunan

~ Gedung Baru Rumah Tinggal ’I‘unggal dan Rumah Tlnggal g

(U]

Deret yang Pengawasan Pelaksanaan Konstruksmya

D11akukan oleh Pem111k Bangunan Gedung

: - Pasal 156 _ g
Tata cara penerb1tan SLF pada D1nas PUPR untuk .
Bangunan Gedung baru rumah t1ngga1 tunggal dan

rumah, tinggal . deret yang pengawasan pelaksanaan_

konstruksmya dilakukan oleh Pemilik Bangunan Gedung
" sebagalmana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (5) huruf b

o mel1put1

a. proses pra permohonan SLF
b, proses permohonan SLF; dan
c. prOses‘:penerbitan'SLF S :
- Proses pra permohonan SLF sebagalmana dlmaksud S
: pada ayat (1) huruf a mehput1 , |
a. Pem111k Bangunan Gedung‘ melakukan permohonan
pemerlksaan kelaikan fungs1 Bangunan Gedung‘
kepada Dinas PUPR setelah sélesaf pélaksanaan

-~ konstruksi Bangun"an Ge‘dung;

 b. Tim Teknis Dmas PUPR melaksanakan pemenksaan

keleukan fungsi Bangunan Gedung, o

e dalam hal hasﬂ pemeriksaan kelaikan Vfungsi :
~ Bangunan Gedung sebagaimaﬁé dimaksud - pada‘y g
‘huruf b menyatakan bahwa Bangunan Gedung Laik
Fung31 maka Tim Teknis Dinas PUPR memberlkan-f
surat pernyataan kelaikan - fung31 Bangunan Gedung
atas. dasar surat pernyataan Pem111k Bangunan
Gedung bahwa pelaksanaan konstruksi telah sesua14 L
dengan Dokumen Rencana Teknis; |
d dalam hal hasil *pemenksaan‘ kelaikan fungsi '
. Bangunan Gedung sebagalmana dlmaksud pada
| ":huruf b menyatakan bahwa Bangunan Gedung tldak‘
| Lalk Fungsi, maka - Tim Teknis - Dinas PUPRi ,
"rknem'berikan " Rekomendasi 'vperbaikank Bangunan

 Gedung;



€.

proses sebagalmana d1maksud pada huruf b sampal

'dengan huruf d d11akukan dalam waktu pahng lama 3

(tiga) hari ker_]a, -

dalam hal Pem111k Bangunan Gedung telah
melakukan - perbaJkan sebagalmana dlmaksud pada'_
huruf d sesuai Rekomendas1, maka Tim Tekms Dinas
PUPR memberikan surat pernyataan kelaikan fungsi
Bangunan Gedung atas sufat pernyataan Pémﬂik ~
Bangunan Gedung bahwa pevlak‘sanaan konstruksi
telah sesuai dengan Dokumen Rencana Teknis; dan

Pemilik Bangunan Gedung menyiapkan kelengkapan

" dokumen permohonan SLF.

- (3) Proses permohonan SLF sebagalmana dlmaksud pada

~ayat (1) huruf b mehputl.

a.

Pemilik Bangunan Gedung merigajukan permohonan
SLF kepada Dinas PUPR. dengan melamp1rkan '
dokumen administratif dan teknls,

kepala D1nas_ - PUPR melakukan pemenksaan
kelengkapan dan kebenaran dokumen administratif
dan teknis; a ‘ -
dalam hal dokumen administratif dan teknis
diny'atakan, tidak lengkap dan/atau tidak benar,
berkas permohonan SLF dikembalikan ke Pemilik
Bangunan Gedung = untuk dilengkapi dan/atau
diperbaiki; - '

. pengembalian berkas permohérian SLF sebagaimana

dimaksud pada - huruf c dilengkapi surat
pembéritahuan kelengkapan dan/atau kebenaran
dokumen permohonan; -

dalam hal dokumen administratif dan teknis
dinyatakan lengkap dan benar, tim teknis Dinas
PUPR melakukan pendataan Bangunan Gedung dan
memberikan Rekomenda31 penerbitan SLF; dan

proses sebagalmana dimaksud pada huruf b sampai
dengan huruf e dilakukan dalam waktu pallng Iama 3. ,
(tiga) hari kerja. ‘

4) Proses penerbitan SLF ‘sebagaimana dimakéud pada ayat

(1) huruf ¢ meliputi:

’




a. kepala Dihaé PUPR menerbitkan' SLF bérdasarkan, i
~ Rekomendasi dari Tim Tekms D1nas PUPR

o b. Dmas 'PUPR melakukan pemutakhlran pendataan

(1)

,'Bangunan Gedung baru rumah t1ngga1 tunggal dan _—

’.Bangunan Gedung pasca penerb1tan SLF yang telah
dllakukan, ‘ L '

e proses sebagalmana d1maksud pada huruf a. sampai

dengan huruf b d1lakukan dalam waktu pahng lama 1 :

- (Satu) har1 ker_]a dan

o de Pemilik Bangunan Gedung mengambll dokumen SLF

yang telah d1terb1tkan pada Dinas PUPR

‘ Pasal 157

Dalam proses pengawasan pelaksanaan konstruks1-

rumah tlnggal deret yang dllakukan tanpa penyedla jasa,

Pemilik Bangunan Gedung harus -

a. mengawa31 setlap tahap pelaksanaan konstruks1 |

k.~'Bangunan Gedung agar sesuai- dengan Dokumen
| Rencana Teknis dalam IMB dan Persyaratan Pokok ‘
- Tahan Gempa dan sp631ﬁkas1 teknls dalam Dokumen_

Rencana Tekms dan:

~k_’vb.~mendokumenta31 ‘setyiap tahap : kp’ellakskanaan i |

konstruks1 Bangunan Gedung ‘ :
Dalam proses pelaksanaan konstruks1 Bangunan Gedung
baru rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret yang

dilakukan tanpa penyedia jasa,'Tim Teknis Dinas PUPR

: 'melakukan 1nspeks1 berkala paling sedikit pada tahap

a. pelaksanaan konstruksi ponda31

b. ~pelaksanaan konstruksi struktur atas, dan

c. pelaksanaan finishing ars1tektur.

: Pasal 158

: Tata cara pemerlksaan ke1a1kan fung31 Bangunan

Gedung baru rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal
~deret yang dilakukan oleh “Tim- Teknls D1nas PUPR~ ‘

- sebaga1mana dlmaksud dalam Pasal 156 ayat (2) huruf b

mehput1

a. proses pemerlksaan kelengkapan dokumen |

' b proses pemerlksaan kondisi Bangunan Gedung,

c. proses ana11s1s dan evalua31 dan



(2)

d. proses penyusunan laporan pemeriksaan kelaikan

- fungsi Bangunan Gedung.

: Proses pemer1ksaan kelengkapan dokumen sebagalmana :

£ d1maksud pada ayat (1) huruf a mehput1

‘(,1)‘

a. Dokumen Rencana Teknis dalam IMB dan

b. hasil dokumentas1 set1ap tahap pelaksanaanﬂ
'konstruksi Bangunan Gedung yang dlbuat oleh"
pemilik/ pengguna Bangunan Gedung '

- Proses pemenksaan kondlsl Bangunan Gedung
| sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf b mehputl

‘a. pemenksaan v1sual kondisi faktual dan

b. pemenksaan kesesualan kond1s1 faktual ‘derigan, i
‘Dokumen Rencana Tekms dalam IMB dan/ atau

Gambar Terbangun

‘Proses analisis dan evaluas1 sebaga1mana dlmaksud pada

ayat (1) huruf ¢ d11akukan untuk

' a.,mengka_u kesesualan pelaksanaan konstruksi

Bangunan Gedung dengan Persyaratan Pokok Tahan
Gempa dan sp631ﬁka31 ; t{eknls_ dalam» Dokumenk .
Rencana Teknis; dan, l = 5 L E

b, mengkaji 'késesaaian | 7kyondi'si "faktual dengan
Dokumen Rencana Tekms dalam IMB dan/ atau
'Gambar Terbangun '

Laporan pemerlksaan kelalkan fungs1 Bangunan Gedung’

. sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat ’

daftar ~ simak haSil pemerlksaan kelalkan fungsi.

Bangunan Gedung yang telah dllakukan

Paragraf 4

' Tata Cara Penerbltan SLF pada DPMPTSP untuk Bangunan |

Gedung Baru Perumahan MBR

Pasal 159 | | ,
Tata cara 'penerbitari' SLF oleh 'DPMPTSP untuk s
Bangunan Gedung baru perumahan MBR sebagalmana" B
d1maksud dalam Pasal 153 ayat (5) huruf c meliputi:

a. proses pra permohonan SLF;

~b. proses permohonan SLF; dan

k‘c.( proses penerbitan SLF. i e [& ‘ ;



- (2) Proses pra permohonan 'SLF sebagalmana dlmaksud B

pada ayat (1) huruf a me11put1

a.

pemer1ksaan kelaikan fungsi Bangunah Geduhg

dilakukan oleh pengawas/ manajemen konstruksi

setelah pelaksanaan konstruksi- Bangunan Gedung" 7
selesai dilakukan; _ ‘ |
dalam hal hasil " pemeriksaan bkelaikan fungsi
Bangimém Gedung sebagaimana dimaksud pada
hu'ruf: a menyatakan bahwa Bangunan Gedung Laik
Fungsi, maka pengawas/ manajemen konstruksi
membuat' surat - pérnyataan kelaikan‘ fungsi
Bangunan Gedung; | |
dalam hal hasil pemeriksaan kelaikan fungsi
B‘arvlgunari Gedung sebagaimana dimaksud -pada'
huruf a menyatakan bahwa. Bangunan Gedung tidak
Laik F‘ung31, maka pengawas/ manajemen konstruk31 :
memberikan per1ntah perbalkan kepada pelaksana
konstruks1

dalam hal perbaukan sebagalmana dlmaksud pada
huruf c telah dilaksanakan sesuai perintah, maka
pengawas/ manajemen “konstruksi membuat surat
pernyataan kelaikan fungsi Bangunan Gedung; dan
pelaku . pembangunan v(pengembang) ményiapkan

kelengkapan dokumen permohonan SLF.

(3) Proses permohonan SLF sebaga1mana d1maksud pada

ayat (1) huruf b meliputi:

a.

pelaku pembangunan (pengembang) mengajukan
permohonan SLF  kepada ' DPMPTSP dengan
melampirkan dokumen adm1n1strat1f dan teknis;

kepala DPMPTSP : melakukan - pemeriksaan |

kelengkapan dan kebenaran dokumen administratif

dan teknis; _ _
dalam hal dokumen adm1n1strat1f dan - teknis
dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak . benar,
berkas permohonan SLF dikembalikan ke pelaku
pemban'gunanr (pengembang) : untuk - dilengkapi
dan/ atau d1perba1k1 dan. o L

pengembahan berkas permohonan SLF sebagalmana

dimaksud padav huruf ¢ d11engkap1 surat

r



pembentahuan kelengkapan dan/ atau kebenaran‘
dokumen permohonan : ‘ :
e. dalam hal dokumen admlmstratlf dan ’;cekni_sb :
| dinyatakan lengkap dan benar, tim tekn_ls; DPMPTSP
melakukan pendataanv Bangunan = Gedung dan
v memberlkan Rekomendasi penerbitan SLF; |

f. proses sebagaimana dimaksud pada huruf b sampa1

dengan huruf e dilakukan dalam waktu pahng lama 3

~ (tiga) bari kerja.
g. dalam hal tim teknis DPMPTSP menilai perlu, dapat

dilakukan verifikasi  lapangan terhadap ‘hasil

pemeriksaan kkelaikan': fungsi Bangunan Gedung
'Sebelum diberikan Rekomendasi penerbitan SLF;
“h. proses sebagaimana ‘dimaksud pada huruf g
| d11akukan dalam waktu pallng lama 7 (tujuh) hari
kerJa ’ ‘
: 1 dalam hal verifikasi lapangan sebagaimana dlmaksud
pada huruf g dlnyatakan sesuai, tim teknis DPMPTSP

o v membenkan Rekomendasi penerbltan SLF;

j. - dalam hal verifikasi lapangan sebagalmana dlmaksud B

pada huruf g dinyatakan tidak sesuai, tim teknis.
DPMPTSP memberlkan Rekomendas1 perb'aikan
Bangunan Gedung dan/ atau penyesua1an dokumen
dan . |
k. pelaku» pembangunan ‘(pengemba'mg) harus
meléksanakan Rekomendasi perbaikan Bangunan
Gedung dan/ atai; penyesuaian dokumen
sebagaimana dimaksud pada huruf j dalam batas
| waktu yang ditentukan. | |
- (4) Proses penerbltan SLF sebagalmana d1maksud pada ayat ‘
(1) huruf ¢ meliputi: '
a. kepala DPMPTSP . menerbltkan SLF berdasarkan
Rekomendasi dvar1 Tim Teknis DPMPTSP; v
b. DPMPTSP  melakukan pefnutakhiran pendataan |
” Bangunan Gedung terhadap hasil penerbitan SLF
yang telah dilakukan;
c. proses sebagaimana d1maksud pada huruf a sampai

dengan huruf b dilakukan dalam waktu paling lama 1
 (satu) hari kerja; dan o ' _ ' /‘



d pelaku pembangunan : (pengembang)‘}"méngambilf'?_f [

dokumen SLF yang telah d1terb1tkan pada DPMPTSP

e Pasal 160 k
Tata cara. pemerlksaan kelaikan fung31 Bangunan Gedung 5
- "baru perumahan MBR yang d11akukan oleh penyed1a jasa i
,fkpengawas/ manajemen konstruksi sebagalmana d1maksud : R
| - dalam Pasal 159 ayat (2) huruf b meng1kut1 ketentuan v, i

sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 158

; Paragraf 5 ,
Tata Cara Penerb1tan SLF pada untuk Bangunan Gedung T
- Baru Sederhana Rumah T1ngga1 Hlngga 2 (Dua) Lantai - e

Dengan Luas Maks1ma1 250 m2

’Pasazl 161

(1) Tata cara penerb1tan SLF oleh Camat untuk Bangunan -

Gedung baru sederhana rumah t1ngga1 h1ngga 2 (dua)f i

;klantal dengan luas mak31ma1 250 m? (dua ratus hma"

- puluh meter perseg1) yang penerbltan IMB—nya dllakukanl -
di Kecamatan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 153 -
,ayat (5) huruf d mehputl | e .
a. proses pra permohonan SLF
b. proses permohonan SLF dan

- C. proses penerbltan SLF

(2) Proses pra permohonan SLF‘ sebagalmana dlmaksud X o

pada ayat (1) huruf a mehput1 :
- a. Pem111k Bangunan Gedung melakukan permohonank"lf
pemenksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung
A kepada 'KeCétrhatan ~setelah selesa1 pelaksanaan
| 'konstruks1 Bangunan Gedung, : ,
~b. Camat melaksanakan pemenksaan ke1a1kan fung31
"Bangunan Gedung; .
c. dalam “hal hasﬂ pemenksaan kela1kan fungs1r '
k Bangunan Gedung sebagalmana dimaksud pada”
| huruf b menyatakan bahwa Bangunan Gedung Laik

: Fungs1 maka T1m Tekms Kecamatan memberlkan 7

| . surat’ pernyataan kelalkan fungsi Bangunan Gedung |

atas surat pernyataan Pem111k Bangunan Gedung ‘

&



bahwa pelaksanaan konstruk31 telah sesual dengan g
Dokumen Rencana Teknis; S . o
S d. dalam hal hasﬂ pemerlksaan kela1kan fungs1
Bangunan Gedung sebagalmana dlmaksud pada
‘ huruf b menyatakan bahwa Bangunan Gedung tldak’ 7
Laik ~ Fungsi, ;kmaka, Tim _Tekms ‘Kecam‘atan :
memberikan - Rékdrhendaéi'r*kf'p‘erbai'kén Bangur_laﬁ
CGedungg "
e, iproses sebagalmana dlmaksud pada huruf b sampai
| dengan huruf d dllakukan dalam Waktu pahng lama 3 .
(tiga) hari kerJa g A Sl |
f. ’dalarn hal Pemﬂlk Bangunan "’Ge'd'u‘ng;‘ telah

melakukan perbeukan sebaga1mana dlmaksud pada '

huruf d sesua1 Rekomenda51 maka Tlm Teknls : |

Kecamatan membemkan surat pernyataan kelaikan e -

’fung81 Bangunan Gedung atas surat pernyataan
~ Pemilik Bangunan ; Gedung bahwa pelaksanaan :
konstruk31 telah sesuai dengan Dokumen Rencana '
_ Teknis; dan _ s R
g. Pemlhk Bangunan Gedung menylapkan kelengkapan o
~ dokumen permohonan SLF e :
"(3) Proses permohonan SLF sebagalmana dlmaksud pada,‘
ayat (1 ) huruf b mehput1 : o
a. Pemilik Bangunan Gedung mengajukan permohonan
SLF kepada Kecamatan dengan melamplrkan‘
dokumen admlmstrauf dan tekms : , ' ‘
b. T1rr1 “Teknis Kecamatan melakukan pemenksaan, -
| kelengkapan dan kebenaran dokumen admlmstratlf ',
' dan teknls o | \ ’
c. dalam hal ‘dokumen adrn1n1strat1f dan' tckms
dmyatakan tidak lengkap dan/ atau t1dak benar‘
kberkas perymohonan’k SLP,dlkemballkan ke Pemlhk '
BangunaAnv Geduhg ‘untuk 'd'ileingkapi't" dan/aﬁau-
diperbaiki; i S TR
d. pengembalian berkas. permohonan' SLF sebagaimana o
dimaksﬁd pada huruf ¢ diiengképi, surat

,pemberltahuan kelengkapan dan/atau kebenaran )

f

~ dokumen permohonan



@

W

e, dalam hal dokumeh ' adrhiriistratif déﬁ | 'teknis | .

dmyatakan lengkap dan benar tim tekms Kecamatan' o |

‘melakukan pendataan Bangunan Gedung dan‘

memberlkan Rekomendas1 penerb1tan SLF dan

.‘f._ proses sebagalmana d1maksud pada huruf b sampau’

dengan huruf e dllakukan dalam waktu pahng lama 3 ‘

. (tiga) hari kerja ‘ | o

Proses penerbltan SLF sebaga1mana dlmaksud pada ayat , |

(1) huruf c ‘meliputi: ‘ ‘ |

a. Kecamatan melakukan penerbltan SLF berdasarkan‘ :

Rekomendas1 dari- T1m Tekms Dinas PUPR 7

b. Kecamatan melakukan pemutakh1ran pendataan ‘
| .k;Bangunan Gedung terhadap hasﬂ penerbltan SLF" '

"yang telah d1lakukan e S |

c. proses sebageumana d1maksud pada huruf a sampal ‘
| 'dengan huruf b dllakukan dalam waktu paling lama 1

o (satu) har1 kerja; dan

d kPemlhk Bangunan Gedung mengambll dokumen SLF}

5 yang telah d1terb1tkan pada Kecamatan

‘ Pasal 162 S

Dalam proses pengawasan pelaksanaan konstruksi

- Bangunan Gedung baru sederhana rumah ktmggal hmgga '

2 (dua) lantai déngan lués"r‘nak‘simal 250 m?2 (dua ratus

@)

lima puluh meter persegl) yang dllakukan tanpa penyedlak
jasa, Permhk ‘Bangunan . Gedung harus mengikuti

ketentuan seb‘agalmana dlmaksud dalam Pasal 157 ayat

().

‘ Dalam proses péléksanaan kOnstrukSi Bériguhan Gedung

baru sederhana‘rumah ‘tinggal hingga 2 (dua) lantai

dengan luas maksimal 25‘Oym2' jy(d,ua fatu's lima puluh :

meter persegi) yang dilékﬁkan*taripa fpen‘y‘ekdkia, jasa, Tim

Teknis chamataﬁ rhelakukan‘ inspeksi"befkala sesuai
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat
[2)} ; ey , : : :



Pasal 163 _ |
Tata cara pemeriksaan Vkelaikan fungsi Bangunan Gedung
baru sederhana rumah t1nggal hingga 2 .(dua) 1anta1 dengan
luas maksimal 250 m? (dua ratus lima puluh meter persegi)
| yang dilakukan oleh Tim Teknis Kecamatan sebagalmana v
._ dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) huruf b mengikuti

ketentuan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158.

‘ v _ Paragraf 6 .
' Tata Cara Penerbitan SLF pada Dinas PUPR Untuk Bangunan

Prasarana Baru

‘ Pasal 164
' Tata cara penerbltan SLF pada Dinas PUPR untuk bangunan
prasarana baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat
(5) huruf e mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 156.

Pasal 165 v
Tata cara pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan‘ prasarana

baru mengikuti ketentuan sebagalmana dlmaksud dalam
Pasal 157.

Paragraf 7
| Tata Cara Penerbitan SLF pada Dinas PUPR untuk Bangunan
Gedung Eksisting yang Sudah Memiliki IMB dengan
Menggunakan Pengka_]l Tekms

| Pasal 166 |
(1) Tata cara penerbiﬁan SLF oleh Dinas PUPR untuk
Bangunan Gedung eksisting yang sudéh memiliki IMB
dengan menggunakan pengkaji teknis sebagaimana
d1maksud dalam Pasal 153 ayat (5) huruf f mehput1
~ a. proses pra permohonan SLF;
b. proses permohonan SLF; dan
c. proses penerbitan SLF.
'(2) Proses ‘pra permohonan SLF sebagalmana d1maksud‘

pada ayat (1) huruf a mehput1



pemilik/ pengguna Bangunan Gedung melakukan

pengadaan jasa pengkaji tekms

. pengkay tekms melakukan pemcriksaan kelaikan

fungsi Bangunan Gedung;

dalam hal hasil pemerlksaan kelaikan fungsi‘
Bangunan Gedung sebagalmana dimaksud pada
huruf b menyatakan bahwa Bangunan Gedung La1k
Fungsi, maka - vpengkajl tekn1s ~membuat surat

pernyataan kelaikan fungsi Bangunan Gedﬁng;

. dalam hal hasil pemeriksaan kelaikan fungsi

Bangunan Gedung sebagaim'anAa" dimaksud pada
huruf b menyatakan bahwa Bangunan Gedung tidak.
Laik - Fungsi, maka pe’ngk‘aji» ’ték‘nis _m’embérik‘an
Rekomendasi perbéikan Bangunan Gedung; ,

dalam hal ’pemilik‘/ pengguna Banggnan Gedung telah
melakukan pe‘rbaikanv’ sebagaimana‘ dimaksud padai
huruf d sesuaiRckomeridasi,‘ m"a‘k"a.'pengkaji teknis
membuat Surat pernyataan | ‘kelaikan  fungsi
Bangunan Gedung; dan - -
pemilik/pengguna Bangunan Gedung menyiapkan

kelengkapan dokumen permohonan SLF.

(8) Proses permohonan SLF sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b meliputi:

a.

pemilik/pengguna Bangunan Gedungjmengajukan

permohonan - SLF kepada Dinas PUPR dengan

~melampirkan dokumen administratif dan teknis;

Dinas PUPR melakukan pemeriksaan kelengkapan
dan kebeharan dokumen administratif dan teknis;
dalam hal dokumen . administratif dan teknis

dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak benar,

berkas  permohonan  SLF dikembalikan‘ ke

pemilik/ pengguna Bangurian | Gedung  untuk

dilengkapi dan/atau diperbaiki; -

. pengembalian berkas permohonan SLF sebagaimana

dimaksud pada huruf c¢ = dilengkapi surat
pefnberitahuan kelengkapan dan/atau kebenaran
dokumen permohonén;

dalam hal dokumen administratif dan teknis

dinyatakan lengkap dan benar, t1m teknis Dinas

[




PUPR melakukan pendataan Bangunan Gedung dan
" memberikan Rekomendasi penerbitan SLF;

. proses sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai
dengan huruf e dilakukan dalam waktu paling lama 3 -
(tiga) hari kerja; ' | 7

~ g. dalam hal tim teknis Dinas PUPR menilai perlu, dapat
d;lakukan verifikasi lapangan terhadap hasil -
pemeriksaan' kelaikan fungsi Bangunan 'Gedung '
sebelum diberikan Rekomendasi périerbitari SLF; |

h. proses sebagaimana dimaksud pada huruf g
dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas)
hari kerJa ’

i.. dalam hal verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud

- pada huruf g dinyatakan ‘se'su‘ai, tim teknis Dinas
PUPR memberikan Rekomendasi penerbitan SLF;
j- dalam hal veriﬁk_asi lapangan sebagaimana dimaksud
pada huruf g dinyatakan tidak sesuai, tim teknis
~ Dinas PUPR memberikan Rekomendasi perbaﬁkan
Bangunan Gedung dan/ atau penyesuaian dokumen;
k. Pemilik Bangunan Gedung harus 'melaksanakan
- Rekomendasi perbaikan Bangunan Gedung dan/ atau
 penyesuaian dokumen sebagairhana dimaksud pada
~ huruf j dalam batas waktu yang d1tentukan _
(4) Proses penerb1tan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c mehputl
a. kepala Dinas PUPR menerbltkan SLF berdasarkan '
' Rekomendasi dari Tim Teknis Dinas PUPR; v :
- b. Dinas PUPR melakukan pemutakh1ran pendataan
| Bangunan Gedung pasca penerbltan SLF yang telah
dilakukan;

c. proses sebagaimana dimaksud pada huruf -a‘sampai
dengan huruf b dilakukan dalam waktu paling lama 1
(satu) hari kerja; dan

d. Pem111k Bangunan Gedung mengambﬂ dokumen SLF
yang telah diterbitkan pada Dinas PUPR.



(4)

(1)

Pasal 167

Dalam hal pem111k/ pengguna Bangunan Gedung merasa L
keberatan atas Rekomendas1 perbalkan sebagalmana' N

~ dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2) huruf d dan ayat (3)
huruf _], pem111k/ pengguna Bangunan Gedung dapat .

‘menga_]ukan kerlnganan ; ‘
Penga_]uan kerlnganan sebagalmana dlmaksud pada ayat ‘

(1) d1pert1mbangkan oleh D1nas PUPR dengan dapat

memlnta pertimbangan teknls dari TABG.

Pert1mbangan tekms dar1 : TABG atas pengajuanrl

kerihganan sebagalmana dlmaksud pada v ayat (2)

-dilaksanakan atas dasar pr1ns1p kehat1 hatlan,

keselamatan kemanfaatan dan keekonomlan »

kepala D1nas PUPR dapat membenkan kermganan atas.

:Jangka waktu perbalkan pada Bangunan Gedungf

eksisting L
Dalam hal permohonan . keringanén k sebagaimanak
dlmaksud pada ‘ayat (1) d1setu3u1 ! Dinas"‘PUPR

pem111k/ pengguna Bangunan Gedung harus member1kan

jaminan pelaksanaan secara tertulis dan bermateral.

Paragraf 8

, Tata Cara Penerbltan SLF pada Dinas PUPR untuk Bangunan ,
: Gedung Eks1st1ng Rumah T1ngga1 Tunggal dan Rumah Tlnggal ' )

Deret yang Sudah Mem111k1 IMB

, Pasal 168 . ‘
Tata cara penerb1tan SLF oleh D1nas PUPR untuk;
Bangunan Gedung eks1st1ng rumah t1ngga1 tunggal dan
rumah tlnggal deret ‘yang sudah mem111k1 M

| sebaga1mana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (5) huruf g»; L

| mehputl

a. proses pra permohonan SLF

. b proses permohonan SLF; dan :

C. proses penerb1tan SLF.

‘Proses pra permohonan SLF sebaga1mana dlmaksud' S

' pada ayat (1) huruf a mehputl

a. pem111k/ pengguna Bangunan : Gedung melakukan
permohonan pemenksaan kelalkan fungsi Bangunan

Gedung kepada Dlnas PUPR; -
[



‘ ‘b. 'Tlm Tekms Dlnas PUPR melaksanakan pemerlksaan‘
' kelalkan fungs1 Bangunan Gedung, G
c. fdalam hal hasﬂ pernenksaan kelalkan fungs1
iBangunan Gedung sebagalmana dlmaksud pada k
huruf b menyatakan bahwa Bangunan Gedung La1k |
Fungs1 maka T1m Teknis Dmas PUPR memberlkan ;
surat pernyataan kelalkan fung31 Bangunan Gedung,
d. dalam hal hasﬂ pemer;ksaan :kel‘aukan ‘fungsx
| Bangunan Gedung sebagaii'r‘naﬂné?k diméksud ﬁada'
huruf b menyatakan bahwa Bangunan Gedung tidak
Laik Fung31 maka T1m Teknis Dinas PUPR;
memberlkan Rekomendas1 k plerb‘alkaﬁ ‘Bang’unavn '
Gedung,“‘ , - T |
e. proses sebagaumana dlmaksud pada huruf b sampalk
dengan huruf d dllakukan dalam Waktu pahng lama 7 |
(tujuh) harl kerja ,' | i ‘ L
f. dalam hal. pemlhk/ pengguna Bangunan Gedung telah :
meIakukan perbalkan sebagalmana d1maksud pada
huruf d sesuai Rekomenda31 maka T1m Teknis Dinas :
PUPR memberlkan surat pernyataan kelalkan fung31
Bangunan Gedung, dan e L
g. pemlhk/pengguna Bangunan Gedung menylapkan»
’ kelengkapan dokumen permohonan SLF , ' |
(3) Proses permohonan SLF sebagalmana dlmaksud padaf
. “ayat (1) huruf b mehput1 2 S '
a. pcmlhk/pengguna Bangunan Gedung mengajukan
permohonan SLF kepada Dmas PUPR denganr
, melampwl\an dokumen admlmstratlf dan tekms e
b. Dmas PUPR melakukan pemerlksaan kelengkapan ', ;
| ,dan kebenaran dokumen adm1n1strat1f dan tekms
C. dalam hal dokumen admlmstratlf “dan tekrus
'dmyatakan tldak lengkap dan/ atau tldak benar ;
berkas - permohonan ! SLF‘ : d1kemba11kan ke
pemilik/pengguna Bangunan ,Gedung 4 vuﬁtuk :
dllengkapl dan /atau d1perba1k1 . - 4 |
d. pengembalian berkas permohonan SLF sebagalmana‘ |
~dimaksud = pada | huruf - c dllengkap1 | surat :

‘pemberltahuan kelengkapan dan/ atau kebenaran

dokumen permohonan SRR S /L«



e. dalam hal dokumen admmlstratlf dan tekriis'.

o d1nyatakan lengkap dan benar tim teknls D1nas T

PUPR melakukan pendataan Bangunan Gedung dan
memberlkan Rekomendas1 penerbitan SLF; dan
- f. proses sebagalmana dlmaksud pada huruf b sampal
| dengan huruf e dllakukan dalam Waktu pallng 1ama 3 v
; (tiga) hari kerja. ‘
o (4) Proses penerbitan SLF sebagalmana d1maksud pada ayat
(1) huruf ¢ meliputi: : ‘
Ca. kepala Dinas PUPR menerb1tkan SLF berdasarkan :
| | Rekomendasi dari Tim Tekms Dinas PUPR G
- b. kepala Dlnas PUPR melakukan : pemutakh1ran :

pendataan Bangunan Gedung pasca penerbltan SLF S

yang telah dilakukan; ‘ :

c proses sebagmmana dlrnaksud pada huruf a sampa1 . |
dengan huruf b dllakukan dalam Waktu palmg lama 1

o (satu) hari kerja; dan |
Cd. Pem1l1k Bangunan Gedung mengambﬂ dokumen SLF :
| yang telah d1terb1tkan pada D1nas PUPR. |

~ Pasal 169 v

; Tata cara pemerlksaan kelalkan fung81 Bangunan Gedung 1

i ekmstmg yang dilakukan oleh Tim Teknis Dinas PUPR e

: éébagaimana dimakysud’ dalam Pasal 168 ayaf (2) huruf b

dilaksanakan sesuai ketentuan pemerikSaan kelaikan fungsi

- Bangunan Gedung yang dllakukan oleh pengkap teknls dalam '

Peraturan Bupat1 ini.

v : Pasal 170 ,
»Dalam hal pem111k/ pengguna Bangunan Gedung merasa
keberatan atas - Rekomendas1 perbalkan sebagaumanav
- 'd1maksud dalam | Pasal' 16'8,', ayat (2)‘ huruf d, :
o pemlhk/ pengguna Bangunan Gedung dapat mengajukan
K kermganan sesua1 ketentuan sebagalmana dlmaksud dalam -
Pasal 167. '



Paragraf 9 =

- Tata Cara Penerb1tan SLF pada Kecamatan untuk Bangunan

Gedung Eks1st1ng Sederhana Rumah Tinggal Hingga 2 (Dua)

(1)

(2)

Tata cara _penerbitan SLF pada Kecamatan untuk

Lantai Dengan Luas Maksimal 250 m?2 yang
Sudah Memiliki IMB

Pasal 171

Bangunan Gedung eks1st1ng sederhana rumah t1ngga1

hingga 2 (dua) lantai dengan luas maksimal 250 m? (dua

ratus lima puluh meter persegi) yang sudah memiliki IMB

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (5) huruf i

meliputi:

a. proses pra permohorian SLF;

b.

C.

proses permohonan SLF; dan

proses penerbitan SLF.

Proses pra permohonan SLF sebagaimana dlmaksud

. pada ayat (1) huruf a mehputl

a.

pemilik/ pengguna Bangunan Gedung melakukan
permohonan pemeriksaan kelaikan fungs1 Bangunan

Gedung kepada Kecamatan;

. Tim Teknis Kecamatan melaksanakan pemeriksaan

kelaikan fungsi Bangunan Gedung;

dalam hal hasil pemeriksaan kelaikan fungsi
Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada
huruf b menyatakan bahwa Bangunan Gedung Laik
Fungsi, maka Tim Teknis Kecamatan memberikan

surat pernya_ltaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung;

..dalam hal hasil pemeriksaan kelaikan fungsi o

' Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada

hunif b menyatakan bahwa Bangunan Gedung tidak
Laik Fungsi, maka Tim Teknis Kecamatan
memberikan Rekomendasi perbaikan Bangunan

Gedung;

.. proses sebagaimana dimakSUd pada huruf b sampai

dengan huruf d dilakukan dalam waktu pahng lama 7

(tujuh) hari kerja;



@

“)

f

Proses permohonan SLF sebagalmana dlmaksud pada_ s

dalam hal pem111k/ pengguna Bangunan Gedung telah '

: melakukan perbalkan sebagalmana d1maksud pada‘jf4

huruf d sesua1 Rekomenda31 maka T1m Teknis -

Kecamatan memberlkan surat pernyataan kelalkan, e

fungsi Bangunan Gedung, dan

pem111k/pengguna Bangunan Gedung menylapkan "

‘ kelengkapan dokumen permohonan SLF

ayat (1) huruf b mehputl

a.

pem111k/ pengguna Bangunan Gedung mengajukan‘

permohonan SLF  kepada Kecamatan ,dcnganf

‘ melampirkén dokumen administratif dan teknis;

Camat  melakukan - . pemeriksaan  kelengkapan

dokumen administfatif dan teknis; _
. dalam 'haltl dokumen adm1n1strat1f dan tekriis i
“dlnyatakan tidak lengkap dan/ atau tldak benar,
‘berkas permohonan . SLF dlkembahkan ke
pem111k/ pengguna Bahgunari - Gedung ‘run‘tuk ) -

B d11engkap1 dan / atau d1perba1k1

.'pengembahan berkas permohonan SLF sebaga1mana

dlmaksud pada huruf c d11engkap1 :  surat

kpember1tahuan kelengkapan dan/atau kebenaran R

dokumen permohonan

dalam ~hal ‘dokumen admlmstratlf dan tekms’

i d1nyatakan lengkap dan benar tim teknis Kecamatan

melakukan pendataan Bangunan Gedung dan :"
member1kan Rekomendas1 penerbitan SLF dan

proses sebagalmana dlmaksud pada huruf b sampa1« '

dengan huruf e dllakukan dalam waktu palmg lama 3 .

- (tiga) hari kerja

Proses penerbltan SLF sebagalmana dimaksud pada ayat |

(1) huruf ¢ meliputi:

" a. Camat menerbitkan SLF berdasarkan Rekomendas1

dar1 T1m Teknis Kecamatan

b Kecamatan melakukan pemutakh1ran pendataan

Bangunan Gedung pasca penerbltan SLF yang telah

d11akukan



- c. proses sebagalmana d1maksud pada huruf a sampa1v '
| dengan huruf b dllakukan dalam waktu pahng lama 1
(satu) har1 kerja, dan \ -
- d. Pem111k Bangunan Gedung mengambﬂ dokumen SLF
k yang telah dlterbltkan pada Kecamatan |

Pasal 172

‘Tata cara pemenksaan kelalkan fung31 Bangunan Gedung

L 'eks1st1ng yang d1lakukan oleh T1m Teknis Kecamatan

sebagalmana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (2) ‘huruf b

dllaksanakan sesuai ketentuan pemenksaan kelalkan fungsi

| Bangunan Gedung yang d11akukan oleh pengkaﬂ teknls dalam g

~ Peraturan Bupati ini.

| ‘ Pasal 173 |

- Dalam hal pemilik/ péngguna , Bangunaﬁ" Gedung. merasa
kebératan atas Rekomendasi perbaikan sebagaimana :
dimaksud dalam Pasal 17 14.‘ ayat  (2) 4hu1f‘u'f d,‘
pemilik/ perigguna Bangunan Geduhg dapat mehgajukan', ‘

- kermganan sesuai ketentuan sebagalmana dimaksud dalam
- Pasal 167 ' |

o Paragraf 10 , , R
; Tata Cara Penerb1tan SLF pada Dinas PUPR untuk Bangunan
~ Prasarana Eksisting yang Sudah Memiliki IMB

| . Pasall74 |

7 ’Tata cara penefbitan SLF pada vDinas PUPR untuk bariguriari

: prasarana eks1st1ng yang sudah memiliki IMB sebaga1mana
“dimaksud dalam Oasal 153 ayat (5) huruf i menglkutlb :

ketentuan sebaga1mana dlmaksud dalam Pasal 166

7 Paragraf 11 S
' Tata Cara Perpanjangan SLF pada Dinas PUPR untuk 7
Bangunan Gedung yang Menggunakan Pengkaji Teknis

; ; Pasal 17 ) , R
(1) Tata cara perpanJangan SLF pada D1nas PUPR untuk

Bangunan Gedung yang menggunakan penyedia jasa

4



@

pengkap teknls sebaga1mana d1maksud dalam Pasal 153 -

a.

ayat (5) huruf k me11put1 |

proses pra permohonan SLF

b. proses permohonan SLF dan

C

a

proses perpanjangan SLF

;Proses pra permohonan SLF sebaga1mana dlmaksud ;

'pada ayat (1) huruf a mel1put1

pem111k/ pengguna Bangunan Gedung melakukan

pengadaan jasa pengkap tekn1s,

. pengkaji tekms melakukan pemerlksaan kelalkan f

fungs1 Bangunan Gedung, ] ‘
dalam hal hasil pemerlksaan kelalkan fungs1 |

Bangunan Gedung sebaga1mana d1maksud pada

‘ huruf b menyatakan bahwa Bangunan Gedung Lalk\

Fungs1, maka "pengkajl teknls‘ membuat surat

_ pernyataan kelaikan fungsi Bangunan’Gedung; 5

dalam hal hasil ‘pemeriksaan  kelaikan fungsi

,Bangunan Gedung sebaga1mana dimaksud pada '- o

‘ huruf b menyatakan bahwa Bangunan Gedung t1dak -

- Laik Fungsi, maka pengka_u teknis membenkan

Rekomendas1 perbaukan Bangunan Gedung,

. ‘dalam hal pem111k/ pengguna Bangunan Gedung telah
e » melakukan perbalkan sebageumana dimaksud pada |

“huruf d sesuai Rekomendas1 maka pengkaj1 teknis -

. membuat ~ surat pernyataan kela1kan fungsi.,

8 - Bangunan Gedung, dan

f‘pemlhk/ pengguna Bangunan Gedung menylapkan_ :

kelengkapan dokumen permohonan SLF.

Proses permohonan SLF - sebaga1mana d1maksud pada .

: ayat (1) huruf b mehputl

- pem111k/ pengguna Bangunan Gedung mengajukan

permohonan SLF kepada Dinas PUPR ‘dengan
melamplrkan dokumen admmlstrat1f dan tekms, :

kepala Dinas PUPR ~melakukan pemerlksaah

kkelengkapan dan kebenaran dokumen admlnlstrauf o

. :',‘dan tekms

. dalam hal ddkurnen administratif  dan teknis

dlnyatakan tldak lengkap dan / atau tidak benar,

, 'uberkas; : permohonan | SLF d1kemba11kan ke '



pemilik/pengguha | Bangunan Gedung untuk
' dilengkapi dan/atau diperbaiki; ER
‘d. pengembalién berkas permohonan SLF sebagair_hana
dimaksud pada huruf c dilengkei’pi surat
pemberitahuan kelengkapan dan/atau kebenaran
dokumen permohonan; - | R
‘e. dalam hal dokumen administratif dan teknis
dinyatakan lengkap dan benar, tim teknis Dinas
PUPR melakukan pendataan Bangunan Gedung dan
membenkan Rekomendas1 perpanjangan SLF;
f. proses sebagalmana d1maksud pada huruf b sampai
| dengan huruf e dilakukan dalam waktu paling lama 3
(tiga) hari kerja; ‘ o |
g. dalam hal tim tekhis Dinas PUPR menilai perlu, dapat ‘_
B dilakukan = verifikasi lapangan terhadap hasil
pemeriksaan ‘kelaikan fungSi Bangunan Gedung

sebelum diberikan Rekomendasi perpanjangan SLF;

h. proses sebagaimana ; dimaksud pada huruf g

dllakukan dalam waktu pahng lama 14 (empat belas)
hari kerja; |
i, dalam hal verifikasi lapangan sébagaimana dimaksud
pada huruf g dinyatakan sesuai, tim ‘tekni.s Dinas
- PU'PR_ memberikan Rekomendasi perpanjangan SLF;
'j. dalam hal veriﬁkaéi lapéngan sebagaimana dimaksud‘
| 'pada huruf g dinyatakan tidak sesuai, tim teknis
Dinas PUPR memberikan Rekomendasi perbaikan
Bangunan Gedung _dan/ atau penyesuaian dokumsn‘;
dan ) o |
k. Pemilik Bangﬁnan Gedung harus melaksanakan
Rekomendasi perbaikan Bangunan Gedung dan/atau
penyesuaian dokumen Sebagaimana dimaksud pada
' huruf i dalam batas waktu yang d1tentukan
(4) Proses perpanjangan SLF sebagalmana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ meliputi: ’
a. kepala Dinas PUPR menerbitkan perpahjangan SLFF

berdasarkan Rekomendasi dari Tim Teknis Dinas

PUPR;



b D1nas PUPR melakukan pemutakhlran pendataan:\a
- Bangunan Gedung pasca perpan_]angan SLF yangv A
telah dllakukan, :

. proses sebagalmana dlmaksud pada huruf a sampa1 '
= dengan huruf b dllakukan dalam waktu pahng lama 1
| (satu) hari kerja; dan ‘ ; | '

d. permhk/ pengguna - Bangunan Gedung mengambllk

‘ ,dokumen SLF yang telah d1perpanjang pada D1naS~
:’PUPR : |

| Pasal 17 6 S o ,
Tata ‘cara pemerlksaan kelalkan fung31 Bangunan Gedung
yang- dilakukan oleh pengkap teknis sebaga1mana d1maksudr~
'dalam Pasal 175. ayat (2) huruf b d11aksanakan sesuai k

’ ketentuan Peraturan Bupat1 ini.

_ ; Paragraf 12 ,
Tata Cara Perpan_]angan SLF pada D1nas PUPR untuk
Bangunan Gedung Rumah T1ngga1 ’I‘unggal dan Rumah
' Tinggal Deret yang Tidak Menggﬁnakan Pengkaji Teknis

S , Pasal 177 ,
(1) Tata cara perpan_]angan SLF pada D1nas PUPR untuk,

; Bangunan Gedung rumah tlnggal tunggal dan rumah .

;tlnggal deret yang tidak: menggunakan pengkajl teknls_-
: ‘sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 153 ayat (5) huruf kr =
S mehputl : ‘ e '
a. proses pra permohonan SLF
b. proses permohonan SLF dan '
, C.” proses perpan_]angan SLF. . :
(2) ~ Proses pra permohonan SLF sebagalmana d1maksud o
- pada ayat (1) huruf a mehput1 A , |
~oa. pemlhk/ pengguna Bangunan Gedung melakukan
| , permohonan pemerlksaan kelalkan fungs1 Bangunan .
Gedung kepada Dinas PUPR; SR
b. Tim Tekms D1nas PUPR melaksanakan pemenksaan S
kelaikan fungsi Bangunan Gedung,
c. dalam hal has11 pernerlksaan kelalkan fungsi»
’» a Banguhan Gedung sebaga1mana dlmaksud ‘pada

“huruf b menyatakan ‘bahwa Bangunan Gedung Laik



Fung31 vmaka Tim Teknis ‘Di’nas’ PUPR memBerikan
- . surat pernyataan kelaikan fungs1 Bangunan Gedung, :
i d kdalam ‘hal hasil pemerlksaan kelalkan fung31
Bangunan Gedung sebagmmana d1maksud pada
~ huruf b menyatakan bahwa Bangunan Gedung» t;dak
Laik Fungsi ‘maka Tim Teknis Dinas ‘P‘UPR,
membenkan Rekomendas1 ‘ perbalkan Bangunan E
Gedung; 4 B |
el ‘proses sebaga;mana dlmaksud pada huruf b sampal* i
dengan huruf d d11akukan dalam waktu palmg lama 7 | |
| | (tu_]uh) har1 kerJa, . f S : i
- . dalam hal pem111k/ pengguna Bangunan Gedung telah
 melakukan perba1kan sebagalmana dimaksud pada‘
. ’khuruf d sesuai Rekomendasi, maka Tim Teknis Dinas
PUPR memberlkan surat pernyataan kelaukan fungs1 =
' 'Bangunan Gedung, dan ’ - ; ;
g pemlhk/ pengguna Bangunan Gedung menylapkan :
7 - kelengkapan dokumen permohonan SLF. -
_ (3) Proses permohonan SLF sebagalmana d1maksud padak
ayat( 1) huruf b mehpuu |
a. pem111k/ pengguna Bangunan Gedung mengajukan o
; permohonan SLF kepada Dinas- PUPR dengan_"
; melamplrkan dokumen admmlstratlf dan tekms
b.} kepala Dinas PUPR melakukan pemerlksaan |
; kelengkapan dan kebenaran dokumen adm1n1strat1f , |
- dan tekms ' 5 | G ol
c. dalam hal dokumen' : ’aidminisvtratif :dan 'tekhis |
‘ d1nyatakan tidak lengkap dan /atau tidak benar,* '
- berkas permohonan SLF  dikembalikan ke
‘ pemilik/ pengguna Barigunan Gedung  untuk
d11engkap1 dan / atau dlperbaukl | |

B d. pengembahan berkas permohonan SLF sebagalmana, s

dlmaksud pada ‘huruf ¢ d11engkap1 ‘ surat :
" pember1tahuan kelengkapan dan/ atau kebcnaran'

: ‘;dokumen permohonan L , EATEE
e ‘dalam- hal dokumen admmlstratlf dan tek‘ﬁiyl's’: o
£ ~d1nyatakan lengkap dan benar, tim tekms Dinas

. PUPR melakukan kpendataan( Bangunan Gedung dan
, kmembe'rikan Rekomendasi perpanjangan SLF; dan /&/



f pfdses sebagaimaria dimaksud pada huruf b sampai
dengan huruf e dilakliléan dalam waktu paiing lama 3
 (tiga) hari kerja. '

(4) Proses perpanjangan SLF sebagalmana dlmaksud pada :
| ~ayat (1) huruf ¢ mehput1 ‘ '

- a. kepala Dinas PUPR menerbitkan perpan_]angan SLF
berdasarkan Rekomenda31 dari Tim Teknis Dinas -
PUPR; _

b. Dinas PUPR melakukan pemutakhlran pendataan |
Bangunan Gedung pasca perpanJangan SLF yang
telah dilakukan; ,

c. proses sebagaifnana' dimaksud pada huruf a sampéi |
' dengan huruf b dilakukan dalam waktu paling lama 1
(satu) hari kerja; dan '

d. pemilik/ pengguna Bangunan Gedung mengambﬂ
dokumen SLF yang telah d1perpan_]ang pada Dinas
PUPR.

, - Pasal 178 ‘

v’I"ata cara‘ -pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung

yang dilakukan oleh Tim Teknis Dinas PUPR sebagaimana

bd_ivmaksud dalam Pasal 177 ayat (2) huruf b‘ dilaksanakan N

~ sesuai ketentuan pemeriksaan kelaikan - fungsi Bangunan
| Gédung yang dilakukan oleh pengkaji teknis dalam Peraturan

Bupati ini.

» Paragraf 13
‘Tata Cara Perpanjangan SLF pada Kecafnatan untuk
Béngunan Gedung Eksisting Sederhana Rumah Tinggai
Hingga 2 (Dua) Lantai Dengan Luas Maksimal 250 m?

Pasal 179 » ,
1) Ta_téi cara ~penerbitan SLF pada Kécamatan untuk -
Bangurian AGVedung sederhana rumah tinggal hingga 2
' (dua) lantai dengan luas maksimal 250 m? (dua ratus
lima puluh meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 153 ayat (5) huruf 1 meliputi: |

-a. proses pra permohonan SLF;

b. proses permohonan SLF; dan



C

proses perpanJangan SLF.

i(h2)u Proses pra permohonan SLF sebagalmana dlmaksud

‘ pada ayat (1) huruf a mel1put1

o a.

pem111k/ pengguna Bangunan Gedung melakukan .
permohonan pemenksaan kelalkan fung81 Bangunanh 3

Gedung kepada Kecamatan

. ’T1m Teknis Kecamatan melaksanakan pemerlksaan o
_kelalkan fung31 Bangunan Gedung;

. dalam hal hasﬂ pemer1ksaan kelalkan fung31

o 'Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada

~ huruf b menyatakan bahwa Bangunan Gedung Laik B

2 Fungs1, maka T1m Teknis Kecamatan memberlkan

surat pernyataan kelaikan fungs1 Bangunan Gedung;

. dalam hal hasil pemerlksaan kelaikan fungs1“

Bangunan Gedung sebagalmana dimaksud pada

: huruf b menyatakan bahwa Bangunan Gedung tldak '

‘ La1k - Fungsi, maka T1m Teknls ,chamatan

membenkan L Rckomendasi kperbaikarrl Bangunan '

; Gedung, ,
. proses sebagalmana d1maksud pada huruf b sampal«
* dengan huruf d dllakukan dalam waktu pahng lama 7

‘(tuJuh) hari kerja;

dalam hal pem111k/ pengguna Bangunan Gedung telah ot

melakukan perbalkan sebagalmana dlmaksud pada ,

‘huruf d sesuai Rekomenda31 maka Tim Teknis

Kecamatan membenkan surat pernyataan kelalkan

fungsi Bangunan Gedung, dan

pem111k/ pengguna Bangunan Gedung menylapkan

kelengkapan dokumen permohonan SLF.

(3) Proses permohonan SLF sebagalmana dlmaksud pada»

~ ayat (1) huruf b mehputl

A

pemilik/pengguna Bangunan Gedung mengajukan
permohonan SLF = kepada Kecamatan dengan
melamplrkan dokumen admlnlstratlf dan teknls

Camat melakukan pemerlksaan kelengkapan ‘dan

’kkebenaran dokumen adm_1n1strat1f dan teknis; -

dalam" hal dbkumen" "adminristratif - dan kteknis

vd1nyatakan tidak lengkap dan /atau t1dak benar
‘berkas permohonan SLF ‘dikembalikan ke

(



pemilik/pengguna Bangunan ' Gedung * untuk
dilengkapi dan / atau d1perbauk1 |
d. pengembahan berkas permohonan SLF sebagalmana '
d1maksud pada huruf c¢ dilengkapi  surat
pemberitahuan kelengkapan dan/ atau kebenaran
dokumen permohonan; 7
" e. dalam hal dokumen administratif dan teknis
dinyatakan lengkap daﬁ benar, tim teknfs Kecamatan
melakukan pendataan Banguhan Gedung dén
" memberikan Rekomendasi perpanjangan SLF; dén
f. proses sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai
“dengan huruf e dilakukan dalam waktu pallng lama 3
7 (tiga) hari kerJa '
(4) Proses perpanjangan SLF sebagalmana dlmaksud pada'_
ayat (1) huruf c meliputi:
a. Camat memberikan perpan_]angan SLF berdasarkan
Rekomendasi dari Tim Teknls Kecamatan |
b. Kecamatan melakukan pemutakh1ran pendataan
o Bangunan Gedung pasca perpanjangan SLF yang
telah d1lakukan
c. proses sebagaimana dlmaksud pada huruf a sampal‘
dengan huruf b dilakukan dalam waktu pallng lama 1
(satu) har1 kexja, dan
d. pemilik/pengguna Bangunan Gedung mengambll
dokumen SLF -~ yang telah diperpanjang pada

Kecamatan.

Pasal 180

' Tata ‘cara pemeriksaan kelaikan fungs1 Bangunan Gedung
'yang dilakukan oleh Tim Teknis Kecamatan sebaga1mana_
dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) huruf b dilaksanakan
. sesuai ketentuan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan

Gedung yang dilakukan oleh pengkaji teknis dalam Peraturan

: »Bupat1 ini.



Paragraf 14
Tata Cara PerpanJangan SLF pada Dinas PUPR Untuk

Bangunan Prasarana

Pasal 181

. Tata cara perpanjangan SLF yang dilakukan oleh Dinas PUPR

untuk bangunan prasarana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 153 ayat (5) huruf m AAme'ngikuti ketentuan sebagaimana
“dimaksud dalam Pasal 177. |

Pasal 182 v
Tata cara pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan prasarana
‘mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
178. |

ABagian Keﬁijuh N
Dokumen SLF Bangunan Gedung

, Pasal 183» ' _ ,
Pemilik/ pengguna 'Banglinan' Gedung yang  telah
- menyelesaikan proses pénérbitan atau _perpanjarigan’ SLF
‘memperoleh: | ' |
a. dokumen SLF;

b. lampir.an» dokumen SLF; dan
~c. label SLF

, , _ -Pasal 184 ’
| (1) Dokumen SLF sebagaifnana dimaksud dalam Pasal 183v
‘huruf - a merupakan lembar surat keterangan Bangunan
Gedung Laik Fungs1 yang dltandatangam oleh kepala
“instansi _yang menerbitkan SLF, yaitu Kepala DPMPTSP,
Kepala Dinas PUPR, atau Camat. |
(2) Dokumen SLF sebageumana dlmaksud pada ayat (1) yang
| o memuat informasi: ;
‘ a. nomor surat keterang'an. Bangunan Gedung Laik
Fungsi yang dapat dilengkapi dengan kode digitél
b. nomor dan tanggal surat pernyataan kela1kan fungs1‘

(

" Bangunan Gedung,



nama Bangunan Gedung;

o o

jenis Bangunan Gedung;
fungsi Bangunan Gedung; :
nomor bukti kepemilikan Bangunan Gedung;

nomor IMB;

@ oo oo

nama Pemilik Bangunan Gedung;

e

lokasi Bangunan Gedung;
j.  pernyataan Laik Fungsi; dan =
k. masa berlaku. |

(3) Nomor SLF Bangiman Gevdung‘ sebagaimana dimékéﬁd
pada ayat (2) huruf b disusun dari serangkaian angka -
yang dapat mengidentifikasi dokurﬁen SLF‘sebagai‘yéng
pertama .kali (awal) atau perpanjangan yang telah
dilakukan. o i e

(4) Dokumen SLF ’sebagaimana‘ dimaksud pada ayat- (1)‘
diganti pada setiap perpanjangan, dimana lembar lama
dikembalikan kepada DPMPTSP, S

Pasal 185

(1) Lampiran dokumen SLF sebagaimana- dimaksud daiam
Pasal 183 huruf b meliputi: » il
a. lembar pencatatan data tanggal p._é:nerbityan dan

perpanjangan SLF Bangunan Gedung;

b. lembar gambar block plaﬁ/ site pldn; dan

C. lerhbar * daftar kelengkapan - dokumen = untuk
perpanjangan SLF Bangunan Gedung.-

2) Lembar pencatatan déta tanggal ‘pe‘rierbitan dan
perpanjangan SLF Bangunan Gedung sebagairhana
dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki ketentuan:

a. dicatat no’r.nor urut, tanggal dan nomor SLF sesuai:
sejarah penerbitan dan perpanjangan‘SLF;

b. dicatat lingkup setiap SLF yang diterbitkan untuk
seluruh atau sebagian Bangunan Gedung dan/ ataﬁ
bangunéri praSarana; dan |

c. péda setiap perpaﬁjangan SLF dikembalikan kepada
pemilik/pengguna Bangunan Gedung. |

(3) Lembar gambarf block plan/site plan sebagaimana

»

dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki ketentuan:



(1)

a.": g menunjukkan blok - Bangunan Gedung dah

bangunan prasarana yang mendapat penerbltan SLF o il

‘ Bangunan Gedung atau (per‘panjangan_;SLF

~ Bangunan Gedung,

b _dlbuat setlap proses perpanjangan SLF BanguHanf e

Gedung, dan - , ‘ , 7
c. pada set1ap perpanjangan SLF dlkembahkan kepadav S
« pem1hk/ pengguna Bangunan- Gedung :

Lémbar ~daftar kelengkapan : dokumen : untukf,

‘ ‘perpanjangan SLF Bangunan Gedung sebagalmana
,dlmaksud pada ayat (1) huruf ¢ memlhkl ketentuan

-a.  berfungsi sebagal 1nformas1 untuk pengurusan" :

pérmohonan perpanjangari SLF ‘Bangunan Gedung;
dan R e ey
b. pada setlap perpan_]angan SLF dlkembahkan kepada it

: pem1hk/ pengguna Bangunan Gedung

Pasal 186 ‘ :
Label SLF sebageumana dlmaksud dalam Pasal 183 huruf .

C mer upakan penanda yang dlsedlakan oleh Dlnas PUPR B

~bag1 Bangunan Gedung yang telah mern111k1 SLF.

Label SLF sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
bertujuan sebagal instrumen pengawasan pemanfaatan
Bangunan Gedung ' :

Label SLF sebagalmana dimaksud pada ayat (1) diberikan w

kepada pemilik/ pengguna bangunan bersamaan denganrg ‘

dokumen SLF Bangunan Gedung setelah menyelesalkan

; 'proses penerbltan atau perpanjangan SLF

’ Label SLF sebaga1mana d1maksud pada ayat (1) memuéf: ‘

a. logo/lkon SLF
b.‘ tanggal mulal berlaku SLF

¢. tanggal berakhlrnya SLF; dan Y

g d.' batas okupan31 Bangunan Gedung

Selain ketentuan sebaga1mana dlrnaksud pada ayat (4),

~ label SLF dapat dilengkapi dengan kode d1g1ta1

Label SLF sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dlpasang .
pada baglan muka sisi luar Bangunan Gedung yang
mudah dilihat penghum pengunjung dan/atau petugas :

pengawasan Perangkat Daecrah syesualkewenangannya.



o

: Pasal 187 i
Acuan kelengkapan dokumen - dalam }proses" )
penyelenggaraan SLF me11put1 | 7 | e
a.  dokumen : adm1n1strat1f | ‘pérmohonan | SLF
| sebaga1mana dlmaksud dalam Pasal 148 ayat (1) -
dan ayat (2), ~ _ ' ' |
‘b, dokumen ° teknis permohbnan SLF sebag‘aimva'na'
‘ | dlmaksud dalam Pasal 149 ayat (1), Pasal 150 ayatr
o (1) dan Pasal 151 ayat (1); '

" C. Abagan tata cara penyelenggaraan SLF sebagaumana

' .dlmaksud dalam Pasal 153 ayat (5) huruf a sampa1 :
| dengan huruf m; S | |
d. surat-surat dalam proses p’érmohonan’ | SLF
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (3)

| | huruf e dan huruf 3 Pasal 156 ayat (3) huruf d,

o Pasal 159 ayat (3) huruf d dan huruf j, Pasal 161 S
ayat (3) huruf d, Pasal 166 ayat (3) huruf d dan o
“huruf j, Pasal 168 ayat (3) huruf d, Pasal 171 ayat
(3) huruf d, Pasal 175 ayat (3) huruf d dan huruf .],k
Pasal 177 ayat (3) huruf d dan Pasal 179 ayat (3)
‘huruf d; dan

e dokumen SLF sebagalmana dlmaksud dalam Pasal

184 Pasal 185, dan Pasal 186
Acuan kelengkapan B dokumen dalarﬁ - proses
ﬁpenyelenggaraan SLF sebagalmana d1maksud pada ayat,
(1) tercantum dalam Lamp1ran III dar1 Peraturan Bupatl

ini.

BAB VI

| KETENTUAN PENYELENGGARAAN PENGKAJI TEKNIS

S

Bagian Kesatu

Umum

S Pasal 188
Pem111k/ pengguna Bangunan Gedung menggunakan Jasa
pengkaﬂ teknls dalam rangka

a. pemerlksaan kelaikan fungs1 Bangunan Gedung

ek81st1ng untuk penerbltan SLF pertama kah, AR /g



(3)

(4)

)

b. pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedtirig ‘

untuk perpanjangan SLF;

- ¢. pemeriksaan kelaikan fung51 Bangunan Gedung

pada masa pemanfaatan Bangunan Gedung, o
d. pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung
pasca bencana; atau
e. pemeriksaan berkala Bangunan Gedung.
Pengkaji tekhis Sébagaimana dimaksud pada ayat (1)
berberituk: R ‘ o |
a. penyedia jasa orang perofaﬁgan;kétal‘i _
b. penyedia jasa badan usaha, baik yang befbédan
hukum, maupun yéng tidak berbadan hukum.
Penyedia jasa perorangan_ sebagaimana dimaksud pada -
ayat (1)  huruf a hariya'dapat' menyelenggarakan 'kjasab
Pengkajian Teknis ‘p'ad,a’Bangunan Gedung:
a. berisiko kecil; v |
b. berteknologi sederhana; dan
c. berbiaya kecil. -
Penyedia jasa sebagaimana dimakéud pada ayat (2)
harus memiliki hubungan kerja dengaﬁ pemilik atau
pengguna Bangunan Gedung berdasarkan kontrak kerja
konstruksi. | | ‘

Dalam hal Pengkajian Teknis ‘menggunakan tenaga

penyedia jasa pengkaji teknis ' sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), pengadaan jasa dilakukan melalui
pelelangan' pemilihan- langsung, atau = penunjukan
langsung.

Dalam menjalankan penyelenggaraan Bangunan Gedung,
pengkajl teknis mempunyai tanggung jawab atas hasil
Pengkajian Teknis dalam suatu dokumen Rekomendasi
Pengkajian Teknis bangunanb sesuai - dengan kontrak-

kerja.



Bagian Kedua | o

o Tugas Dan Fungsi Perigkaji‘Tekr’ii‘s

Pasal 189

: kPengkaﬁ Tekms mempunya1 tugas ’

a. melakukan pemerlksaan kelalkan fungs1 Bangunan

Gedung, an / atau

b melakukan pemerlksaan berkala Bangunan Gedung

Pemerlksaan berkala Bangunan Gedung yang dllakukan

oleh Pengkajl Tekms sebagalmana dlmaksud pada ayat

k(l) huruf b dﬂakukan untuk

’c. pengujlan destruktlf

a. memastlkan keandalan ' se‘th‘uh‘ atau Sebagian'
ﬁ Bangunan Gedung, komponen bahan bangunan,

dan /atau prasarana dan sarana dan/atau

- b. memver1ﬁkas1 catatan rlwayat keglatan opera81 e

Pemehharaan dan perawatan Bangunan Gedung

' Dalam melaksanakan tugas sebagalmana d1maksud pada =

ayat (l) Pengkaﬂ Teknls menyelenggarakan fungsi:

a. pemerlksaan pemenuhan persyaratan teknis untukf i

' penerbltan SLF Bangunan Gedung ek31st1ng,

~b. pemerlksaan pemenuhan persyaratan teknis- untuk

: perpanjangan SLF o :
C. pemenksaan pemenuhan persyaratan tekms pada,
| masa pemanfaatan Bangunan Gedung, ‘
d. pemerlksaan, pemenuhan ~ persyaratan tekrns’ ;
| keandélan B‘ang‘un’ank Gedung pascabencana'
4:dan/atau . = e . L

€. jpemerlksaan berkala Bangunan Gedung

Pemeriksaan pemenuhan persyaratan i‘tekhis ,

sebagalmana dlmaksud pada ayat (3) huruf a, mehput1 »

-a. 'pemer1ksaan ﬁs1k Bangunan Gedung terhadap‘f

= kesesuauannya dengan persyaratan tekms dan

b. ‘pelaksanaan verifikasi dokumen r1vvayat operasmnal o

i Pemehharaan dan perawatan Bangunan Gedung

Pemenksaan fisik - Bangunan Gedung sebaga_lmana

| dlmaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
Ca pemerlksaan v1sua1 ”

_ b pengujlan nondestruk’uf dan/ atau




o

(1)

(3)

’ Peme’riksaanv‘ fisik Bangunan: :Gédung sebagairhéna

menggunakan alat bantu yang mehputl

a. dokumen Gambar Terbangun (as-built drawmgs)

yang dlsedlakan oleh Pemilik Bangunan Gedung;
b.’, peralatan uji nondestruktlf dan / atau '

c. peralatan uji destruktlf

-Peralatan uji- nondestruktlf dan peralatan uji destruktif

sebagalmana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan huruf c

disediakan oleh Pengkap Teknis.

’Pemerlksaan  pemenuhan  persyaratan teknis

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Banguna'n

Gedung kepentmgan umum jika d1per1ukan dxlengkapl'

.d1maksud pada "ayat (8) d1laksanakan dengan -

dengan Rekomendas1 dari instasi terkait sesuai dengan :

ketentuan peraturan perundang- undangan

'Bagiyan Kétiga

E Persyaratari Péngkaj i Tek'kn:is

Pasal 190 |
Pengkaji teknis. perorangan sebagaimana dimaksud
dalam  Pasal : 188 ayat (2) huruf a, untuk _dapat
melakukan  Pengkajian Tekﬁis harus‘ memenﬁhi
persyératan: | | | | |
a. persyaratan adrninistratif; dan

b. persyaratan teknis.

Persyaratan administratif sebageumana dimaksud pada |

ayat (1) huruf a meliputi:

a. kartu tanda periduduk;

b. nomor pokok wajib pajak; dan

c. ijasah minimal Sarjana (S1) jurusan arsitektur, sipil,

mesin, dan/atau elektro.

Persyaratan teknis sebagairhana dimaksud pada ayat (1)

huruf a meliputi:

a. memiliki pendidikan paIing rendah sarjana (S1) dalam |

- bidang - teknik arsitektur, teknik sipil, teknik mesin,
dan/atau teknik elektro
b. memiliki keahlian Pengkajian Teknis dalam bidang

arsitektur,  struktur  dan/atau  utilitas  yang

’



(d‘ibuktika‘n’ 'dengan” ’;’_‘Séftifikait kompetenm kerjai- e
 kualifikasi ahljdan ‘ '

fmermhkl pengalaman kerja pahng Sedlklt 3 (tiga) o

tahun - dalam melakukan Pengkajlan Tekrus ‘

-'Pemehharaan perawatan pengopera31an dan/atau

,k : pengawasan konstruk31 Bangunan Gedung

a.

‘Persyaratan admlmstratlf sebagalmana dlmaksud pada

a.

Pasal 19 1

uPengkaJl tekms badan hukum sebaga1mana dlmaksud
- dalam_ Pasal 188 ayat (2) huruf b, untuk dapat"

melakukan Pengkajlan Tekms harus memenuhl

persyaratan admlnlstratlf dan

persyaratan tekms e

' 'ayat (1) huruf a mehputl

‘akta pendman perusahaan :‘dan‘ ' fpengeSahah

‘ “pendlrlan perusahaan

o

e a0

. n
©

tanda daftar perusahaan
surat keterangan dom1s1h perusahaan '

surat 1zm usaha jasa konstruk51

‘nomor pokok Wa_]lb paJak perusahaan
~ kartu tanda penduduk pemlhk perusahaan

‘daftar pengalaman perusahaan dalam melaksanakan

keglatan Pengkajlan Tekms _ atau pengawasan.
konstruk31 dan | : ‘ "

referen51 pekerjaan dari pengguna Jasa

Persyaratan ‘teknis sebagaurnana dlmaksud pada. ayat (1) i

7;a

o ar31tektur struktur ut111tas dan tata ruang luar yang ' :

g huruf b mehput1

memiliki kompeten31 Pengkajlan Tekms dalam bldang S

arsﬁektur,f struktur ;dan/ atau . utilitas Bangu‘nan’
Ge‘duﬁfil’g 'yang: ‘dibuktik‘an dengah | sertiﬁkat’ ‘béidari\
usaha dalam b1dang Pengkajlan ‘ Tekms ata{l
pengawasan konstruks1 | g e

mem1hk1 tenaga ahh pen‘gkajik‘ “’tek'nis di 'bidangi'

' masmg masmg pahng Sedlklt 1 (satu) orang, dan o
. ‘memlhkl pengalaman perusahaan pahng sedikit 2'_

,7 (dua) tahun dalam melakukan Pengkapan Tekmsk: e

, “ dan / atau pengawasan konstruks1 Bangunan Gedung



| | Pasal 192 |
‘(1) Pengkajl Tekms perorangan sebagalmana dlmaksud
~ dalam Pasal 190 ayat (1) harus memiliki: .
a. kemampuan dasar; dan
b. pengetahuan dasar. e
(2) . Kemampuan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (l):’m .
‘huruf a mehput1 kemampuan untuk: . o
a. melakukan pengecekan . kesesuaian Gamﬁdf .
Terbangun (as built drawing) terhadap dokurhén .
IMB;_.‘ : E e
b. melakukan pengecekan kesesuaian fisik :Bar‘lguﬁan”‘f""r
Gedung terhadap Gambar Terbangun '(a‘s built -
drawing); ' o -
c. melakukan pemerikséan komponen terbanéunv
_ arsitektural Bangunan Gedung,
d. melakukan pemeriksaan komponen te'rbéngun’-
| struktUraI Bangunan Gedung; | ’ :
e. ‘melakukan pemeriksaan komponen‘ terpasang
utilitas Bangunan Gedung, dan o
f.  melakukan pemeriksaan komponen terbangun tata
ruang luar Bangunan Geduhg. ’ ‘
(3) Pemeriksaan kon‘iponen terbangun arsitektural
| Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢ meliputi:

a. dinding bagian dalam; |

b. langit-langit;

c. lantai; |

d. 'penu’tup"atap;

‘e.  dinding bagian luar;
f. pintu dan jendela; -
g. lisplankj dan
 h. talang.

(4) Pemeriksaan komponen terbangun struktural Bangunan
Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d
meliputi: - | |
a. pondasi;"

b. dinding geser;

c. kolom dan balok; , /



. ).

i3

d. plat lantal dan |

“e. atap.

Pememksaan komponen terpasang ut111tas Bangunan

_ Gedung sebaga1mana d1maksud pada ayat (2) huruf e.' E

i mehputl

a. Slstem mekamkal

b s1stem atau Jarmgan elektmkal dan =
: _c.' - sistem atau jarlngan perplpaan ;
'Pemerlksaan komponen terbangun tata ruang luar' e
' vBangunan Gedung sebaga1mana d1maksud pada ayat (2) =
“huruff rnehputl S I y o

a jalan setapak

, ~ jalan hngkungan; |
c. - tangga lku’ar; S
d. giligili;
« e.;' ’par‘kir |
g ‘;dmdlng penahan tanah

‘ g.‘ :pagar

h. penerangan luaf; A

i pertamariéri; dan

i ‘ Vsaluran.ﬂ | -

: Pengetahuari da"s‘ar sebagaimahé dir'nékékud ayat ( ) huruf ’
b, pahng sed1k1t mehputl pengetahuan mengenal b

I, Desain Prototlpe Bangunan Gedung sederhana 1‘

- (satu) 1anta1 ‘ v, o |
b. 7Persyaratan Pokok Tahan Gempa Bangunan Gedung '
| : sederhana 1 (satu) lantai; - b L ' '
é. 1nspek31 sederhana saat pelaksanaan konstruks1
Bangunan Gedung, | Ll

d. pengisian daftar 51mak pemerlksaan kelalkan fung31

e ,'pemerlksaan kelalkan fung81 Bangunan Gedung"

secara visual; dan

,' f. k’pemenksaan kelalkan fungs1 Bangunan Gedung

' ,menggunakan peralatan non destruktlf



Bag1an Keempat

Penugasan Pengkap Tekms

;;Pa‘ragifaf 1

~ Umum

| | Pasal 193 e ’ :
,}(1') Penugasan - pengkaﬁ tekms ' d11akukan i ‘bléh
B pemlhk/ pengguna Bangunan Gedung melalm kontrak .
~ kerja konstruksi. IRE s ' ‘ 7
(2) Dalam melakuk;ivr'lb : ‘k‘periku‘gasé‘lri‘ , ipenkg‘kaji tekms
Vsebagaiman‘a'dimakvsud'pada'ayat (1) pemlhk/ pengguna
“ Bangunan Gedung dapat mengacu pada
Ca kerangka acuan kerja pengadaan Jasa pengkap ~
telnisy T :
’b.k' tata cara pelaksanaan tugas pengkaJ1 teknls
| c daftar simak pemerlksaan kelalkan fung31 Bangunan
Gedung; dan ' | i
- d laporan hasﬂ ' pemerlksaan : 'kelaika‘n fungs1

: Bangunan Gedung

| Paragran

Kerangka Acuan KerJa Pengadaan Jasa Pengkap Tekms E

; Pasal 194 g ‘ ; :
 (1)> Kerangka acuan kerja sebagalmana dlmaksud dalam
| Pasal 193 ayat (2) huruf a d1buat oleh pem1hk/ pengguna
Bangunan Gedung sebaga1 acuan kerja pengkajl teknis.
'(2) : Kerangka acuan kerja sebagalmana dlmaksud pada ayatl
- (1) dibedakan untuk: B SR
a. pengadaan penyedla Jasa pengkap teknls perorangan"
; untuk - pemer1ksaan kelalkan fung31 Bangunan .
| fGedung yang sudah dlmanfaatkan ’
b pengadaan penyedla jasa pengkap tekms perorangan _
: untuk pemenksaan kelalkan fung31 Bangunan
,Gedung pasca bencana ' e
‘ ’c’. S pengadaan penyedia j Jjasa pengkajl tekms perorangan‘;. :

‘untuk pemer1ksaan berkala Bangunan Gedung, S

T



W

huruf a mehputl tahapan

d. pen‘gadéaﬁ-- peﬁyedia jarsa‘ pengkaJ1 klt'ek*ni‘s ba‘dan

hUkum' ' untuk pemerlksaan "kelaikban fung31 =

Bangunan Gedung yang sudah dlmanfaatkan

‘e.wi pengadaan penyedla Jasa pengkap teknls badanf S

hukum untuk pemerlksaan i kelalkan fungsi

Bangunan Gedung pasca bencana dan

= £, ,pengadaan penyedla Jasa pengkap teknls badan4' i

hukum untuk pemerlksaan berkala Bangunanzb

' gGedung

Paragraf 3

. Tata Cara Pelaksanaan Tugas PengkaJl Tekms SR

Pasal 195 :

’Tayta cara pelaksanaan . tugas”“ pengkaji ‘ tekms -
;‘sebagalmana dlrnaksud dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b"

,'merupakan acuan bag1 permhk/pengguna Bangunan,:

Tata cafa ; 'pelakslanaan' ’ tugas pengkap tekms

,sebagalmana dlmaksud pada ayat (1 ) dlbedakan untuk

a. pemerlksaan kelalkan fungs1 Bangunan Gedung
| ek31stmg dan telah mem111k1 IMB untuk penerbltan 5

‘ SLF pertama;

‘b, pemerlksaan kelaikan’ fungSi ”‘Bangunairi; Gedung

ek31st1ng yang belum : memlhkl ”IMB : 1uf1v'tukﬂ
i ’penerbltan SLF pertama T 1
C. pemerlksaan kela1kan fung51 Bangunan Gedung:
| v.perpanjangan SLF o e
d. pemerlksaan kela1kan fung51 Bangunan Gedung'\ '

- pasca bencana dan

e '~‘1pemer1ksaan berkala Bangunan Gedung

Pasal 196

:‘Tata cara pelaksanaan tugas pengkajl tekms dalam'

‘rangka pemer1ksaan kelalkan fung31 Bangunan Gedung:

~'ek31st1ng dan telah mem111k1 IMB untuk penerb1tan SLFQ :

pertama sebaga1mar1a d1maksud dalam Pasal 195 ayat (2) | |

W

a. - pemerlksaan kelengkapan dokumen



b 7pemer1ksaan kesesualan antara Gambar Terbangun ,

' (as- buzlt drawzngs) IMB ~dan kondisi Bangunanr '
Gedung dengan persyaratan tekms Bangupgn- S

" Gedung, "

“C. analisis dan evaluas1 hasﬂ pemerlksaan kesesualan

Vantara Gambar Terbangun (as -built drawmgs) IMB o

dan kondls1 Bangunan Gedung dengan persyaratan': i

: tekms Bangunan Gedung, dan iy

d. penyusunan : laporan hasﬂ pe’r"nerik‘s’a‘an' | danf

@

e Rekomendas1 kela1kan fungsi Bangunan Gedung

Dalam hal hasil anahsls dan evalua31 sebagalmana

: dimaksud pada ayat k(l) huruf c menyatakan bahw‘a.
 Gambar Terbangun (as -built drawmgs) tldak sesual'
- dengan IMB tetapl kond1s1 Bangunan Gedung dmyatakan |
"telah memenuhl persyaratan tekms pengkajl tekms "

~menyusur1 laporan hasﬂ pemerlksaan dan Rekomendasy :

pengajuan permohonan perubahan IMB

‘Dalam hal hasﬂ anal131s dan evalua31 sebargaim“éh’a,

. dimaksud pada ayat (1) huruf c menyatakan bahwa s

Gambar Terbangun (as bullt drawmgs) sudah sesual

| ‘dengan _IMB tetapi kondisi Bangunan chung

* memerlukan Pemehharaan ‘dan 'pefawatah~ terhadap- -

kerusakan’ ringar‘i“'pengk’aji tekrﬁs menyusim lapdfén

hasil pemerlksaan dan Rekomendas1 Pemeliharaan danfﬁ'; :

perawatan Bangunan Gedung sesuai dengan peraturan. '

o perundang undangan . terkalt ’ Pemehharaan __,dan

perawatan Bdngunan Gedung

’Dalam hal hasﬂ anahsls dan evalua31 se_bagaimaiﬁé ‘

dimaksud pada ayatr (1) .huruf c mcnyatakar:l' bahwa '

- Gambar Térbariguh ‘(ds-built drawihgs)' tidak sesuai‘,"

dengan IMB dan kOI‘ldlSl Bangunan Gedung dlnyatakan‘, ’

;tldak memenuh1 persyaratan tekms pengkajl tekms

o menyusun laporan hasﬂ pemerlksaan dan Rekomendas1 ‘

penyesueuan Bangunan Gedung ’ dan pengajuan"

permohonan perubahan IMB

, Pengkaﬂ teknis - melakukan ';Veriﬁkarsi- vtéfhéd‘ap

Pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) atau peny’eskuaian‘ Bangurian ,Gedung



k sebagalmana dlmaksud pada ayat (4) yang dllaksanakan

oleh perruhk atau pengguna Bangunan Gedung

Pasal 197

'I‘ata cara pelaksanaan tugas pengkajl tekms dalam ;

krangka pemerlksaan kelaikan fung31 Bangunan Gedung

* eksisting dan belum memiliki IMB untuk penerbltan SLF

‘pertarna sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 195 ayat (2)
‘huruf b mehputl tahapan S ' o Bir

A pemerlksaan kelengkapan dokumen

b pemerlksaan kOl‘ldlSl Bangunan Gedung terhadap

N pemenuhan persyaratan teknis;

S c. anahsls ‘ ’dan evalua31 pememksaan 4 kOl’ldlSl ,

Bangunan ‘ Gedung Aterhadap ' pemenuhan o

: w,persyaratan tekms dan

~d. - penyusunan laporan haSil vpemeril'{s}aan ‘ ‘dan';

',pembeman Rekomendam kelalkan fung31 Bangunan Sy
‘Gedung. ‘ :

Dalam hal hasﬂ anallsls dan evaluas1 sebagalmana -

'dlmaksud pada ayat (1) huruf c menyatakan bahwa

kondisi Bangunan Gedung tidak - memenuhl persyaratan

tekms pengkay tekms ‘menyusun laporan hasﬂ

' 'pemerlksaan dan Rekomenda51 penyesualan Bangunan

oo

' 'rangka pemerlksaan kelalkan fungs1 untuk perpanjangan

o Gedung

Pengkap . tek'nis‘ melakukan ver1f1ka31 terhadap

R penyesualan Bangunan Gedung sebagalmana d1maksud~ :

pada ayat. (2) yang d11aksanakan oleh pemlhk ‘atau

pengguna Bangunan Gedung

Pasal 198

rTata cara pelaksanaan tugas pengkap tekms dalam :

’SLF sebagalmana d1maksud dalam Pasal 195 ayat (2)

; huruf c rnehput1 tahapan

a. pemerlksaan kelengkapan dokumen

b. - 'pememksaan kesesua1an antara Gambar Terbangun

- (as-built: drawzngs) SLF terdahulu dan kondisi

"~Bangunan Gedung dengan persyaratan te‘kms

: BangunanGedung,, S e /g



(2)

(3)

c. analisis dan eyaluasi. hasil kpeme‘riksaa.n"(kévses»uaiarn
antara Gambar Terbangun (as built drawings)‘ SLF
terdahulu, dan kondisi Bangunan Gedung dengan
persyaratan teknis Bangunan Gedung, dan

d. -penyusunan laporan hasil pe_merlksaan dan
pemberian_RékomendaSi kelaikan fungsi Baﬁgunan_
Gedung. | | : | ._ - S

Dalam hal hasil analisis dan évéluésvi;'sebagaiman‘a

dirnaksud pada ayat (1) huruf c menyétakan bahwa

Gambar _Terbéngun- (as—built }d‘rawings)_; ti_d‘ak sesuai

dengan SLF terdahulu Atetapi kondisi Bangunan Gédﬁng

dinyatakan telah memenuhi persyaratan tekriis, perigkaji

- teknis menyusun 1aporan has‘il _pemeriksaan - dan

Rekomenda31 pengajuan permohonan perubahan IMB.

Dalam hal hasil anahsls dan evaluasi sebagalmana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ menyatakan bahwa
Gambar Terbahgun (aé-built drawings) sudah 'sesuai.
dengan SLF terdahulu tetapi kondisi‘ Barigunan Gedung

memerlukan Pemeliharaan dan pérawatan 'terhadap"

- kerusakan. ringan, pengkap teknis menyusun laporan

hasil pemerlksaan dan Rekomenda31 Pemehharaan dan
perawatan Bangunan Gedung sesua1 dengan peraturan
perundang-undangan terkalt Pemeliharaan dan
perawatan Bangunan Gedung

Dalam hal hasil analisis dan evaluasi sebagaimana

| dimaksud pada ayat ‘(1) huruf ¢ menyatakan bahwa

Gambar Terbahgun (as-built drawings) ataﬁ Geimbar

Terbangun tidak sesuai dengan SLF terdahulu dan
kondisi Bangunan Gedung diny.itakan tidak memenuhi

persyaratan teknis, pengkaji 'fekriis meﬁyusUn laporan

hasil pemeriksaan dan Rekomendasi penyesuaian

Bangunan Gedurig ‘dan pengajuan permohonah
perubahan IMB. : e , -

Pengkaji  teknis melakukan veriﬁkasi‘ terhadap
Pemeliharaan dan perawatan sebagaimana = dimaksud
pada 'ayat (3) atau penyesuéian Banguna'n"», Gedung

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dilaksanakan’

r

oleh pemilik atau'pebngguna Ban‘gunan;G‘redu'ng.



o

i Pasal 199 |
Tata cara’ pelaksanaan tugas pengkajl tekms dalam o
rangka pemerlksaan kelalkan fungs1 Bangunan Gedung

pasca bencana sebagalmana d1maksud dalam Pasal 195k h

' ayat (2) huruf d mehputl tahapan

a. 'pemerlksaan awal kond1s1 | Bangunan Gédung"
~ terhadap aspek keselamatan o e

b. pelaporan hasil pemerlksaan awal dank pemberlan
~Rekomendas1 pemanfaatan sementara Bangunan’,,
Gedung, N !

c. pemerlksaan kondlsl Bangunan Gedung terhadap o
;pemenuhan persyaratan teknis dan adm1n1strat1f |

d. ' analisis dan evaluas1 hasﬂ pemerlksaan 1anJutah

‘danv

e f,»penyusunan laporan pemerlksaan kelalkan fungs1 &

Bangunan Gedung

Dalam hal hasil pemerlksaan awal  sebagaimana

~dimaksud pada ayat (1) huruf a ‘Bangunan Ge'du_rig\

~dinyatakan mengalami = kerusakan sedang  atau

3

kerusakan b’erat":sehingga tidak kdapat | dimaﬁfaatkan

- sementara,  pengkaji = teknis menyuSun~ laporan ‘

‘pemerlksaan aWal dan Rekoméndasi pemanfaatan,

sementara Bangunan Gedung yang menyatakan bahwa
Bangunan Gedung t1dak dapat dlmanfaatkan sementara

Dalam hal has11 anahsls dan evaluas1 sebagalmana

- 'dlmaksud pada ayat (1) huruf d menyatakan bahwa

Gambar Terbangun (as ~built drawmgs) atau Gambar

Terbangun tldak sesuai dengan 'IMB tetapl kondisi

Bangunan Gedung dlnyatakan telah S memenuhl‘

persyaratan tekms pengkap teknis menyusun laporan

~hasil pemeuksaan dan Rekomendas1 pengajuan

permohonan perubahan IMB

Dalam hal hasﬂ ana11s1s dan - evalua31 seybagaimariaf

dimaksud pada ayat (1) huruf d menyatakan bahwa .

Gambar Terbangun (as buzlt drawmgs) atau Gambar
Terbangun sudah sesuai dengan IMB tetapl kond1s1~
Bangunan Gedung memerlukan Pemehharaan dan
perawatan terhadap kerusakan rmgan pengkap tekms

menyusun laporan hasﬂ pemerlksaan dan Rekomenda31 :

[



L Pemehharaan dan perawatan Bangunan Gedung sesual» v

Pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung

" dengan peraturan perundang undangan terkalt :

Dalam hal hasil ana11s1s‘ dan‘ ‘evaluasi sebagalma:n‘a» !

Gambar Terbangun (as—'bkuiklt‘ "f‘dr'awings) atau Garribar

Terbangun tidak :sesu'ai' dehgaﬁ ‘ IMB dan ’kon‘disi:

’d1maksud pada ayat (1) huruf d menyatakan bahwa

» Bangunan' "Ge'du‘ng dlnyatakan ' tldak : memenuhl- ,

©

persyaratan teknls pengkap tekms menyusun laporan; S

hasil pemerlksaan dan Rekomenda31 penyes_ualan

Bangunan ,’Gedung dan pcnga_]uan permohc_)’n‘a»n_'

‘perubahan IMB.

Pengkaji  teknis 'r'néylakuka‘n‘if ver1ﬁkas1 *terhadap

‘Pemehharaan dan perawatan sebagalmana dimaksud

pada ayat (4) atau penyesualan Bangunan Gedung

oleh pemlhk atau pengguna Bangunan Gedung

 Pemeriksaan = awal kOI’ldlSl Bangunan Gedung‘

7 sebagalmana dlmaksud pada ayat (5) yang dilaksanakan - ~_

sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf a dllakukan‘ ,

dengan penglslan daftar sunak pemerlksaan kOIldlSl‘

’ Bangunan Gedung terhadap aspek keselamatan

Pasal 200

rangka - pemerlksaan‘ berkala Bangunan Gedung

' ‘sebagalmana d1maksud dalam Pasal 195 ayat (2) huruf d

: mehputl tahapan

a. pemerlksaan kelengkapan dokumen

b. pemeriksaan kondlsl komponen sub komponen

perlengkapan, dan/ atau peralatan ﬁ Bangunan

Gedung; ’ dari

" Tata cara pelaksanaan tugas pengkaﬁ teknls dalam -

c.. penyusunan laporan . pemeriksaan  berkala

Bangunan Gedung

Kelengkapan dokumen sebagalmana dlmaksud pada ayat

(1) huruf a mehputl dokumen

a.  operasi; dan

b. Pemehharaan dan perawatan Bangunan Gedung.



@

~b. kesesuaian intensitas Bangunan Gedung;

, Pémeriksaan ‘kondisi kotriboneri' ‘sub komponen

sebaga1rnana dlmaksud pada ayat ( ) huruf b mehputl

perlengkapan dan/atau peralatan Bangunan Gedung

a. penglslan daftar s1mak pemerlksaan kond1s1, ‘

- komponen, sub komponen perlengkapan dan/ atau |

peralatan Bangunan Gedung, dan

kOHdlSl komponen ‘sub komponen perlengkapan

dan / atau peralatan Bangunan Gedung

: Peng131an daftar s1mak sebagalmana dlmaksud pada ayat

(3) huruf a d1lakukan oleh pengkap tekms sesua1 dengan

kondisi nyata di lapangan

b pengisian komentar terhadap hasﬂ pemerlksaan" :

Penyusunan laporan pemerlksaan berkala Bangunanﬁ |

merupakan kumpulan dan fseluruh daftar simak'

‘ ,Gedung sebaga1mana dlmaksud pada ayat (1) huruf c S

pemerlksaan kond1s1 komponen, ' ,’ subkomponen

perlengkapan dan /atau peralatan Bangunan Gedung

Pasal 20 1

Pemenksaan kOIldlSl Bangunan Gedung sebagalmana '

' dlmaksud dalam Pasal 197 ayat ( ) huruf b, Pasal 199

"ayat (1 ) huruf c, mehputl

a. - pengisian daftar 51makk : pefrieriks‘aan" kondisi

Bangunan Gedung, dan o

b pemerlksaan pemenuhan persyaratan tekms '

'Pengls1an daftar ‘simak pemer1ksaan kond131 Bangunan,~

Gedung sebagalmana d1maksud pada ayat 1) huruf a

dllakukan ‘oleh. pengkap teknls sesual dengan kond131

‘nyata di lapangan

- Pemerlksaan ' pemenuhan 5 'p'ersyaratan - teknis

sebagalmana d1maksud pada ayat (1 ) hu’rkukf b meliputii

a. pememksaan persyaratan tata bangunan dan

b pemerlksaan; persyaratan . ‘keandalan Bangunan

Gedung

, Pemerlksaan persyaratan tata bangunan sebagalmana
- dlmaksud pada ayat (3) huruf a mel1put1 | s

a. - kesesualan pemanfaatan‘ Bangunan Gerdungf

“terhadap fungsi Bangunan Gedung;



i (5)

‘ c. 'Qp'emeriuhvan persyaratan ar31tektur Bangunan'

i Gedung, dan

d pernenuhan persyaratan pengendahan dampak B

lmgkungan

Pemerlksaan persyaratan keandalan Bangunan Gedung iy

sebagalmana dlmaksud pada ayat (3 ) huruf b mehputl L

pemenuhan persyaratan

a. keselamatan Bangunan Gedung, |
b, kesehatan Bangunan Gedung;

C. kenyamanan Bangunan Gedung, dan

d. kemudahan Bangunan Gedung.,

: oy Pasal 202 7 i
Kesesualan pemanfaatan Bangunan Gedung terhadap‘,,

fung51 Bangunan Gedung sebaga1mana dlmaksud dalam :

fin «Pasal 201 ayat (4) huruf a dlperlksa untuk mengetahul

)

' untuk mengetahui kond1s1 nyata tentang

a. luas lantai dasar Bangunan Gedung,
b luas dasar basemen; : :
¢ luas total lantai Bangunan Gedung,

Wkd. | _]umlah lantai Bangunan Gedung, ;

kondisi nyata tentang

a. V‘fung31 Bangunan Gedung,

b pemanfaatan setlap .ruang dalam Bangunan 3

Gedung, dan - ,
c. ”pemanfaatan ruang luar pada persﬂ Bangunan;

' Gedung

Kesesualan pemanfaatan Bangunan Gedung terhadap

- fungsi Bangunan Gedung sebagalmana dimaksud pada:k"‘

ayat (1) d1per1ksa dengan metode

a. pengamatan v1sua1

b pemerlksaan kesesualan kond1s1 faktual dengan

rencana ‘teknis ‘dan gambar sesua1 terbangun,
dan/ atau '

C. pendokumentasian., e

Pasal 203

_Kesesualan 1ntens1tas Bangunan Gedung sebagaumanak :

'dlmaksud dalam Pasal 201 ayat (4) huruf b dlperlksa



. €.

(3)

o 1 N

| jumlah lantai basemen;‘

‘ketinggian Bangunan Geduhg;

luas Daerah hijau dalam persil; =

jarak sempadan Bangunan Gedu'ng terhadap jalan,
sungai, pantai, danau rel kereta ap1 dan/atau Jalur
tegangan t1ngg1 '

i jarak Bangunan Gedung dengan batas persil; dan

j.  jarak antar Bangunan Gedung

Kesesuaian intensitas Ba_ngunan Gedung seb‘agaimana'
dimaksud pada ayat (1) d'iperiksa de_ngan metode: |

a. pengukurari- menggunakan péralatéri; ‘

b. pemeriksaan kesesuaian kondisi- nyata dengan
rencana teknis dan ‘gambar sesuai terbangun;
dan/atau |

c. pendokumentasian.

* Pasal 204
Pemenuhan persyaratan arsitektur Bangunan Gedung

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (4) huruf c.

‘ dlperlksa untuk mengetahu1 kondisi nyata tentang

a. penampilan Bangunan Gedung,
b.  tata ruang-dalam Bangunan ‘G_edung; dan
“c. keseimbangan, keserasian dan keselarasan dengan‘

lingkungan Bangunan Gedung.

Penampilan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a meliputi:

bentuk Bangunan Gedung;

a.
b.  bentuk denah Bémgunan Gedung;
| c. tampak bangunén;
d. bentuk dan penutup atap Bangunan Gedung;
profil, detail, material, daﬁ warna bangunan; -
£ batas fisik atau pagar pekarangan; dan
g- kulitatau selubuﬁg xblangunan.

Penampilan Bangunan,Gedung sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diperiksa dengan metode:

a.
b.

pengamatan visual terhadap kondisi dan kerusakan,;
pemeriksaan = kesesuaian kondisi nyata dengan
rencana teknis dan gambar sesuai terbangun;

dan/atau |



c. pendokumentasxan ,, »
(4) Tata ruang dalam Bangunan Gedung s}ebagainiva'na
T ’dlmaksud pada ayat ( ) huruf b mehputl o :

a. kebutuhan ruang utama '

b, :bldang-bldang dinding; ‘ iy
: c. | dmdmg dmdmg penyekat’ , o
d. ;plntu/Jendela i
e t1ngg1 ruang; ‘
f, t1ngg1 lantal dasar
g. ruang rongga atap, |
~ho penutup lantai; dan -

1. penutup langlt langlt o i
(5) Tata ruang dalam Bangunan Gedung sebagalmana'
; dlmaksud pada ayat (4) dlperlksa dengan metode
oa. pengukuran menggunakan peralatan '
- b | pengamatan Vlsual terhadap kOIldlSl dan kerusakan
C. 'pemerlksaan kesesualan kond1s1 nyata dengan: ;
- rencana tekms dan gambar sesual terbangun,/: ‘
'dan/atau ; ‘ e
d. pendokumentas1an | S
(6) 'Keselmbangan keseras1an dan keselarasan dengan;
lingkungan Bangunan Gedung sebaga1mana dlmaksud -
pada ayat (1 ) huruf [ mehput1 ‘ '
: ~t1ngg1 (pell) pekarangan

ruang terbuka h1Jau pekarangan o

o _9)

pemanfaatan ruang sempadan bangunan

a0

N Daerah hgau bangunan
tata tanaman .
tata perkerasan pekarangan

31rku1aS1 manu31a ‘dan kendaraan

TR0

Jalur utama pedestrlan

. e

perabot lanskap (landscape fumzture)
i, pertandaan (szgnage) dan- _
’ | k. vpencahayaan ruang luar Bangunan Gedung
(7) ;~‘Kese1mbangan keserasian; dan keselarasan dengan’
f'hngkungan Bangunan Gedung sebageumana dlmaksud
pada ayat (6) d1per1ksa dengan metode ' :
a. pengukuran menggunakan peralatan

b. pengamatan v1sua1 terhadap kOl‘ldlSl dan kerusakan



~c.  pemeriksaan kesesUaian kohdisi nyata dengan
rencana tekms dan gambar sesua1 terbangun'
dan/atau | g

d. pendokumentasian.

Pasal 205 i
(1) ‘Pemenuhan persyaratan | pengendahan E ‘dampak_'
= ,hngkungan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 201 ayat '
(4) huruf d d1per1ksa untuk mengetahul kondisi nyata”»
'penerapan pengendahan dampak pentmg Bangunan 8
Gedung terhadap hngkungan ;'
(2) ~ Pemenuhan persyaratan pe‘kng:eridaliank ‘damp’akv.
‘:linrgkunga'n sebagalmana d1maksud pada’ ayat (1)~ f
L dlperlksa dengan metode : ‘ ‘ '
";ka. pengamatan v1sua1 terhadap dampak hngkungan
| Bangunan Gedung, o
b. pemerlksaan kesesualan kondlsl nAy'ata' dengan
rencana teknis dan gambar sesual terbangun dan

- c pendokumentas1an

; , Pasal 206 o
() : Prerkneriksaan'~‘ pemenuhan ‘ persyaratan kesélamkatar’l] :
"Bangunan Gedung sebagaumana dlmaksud dalam Pasal :
201 ayat (5) huruf a dllaksanakan untuk mengetahul
kond1s1 nyata tentang S
a  sistem struktur Bangunan Gedung,
b.  sistem proteks1 bahaya kebakaran
_c.  sistem penangkal peti;dan
d. sistem instalasi 11str1k. , :
(2) - Sistem struktur: 'Bangunan G}‘edukng‘ 'sebagaimaha
dirriaksud pada ayat (1 )k huruf & meliputi' | |
' :_'ya.'k ,komponen struktur utama yaltu pondas1 kblom,: .
iy balok, " pelat lantal, rangka atap, dlndlng inti (core
wall), dan basemen dan S
b, komponen struktur lamnya pahng sed1k1t mehputl
: d1nd1r1g pem1kul dan penahan geser (bearing and
shear wall) pengaku (braczng) ‘dan/atau peredamk

[

(damper)..



@

S1stem ' struktur Bangurian > Gedung ' sebagalmana

a.
b.

- C.

4.

€.

: dlmaksud pada ayat (2) d1per1ksa dengan metode:

pengamatan V1sua1 terhadap kond1s1 dan kerusakan

pengukuran menggunakan peralatan

,ﬂ_pemerlksaan kesesua1an kOl’ldlSl faktual dengan ;
,rencana tekms dan gambar sesua1 terbangun
"’penggunaan peralatan nondestruktlf dan ;

f pendokumenta31an

Selam rnetode sebaga1mana dlmaksud pada ayat (3)

pengkaji teknis dapat menambahkan metode
; a.‘ k
b.

STORE

kpenggunaan peralatan destruktlf

: V'pengujlan kekuatan mater1a1 kemampuan struktur e
~ mendukung bcban, dan/ atau dayadukung t‘anah,r

~dan/atau

anallsls pemodelan struktur Bangunan Gedung :

: 'Sistem - proteksi ‘; bahaya kebakaran ' sebagalman‘yak

dlmaksud pada ayat (1) huruf b mehputl

-a.

, akses dan pasokan kkair untuk pemadaman«
‘ : kebakaran, yaltu akses pada hngkungan Bangunanv‘
o ,’kGedung, akses petugas pemadam kebakaran ke :

': ,hngkungan akses petugas pemadam kebakaran ke

Bangunan ‘Gedung, - dan pasokan air untuk :

o -‘pemadam kebakaran

. ~sarana penyelamatan yaltu akses eksit, eksit,.

keandalan sarana Jalan , keluar plntu ruang

L terhndung dan protek31 tangga Jalur terusan eks1t .

' kapas1tas sarana jalan keluar Jarak tempuh eks1t

: Jumlah sarana Jalan keluar susunan sarana Jalan
; keluar eksit pelepasan, 11um1nasp sarana jalan
e "ke_luar, pencahayaan 'dar’iirat -penandaan sarana

~ jalan = keluar, sarana - penyelamatan seku’ndér’

“.rencana evakua51 31stem permgatan bahaya bag1 i

vkh’pengguna area: tempat berlmdung (refuge area) t1t1k
berkumpul dan lift kebakaran S -

- sistem protek31 pas1f ya1tu plntu dan Jendela tahan

api’,k penghalang api,- part1s1 penghalang asap,

~ ~pengha1ang asap, dan atrlum ‘

~ sistem protek51 aktlf yaitu. 31stem plpa tegak, 31stem -

pemerc;k ‘putar (sprtnklerj kotomatls _pompa



pemadam kebakaran penyedlaan air,. alat pemadam

api ringan, 31stem detek31 kebakaran sistem alarm ;
kebakaran : 31stem komumka31 ; darurat serta

| kvent11a31 mekams dan 81stem pengendah asap, dan , "

€. "manajemen ' proteks1 : kebakaran ~ yaitu ‘umt :
: 'manajemen ' kebakaran :; orgamsasf L pfbféksi
,kebakaran tata laksana operasmnal dan sumber

daya manu31a i

‘81stem proteksi b‘ahaya" kebakaran: j’sebagaimana

"-'dlmaksud pada ayat (5) dlperlksa dengan metode

a. | pengukuran menggunakan peralatan

b. pengamatan v1sua1 terhadap kOI‘ldlSl dan kerusakan

c. 'pemerlksaan kesesualan kondlsl faktual dengan ,

- rencana teknis dan gambar sesual terbangun dan
d. pendokumenta31an : ‘

Selaln metode sebaga1mana dlmaksud pada ayat (6)

pengkap teknis dapat menambahkan metode

o)

(11)

a. ‘pengetesan - ’dank : pengujlan (testmg and

commzsswnlng) dan/. atau
b. 31mula31 evakuas1 darurat secara langsung atau

B menggunakan perangkat lunak (software)

' Slstem penangkal petlr sebaga1mana dlmaksud pada ayat’

( ) huruf ¢ meliputi: v : i : |
sistem kepala penangkal petlr atau termma51 udara .
sistem hantaran penangkal petlr atau konduktor» ;

penyalur dan -

c. . sistem pembumlan atau term1nas1 bum1

Slstem penangkal petlr sebagalmana dlmaksud pada ayat’

(8) dlperlksa dengan metode: -

a. ‘pengamatan v1sua1 terhadap kOl’ldlSl dan kerusakan

 b.  pemerlksaan kesesualan kond131 faktual dengan‘

" rencana teknis dan gambar sesuai terbangun dan

C. ’,f‘pendokumentasmn

Selain metode sebaga1mana dlmaksud pada ayat (9),"'

pengkajl teknis dapat menambahkan metode. pengetesan‘

“dan pengujlan (testing and commzsszonzng)

Sistem 1nsta1a51 hstr1k sebagalmana dlmaksud pada ayat

(1) huruf d mehputl

a. sumber listrik;.



: b , ~pahei iistrik§
c. ~ instalasi Iistrik; ‘dan” |
: ‘fd; 31stem pembumlan ol
(12) S1stem 1nsta1a31 listrik sebagalmana d1maksud pada ayat |
| (1 1) dlperlksa dengan metode: ' '
' f‘a. pengamatan Vlsual terhadap kOl’ldlSl dan kerusakan G
. b ~ pemeriksaan kesesualan kond1s1 faktual dengan
o rencana teknis dan gambar sesua1 terbangun dan
o 'pendokumentas1an ‘ |

_ (13) Selam metode sebagaimana dlmaksud pada ayat (12),

pengkap teknis dapat menambahkan metode pengetesan S

dan pengujlan (testzng and commlsszonmg)

: Pasal 207 o ,
"‘Pemenksaan pemenuhan persyaratan kesehatan Bangunan,
7. Gedung sebageumana d1maksud dalam Pasal 201 ayat 5)
huruf b dllaksanakan untuk mengetahm kOI’ldlSl nyata
tentang: ' | S o
a. sistem penghawaari;
b. - sistem penbahayaén'
- C. s1stem utilitas; dan

d. »penggunaan bahan Bangunan Gedung

’ - Pasal 208 : |
(1) jSlstem penghawaan sebageumana dlmaksud dalam Pasal“k’l
207 ayat (1) huruf a mel1put1 i
ka. ventilasi alami dan/ atau mekams
b. 31stem pengkondls1an udara ‘dan :
"c‘. kadar karbonmonok31da dan karbond10k31da ;
(2) Slstem penghawaan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
d1per1ksa dengan metode: '
' ’\a. pengukuran menggunakan peralatan »
b. pengamatan v1sua1 terhadap kondisi dan kerusakan
: c pemerlksaan kesesualan kond1s1 : nyata dengan‘
E ;“rencana teknis dan gambar sesual terbangun dan ‘
d. pendokumentaSIan 4 ‘ fl
(3) kSelam ‘metode sebagalmana dlmaksud pada ayat (2),
| 'pengkajl tekms dapat menambahkan metode pengetesan

;

: dan pengujlan (testmg and commzsszonmg)



: Pasal 209
(1) S1stem pencahayaan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal
207 huruf b mehput1 |
a. pencahayaan alami; o
b. pencahayaan buatan /artifisial; dan.
~c. tingkat luminansi.. o
(2) Sistem pencahayaan sebagalmana d1maksud pada’ ayat
(1) d1per1ksa dengan metode:
a.  pengukuran menggunakan peralétan; |
b. pengamatan visual terhadap kondisi dankerusvakan;
| c. pemeriksaan kesesuaian rkondbisi nyata dengan
rencana teknis dangambar sesuai terbangun; dan
d. pe‘ndokumehta'sian‘. | | | |
(3)' Selain metode - sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
péngkaji teknis dapat menambahkan metode pengetesan

dan pengujian (testing and commissioning).

Pasal 210 : _ _
(1) Sistem utilitas sebagaimana dimaksud"‘dailam: Pasal 207
huruf ¢ meliputi sistem: TN
a. air bersih; :
b. pembuangan air kotor dan / atau a1r 11mbah
c. pembuangan kotoran dan sampah, dan
d.  penyaluran air hujan. kL |
(2) Sistem air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:
a. sumber air bersih;
kb. sistem distribusi air ’bersih;
c.  kualitas air bersih; dan
d. - debit air bersih. :
(3) Sistem air bersih sebagalmana dlmaksud pada ayat (2)
dlperlksa dengan metode: ' '
a.  pengukuran menggunakan peralatan »
b. pengamatan visual terhadap kondisi dan kerusakan;
c. pemeriksaan kesesuaian kondisi nyata dengan
rer\lcyana' teknis dan Gambar Terbangun (asfbuilt
drawings); dan N

‘d.  pendokumentasian. R ) e B Z./ |



7)

- (9)

(10)

(11)

Selaiﬁ metode sebagaimana dirﬁakSud ‘pada ayat 3),

pengkaji teknis dapat menambahkan metode pengetesan‘
dan pengujian (testing and commlsszonmg)

Sistem pembuangan air kotor dan/ atau air limbah
sebagalmana dimaksud pada ayat (1)'hurvuf b méliéﬁti'

a. peralatan saniter dan instalasi saluran masuk (mlet)‘

~dan saluran keluar (outlet) |
b.  sistem jaringan pembuangan- air kotor dan/ataubair'
~ limbah; dan -

¢c.  sistem penampungan dan pengolahan air 'k.(:)tor

dan/ atau air limbah.
Sistem pembuangan air kotor dan/ atau air hmbah
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dlperlksa denganv "
metode: ; ' s
a. pengamatan visual terhadap kondisi dan kerusakan;
pemerlksaan kesesuaian kondlsl nyata }‘dengan:
rencana teknis dan gambar sesuai terbangun;"dani
c. pendokumentasian.
Selain metode sebagaimana diméksud ‘I:Jadav ayat ,'(6),,
pengkaji teknis dapat incnambahkan metodé pengetééan
dan pengujian (testihg and comrriissioriing) o

Sistem pembuangan kotoran dan sampah sebagaumana,

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a. saluran masuk (inlet) pembuangan kdtoran dan -
- sampabh; ‘ | : e |

b. penampungan sementara kotoran dan sampah
dalam persil; dan | | | -

c. pengolahan kotoran dan sampah Cialam pve‘rsil. 4

sistem pembuangan kotoraﬁ danisafinpah sébagaiména

dimaksud pada ayat (8) diperiksav dengan metode:

a. pengamatan visual terhadap kondisi dan kerusakan;

b. pemeriksaan kesesuaian kondisi nyata dengan
‘rencana teknis dan gambar sesuai terbangun; dan

c. pendokumentasian. | -

Selain metode sebagaimana dlmaksud pada ayat (9),

pengkajl teknis dapat menambahkan metode pengetesan

dan pengujian (testing and commzsszonzng)

Sistem penyaluran air hujan: sebagalmana dlmaksud

pada ayat (1) huruf d meliputi: o , (




‘a.  sistem penangkap air hUJan

b, sistem penyaluran air hujan, termasuk p1pa tegak.

dan dramase dalam persil; dan

C. sistem penampungan, pengolahan, ,;:‘per,e_s‘apan

dan/atau pembuangan air hujan.

(12) Sistem penyalurah air hujan ;sebagaimanafidimaksud

(2)

pada ayat (11) dxpemksa dengan metode:

a. pengamatan visual terhadap kondisi dan kerusakan

'b. pemeriksaan kesesuaian kondisi nyata dengan

rencana teknis dan Gambar Terbangun (as-buili
drawingé) ; dan |
c. pendokumentasian. _ _
Selain metode sebagaimana dimaksud pada‘aya:t‘"(12’),
pengkaji teknis dapat menamba_hkanmetodeCpengetesa'n

dan pengujian (testing and commis’sioning).v

- Pasal 211

‘Penggunaan bahan Bangunan ‘Gedung sebagairhana

dimaksud dalam Pasal 207 huruf d merupakan bahan
bangunan yang berbahaya bagi kesehatan manusia,
meliputi: ' |

a. kandungaﬁ bahan berbahaya/beracun;

b. efek silau dan paritulan' dan

c. efek peningkatan suhu .
Penggunaan bahan Bangunan “Gedung sebagalmana
dimaksud pada ayat (1) diperiksa dengan metode:

a. pengamat’an visual; dan |

b. pendokumentasian.

; Pasal 212
Pemeriksaan = pemenuhan persyaratan kenyamanan
Bangunan Gedung sebagaimanaﬁdimaksud dalam Pasal
201 ayat (9) huruf ¢ dilaksanakan untuk mengetahui

kondisi nyata tentang:

a. ruang gerak dalam Bangunan Gedung,

b. kondisi udara dalam ruang;

c.  pandangan dari dan ke dalam Bangunan Gédung;

dan ' . o ‘ f



s d kond131 getaran dan keblslngan dalam Bangunan”

‘(2)" 'Ruang gerak dalam Bangunan Gedung sebagalmana- |

Gedung

T dimaksud pada ayat (1) huruf a me11put1

@

Jumlah pengguna dan batas penghuman (occupancy) B
Bangunan Gedung, dan :

b kapas1tas dan tata letak perabot

Ruang gerak dalam Bangunan Gedung sebagalmana_ :

d1maksud pada ayat (2) d1per1ksa dengan metode L

a. pengamatan visual; e g
b. pemerlksaan kesesua1an kondlsl nyata dengan'" |

ke rencana teknis dan gambar sesual terbangun dan o

c. pendokumentas1an

Kondisi udara dalam ruang sebagalmana dlmaksud pada

B ayat (1) huruf b mehputl

a. temperatur dalam ruang, dan .

b - kelembapan dalam ruang

- Kondisi udara dalam ruang sebaga1mana d1rnaksud pada'

. ayat (4 ) diperiksa dengan metode

cai pengukuran menggunakan peralatan dan

b pendokumenta31an

9

Pandangan dalam Bangunan Gedung sebagaimana,

dimaksud pada. ayat ( ) huruf ¢ mehputl

a. 'pandangan dari dalam. setlap rua'n'g“ kék luar

’ bangunan dan :
b. ‘pandangan dan.luar bangunan ke daknn seﬁap
‘ruang. ' ‘

Pandangan dalam Bangunan Gedung sebagalmanaf‘

‘dimaksud pada ayat ( ) dlperlksa dengan metode :

a. pengamatan v1sual dan

b. pendokumenta51an

‘ "Kondlsl getaran dan keblsmgan dalam Bangunan Gedung'f .

sebagalmana dlmaksud pada ayat ( ) huruf d rnehputl

a. tlngkat getaran dalam Bangunan Gedung, dan -

b. tlngkat keb1smgan dalam Bangunan Gedung

Kond131 getaran dan keblslngan dalam Bangunan Gedung_

,sebagalmana sebaga1mana dlmaksud pada ayat (8)

diperiksa dengan metode:

a. pengukuran menggunakan peralatan dan i i Z‘



'b.  pendokumentasian.

B Pasa1213 L
Pemerlksaan pemenuhan persyaratan kemudéﬁa’nk i
Bangunan Gedung sebagalmana d1maksud dalam Pasal ey
201 ayat (5) huruf d d1laksanakan untuk mengetahulf
kondlsl nyata tentang : G B e |
a. fasilitas dan akses1b1htas hubungan ke dar1 dan d1

“dalam Bangunan Gedung, dan 5

b. kelengkapan prasarana E ‘,dankp ksaifan:a "darlarh

pemanfaatan Bangunan Gedung ’
Penyedlaan fasilitas dan akse31b111tas hubungan ke darl 8
dan di dalam Bangunan Gedung sebagalmana dlmaksud, '
pada ayat (1 ) huruf e a mehputl e SR
a. hubungan horlzontal antarruang/ antarbangunan ,
~dan :
‘b." hubungan vertlkal antarlantal déléiin Bangunan |
‘Gedung. | e 0

Sarana hubungan horlzontal antarruang/ antarbangunan‘

sebaga1mana dlmaksud pada ayat (2) huruf a dlperlksa e

dengan metode

La. pengukuran menggunakan peralatan o
~b. pengamatan Vlsual terhadap kondlsl dan kerusakan

S co pemerlksaan kesesuaian kondlsl nyata dengan] o

rencana teknis dan gambar sesua1 terbangun dan

d. pendokumenta51an

Selain rnetode sebagannana dlmaksud pada ayat (3),- L

pengkaji tekms dapat menambahkan metode pengetesan |

 dan pengujlan (testmg and commzsszonmg)

‘Sarana hubungan vert1kal antarlanta1 sebagalmana‘

_dlmaksud pada ayat (2) huruf b d1per1ksa dengan‘

metode:

a. pengukuran menggunakan peralatan
. pengamatan v1sua1 terhadap kondisi dan kerusakan R

c.’ pememksaan kesesualan kOl’ldlSl nyata dengan

rencana tekms dan gambar sesuai terbangun, dan

~d. . pendokumentasian.




(6

()

Selam metode sebagalmana dlmaksud pada ayat (5) -

| ‘pengkajl teknis dapat menambahkan metode pengetesan i

dan pengupan (testzng and commzsszonmg) v
Kelengkapan " prasarana : dan : sarana pemanfaatan'

Bangunan Gedung sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)

~hurufb dlperlksa dengan rnetode T ,
grg pengukuran menggunakan peralatan e
- b. pengamatan v1sua1 terhadap kond131 dan kerusakan

c. pemerlksaan kesesualan kond131 nyata dengan

rencana teknis dan gambar sesual terbangun dan
d. pendokumenta31an ‘ . :
Selam metode sebagalmana dlmaksud pada ayat (7 ),
pengkajl tekms dapat menambahkan metode pengetesan“ .

dan pengujlan (testmg and commzsszonmg)

Pasal 2 14

Pemerlksaan 51stem protek51 kebakaran keselamatan

dan’ kesehatan kerja = (K3), ,mstalam listrik, dan’
pengendahan dampak lmgkungan d1lakukan dengan

mehbatkan 1nstanS1 terkait.

k'Pernerlksaan sebagalmana d1maksud pada ayat (1)'

dilakukan melalui permohonan oleh Pemlhk Bangunan

Gedung kepada instansi berwenang terkalt

~ Dalam hal instansi berwenang terkalt tldak meresponr

permohonan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja
atau. tidak melaksanakan pemerlksaan dalam waktu 3

(tlga)k bulan sejak kdlterlmanya surat permohonan, '

~ pemeriksaan yang dllakukan oleh pelaksana o

p‘eme‘riksaan ~kelaikan fungsy Bangunan Gedung'

| dlanggap dlSCtUjul

\,Dalam hal terjadl perbedaan antara hasﬂ pemer1ksaan

yang dllakukan oleh instansi berwenang terkalt dengan

hasil pememksaan ' yang dllakukan oleh pelaksana
',pemerlksaan kelaikan fung31 Bangunan Gedung,vyangf

‘ d1gunakan yaltu hasﬂ pemer1ksaan yang d11akukan oleh

instansi berwenang terkalt :

o



(1)

(2)

@

Paragraf 4
Daftar Simak Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan

Gedung

Pasal 215
Daftar simak pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan
Gedung sebagaimana dimaksud dalarri Pasal 193 ayat (2)
huruf ¢ merupakan acuan bagi pengkaji tekni§ dalam-
melaksanakan tugas Pengkajian Teknis.
Daftar simak pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan-
Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: -
a. daftar simak pemeriksaan kelengkapan dokumen
Bangunan Gedung; dan | |
b. daftar simak pemeriksaan persyaratan teknis
Bangunan Gedung
Pemeriksaan kelengkapan dokumen Bangunan Gedung
sebagaimana dimaksud padé ayat (2) huruf a meliputi: |
a. dokumen administratif Bangunan Gedung; | ;
b. dokumen pelaksanaan kdnstruks{{’_ Bangunan
Gedung; dan C o
c. dokumen Pemeliharaan dan perawataﬁ, Bangunan
Gedung. | |
Pemeriksaan persyaratan teknis Banglinan Gedﬁ_ng '
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: |
a. pemenuhan ﬁersyarétan'tata bangunari;'dan o
b. pemenuhan persyaratah keandalaﬁ | Bangunan

Gedung.

- Paragraf 5

Laporan Hasil Kelaikan’Fungsi Bangunan‘G'edung |

Pasal 216
Laporan - hasil pemerikSaan kelaikan fungsi Bangunan
Gedung ,sebagaiména dimaksud dalamvPasél 193 ayét (2)
huruf d merupakan acuan bagi pengkaji teknis dalam
mendokumentasikan keseluruhan proses .pemeriksaan
kelaikan fungsi Bangunan Gedung yang telah dilakukan.
Laporan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan

Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:



®)

; ’data Bangunan Gedung,

- data pengkap teknls ERE ,
‘C.. hasil pemerlksaan kelengkapan dokumen '
d. ;hasﬂ pemenksaan kondisi Bangunan Gedung,

e. 'hasﬂ anahs1s dan evalua31 '

f kes1mpulan kela1kan fung51 Bangunan Gedung, dan R

g. Rekomendas1

‘Dalam hal kemmpulan kelalkan fung31 Bangunan

Gedung sebageumana dlmaksud pada ayat (2) huruf £

menyatakan ‘bahwa Bangunan Gedung Lalk Fung31,

' 'dlberlkan Surat Pernyataan Kelalkan Fung51 Bangunan

Gedung kepada pemlhk atau pengguna kBangunan

Gedung

| Rekomendas1 sebagaxmana dlmaksud pada ayat (2) huruf g

g dapat berupa: o :

a. ‘Rekomendam kelalkan fungs1 Bangunan Gedung, | _

b. Rekomenda51 pengajuan permohonan baru atvau‘:
' perubahan IMB; i i

c. k‘Rekomendam Pemehharaan dan perawatan rmgan

. atau

' d Rekomenda31 penyesuauan Bangunan Gedung dan‘

'pengajuan permohonan baru atau perubahan IMB.-

,Dalam hal pemerlksaan kelalkan fungsi Bangunan ,
' Gedung pasca bencana laporan hasﬂ pemerlksaan awal

 pemanfaatan sementara Bangunan Gedung sebagalmanaf

o dlmaksud dalam Pasal 199 ayat (1) huruf b pahng sed1k1t $1

penyelenggaraan pengkaji kteknis‘ meliputi: ,

memuat

a. data Banguna'nGedur‘lg’;

data pengkap teknis;

c. hasil pemenksaan kondisi Béhgiinén Gedung

: \terhadap aspek keselamatan

“d.  hasil analisis dan evaluasi;

€. kesnnpulan hasil pemerlksaari awal; dan

f.  Rekomendasi.

 Pasal217

Acuan - kelengkapan dVokumen,f dalam 'proses' .



@

(1)

a. ikontrak kerja konstruk31 pengkajl tekn1s§ :

sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 193 ayat (1);
b. kerangka acuan kerJa pengadaan pengkap tekms‘ o
sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 194 ayat (2)

huruf a sampa1 dengan huruf f

c.. bagan tata cara pelaksanaan tugas pengkajl tekms' ‘

. sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 196 Pasal 197
Pasal 198, Pasal’ 199, dan Pasal 200

d. daftar 51mak pemerlksaan kelalkan fung31 Bangunan '

Gedung sebagalmana dimaksud dalam Pasal 215‘
ayat (2 )huruf a dan huruf b dan , S e |
€. m‘kpanduan penggunaan peralatan non destrukt1f o :‘
- tertentu dalam pemerlksaan, kelalkan fungsr -
Bangun'm Gedung sebagaumana d1maksud dalam,
Pasal 192 ayat (7) huruff | | i ’ .
Acuan kelengkapan : dokurnen "dak;lam. proses
penyelenggaraan pengkap tekms sebagalmana dimaksud

pada ayat (1) tercantum dalam Lamplran v dar1'

' Peraturan Bupat1 ini.

» BAB VII "
KETENT UAN PENGAWASAN DAN PENERTIBAN i
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUN_G

Bagian Kesatu
Ui

- Pasal 218

Perangkat Daerah penyelenggara Bangunari Gedu'ng‘

. melakukan pengawasan penyelenggaraan Bangunan‘

Gedung sesual kewenangannya

Pengawasan penyelenggaraan ' 'Bangunan "VGedu'ng‘, :

‘ sebagalmana d1maksud pada ayat (1) dapat mehbatkank ‘

instansi terkalt lamnya

‘Dalam hal hasﬂ pengawasan sebaga1mana dlmaksud

: padra kayat , (1) menemukan bahwa ‘ penyelenggara

Bangunan = Gedung dllakukan ‘se,cara tidak  tertib

i



admlmstratlf dan tekms d11akukan upaya penertlbany'

‘ penyelenggaraan Bangunan Gedung

~Upaya penertlban penyelenggaraan Bangunan Gedung -

. sebagaimana dlmaksud pada ayat 3) dllakukan oleh

g Perangkat Daerah sesuai kewenangannya

Pengawasan dan penert1ban penyelenggaraan Bangunan ‘

‘Gedung dllakukan pada masa

: a pelaksanaan konstruk31 Bangunan Gedung, dan

IMB.

b, pemanfaatan Bangunan Gedung

i Baglan Kedua

i’Pengawasan dan Penert1ban Pada Masa Pelaksanaan E

' Konstruks1 Bangunan Gedung LT

Paragraf 1 -

Umum

o Pasal 219

Pengawasan dan penertlban pada masa pelaksanaan"

- konstruksi Bangunan Gedung sebagalmana dlmaksud[

dalam Pasal 218 ayat (5) huruf a dllakukan untuk'

menjamm pelaksanaan konstruk31 Bangunan Gedung

- dilakukan sesuai dengan IMB yang d1terb1tkan

'Pengawasan sebagalrnana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh  Penilik Bangunan‘ Gedung atas

penugasan dari Dlnas PUPR

- Dalam hal penerbltan IMB dllakukan di Kecamatan
'pengawasan pada masa pelaksanaan konstruk31 :

“Bangunan Gedung sebagalmana dlmaksud pada ayat (l)k

d1lakukan oleh petugas pengawasan atas penugavsan dan

Kecamatan.

‘ Pengawasan sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) dapat
’ dilakukan dengan mehbatkan 1nstan31 lam yang terkalt
;Penertlban ' sebaga1mana dlmaksud pada ayat (1)

’dllakukan oleh Dmas PUPR  dan/ atau Kecamatan

terhadap pelaksanaan konstruk81 Bangunan Gedung

yang t1dak mem1hk1 IMB dan/ atau tldak sesual dengan[ :



(2)

Penertiban oleh Dinas PUPR dan/atau Kecamatan
sebagaimana dimaksud padak ‘ayat (6) dilakukan
berdasarkan laporan hasil pengawasan pelaksanaan

konstruksi Bangunan Gedung. |

Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

dilakukan dengan melibatkan Perangkat Daerah sesuai

kewenangannya.

- Pasal 220 _
Pelaksanaan  konstruksi Barigunan : Gedung vharus
menerapkan prinsip-prinsip Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3). | ’
Selama pelaksanaan ‘konstruksi Banguhén : Gédung,
Pemilik Bangunan Gedung bertanggung jawab t'erh‘adap‘
keamanan dan keseiamatan Bangunan ' Geduﬁg dan
lingkungan. ’ ' : e

Pemilik  Bangunan = Gedung - harus menyediakan

prasarana umum sementara apabila terdapat prasarana

umum yang terganggu selama pelaksanaan konstmksi

- 'Bangunan Gedung.

Paragraf 2

Tata Cara Pengawasan Pada Masa Pelaksanaan Konstruksi

(2)

(4)

Bangunan Gedung

Pasal 221 . e
DPMPTSP menyusun daftar pelaksanaan konstruksi
Bangunan Gedung. | ‘

Daftar pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun

berdasarkan: »
a. informasi tertulis pelaksanaan -konstruksi dari

Pemilik Bangunan Gedung; dan/atau -

b. laporan masyarakat.

DPMPTSP menyampaikan daftar pelaksanaan konstruklsi'
Bahgunan. Gedung sebagaimana dimaksud padé ayat @)
kepada Dinas PUPR. v | |

Dinas PUPR melakukan penugasan kepada Penilik

Bangunan untuk melakukan pengawasan terhadap:



(6)

(7)

(2)

(4)

(5)

a. pelaksanaan . konstruksi  Bangunan Gedu‘rig'"

berdasarkan daftar sebagaimana dimaksud pada
ayat (3); dan B
b. pelaksanaan konstrUksi Banguhan»Gedung di luar
daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang
ditemukan di lapangan. o
Penilik Bangunan melakukan pehgaWasan terhadap
pelaksanaan konstruksi Bangunan‘ Gedung melalui
proses pemantauan dar evaluasi. - | | | L
Pemantauan dan evaluasi sebagaiméﬁa‘ dimaksud padva
ayat (5) dilakukan terhadap
a. ketersediaan deln kelengkapan dokumen IMB; dan
b. kesesuaian pelaksanaan 1_<onstruk31 dengan- -
dokumen IMB. l |

Penilik Bangunan melakukan penyﬁsuhan laporan hasil

pengawasan pelaksanaan konstruksi"Bangunan Gedung.

Laporan hasil pengawasan sebagairfiana'dimaksud pada

ayat (7) disampaikan kepada Dinas PUPR.

- Pasal 222
Kecamatan menyuéun daftar. pelaksanaan konstruksr
Bangunan Gedung yang penerbltan IMB -nya d1lakukan
di Kecamatan. ‘ ‘ '
Daftar pelaksanaan  konstruksi ’B:angunan Gédung
sebagaimana diméksud pada ayat (1) disusun
berdasavrkan Vinforrriasi “tertulis: peléksanaan konstruksi
dari Pemilik Bangunan Gedung' dan/ atau laporan
masyarakat. | L |
Kecamatan melakukan penugasan kepada petugas
pengeiwasan’ untuk melakukan pengawa‘san pelaksanaan
konstruksi Bangunan Gedung "bérdasarkan' ‘daftar.
sebagaimaﬁa dimaksud pada ayat (2):
Petugas pengaWasan rri'elakukan ' pengawasan
pelaksanaan konstruksi - Bangunan = Gedung melalui
proses pemantauan dan evaluasi. »
Pemantauan dan evaluasi sebageumana d1maksud pada
ayat (4) dilakukan terhadap kelengkapan dokumen IMB

dan kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan

dokumen IMB. x ’ /‘



(6) Petugas pengawasan melakukan penyusunan laporén ,

L fhasﬂ pengawasan pelaksanaan konstruk31 Bangunan
. Gedung ; L i

(7) Laporan has1l pengawasan Vsebaga1mana d1maksud pada

- ayat (6) dlsampalkan kepada Kecamatan

7 Paragraf 3 ,
: Tata Cara Penertlban Pada Pelaksanaan Konstruks1

Bangunan Gedung =

, Pasal 223

' Dalam hal hasil pengawasan menyatakan pelaksanaan e

konstruksi Bangunan Gedung dllakukan sesua1 dengan IMB,
pelaksanaan ;konsrtkruks1 , Bangunan : (chungk dapat,

- dilanjutkan.

| v Pasal 224 : o
, (1')' ’Dalam hal: hasﬂ pengawasan menyatakan pelaksanaan ', “
konstruksi- Bangunan Gedung dllakukan tanpa IMB, |
‘Dmas’ PUPR melakukan \ penghentlan  ' sementarav
E pelaksanaan konstruk51 Bangunan Gedung’.k s
(2) Penghéntiah | seméntéra‘ 7 beﬁlvaks’ar‘kiaan 'krk”konsjt‘fuksi
| Bangu’nan’ Gedung sébégaimaﬁé'dirﬁak'éud 'pa'da‘aya"t (1)
kdllakukan dengan menyampalkan surat pemberltahuan"
'penghentlan ~ sementara pelaksanaan konstruksi - ;
Bangunan Gedung kepada Permhk Bangunan Gedung'
dan menyegel sementara seluruh lokas1 pelaksanaan', ,
| 'konstruk31 Bangunan Gedung o S |
~(3)  Surat pemberltahuan X penghentlan . ’semer‘itara‘y"'
o pelaksanaan konstruk51 Bangunan Gedung sebagalmana :
'dlmaksud pada ayat (2) dltembuskan kepada DPMP’I‘SP
dan Satpol PP : P - |
- (4) } Pemilik Bangunan Gedung d1ber1kan waktu pahng lama
o 14 (empat belas) hari kalender sejak dlterbltkannya surat
J pemberltahuan untuk melakukan permohonan IMB
 kepada DPMPTSP. : R L e
-~ (5) Dalam hal Pemlhk Bangunan Gedung tldak melakukan'

ketcntuan sebagalmana dklmaksud pada ayat 4), Dlnas

.



1 ;'PUPR memberlkan perlntah Pembongkaran Bangunan;
4,Gedung ’ o e S

(6) Perlntah Pembongkaran Bangunan Gedung sebagalmanafi

d1maksud ~ pada ayat 5(5)'_, d11akukan dengan o

~menyampa1kan surat permtah Pembongkaran Bangunan _‘ ‘4
~ Gedung kepada Pemlhk Bangunan Gedung -
(7) Surat permtah Pembongkaran Bangunan Geduﬁg o
sebagalmana dlmaksud pada ayat "(‘,r)i,«vdltembUSka’nv
'kepada DPMPTSP dan Satpol PP. .i ' ;.
(8) Pemilik Bangunan Gedung d1ber1kan Waktu pahng lama
o 30 (tiga puluh) har1 kalender seJak dlterbltkannya surat
permtah untuk melakukan Pembongkaran Bangunan:
VGedung : Lt R e et B
(9)kaalam ‘hal Pémilik Bkan'gunan’ Gé"d’ur‘ig tldak “rynelakukéh"
| ’ketentuan sebaga1mana d1maksud pada ayat (8), Dmas
_PUPR dan/ atau Satpol PP melakukan Pembongkaran
: Bangunan Gedung ‘ ] T T , :
(10) Blaya Pembongkaran oleh Dlnas PUPR dan/ atau Satpol e
: PP sebagalmana dimaksud pada ayat - (9) dlbebankan'
kepada Pemilik Bangunan Gedung, kecuah bag1 pem1hk
'rumah tlnggal yang tidak mampu blaya Pembongkaran;
Bangunan Gedung dlbebankan kepada APBD ; _
’. (11) Dalam hal Pemlhk Bangunan Gedung tldak membayar o
i blaya Pembongkaran sebagalmana dlmaksud pada ayat‘,
4 (10), Dmas PUPR dan/atau Satpol PP melakukan i
penyegelan loka31 bekas Bangunan Gedung yang telah -
‘dibongkar. Lo B |
(12) Penyegelan ‘loka31 sebagalmana dlmaksud pada ayat (1 1)
| dicabut setelah Pemlhk Bangunan Gedung membayar

blaya Pembongkaran

/ Pasal 225
(1) Dalam hal hasﬂ pengawasan menyatakan pelaksanaan-» ‘
' konstruksi Bangunan Gedung dilakukan tldak ‘sesuai
, dengan IMB Dinas PUPR membenkan perlngatan tertuhs” '

- kepada Pemlhk Bangunan Gedung B
k(2) Permgatan tertulis sebagaimana dlmaksud pada ayat (1)

dllakukan dengan menyampalkan surat permgatan



@)

£  (5)

sebahyak- 3 (tiga) kah berturut turut masmg masmg
‘dalam tenggang waktu 7 (tujuh) har1 kalender |

Surat peringatan sebagaumana dlmaksud pada ayat (2)’i
| d1tembuskan kepada DPMPTSP dan Satpol PP.

Pemlhk Bangunan Gedung diberikan Waktu sebagaumanav |

dimaksud pada ayat (2) untuk melakukan

a. ,lperba1kan ‘ terhadap pelanggaran pelaksanaan;

' konstruk31 yang tidak sesuai IMB atau

b. permohonan IMB apablla secara admmlstratlf dan

kteknls memungkmkan

Dalam hal Pem1hk Bangunan Gedung t1dak melakukan .

PUPR melakukan pembatasan keg1atan pembangunan

Pembaytas‘an keglatan pembangunan sebagalmana‘ '

’dimaksud pada ~ayat : (5)7"” d1lakukan dengan

‘keglatan pembangunan kepada Permhk Bangunan

bGedung dan menyegel loka31 keglatan pembangunan

yang melanggar

Surat pemberltahuan "pembatasa‘nk keglatan

pembangunan sebagaumana d1maksud pada ayat (6) L

~ ditembuskan kepada DPMPTSP dan Satpol PP

(9)

(10)

14 (empat belas) hari kalender sejak d1terb1tkannya surat;k it

pemberltahuan untuk melakukan

a. . perbalkan' terhadap pelanggaran ' pelakéénaan'

- konstruksi yang tldak sesual IMB atau :

b kpermohonan IMB apablla secara admlmstratlf dan

teknis memungkmkan

Dalam hal Pemlhk Bangunan Gedung tldak melakukan

ketentuan sebagalmana dlmaksud pada ayat (8), Dlnasr‘ |

PUPR melakukan penghent1an sementara pembangunan

~dan pembekuan IMB.

Penghentian sementara pembangunan "dan" pembekuan

ketentuan sebagalmana dlmaksud pada ayat (4) Dmas o

‘menyampalkan surat pemberltahuan ' pembat”as‘ank

| Pemilik Bangunan Gedung dlberlkan waktu pahng lama‘f

IMB sebaga1mana d1maksud pada ayat (9)' dilakukan/

dengan : menyampa1kan ' surat : pemberltahuan

penghentian sementara pembangunan dan pembekuan

‘IMB kepada Pemlhk Bangunan Gedung serta menyegel ;

} N AR

N AN

s



‘e"/ -

(;1‘1)

‘sémehtaré seluruh lokasi pelaksanaan - kohstruksi.

Bangunan Gedung

-

Surat pembentahuan penghentlan  'sementara

vp‘emba’ngunan dan pembekuan IMB sebégéiman’ét

- dimaksud pada ayat (10) d1tembuskan kepada DPMPTSP’

12)

(13)

dan Satpol PP.

Pemﬂlk Bangunan Gedung dlberlkan Waktu palmg 1ama )
; 14 (empat belas) harl kalender sejak dlterbltkannya surat :
~ pemberltahuan untuk melakukan '

a. perbalkan' terhadap pelanggaran, Vpelaksan»ﬁaaﬁ

 konstruksi yang tldak sesual IMB atau ‘
b. permohonan IMB apablla secara admlmstratlf dan_'
 teknis memungklnkan |

Dalam hal Pemlhk Bangunan Gedung tldak melakukan' S

g"ketentuan sebaga1mana d1maksud pada ayat (12) D1nas' |

PUPR melakukan penghentlan ‘ tetap pembangunan |
pencabutan IMB dan permtah Pembongkaran o

Penghen‘aan tetap pembangunan dan ‘pencabutan IMB |

,'vsebagalmana d1maksud pada ayat (13) d11akukan dengan

- menyampaikan surat penghent;an,tetap, pembangunan, G

N pencabutari IMB dan ‘périntahf’ Pérﬁbongkaran képada

B Permhk Bangunan Gedung serta menyegel tetap seluruh

lokasi pelaksanaan konstruk31 Bangunan Gedung

Surat pemberltahuan penghentlan tetap pembangunan

; pencabutan .[}IMB,, ~ dan permtah Pembongkaran‘ |

::, sebagalmana dlmaksud pada ayat (1;4’) ’d1tembusykanf o
_ i’,‘kepada DPMPTSP dan Satpol PP ' |

- Pemilik Bangunan Gedung dlberlkan Waktu pahng lama
30 (t1ga puluh) harl kalender sejak dlterbltkannya surat
: perintah. untuk melakukan Pembongkaran Bangunan’ ‘
g : Gedung ‘ ey " :
(17

ketentuan sebagalmana dlmaksud pada ayat (16), Dmas e

Dalam hal Pem111k Bangunan Gedung tldak melakukan'

~ PUPR dan/ atau Satpol PP melakukan Pembongkaran’

- 18)

‘Bangunan Gedung

Blaya Pembongkaran yang dllakukan oleh Dmas PUPRk

“dan/ atau Satpol PP sebagalmana d1maksud pada ayat - |

(17) dlbebankan kepada Pemlhk Bangunan Gedung,

kecuah bagi pemﬂlk rumah t1nggal yang tldak mampu

i



~ biaya Pembongkaran Bangunan Gedung dlbebankanf

kepada APBD

(19)

(20)

Dalam hal Pem111k Bangunan Gedung tidak membayarf
blaya Pembongkaran sebagalmana dimaksud pad,akayat
(18), Dinas PUPR dan/atau Satpol PP melakukan
penyegelan IQ‘kvasi 4bekas Bangunan Gedung yang telah‘v‘
dibongkar. o A SRR e o

Penyegelan lokas1 sebagalmana dlmaksud pada ayat (19) ,

dicabut setelah Pemlhk Bangunan Gedung membayar ,

' pemanfaatan Bangunan Gedung dllakukan sesuai

)

tidak sesuai dengan SLF

blaya Pembongkaran

Baglan Ketlga ‘
Pengawasan dan Penert1ban Pada Masa Pemanfaatan e

¥ Bangunan Gedung

Paragraf 1 i

- Umum

s Pasal 226

Pengawasan dan penertlban pada masa pemanfaatan,-

v Bangunan Gedung sebagalmana d1maksud dalam Pasal |

218 ayat (5) huruf a dllakukan untuk menJarmn

dengan IMB dan SLF yang dlterbltkan N
Pengawasan sebagalmana d1maksud 'pada ayat k(l’) ‘

dilakukan oleh Penilik - Bangunan G_edung, atas

.penugasan dar1 Dlnas PUPR

~ Dalam hal penerbltan IMB d11akukan d1 Kecamatanv

pengawasan pada masa- pemanfaatan Bangunan Gedung .

4sebaga1mana d1maksud pada ayat (1) dllakukan oleh;

petugas pengawasan atas penugasan dar1 Kecamatan

,Pengawasan ‘scbagalmana dimaksud pada ayat (1 ) dapat '

dilakukan derigan'melibétkan instansi lain yaﬁg terkait.

Penertiban sebaga1mana dlmaksud pada ayat ,(1)

‘dilakukan oleh Dinas PUPR dan/ atau 'Kecamatan

terhadap ﬁemanfaatan Bangunan Gedung yang tidak

’memﬂlkl dan tldak sesual IMB serta tldak mem1hk1 dan



(6)

Penert1ban sebaga1mana : dlmaksud pada ayat (5)"‘ o
dllakukan dengan mehbatkan Perangkat Daerah sesuall"'

kewenangannya

Paragraf 2

Tata Cara Pengawasan Pada Masa Pemanfaatan Bangunan

)

Gedung

Pasal 227 / : .
Dinas PUPR menyusun daftar Bangunan Gedung yang
telah dlmanfaatkan sebagal obyek pengawasan pada~

masa pemanfaatan Bangunan Gedung

Daftar Bangunan Gedung sebagalmana dlmaksud pada ,

ayat (1 ) dlsusun berdasarkan

a. pertlmbangan D1nas PUPR dan / atau

b. laporan masyarakat terhadap 1nd1kas1 pelanggaran |
_ pemanfaatan Bangunan Gedung : S

D1nas PUPR melakukan penugasan kepada Pemhk

Bangunan untuk melakukan pengawasan pemanfaatanf :

: Bangunan Gedung berdasarkan daftar sebagalmanaf'

dlmaksud pada ayat (2)

: ‘Pemhk Bangunan melakukan pengawasan pemanfaatan‘ |
Bangunan Gedung melalul proscs pemantauan» dan

' evalua31

Pemantauan dan evalua31 sebagalmana d1maksud pada :

\ ayat (4) dllakukan terhadap

a. ketersedlaan dan kelengkapan dokumen IMB

b. kesesualan pemanfaatan Bangunan Gedung dengan

, dokumen IMB;

C. ketersedlaan dan kelengkapan dokumen SLF

"d.  kesesuaian pemanfaatan Bangunan Gedung dengan

‘ kdokumen SLF;

e batas Waktu berakh1rnya SLF

£ 'perbalkan Bangunan Gedung ‘sesuai batas waktu-k '

dalam Jamman tertuhs Pem111k Bangunan Gedung‘ ~
“saat penerbltan SLF Bangunan Gedung ek31st1ng,

| dan

8 pei’nanfaatan i]?Qaryigur’lan 'Gé‘d{ing‘ yang dilin dli'rigi

~ dan dilestarikan. = e /(



(@)

‘,(3)

Penilik Bangunan melakukan penyusunan laporan hasil-
pengawasan pemanfaa’can Bangunan Gedung
Laporan hasil pengawasan sebagaimana dlmaksud pada

ayat (6) disampaikan kepada Dinas PUPR.

, Pasal 228
Kecamatan menyusun daftar pemanfaatan Bangunan
Gedung yang penerbitan - IMB-nya dilakukan di
Kecamatan sebagai obyék pengawasan p'ada‘ masa
pemanfaatan Bangunan Gedung.
Daftar pemanfaatan’ Bangunan Gedung sebagalmana."
dimaksud pada ayat (1) disusun ber_dasarkan.
a. pertimbangan Kecamatan; dan/atau
b. laporan masyarakat terhadap indikasi pelariggarém
pemanfaatan Bangunan Gedung ,
Kecamatan melakukan penugasan kepada petugas ‘
pengawasan untuk melakukan pengawasan pemanfaatan
Bangunan Gedung berdasarkan daftar sebageumana
dimaksud pada ayat (2). '
Petugas pengaWasan _melakukan | pengawasan
pemanfaatan = Bangunan Gedung melalui proses
pemantauan dan evaluasi. . o 4
Pemantauan dan evaluasi sebagalmana dlmaksud pada
ayat (4) dilakukan terhadap '
a. ketersediaan dan kelengkapan dokumen IMB
b. kesesuaian pemanfaatan Bangunan Gedung dengan‘
dokumen IMB; - ‘ , »
ketersediaan dan kelengkapan dokumen SLF; |
kesesuaian pemanfaatan Bangunan Gedung dengan
dokumen SLF; dan
e.  batas waktu berakh1rnya SLF.
Petugas pengawasan melakukan penyusunan laporan
hasil pengawasan pemanfaatan Bangunan Gedung. .
Laporan hasil pengawasan sebagalmana dlmaksud pada

ayat (6) disampaikan kepada Kecamatan.



| Pasal 229 | A
(1) Pengawasan oleh instansi teknis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 226 ayat (4)  dilaksanakan sesuai
kewenangannya. | ’
' (2) Pengawasan oleh iflstansi teknis'sebagaimana~dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan terhadap: _
- a. kesesuaian. pefuntukan dén _intensitas Bangiman
Gedung; | ’ ' ‘ | ‘ ‘ 7
b. pemenuhan persyaratéh’ proteksi kebakaréﬂ;
c. pemenuhan pversyarata’n‘dampak lingkungan; dan
’d. pémenuhan persyaratar‘l, perlindungan  bagi
keselamatan pekerja dan/atau pengguha d’alam

Bangunan Gedung.

Paragraf 3

Tata Cara Penertiban Pada Pemanfaatan Bangunan Gedung

Pasal 230- : |
Dalam hal hasil pengawasan mevnyataka‘n pemanfaatan
Bangunan Gedung dilakukan sesuai dengan IMB dan VSLF,k"‘

maka pemanfaatan Bangunan Geduhgf dapat dilanjutkan. :

© Pasal 231 ; | o

(1) Dalam hal hasil pengawasan rnényatakan pemanfaatan
Bangunan Gedung dilakukan tanpa IMB, Dinas PUPR .
memberikan kperingatan ‘ tertU.lfs kepada Pemilik f
Bangunan Gedung. ‘ .

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimakéud pad.a‘ ayat '(.1)_
dilakukan dengan ‘menyampaikarn Surat‘ ‘peringatan
sebanyak 3 (tiga) kali bertﬁrﬁt—turut masing-masing
dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender. |

(3) Surat peringatan- sebagaimana dimaksud pada ayatr (2)
ditembuskan kepada DPMPTSP dan Satpol PP.

" (4) Pemilik Bangunan Gedung diberikan waktu sebagaimana
dimaksud pada ayaf (2) untuk melakukan permohonan o
IMB Bangunan Gedung eksiting.

(5) Dalam hal Pemilik Bangunan Gedung tldak melakukan>

ketentuan sebagaimana dimaksud padra ayat (4), Dmas‘

s



: PUPR melakukan penghentlan sementara pemanfaatan

(8)

(10)

(11)

(12)

Bangunan Gedung

Penghentian sementara pemanfaatan Bangunan Gedung ,
sebagalmana dlmaksud pada ayat (5) dllakukan dengan,,‘
menyampaikan surat pemberltahuan penghentlan |
sementara pemanfaatan Bangunan Gedu’ﬁg kepéida
Pemilik Bangunan Gedung dan men’yegelh""sementara
Bangunan Gedung. (I | L | |
Surat pemberifahuan - penghentian ",'ser'nentara
pemanfaatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) ditembﬁskan kepada DPMPTSP dan Satpol
PP, ~ )
Pemilik Bangunan Gedung diberikan waktu kpaling lama
30 (tiga puluh) hari kal'ender'sejak diterbitkannya surat
pemberitahuan untuk melakukan permohonan IMB
Bangunan Gedung eksiting. ; - :
Dalam hal Pemilik Bangunan Gedung tidak melakukan
ketentuan sebagaimana dimaksudv pada ayat (8),' Dinas
PUPR melakukan "penghentian tetap pyemanfaatan
Bangunan = Gedung dan perintah Perhbongkaran
Bangunan Gedung. : |
Penghentian tetap perhanfaatan Bangunan Gedung dan
perintah Pembongkaran Bangunan Gedung scbagaiména
dimaksud  pada ayat (9 ’d\ilakUkan' “dengan
menyémpaikan ‘surat penghentian tetap pemanfaatan
Bangunan Gedung dan perintah Pembongkaran
Bangunan Gedung kepada Pemilik Bangunan Gedung
serta menyegel tetap Bangunan‘{Ge‘durng. ’ |
Surat perriberita_huan ﬁcnghehtian tetap pémanfaatan
Bangunan Geduhg ‘dan perintah  Pembongkaran
Bangunan Geduhg sebagaimaha dimaksud pada ayat
(10) dltembuskan kepada DPMPTSP dan Satpol PP.

Pemlhk Bangunan Gedung dlberlkan waktu pahng lama

- 30 (tiga puluh) hari kalender sejak d1terb1tkannya surat»

- (13)

perintah untuk melakukan Pembongkaran Bangunan

Gedung. ‘ |
Dalam hal Pemilik Bangunan Gedqng tidak melakukan

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ,(’12)‘, Dinas

"



PUPR dan/ atau Satpol PP melakukan Pembongkaran
Bangunan Gedung : ' L l
(14) B1aya Pembongkaran yang dllakukan oleh D1nas PUPR"—.
dan/atau Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat"’ |
(13) dibebankan kepada Pemilik Bangunan Gedung,
kecuali bagi pemilik rumah tinggalvyang tidak mampﬁr '
blaya Pembongkaran Bangunan Gedung dlbebankanf
kepada APBD. |
" (15) Dalam hal Pemllik Bangunan Gedung tidak memba»ya'rf
| biaya Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(14), Dinas PUPR dan/atau Satpol PP mellakuk‘a'n'._g
penyegelan lokasi bekas Bangunan Gedung yang telahff':'i?
dibongkar. |
(16) Penyegelan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayét (71 5)
dicabut setelah Pemilik Bangunan Gedung membayar:f‘

biaya Pembongkaran

Pasal 232 7

(1) Dalam hal hasil pengawasan mehyatakan pemanfaataﬁ

- Bangunan Gedung dilakukah ’tidvak sesuai déngan IMB,
Dinas PUPR memberikan pveri‘nrgatan tertulis kepada
Pemilik Bangunan Gedung o

(2) Peringatan’ tertuhs sebagaimana dimaksud pada ayat (1)1 Tv
dilakukan dengan menyampaikan surat per1ngatan‘7'~
sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing
dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender.

(3) Surat‘perikngatan sebagaimana dimaksud ‘pada ayat (2') 7'
ditembuskan kepada DPMPTSP dan Satpol PP. |

(4) Pemilik Bangunan Gedung diberikan waktu sebagaimana -
dimaksud pada ayat (2) untuk melakukan: _ | _
a. perbaikan Bangurian Gedung sesuai IMB; atau o .
b. permohonan IMB Bangunan Gedung eksiting

apabila seéara administratif  dan  teknis :
, memungkinkan. »

(5) Dalam hal Pemilik Bangunan Gedung tidak melakukani
ketentuan sebagalmana d1maksud pada ayat (4), Dinas
PUPR melakukan penghentian sementara pemanféatan

%

Bangunan Gedung.



(6)

Penghentian sementara pemarifaa’tan Bangunan Gedung -

. sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan

(7)

menyampaikén surat pemberitahuan  penghentian
sementara pemanfaatan Bangunan Gedung kepada |
Pemilik Bangunan Gedung dan menyegel sementara’
Bangunan Gedung

Surat pemberltahuan . p"enghentian'_?v semen't‘ara

- pemanfaatan Bangunan Gedung sebaga1mana d1maksud'

©)

(10)

(11)

- (13)

pada ayat (6) ditembuskan kepada DPMP’I‘SP dan Satpol
Pemilik Banguhan Gedungv dkiberika.m’ waktu vpalingk"lrébr'n‘a
30 (tiga puluh) hari kalender sejak d1terb1tkannya surat ‘
pemberitahuan untuk melakukan L
a. perbalkan Bangunan Gedung sesuai IMB atau
b. permohonan IMB Bangunan Gedung ek31tingrf
apabila secara  administratif dan teknis
memungklnkan | - G
Dalam hal Pemxhk Bangunan Gedung tldak melakukan-‘
ketentuan sebaga1mana d1maksud pada ayat (8), Dinas
PUPR melakukan penghentlan tetap. .zpemanfaat’an‘ <
Bangunan Gedung dan perintah . P{émbongkaranl
Bangunan Gedung - | o
Penghentlan tetap pemanfaatan Bangunan Gedung dan -
permtah pembongkatan Bangunan Gedung sebaga1mana"
dimaksud = pada  ayat (9) dilakukan dengan
menyampalkan surat penghentlan tetap pemanfaatan
Bangunan- Gedung dan permtah Pembongkaran
Bangunan Gedung kepada Pemilik Bangunan Gedung.
serta menyegel tetap Bangunan Gedung |
Surat pemberltahuan penghentlan tetap pemanfaatan
Bangunan rGedung dan perlntah Pembongkaran‘
Bangunan Gedung sebagalmana dimaksud pada ayat
(10) dltembuskan kepada DPMPTSP dan Satpol PP. ’
Pemilik Bangunan Gedung diberikan waktu paling lama
30 (tiga puluh) hari kalender sejak dlterbltkannya surat
perintah untuk melakukan Pembongkaran Bangunan
Gedung. ‘
Daiam hal,yl';’emilik Bangunan Gedung tidak melakukan. |

! f .
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (12), Dinas



(14)

(15)

(16)

PUPR dan/ atau Satpol PP melakukan Pembongkaran
Bangunan Gedung _ S
Biaya Pembongkaran yang dllakukan oleh Dinas PUPR

dan/atau Satpol PP sebagalmana dimaksud pada ayat_ .

(13) dibebankan kepada Pemilik Bangunan Gedung,

kecuali bagi pemilik rumah tlnggal yang tidak mampu’
biaya Pembongkaran Bangunan Gedung dibebankan
kepada APBD. | |

Dalam hal Pemilik Barigunari Gedungk tidak memba&ar .
biaya Pembongkaran ABangunan Gedung sebagaiinana

dimaksud pada ayat (14), Dinas PUPR dan/ atau Satpol

PP melakukan penyegelan lokasi bekas Bangunan

Gedung yang telah dibongkar A
Penyegelan lokasi sebagaimana dlmaksud pada ayat (15)
dicabut setelah Pernlhk Bangunan Gedung membayar

biaya Pembongkaran.

Pasal 233 | A
Dalam hal hasil pengawasan menyatakan pemanfaatan :
Bangunan Gedung dilakukan tanpa SLF, Dinas PUPR
memberikan  peringatan  tertulis kepada  Pemilik
Bangunan Gedung. | .
Peringatan tertulis sebagairﬁana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan menyampaikan surat peringatan

sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut masmg—masmg

dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender

Surat peringatan sebagaimana dlmaksud pada ayat: (2)
ditembuskan kepada DPMPTSP dan Satpol PP.

Pemilik Bangunan Gedung diberikan waktu Sébagaimana
dimaksud pada ayat (2) uﬁtuk'melakukén vp’errriohc)nan_
SLF Bangunan Gedung eksisting. |

Dalam hal Pemilik Bangunan Gedung tidak melakukan

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas

PUPR melakukan penghentian sementara pemanfaatan
Bangunan Gedung. | ' L
Penghentian sementara pemanfaatan Bangunan Gedung“_‘f
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan
menyémpaikan surat pemberitahuan penghentian

sementara pemanfaatan = Bangunan Gedung kepada

f



- Pemilik Bangunan Gedung dan menyegel sementara.’,'

(@)
f ‘ vpemanfaatan Bangunan Gedung sebagalmana dlmaksud o

‘ pada ayat (6) ‘dltembuskan kcpada DPMPTSP’danASathll' '

Bangunan Gedung

Surat pemberltahuan penghent1an 0 sementara?",‘f«

PP.

K 1‘0) |

Pemlhk Bangunan Gedung d1ber1kan Waktu pahng lama |

 30 (tiga puluh) hari kalender sejak d1terb1tkannya surat

vpembentahuan | untuk melakukan permohonan SLF"

Bangunan Gedung eksmng

Dalam. hal Permhk Bangunan Gedung tldak melakukan

ketentuan sebagalmana d1maksud pada ayat (8), Dlnas] o

PUPR melakukan pengh;:ntlan‘ ‘;etap, , pemanfgatanf
Bangunan Gedung | Sl L ' i

Penghentian tetap pemanfaatan Bangunan Gedung

‘ ysebagalmana d1maksud pada ayat 9) dilakukan dengan”

;menyampalkan surat penghentlan tetap pemanfaatan ‘

Bangunan Gedung kepada Pem1hk Bangunan Gedung«

 serta menyegel tetap Bangunan Gedung.

(11)

Surat pembentahuan penghentlan tetap pemanfaatanw

‘Bangunan Gedung sebagalmana dimaksud pada ayatv

(10 dltembuskan kepada DPMPTSP dan Satpol PP.

12)

Penyegelan 4 tetap Bangunan Gedung . sebagalmana

dimaksud pada ayat (10) dicabut setelah Pemlhk

Bangunan Gedung melakukan‘ permohonan SLF

Bangunan Gedung eks1st1ng

~ Pasal 234 i~
Dalam hal has11 pengawasan menyatakan pemanfaatan‘
Bangunan Gedung dllakukan tldak sesua1 dengan SLF,

Dinas PUPR ‘memberikan permgatan tertuhs kepada;f

‘Pemilik Bangunan Gedung »
- Peringatan tertulis sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan menyampalkan urat permgatan :

sebanyak 3 (tiga) kah berturut turut masmg masmg

 dalam tenggang waktu 7 (tuJuh) har1 kalender

(3)

‘ dltembuskan kepada DPMPTSP dan Satpol PP

Surat permgatan sebagalmana d1maksud pada ayat (2)'

P '



(5)

(7)

(8)

(10)

(11)

Pemilik Bangunan ’Gedu’ng diberikan'Wéktu sebagaiména

dimaksud pada ayat (2) untuk melakukan:

a. penyesuauan pemanfaatan dengan SLF yang d1m111k1

atau : , - :
b. .permo_honari SLF Bangunan Gedﬁng ekéiéting.
Dalam hal Pemilik Banghnan Gedung tidak melakukan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat'(4), Dinas
PUPR mélakukan"perighentian sementara pemanfaatan
Bangunan Gedung dan’ pembekuan SLF‘ ‘ o
Penghentian sementara pemanfaatan Bangunan Gedung
dan pembekuan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat
5) dilakukan deng'an‘k menyampaikan surat |
pemberitahuan pénghentian semenft'ara pemanfaatan
Bangunan Gedung dan'perribekuan SLF kepada Pémilik
Bangunaﬁ Gedung ’serta‘ menyegel sementara Bangunan
Gedung. | 7 |
Surat  pemberitahuan = penghentian - sementara
pemanféatan B_arigunan vGedvung danvbper'nbekuan SLF"'

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditembuskan

kepada DPMPTSP dan Satpol PP.

Pemilik Bangunan Gedung diberikan waktu paling lama
30 (tiga puluh) hari kalender sejak dif.erbitkarinya surat
pemberitahuan Uﬁtuk melakﬁkan: | 7

a. penyes‘uaianfpemanfaatan dengan SLF yang dimiliki;

atau

b. permohonan SLF Bangunan Gedung eks1st1ng

Dalam hal Pemilik Bangunan Gedung tidak - melakukan
ketentuan sebagalmana dimaksud pada ayat (8), Dlnas

PUPR melakukan penghentlan tetap pemanfaatan

iBamgunan Gedung ¢ dan pencabutan SLF

Penghentian tetap pemanfaatan Bangunan Gedung dan

'pencabutan SLF sebagalmana dimaksud pada ayat (9)

dilakukan dengan me’nyampaikan surat penghentian

tetap pemanfaatan Bangunan Gedung dan pencabutan

"SLF‘ kepada Pemilik Bangunan Gedung serta menyegel -

tetap Bangunan Gedung. |
Surat pemberitahuan penghentian tetap pemanfaatan

Bangunan Gedung dan pencabutan SLF sébagaimana |

e



: ‘f‘dlmaksud pada ayat 10) dltembuskan kepada DPMPTSP

(12)

dan Satpol PP

Penyegelan tetap Bangunan Gedung“”é’ébagaimana

,d1maksud pada _ ayat (10) dlcabut setelah Pemlhkv?

"?Bangunan’ Gedung melakukan permohonan "',SLF_

f kBangunan Gedung ek31st1ng

> Pasal 235

_Acuan kelengkapan dokumen dalam proses pengawasan , :

\ ,,'dan penertlban penyelenggaraan : Bangunan Gedung :

: mehputl

a. = daftar dan laporan pengawasan penyelenggaraan
: j,"fBangunan Gedung sebagalmana dlmaksud dalam
! Pasal 221 ayat (1) dan ayat (7) serta Pasal 227 ayat .
(1 )dan ayat (6) ’ e
b. ‘;surat surat dalam ‘proses pehgawasan dan
| 't‘penertlban pada rriasa pelaksanaan konstruksy‘
”Bangunan Gedung sebagaumana d1maksud dalam‘,‘
. 'Pasal 224 ayat (2) dan ayat (6) serta Pasal 225 ayat B
(2), ayat (6), ayat (10), dan ayat(14) | -
c. ~,surat surat dalam ‘proses pengéwasan'; dan
pen’e‘rtiban 'pada': ‘masa ’pelaksahaank’ konstruksi
Bangunan Geduhg sebag’airhana"dimékSud dalar:n’
~Paéél 231 aya't:2 ‘ayat (6) dan ayat (10) Pésal‘:232 L
ayat“;.y (2), ayat (6), dan ayat (10) Pasal 233 'ayat (2);,/'
, ay'étt"(6) dan ayat (10) sertayPasa_l 234 ayat (2),'ayat‘v
(6), dan ayat(lO) dan. | (T
d. bagan tata cara pengawasan dan penertlban:
j‘fpenyelenggaraan Bangunan Gedung sebagalmana‘
d1maksud dalam Pasal 223 sampal dengan Pasal' .
' 225 dan Pasal 227 sampal dengan Pasal 234

Acuan kelengkapan dokumen dalam proses pengawasan' :

'v“dan penertlban penyelenggaraan Bangunan Gedung

. sebaga1mana dimaksud pada ayat (1) terc_antum dalam

Lampiran V dari Peraturan Bupati ini. S

’



(3)

BAB VI
PENILIK BANGUNAN

e Baglan Kesatu s

Umum o

. , Pasal 236 | ,
Pemhk Bangunan d1tetapkan oleh Kepala D1nas PUPR

: Pemhk Bangunan sebagalmana dimaksud pada ayat (1);
-rnermhkl status kepegawalan sebagal Aparatur Slpll .

‘ Negara

Aparatur Slpll Negara sebageumana dlmaksud pada ayat ',

‘ '(2) mehputl

. ;a:. pegawa1 negen s1p11 dan/ atau

)

‘ *;b pegawau pemermtah dengan perjan_]lan kerja T o

Baglan Kedua

Tugas dan Fung31 Pemhk Bangunan e

Pasal 287

-Pemhk Bangunan : mem1hk1 rtu'gas‘ f memasukan'

' ,k‘penyelenggaraan Bangunan Gedung yang d11aksanakan‘

' koleh penyelenggara Bangunan Gedung sesuai dengan

fketentuan peraturan perundang undangan

Tugas ‘ sebagalmana , dlmaksud ; pada ,ayat[“fk(yly)

d11aksanakan pada masa:

a. konstruk31 dan >

: b pemanfaatan

Dalam melaksanakan tugas sebagalmana d1maksud pada o

' _ayat (1) Pemhk Bangunan menyelenggarakan fungs1

a. ‘pemantauan : terhadap pelak’sanaakn aturan.

’Bangunan Gedung yang B dilakﬁkan oleh

penyelenggara Bangunan Gedung,

. b. pemerlksaan, terhadap : pelaksanaan g atUraﬁ

' Banguhan Gedungt" ;Yang . ,dllakukanb ~oleh S

L ,pen‘fyeleng’gara Bangu’nari Gedung;k dan

C. “evaluas1 terhadap pelaksanaan aturan Bangunan

Gedung yang dllakukan koleh penyelenggara

Bangunan Gedung.



Baglan Ketlga

 Tata Kelola Pemhk Bangunan ,

| Paragraf 1

: Pelaksana Pengelolaan Pemhk Bangunan = |

Pasal 238

. 'Kepala Dmas PUPR bertmdak sebagal penanggung Jawab :
| -pelaksana pengelolaan Pemhk Bangunan ‘ , |
»Kepala Dinas sebagalmana d1maksud pada ayat (1)'- o k
;‘menugaskan unit. kerja di bawahnya sebagal pelaksanaﬂkf
; pengelolaan Penlhk Bangunan ‘ S
: Pelaksana pengelolaan Pemhk Bangunan sebaga1manai

‘dlmaksud:,pada ayat (2‘)4ﬂm‘erupakanx unit yang memiliki

tugas

a. "mengelola operasmnal Penilik- Bangunan

| kb.', : memfa3111ta31 pelaksanaan tugas Penlhk‘Bangunan;

o ‘V'merhfasilirtasi" pembinaan  terhadap . Penilik

’ Bangunan

d. mengelola pernblayaan Pemhk Bangunan dan

€. ~'melakukan ’ pengawasan terhadap klnerja;

. pelaksanaan tugas Pemhk Bangunan

| Pasal 239

'Pengelolaan operas1ona1 Pemhk Bangunan sebagalmana,

dlmaksud dalam Pasal 238 ayat (3)‘ huruf a paling sedikit

mehput1

Cas mengldentlﬁka31 pengelompokan Bangunan Gedung,’ v
b, menentukan obJek sasaran pemhkan bangunan

;ycf 'mgnylapkan surat penugasan anggota Pemhk :

| "‘Bangunan _ |
d. 'menerlma A dan memndaklanjutl laporan has11.

Vpelaksanaan tugas Penilik Bangunan dan

o e menyiapkan tata surat menyurat dan adm1n1stras1
2) Penentuan objek  sasaran pemhkan bangunan,

‘k‘Sebaga1mana dlmaksud pada ayat (1) huruf b d1tetapkan S

berdasarkan ketentuan

7



(3)

(4)

(2)

a. laporan indikasi pelanggaran yang ditemukan oleh

Péniiik Bangurian; | |
b. indikasi pelanggaran yang diterima melalui

pengaduan masyarakat

- c. Jumlah objek ' sasaran penilikan bangunan pada

masa konstruksi pahng sed1k1t 40 (empat puluh)k
Bangunan Gedung per tahun bag1 setlap Pemhk
Bangunan dan R ‘

d. | jumlah objek sasaran pemhkan bangunan pada
masa pemanfaatan paling sed1k1t 10 (sepuluh)
Bangunan Gedung ,péf tahun bagi setiap Penilik |
Bangu’nan.’ ; ‘ | 7l :

Untuk pemenuhan- jumlah Objek 'sésaran penilikan

Bangunan Gedung pada masa konstruksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) hufuf C, pelaksana pengelolaan

Penilik Bangunan harus meminté data penerbitan IMB

termasuk j‘adwal.‘?i pélaksanaahvv‘k_orivstruksi ‘bBa‘lngunan-' |

Gedung dari DPMPTSP. |

Tata éurat-menyurat dan adhﬁnistrasi sebagaimana

dimaksud pada ayét (1) hurﬁf € meliputi semua dokumen

yang dihasilkan dalam V"peiaksanaan Vtugés Penilik

Bangunan.

. Paragraf 2

Persyaratan Penilik Bangunan

Pasal 240

Persyaratan Penilik Bangunan dar1 unsur pegawai negerr

sipil mehputl

a. pejabat fungsional ‘iteknik tata ’bangunan dan

perumahan minimal tingkat ahli muda;

b. memiliki pendidikan paling rendah sarjana (S1)

bidang teknik terkait Bangunan Gedung; dan

c. memiliki masa kerja sebagai pejabat fungsional
teknik"tata bahgunan dan pefumahan ahli paling
sedikit 2 (dua) tahun.

Persyaratan = Penilik Bangunan dar1 unsur Pegawai

7

Pemerintah dengan Perjanjlan Kerja mehputi:



a 1mem1hk1 sert1f1kat kompeten51 kerJa kual1ﬁka31 ahli
' 'madya dan utama dalam : bldang ars1tektur "

konstruks1 geotekmk dan struktur mekamkal

felektrlkal tata ruang 1uar dan/ atau Pemehharaan-' Do

,dan perawatan Bangunan Gedung, dan :

b, ; kmermhkl pendldlkan pahng rendah sarjana (S 1) dan .
_:“c. ‘ .memlhkl pengalaman pahng sedlklt 3 (tlga) tahunf
_dalam' melakukan ’ Pemehharaan perawatan

»r'f,pengoperaman dan/ atau pengawasan konstruksi

' :’Bangunan Gedung s

Baglan Keempat ‘ o o

o Tata Cara Penugasan dan Pelaksanaan Tugas Pemhk Bangunan

Paragraf 1

| Tata Cara Penugasan Penlllk Bangunan

| et Pasal 241 ;

(1) .,'T'ata : icara‘ pénugasan Pen111k Bangunan diatur
bérdasarkah' "tugas Pemhk Bangunan sebagaimana
dlmaksud dalam Pasal 240 ayat (1)"' melalu1 surat
penugasan Kepala Dinas PUPR | : ;

(2) "Surat penugasan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)

: ‘mencantumkan i | :
a. ob_]ek sasaran pen1hkan bangunan dan
b, - “jangka waktu penugasan. ‘ ,

(3) Tata cara penugasan sebagalmana dlmaksud pada ayat

(1 )terd1r1 atas: G '
a. penugasan pada masa konstruks1 dan

b. ,pcnugasan pada masay_pemanfaatan.

Paragraf 2 ,
Tata Cara Pelaksanaan Tugas Pemhk Bangunan pada Masa

Konstruks1 3

Pasal 242

[(1)k Tata Cara pelaksanaan tugas Pemhk Bangunan padaf

/(

‘masa konstruk31 mehputl '



a. Pemhk Bangunan menerlma surat penugasan dari.

(4)

d. elevasi struktur.

| Kepala Dinas PUPR

b.  Penilik Bangunan - melakukan pérriantauar’ri,r

pemeriksaan dan evaluasi Bangunan Gedung sesuar

dengan penugasan

-c.  Penilik Bangunan~ menyusun lapbran hasil

pemantauan pemerlksaan dan evaluasi Bangunan

_ Gedung; dan

d. Penilik Bangunan menyefahkén laporan kepada

pengelola Penilik Bangunan déngan tembusan
kepada pelaksana konstruksi.‘

Pemantaﬁan, pemeriksaan dan  evaluasi Bangunan

Gedung sebagalmana dlmaksud pada ayat (1), huruf‘:b_’ |

dilaksanakan terhadap ‘ :

a. kesesuaian dengan_perSyératan teknis dan Standar
Nasional IndoneSia; |

b. kesesuaian’pelaksanaan'pekerjaan dengan dokﬁmen
IMB; : Ll

c. pemenuhan prosedur dan tata cara’ pelaksanaan
pekerjaan; dan |

d. pemenuhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Pemhk Bangunan dalam memantau, memerlksa, dan

mengevaluasi pelaksanaan Bangunan Gedungv
sebagaimana Vdimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus
menggunakan peralatanf | T

a. déftar simak; _

b. alat ukur; dan/ atau

c. alat dokumenta31

Penilik Bangunan dalam memantau, memerlksa, dan
mengevaluasi pelaksanaan Bangunan ; Gedung
sebagaimana dimakSud’pada ayat (2) paling sedikit harus
memastikan kesesuaian terhadap spesifikasi persyaratan‘
teknls dan dokumen teknis Izin Mendirikan Bangunan
terhadap: '

a. - persyaratan K3;

 b. tata letak sumbu;

c.  kelurusan horizontal dan vertikal; dan |



5) |

Kelurusan horizontal dan vertikéi 'Sebagéimaha dimaksud

G pada'i" ayat (4) huruf _c’ dapé;t dikecualikan untuk

Bangunan Gedung 'dengan k'on"sep‘ aféitektur tertentu,

S sepert1 konsep dekonstruksi.

-

Laporan hasil pemantauan, pernerlksaan dan evaluasi
sebagalmana, dimaksud  pada ayat (1 )~ huruf c paling

sedikit memuat:

~a. hasil temuan ketidaksesuaian pekerjaan;

(1)

b. hasil pengukuran; dan

c.  foto yang diambil pada saat kunjungan di loka51

pekerJ aan.

Paragraf 3.
Tata Cara Pelakéanaan'Tugas Penilik Bangunan

pada »Masa Pemanfaatah Bangunan Gedung

, Pasal 243 g ,
Tata cara pelaksanaan tugas Penilik Bangurian ~p’ada

masa pemanfaatan me11put1

~a. Penilik Bangunan menerima surat penugasan dari

Kepala Dinas PUPR

b. . Penilik Bangunan melaklikan pémantauan,

pemeriksaan dan evaluasi Bangunan Gedung s‘eskuai
dengan penugasan; | |

c. Penilik Bangunan menyusun laporan = hasil
pemantauan, pemeriksaaﬁ '4 dan evaluasi Bangunan
Gedung; dan | |

d. Penilik Bangunan menyerahkan laporan kepada
Pengelola Pehilik‘_ Banguﬁan' dengan_ tembusan
kepada pefnilik dah/ataﬁ'f' perigguna kBangur’lan ,
Gedung. | '

Pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi Bangunan

Gedung sebagalmana d1maksud pada ayat (1) huruf b

dilaksanakan terhadap:

a. kewajiban Pemilik Bangunan Gedung dalam

| Pemeliharaan, perawatan, dan pengoperasian
Bangunan  Gedung untuk mempertahankan
persyaratan keandalan Bangunan Gedung, B

b. ‘,pemerlksaan berkala Bangunan Gedung, dan



(3)

c. proses SLF.

Penilik Bangunan dalam 'mémantau, menﬁeriksa,, dan
mengevaluasi pemahfaatan‘ Bangunan‘ - Gedung
sebagaimana  dimaksud pada ayat’ "’(2’) dapat:
menggunakan peralatan: ; o o
a. daftar simak;

b. alat ukur; dan/ atau

¢, o alat dokumeritasi

(4)

(1)

(2)

Laporan hasil pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ memuat:
a. hasil temuan ketidaksesuaian = pemanfaatan

Bangunan Gedun‘g;’

~b. hasil pengukuran; dan/ atau

c. foto yang diambil pada saat vk’unjungan di lokasi

Bangunan Gedung.

Pasal 244 7

Acuan kelengkapan ‘doklj,l'rnen / dyalanﬁi proses

penyelenggaraan Penilik Baﬁgunan mélipiiti: '

a. tata cara periugaSan‘ dén' contobh surat penu'gasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241; -

b. bagan alir tata cara pelaksanaan tugas Penilik

| Bangunan sebagaimana' dimaksud dalam Pasal 242;

c. cbntoh daftar simak pemantauan, pemeriksaan, dan
“evaluasi sebagai instrumen survei pada ‘masa
konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 |
) aiy_at (3) huruf a; - | S

d. bagan alir tata cara pelaksanaan tugas Penilik
Bangunan .pada‘ masa pemanfaatan ,sebagaimvana
dimaksud dalam Pasal 243; dan |

e. daftar simak pémantauan, pemeriksﬁah, dan
vevaluasi sebagaik instrumen survei pada masa
pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
243.ayat (3) huruf a. ‘ «

Acuan  kelengkapan dokumen dalam  proses

penyelenggaraan  Penilik = Bangunan | s'ebagaimaria‘

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI

14

dari Peraturan Bupati ini.



(2)

(3)

@

®)

' BABIX

KETENTUAN PENYELENGGARAAN PEMBONGKARAN

BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu

Umum

' Pasal 245

Setiap Orang yang akan melakukan kegiétan

membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian
Bangunan = Gedung, komponen, bahan bangunan,

dan/atau prasarana dan sarananya harus mendapatkan’

 surat persetujuan atau surat penetapan dari Dmas'
~ PUPR. ‘

Pembongkaran Bangunan Gedung dllakukan atas:

a. kelngman Pemilik Bangunan Gedung; atau’

b. perintah Pembongkaran dari kepala Dinas PUPR.
Pembongkaran Bangunan Gedung atas ke1ng1nan pem111k

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan

| antara lain térhadap:

a. Bahgunan Gedung yang‘ tempat kedudukannya

dimaksudkan untuk pembangunan Gedung baru;

“b. Bangunan Gedung yang tempat kedudukannya

dimaksudkan '_untuk kegiatan lainnya selain
pembangunan Gedung baru; | ' .
c. Bangunan Gedung yang dilakukan perubahan fisik
bangunan akibat perubahan fungsi atau
pengurangan luas.

Pembongkaran Banguhan Gedung atas 'perintah'

A Pe_mbohgkaran dari kepala Dinas PUPR sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b bdapat dilakukan-
terhadap ' ' . |
a. Bangunan Gedung yang tldak Laik Fung51 dan tldak '
dapat d1perba1k1 ;
'b. Bangunan ,Gedung yang pemanfaatannya dé.pat =
menimbulkén bahaya bagi pengguna,‘ maSyarakat,

~ dan lingkungannya; dan/atau

‘c. Bangunan Gedung yang tidak memiliki IMB.

Pemilik Bangunan Gedung yang ingin melakukan

- Pembongkaran Bangunan Gedung harus mengajukan

7



(7).

_ Bangunan Gedung atas kemgman pem111k harus‘

,‘ s'lirat" :pémberi‘tahuan Pembbngkaran ke'p‘ada 'kepala S
'Dlnas PUPR serta memenuh1 persyaratan adm1n1strat1f 5

‘dan persyaratan teknis.

Pembongkaran Bangunan Gedung atas kemgman pem1l1k
sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) huruf a harus

memperoleh surat persetujuan Pembongkaran dar1 -
kepala Dinas PUPR '

Dalam hal bangunan rumah tinggal, Pembongkaran

memperoleh surat penetapan Pembongkaran dar1 kepala

|  Dinas PUPR

Pembongkaran Bangunan Gedung _atas periritah'

» Pembongkaran dar1 kepala D1nas PUPR sebagalmana
: ’dlmaksud pada ayat (2) h’uru‘f b‘ dilakukan setelah terbit

© surat perintah Pembongkaran dari kepala Dinas PUPR.

Pasal 246

Pembongkaran Bangunan Gedung yang pelaksanaannya kY

‘dapat memmbulkan dampak luas terhadap keselamatan

- umum dan‘hngkunganharus dilaksanakan" berdasarkan'

RTB yang disusun oleh penyedia jasa perencanaan

tekn1s

'RTB sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) ha’r'us’

‘ ,'mendapatkan persetu_]uan dari Dinas PUPR setelah ‘

@

mendapat pertlmbangan tekms dari TABG :
Dalam hal Pembongkaran Bangunan Gedung yang dapat

rnemmbulkan dampak luas sebagaimana d1maksud pada

ayat (1), pem1l1k dan / atau Dinas PUPR harus melakukan
: pember1tahuan tertulis kepada masyarakat di sekitar

‘Bangunan Gedung sebelum pelaksanaan Pembongkaran.

Pasal 247

Pembongkaran Bangunan Gedung harus dllaksanakan secara

Keselamatan dan Kesehatan KerJa (K3)

' ,tert1b mempert1mbangkan keamanan dan keselamatan bagi

e masyarakat dan hngkungan, serta meng1kut1 pr1n31p pr1ns1p



 Pasal 248
Ketentuan mengenai Pembongkaran bangunan prasarana dan -
prasarana Bangunan Gedung berlaku mutatis mutandis

sesuai dengan Pembongkaran Bangunan Gedung.

Bagian Kedua

‘Penggolongan Obyek Pembongkaran

Pasal 249
| Penggolongan obyek Pem_bongkérari meliputi:
" a. . Bangunan Gedung rumah tinggal; dan
b. Banguﬁan'Gédung bukan rumah tinggal.

| Bagian Ketiga - v
Persyaratan Administratif Pembongkaran Bangunan Gedung

Atas Dasar Permohonan Pemilik Bangunan Gedung

B » Pasal 250

Pérsyaratan adminis,tfatif Pembongkaran Bangunan Gedung
‘atas dasar permohonan PemilikﬂBéngunan Gedung meliputi:
a. | formulir permohonan Pembongkaran Bangunan Gedung;
b fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atau
_ identitas lainnya yang masih berlaku; '
c. fotokopi dokumen legalitas badan - hukum dalam hal
| Pemohon adalah badan hukum;
d. surat kuasa dari Pemilik Bangunan Gedung dalam hal
~ Pemohon bukan Pemilik Bangunan Gedung;
é.’ | fotokop1 surat bukti status hak atas tanah;

surat persetujuan pemilik tanah dalam hal Pemilik

Bangunan Gedung bukan sebagal pemilik tanah,
g | surat pernyataan bahwa Bangunan Gedung’ tidak dalam ’
status Séngketa; dan |

h. bukti kepemilikan Bangunan Gedung.



(1)

Bagiah Keempéﬁ

Persyaratan Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung |

' Pasal 251

Persyaratan teknis Pembongkaran Bangunan Gedung

rumah t1ngga1 meliputi:

a.

formulir data umum Bangunan Gedung yang akan
d1bongkar dan ' . '
dokumen RTB Bangunan Gedung yang telah

~disetujui Dinas PUPR dalam hal‘ pelaksanaan

Pembongkaran dapat menimbulkan dampak luas

terhadap keselamatan umum dan lingkuynga_n.

Persyaratan teknis Pembongkaran Bangunan Gedung

selam rumah tinggal meliputi:

a.

formulir data umum Bangunan Gedung yang akan‘ub |

kvdlbongkar

laporan terakhir hasil pemeriksaén berkal_a; |

as built drawing dan spesifikasi teknis arsitektur,
struktur, dan utilitas Bangiinan'Gedung; dan |
dokumen RTB Bangunan Gedung yang telah
disetujui Dinas PUPR dalam hal pelaksanaanf
Pembongkaran dapat memmbulkan dampak luas

terhadap keselamatan umum dan lingkungan.

Dokumen RTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dan ayat (2) huruf d pahng sedikit memuat:

a.
b.

C.

) konsep dan gambar rencana Pembongkaran
-gambar detail pelaksanaan Pembongkaran, :
: rencana kerja - dan - syarat-syarat’ " (RKS)

‘Pembongkaran;

metode Pembongkarari Bangunan Gedung yang‘

memenuhi prinsip Keselafnatan dan Kesehatan

] Kerja (K3); :
- jadwal dan tahapan pelaksanaan Péfnbo'ngkaran.

Bangunan Gedung;

rencana pengamanan lingkungan; dan

‘pengelolaan limbah hasil Pembongkaran Bangunan

-Gedung.

.



Baglan Kehma i

Tata Cara Persetujuan Pembongkaran Bangunan Gedung |

"Paragrafl - :

Umum

Pasal 25'2  : , 7
| (1) Tata cara persetujuan Pembongkaran Bangunan Gedung‘ 7 -' ,
| mel1put1 4 ' SR |
a. tata cara penetapan Pembongkaran Bangunan'

: -Gedung rumah tinggal; dan

b. tata cara persetuJuan Pembongkaran Bangunan‘i'. e

~Gedung bukan rumah tinggal. I ‘
(2) ‘Tata cara penetapan Pembongkaran Bangunan Gedung":‘
S rumah tmggal sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
huruf a mehputl tahapan: ' ' )
a. proses pra permohonan penetapan Pembongkaran
b. proses permohonan penetapan Pembongkaran dan ]
~ C. proses penerbltan penetapan Pembongkaran
| (3) "' Tata cara persetujuan Pembongkaran Bangunan Gedung-
| bukan rumah t1ngga1 sebagalmana dlmaksud pada ayat_ ,’

' ; (1) huruf b mehputl tahapan:

a. proses pra permohonan persetujuan Pembongkaran ; ‘

b. proses permohonan persetujuan Pembongkaran, dan k

_C. proses penerb1tan persetujuan Pembongkaran. - ‘

, Paragraf 2 L
Tata Cara Penetapan Pembongkaran Bangunan Gedung

Rumah Tlnggal

Pasal 253
| Proses pra pérmohonan penetapan Pembongkaran Bangunan,
: Gedung rumah t1ngga1 sebagalmana dlmaksud dalam Pasal”fikh
: 1252 ayat (2) huruf a me11put1 G

a Pemlhk Bangunan Gedung melakukan konsultas1 kepada;'

oL |

Dlnas PUPR qebelum melakukan Pembongkaran



- b Diﬁas PUPR fheﬁyarhpaikan‘ 1nforma31 persyaratanl’--
admlnlstratlf dan persyaratan tekms Pembongkaran
Bangunan Gedung kepada Pemlhk Bangunan Gedung, ;

‘c. Dinas PUPR melakukan 1dent1f1ka31 ‘kondisi Bangunaﬁ
Gedung; i ; i ' |

d. dalam hal d1n11a1 Pembongkaran Bangunan Gedung akan :

| menlmbulkan dampak luas’ terhadap keselamatan umum
dan . hngkungan Pemohon : dlwajl_bkan membuat‘
 dokumen RTB; e - i G

e. embuatan dokume’n" RTB’ksebagéiména' dlmaksudpada o

: huruf d dzlakukan oleh penyedla Jasa perencanaan' o
teknls o , RS St % = ‘

- f. Dokumen RTB d1per1ksa oleh T1m Tekms Dlnas PUPR

) : g Pemer1ksaan dokumen RTB sebagalmana d1maksud pada :

L ‘huruf f dllakukan terhadap pemenuhan ketentuan tekms 4
~Pembongkaran Bangunan Gedung sesual kaidah- kaldah
’ Pembongkaran secara umum, ‘ pemanfaatan 11mu : :
'pengetahuan dan teknologl serta ketentuan peraturan_‘-

: perundang undangan ; & ; L

’h.' Dalam hal dokumen RTB- dlnyatakan belum memenuhi; :
| ketentuan teknis: Pembongkaran o dokumen RTB’ '
d1kembahkan kepada Pemohon dengan ’ dllengkapl
| 'keterangan perbalkan RTB dan surat. pemberltahuan‘ i
o hasil pemenksaan dokumen RTB e k

i 3 Dalam hal dokumen RTB dmyatakan telah memenuh1 L

ketentuan tekms Pembongkaran Tim Teknis Dinas PUPR ,  |

memberlkan persetujuan secara tertuhs dan : e |

j. Persetujuan secara tertuhs sebagalmana dlmaksud pada_'; -,

huruf i meliputi: paraf pada setlap lembar dokumen RTB i

dan surat persetujuan dokumen RTB

| Pas51~254"_- e o
- Proses permohonan penetapan Pembongkaran Bangunanv
Gedung’ rumah tmggal sebagalmana dlmaksud dalam Pasal
252 huruf b, meliputi: | | |
“a. - Pemohon menyampaukan urat“ | eﬁiberitahuan
' embongkaran kepada Dlnas PUPR dengan melamp1rkan
: dokumen persyaratan adm1n1strat1f dan persyaratan.

: ;tekms



b. i Dinaé ’ PUPR rﬁelakuké.ri : peméﬁksaan: “kelengkapan
dokumen persyaratan = administratif dan persyaratari‘
teknis; | , » | ' |

c. dalam hal dokumen persyaratan admmlstratlf dan

| ‘persyaratan teknis dinyatakan tidak lengkap, Vberkas-
pémberitahuan Pembongkaran dikembalikan ke Pemohon
untuk dilengkapi dan/ atau dlperbalkl dan |

d. pengembalian berkas pemberltahuan Pembongkaran .
sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi surat

pemberitahuan kelengkapan dokumen persyaratan.

Pasal 255
(1) Proses penerbitan penetapén Pembongkaran. Bangunan
Gedung rumah tinggal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 252 huruf c berupa penerbitan surat périetapah
Pembongkaran Bangunan Gédung. | o
(2)  Dinas PUPR melakUkan pemutakhirah -pendataah
| Bangunan Gedung pasca penerbitan surat penetapan

Pembongkaran dan pelaksanaan Pembongkaran.

. Paragraf 3 |
Tata Cara Persetujuan Pembongkaran Bangunan Gedung

Bukan Rumah Tinggal

~ Pasal 256 e

Proses pra permohonan persetujuan Pembongkaran

Bangunan - Gedung bﬁkan S rtiméh tiriggal» *sébagaimané, :

- dimaksud dalam Pasal 252 ayat (2) huruf a mehput1

a. Pemilik Bangunan Gedung melakukan konsultasi kepada
Dinas PUPR sebelum melakukan Pembongkaran;

b. Dinas PUPR menyampaikan informasi , persyaratah
administratif dan persyaratan teknis Pembongkaran
Bangunan Gedung kepada Pemilik Bangunan Gedung;

c. Dinas PUPR vmelakukan identifikasi kondisi Bangunan
‘Gedung; _ | , | o

d. Dalam hal dinilai Pembo’ngkarar‘i Ban’gunan vGe:dun‘g akan
menimbulkan dampak luas terhadap keselamatan umum ‘
dan ~lingkungan, Pemohon diwajibkan‘ ‘membuat

dokumen RTB; (



Pembuatan dokumen RTB sebagaimana dimaksud pada

_ hurufl d dilakukan oleh penyedia jasa pcrencana_an, :

- teknis;

Dokumen RTB dlperlksa oleh Tim Tekms D1nas PUPR
dengan meminta pertimbangan teknis dari TABG;

Pemeriksaan dokumen RTB ’sebagaimana dimaksud pada
huruf f dilakukan terhadap pemenuhan ketentuan teknis
Pembongkaran Bangunan Gedung sesuai kaidah-kaidah
Pembongkaran secara umum, pemanfaatan - ilmu

pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan

. perundang- undangan '

Dalam hal dokumen RTB d1nyatakan belum memenuh1_ _

‘ketentuan teknis Pembongkaran, dokumen RTB

dikembalikan kepada Pemohon dengari diléngkapi
keterangan perbaikan RTB dan surat pemberitahuan

hasil pemeriksaan dokumen RTB;

‘Dalam hal dokumen RTB dinyatakan telah memenuhi -
- ketentuan teknis Pembongkaran, Tim Teknis Dinas PUPR

inemberikan' persetujuan secara tertulis; dan
Pérsetujuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada
huruf i meliputi paraf pada setlap lembar dokumen RTB

dan surat persetujuan dokumen RTB.

Pasal 257

Proses permohonan persetujuan Pembongkaran Banguhén

Gedung bukan rumah tinggal sebagaimana dimaksud dalam

- a.

‘Pasal 252 ayat (1) huruf b, meliputi:

Pemohon mengajukan surat permohonan persetujuan
Pembongkarari .kepada Dinas PUPR dengan melampirkan
dokumen - persYafatah administratif dan persyaratan
teknis; , | ' | |
Dinas PUPR melakukén pemerikvsaanb kelengkapan
dokumen perSyaratan administratif  dan persyarat‘an‘ '
teknis; | e

Dalam hal dokumen persyaratan administratif dan
persyaratan teknis dinyatakan tidak lengkap, berkas

pemberitahuan Pembohgke_{ran dikembalikan ke Pemohon

[

- untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki; dan



(2)

Pengembaiian : berkas, pemberitahuan Pembongkafan
sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi surat

pemberitahuan kelengkapan dokumen persyaratan.

_ ' Pasal 258 7
Proses penerbitan persetujuan Pembongkaran Bangunan
Gedung bukan rumah tinggal sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 252 huruf ¢, meliputi:

a. Pengesahah berkas 'permohonan ~persetujuan -

Pembongkafan yang sudah dilengkapi dengan
persyaratan adininistratif dan persyaratén ‘teknis;
- dan | E
b. Penerbitan surat  persetujuan Pembbngkafan'
Bangunan Ge‘du'ng.‘ | ;
Dinas PUPR melakukan pemutakhiran pendataan

Bangunan Gedung pasca penerbitan surat persetujuan -

Pembongkaran dan pelaksanaan Pembongkaran.

Bag1an Keenam

Tata Cara Penerb1tan Permtah Pembongkaran oleh Kepala

Dinas PUPR ,

Pasal 259

Tata cara penerb1tan penntah Pembongkaran Bangunan

a.
b.

. C.

(1)

~ Gedung mehput1 tahapan:

identifikasi Bangunan Gedung;
Pengkajian Teknis; dan

~ penerbitan surat perintah Pembongkaran.

| Pasal 260 ‘

Proses identifikasi Bangunan Geduhg sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 259 huruf .a meliputi:

a. penerimaan laporan dari masyarakat, Satpol PP,
dan/ atau hasil pemériksaan bidang pengawasan
Bangunan Gedung mengenai bangunan yang
terindikasi tidak Laik Fungs1 dan pemanfaatannya
menimbulkan bahaya bagi pengguna, masyarakat,

dan lingkungannYél;

~ b.  identifikasi legalitas Bangunan Gedung; f ;



@

C. 'idenfiﬁkési kondisi fisik Bangunan Gedung; dan

d. | penyampaian hasil iden'.ciﬁkaysi Barigunan Gedung ke
‘ Pemilik Bangunan Gedung. L |
Identlﬁka81 legalitas Bangunan Gedung sebagalmana
dlmaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pemenksaan
terhadap- peniemihan persyératan administratif berupa
status_hak atas tanah, kepemilikan Bangunairi Gedurig', ;
dokumen IMB. -

Pemilik - Bangunan 'Ged_ung ‘harus mer‘npe’rlihatkan‘

- dokumen asli yang menunjukkan legalitas Bangunan

(4)

©

©)

- (7)

(8)

Gedung = meliputi  sertifikat tanah, surat  bukti
kepemilikan Bangunan Gedung, dan dokumen IMB.
Dalam hal Pemilik Bangunan Gedung bukan pemegang -

‘hak atas tanah, ,Per"nilik Bangunan Gedung harus

memperlihatkan surat perjanjian pemanfaatan atau -

penggunaan tanah antara Pemilik Bangunan Gedung

dengan pemegang hak atas tanah.
Bangunan Gedur_lg' dinyatakan sebagai bangunan ilegal -
apabila: - ' : S

~a. fungsi Bangunan G"edung" tidak sesuai dengén

peruntukan lahan;
b.  dibangun di atas tanah yang bukan milik Pemilik
~ Bangunan Gedung tanpa persetujuan pemegang hak

atas tanah;

¢, tidak mémiliki surat bukti ,kepeinilikan, Bangunan -

~ Gedung; dan/atau

d. tidak memiliki dokumen IMB

Untuk Bangunan Gedung yang dinyatakan sebaga1
bangunan ilegal sebagalmana d;maksud pada ayat (5),

"~ Dinas PUPR menerbitkan Surat Pene_tapan

Pembongkaran. ,
Dalam hal Bangunan Gedung dinyatakan sebagai

bangunan legal, ‘Dinas PUPR melanjutkan ke proses

- identifikasi kond1s1 fisik Bangunan Gedung

Identifikasi kondisi fisik Bangunan Gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) meliputi pemeriksaan awal
secara visual terhadap pemenuhan persyaratan teknis

s

Bangunan Gedung.



Untuk Bangiman Gedung yang terindikasi Laik Fuhgsi"

dan pemanfaatannya tidak ‘menimbulkan bahaya bagi B

(10

pengguna, masyarakat, dan lingkungannya, Bangunan
Gedung tidak dibongkar dan proses tidak dilanjutkan.
Untuk Bangunan Gedung yang terindikasi t1dak Laik

Fungsi dan pemanfaatannya menimbulkan bahaya bag1

(11)

(12)

(13)

pengguna, masyarakat dan llngkungannya Dinas PUPR
menyampa1kan hasil identifikasi Bangunan Gedung ke
Pemilik Bangunan Gedung. _ .

Terhadap = hasil identifikasi Bangunan  Gedung

Sebagaimana dimaksud pada ayat '(10) Pemilik'Banglinan =
"Gedung d1ber1 waktu 3 (tiga) hari untuk menyampa1kan -

tanggapannya _

Dalam hal Perriilik - Bangunan Gedung
menerima/menyetujui-  hasil identifikasi Bangunan
Gedung, kepala Dinas  PUPR menerbitkan Surat
Penetapan Pembongkaran. L

Dalam hal Pemilik Bangunan Gedung tidak. menenma/
menyetujui hasil identifikasi Bangunan Gedung dengan

alasan yahg kuat, kepala Dinas PUPR memberikan

: penntah kepada Pemilik Bangunan Gedung untuk »

'melakukan Pengkajlan Teknis.

Pasal 261 ,
Proses Pengkajlan Teknis sebagalmana dimaksud dalam

Pasal 259 huruf b me11put1:,

a Pengkajian Teknis oleh Dinas PUPR' atau

)

@)

b. - Pengkajlan Teknls oleh penyedla jasa Pengkajlan
Teknis. _ |
Pengkajian Teknis oleh Dinas PUPR sebagaimana
dimaksud 'pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk

‘Bangunan -Gedung rumah inti tumbuh dan rumah

sederhana sehat. ,
Pengkajian Teknis oleh penyedia jasa Pengkajian Teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan

untuk Bangunan Gedung selain rumah inti tumbuh dan

o rumah sederhana sehat.

r



@

(1)

@

)

e

;Pémilik ' Bangunan : Gedung fnéhyampaikan | hésil

Pengkajian Teknis’sebégai;néna dimaksud pada ayat (3)

kepada kepala Dinaé PUPR untuk dilakukan penilaian. o

Pasal 262

 Proses pénérbitah -_skurat perlntah Pembongkaran o
- sebagaimana dimaksud = dalam ‘Pasal 259 ’huruf c
~meliputi: | ‘ |

: a. bpenilaian hasil Pengkajiaﬁ Teknis;

b. pcnilaian dampak Perribongkaranv Aterha"vdap

keSelamatan umum dan lingkungan' dan

c. penerbltan Surat Permtah Pembongkaran

Dinas PUPR menyampalkan kepada Pemilik Bangunan,

Gedung }mengenal kes1mpulan atas kOIldlSl Bangunan

' Gedung  berdasarkan ‘hasil Pengkajian : Teknis,

sebagalmana dimaksud dalam Pasal 261 ayat (2) atauf

' pemlalan - hasil . Pengka_uan Tekms : sebagalmana
dimaksud pada ayat (1) hurufa. o '

Kondisi Bangunan Gedung sebagalmana dlmaksud pada i

ayat (2) mel1put1

a. Bangunan Gedung masih’ dapat d1perba1k1 atau

o ’ b. Bangunan Gedung tidak dapat d1perba1k1 lagi.
@

Untuk ‘Bangunan Gedung yang ma31h dapat d1perba1k1
Dinas PUPR menerb1tkan Surat Perintah Perba1kan~
Bangunan Gedung ,
Untuk Bangunan Gedung ‘yang. t1dak dapat d1perba1k1 '

: lag1 kepala Dinas PUPR,menerbltkan‘ Surat_ Pcnetapan‘

Pembongkaran

' Pemilik Bangunan Gedung yang memperoleh Surat
Permtah_ Perba1kan ,Bangunan, Gedung sebagalmana

' dimaksud pada ayat (4)' harus ‘memperbaiki dan.

melaporkan hasﬂ perba1kan Bangunan Gedung ke D1nas :

~ PUPR.

D1nas PUPR melakukan pemerlksaan hasil perbalkan

Bangunan Gedung



- (®)

)

o

' dengan Surat Penetapan Pembongkaran sebagaimana

@

@
@

(5)

©

(7)

- (8)

9

Dalam hal perbaikan tidak sesuai Rekdméndasi pengkaji

‘teknis, Pemilik Bangunan Gedung harus memperbaiki -
lagi. ’ |

Dalam hal perbaikan sesuai Rekomendasi pengkaji teknis,

kepala Dinas PUPR memberikan Surat Pernyataan

-Kelaikan Fungsi kepada Pemilik Bangunan Gedung.

, , - Pasal 263 o
Pembongkaran Bangunan Gedung yang telah d‘itetapkan

dimaksud dalam Pasal 262 ayat (5) harus
memperhatikan dampaknya terhadap kes'elra.lmatan‘
umum dan lingkungan. | | | -
Pembongkaran' Bangunan Gedung yang pelaksanaannya

tidak menimbulkan dampak luas terhadap keselamatan

umum dan lingkungan dapat dilaksanakan tanpa RTB.

Kepala Dinas PUPR dapat langsung menerbitkan Surat

Perintah Pembongkaran Bangunan Gedung untuk

- Pembongkaran  Bangunan Gedurig - sebagaimana

dimaksud pada ayat (2). | |
Pembongkaran Bangunan Gedung yang pélaksanaahnya '
dapat menimbulkan dampak luas terhadap keselamatan

umum dan lingkungan harus dilaksanakan berdasarkan

RTB.

Kepala Dinas PUPR memberikan perintah kepada Pemilik.
Bangunan Gedung untuk membuat dokﬁme_h RTB. '
Pembuatan dokumen RTB sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan
teknis. | | '

Dokumen RTB diperiksa oleh Tim Teknis Dinas ‘PUPR.V

Pemeriksaan dokumen RTB sebagaimana dimaksud pada
ayat ('7) ~ dilakukan terhadap pemenuhan ketentuan
teknis‘Pembongkaran Bangunan Gedung sesuai kaidah-

kaidah Pembongkaran"sec':ara umum, pernarifaatan ilmu-

pengetahuan dan teknologi serta ketentuan pe_rafuran__

' perundang—uhdangan. '

Dalam hal dokumen RTB dinyatakan belum memenuhi

 ketentuan teknis Pembongkaran, dokumen RTB

~ dikembalikan kepada Pemohon dengan dilengkapi

r



(10)

keterangan perbalkan RTB dan surat pembentahuanr
hasil pemeriksaan dokumen RTB. - |
Dalam hal dokumen RTB dinyatakan telah memenuhi
ketentuan teknis Pembongkaran, Tim Teknis Dinas .PUPR
memberikan persetujuan secara tertulis dan kepala

Dinas PUPR menerbitkan Surat Permtah Pembongkaran,

o Bangunan Gedung

(1)

Persetu_]uan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada

ayat (10) meliputi paraf pada setiap lembar dokumen

' RTB dan surat persetujuan dokumen RTB.

12)

(1)

o

-4

Dinas PUPR melakukan pemutakhlran pendataan

-Bangunan Gedung pasca penerbitan Surat »Penntah

Pembongkaran dan pelaksanaan Pembongkaran.

Baglan KetuJuh
Batas Waktu Pembongkaran Bangunan Gedung

. Pasal264 o
Pemilik dan/atau pengguna Bangunan Gedung yang.

mengajukan permohonan Pembongkaran Bangunan

Gedung ‘dan telah mendapatkan ‘surat. persetujuan

Pembongkaran héms melaksanakan Pefnbongkaran

dalam batas waktu yang ditetapkan.
Batas waktu yang d1tetapkan sebagalmana dimaksud
pada ayat (1) tercantum - dalam surat persetujuan

Pembongkaran.

. Batas waktu sebagalmana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan oleh kepala Dinas PUPR berdasarkan
pertimbangan kompieksitas Pemb'ongkaran Bangunan-
Gedung. ' ' | | 7
Dalam hal" Dembongkaran tidak dilaksanakan dalam’
batas waktu yang d1tetapkan, surat - persetujuan
Pembongkaran dinyatakan tidak berlaku. ' '

Pasal 265

) Pemilik dan/ atau 'pe'ngguna Bangunan Gedung yang

- mendapatkan surat perintah Pembongkaran Bangunan

Gedung harus melaksanakan Pembongkaran dalam

batas waktu yang ditetapkan.



@

(4)

()

Batas waktu yang 'ditetapkain sebagaimana _dimaksud '

pada ayat (1) tercantum dalam - surat ‘p'e‘rin’tah
Pembongkaran. | ‘ :

Batas waktu sebagaimana r'dimaksud pkada -ayat (2)
ditetapkan oleh kepala Dinas PUPR bberda'sarkan _

: perhmbangan kompleksitas Pembongkaran Bangunan

Gedung dan potens1 dampak terhadap keselamatan
umum dan llngkungan o o
Dalam  hal Pemlhk - Bangunan  Gedung tidak
melaksanakan Pemborigkaran dalam batas waktu yang

telah = ditentukan, Pembongkaran Bangunan Gedung

 dilakukan oleh Dinas PUPR dan/atau Satpol PP.

Pelaksanaan Pembdngkarari Bangunan Gedung yang
dilakukan oleh Dinas PUPR dan/atau. Satpol PP

ksebagair'nana‘ dimaksud pada ayat (1), dapat rhenunjuk

- penyedia jasa Pembongkaran Bangunan Gedung.

@)

Biaya Pembongkaran Bangunan Gedung yang dilakukan |
oleh D1nas PUPR dan/atau Satpol PP, d1bebankan

kepada Pemilik Bangunan Gedung, kecuali bagi pemlhk
rumah tinggal yang tidak mampu maka biaya
' ‘Pembongkaran Bangunan Gedung dlbebankan kepada' -

APBD.
Dalam hal Pemilik Bangunan Gedung tidak membayar

biaya Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(6), Dinas PUPR dan/atau Satpol PP melakukan

~ penyegelan lokasi bekas bangunan yang dibongkar.

- ®

_ ‘(1),»

Penyegelan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
dihentikan setelah Pemilik Bangunan Gedung mcmbayar :
biajra Pembongkaran kepada Dinas PUPR‘ dan/atau
Satpol PP. . |

Bagian Kedelapan

Pelaksanaan Pembongkaran

Pasal 266 _ '
Pembongkaran Bangunan Gedung yang dilakukan oleh
pemilik dan/atau pengguna Bangunan Gedung dapat

menggunakan penyedia- jasa Pembongkaran Bangunan

Gedung. | ' : [‘



@

Pembongkaran Baﬁguriari Gedung harus dilaksanakan
oleh penyedia jasa Pembongkaran Bangunan Gedung

rapablla

a. pelaksaﬁaan Pembongkaran Banguhan Gedu‘ng'
dapat menimbulkan dampak luas terhadap
keselamatan umum dan lingkungan; dan/atau

b. E pelaksanaan ‘ Pembongkaran Bangunan Gedung
menggunakan = peralatan berat —dan/atau beihan' :
peledak. | L -

Pengawaéan Pembongkaran Ba’nglinar‘i . Gedlin‘g_ ;‘

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harlis dilakukan

- oleh penyedia jasa pengawasan konstruk31 .

Hasil pengawasan pelaksanaan : Pembongkaran.

Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaporkan secara berkala kepada Dinas PUPR. |

Dinas PUPR melakukan pengawasan secara berkala atas

 kesesuaian laporan pelaksanaan Pembongkaran dengan

RTB.

Pasal 267
Acuan kelengkapan dokumen dalarn_ pfosés
Pembongkaran Bangunan Gedung mehputl
a. surat pemberitahuan Pembongkaran Bangunan
vGédung rumah tinggal sebagalmanav dimaksud
dalam Pasal 254; | |
b. surat permohonan persetujuan Pembongkéran»
~Bangunan Gedung “bukan rumah  tinggal
sebagaimana'dimaksud daiam Pasal '257; |
c. surat persetujuan RTB sebagaimaﬁa dimaksud
dalam Pasal 253, Pasal 256, dan Pasal 263;
d. surat penetapan Pembongkarah Bangunan Gedung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 dan Pasal
e. surat perintah perbaikan Bangunan Gedung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262;

f. f"surat perintah Pemborigkaran Bangunan ‘G‘ed'ung.

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263; dan



g bagan tata cara penyelenggaraan Pembongkaran’ '

,(,2);

Bangunan Gedung sebagalmana dlmaksud dalam L

Pasal 252 dan Pasal 258

Acuan : kelengkapan dokumen aalam' proses

‘k,'ﬂPembongkaran Bangunan . Gedung sebagalmana\f e

~.,,"{k‘d1maksud pada 'ayat (1) tercanturn dalam Lamplran V

S darl Peraturan Bupat1 1n1

4 BABX

KETENTUAN PENYELENGGARAAN PENDAT AAN BANGUNAN

GEDUNG

Bag1an Kesatu : :

-~ Umum

Pasal 268

Pendataan Bangunan Gedung dllakukan terhé.déﬁ

seluruh Bangunan Gedung di Daerah untuk keperluank‘ e

tertib pembangunan dan pemanfaatan Bangunan"’

i Gedung serta S1stem 1nforma31 Bangunan Gedung

o

’Pendataan Bangunan Gedung dllakukan oleh

oa DPMPTSP

b. Dlnas PUPR dan

c. Kecamatan e E B
Pendataan Bangunan Gedung 6leh DPMPTSP
sebagalmana dimaksud pada ayat (2) huruf a dllakukank
; pada- proses penyelenggaraan IMB untuk seluruh jenis

Bangunan Gedung dan proses penyelenggaraan SLF' |
$ Bangunan Gedung perumahan MBR. : ’ '
Pendataank Bangunan Gedung oleh Dmas PUPR

ebagalmana dlmaksud pada ayat (2) huruf b ;dllakukan‘

: pada proses

penyelenggaraan SLF Bangunan Gedung selam

' perumahan MBR

b. penyelenggaraan Pembongkaran Bangunan Gedung,:

dan

C. pendataan dan pendaftaran Bangunan Gedung"

, ek31st1ng



®)

Pendataan, ‘Bangunari' Gedung i Oléh””'VKecam'atanf

*sebagalmana d1maksud pada ayat (2) huruf c d11akukan‘ e
“‘;pada proses IMB dan SLF yang dlselenggarakan d1  i
“.Kecamatan _ B i
'Penda‘gaan ,Jﬁdayn ‘ pendaftaran‘f; ‘Baﬁgunén_‘ Ge“dung*t“
e ,ﬁ:diylaktikan‘ l seéara té‘rkomputeri_'sé{si’f ménggunakaﬁ
ThthsmBe s L e

' (7)‘ "yi‘bHasﬂ pendataan Bangunan Gedung dapat d1manfaatkan“ o
o "antara lain untuk: ‘ ' G

"a.- ‘,menemukan fakta ké‘pér;nil'ikari - penggunaan

‘ pemanfaatan serta rlwayat Bangunan Gedung dan

e l tanah

b f‘mengetahul 1nforrna51/ perkembangan }  mengenalg

~ proses penyelenggaraan Bangunan Gedung yang

‘sedang berjalan;

c. " kmengetahm kekayaan aset dan pendapatan Daerah S

keperluan perencanaan dan pengembangan tata‘ R

ruang w1layah dan -

e mengetahul batas waktu masa berlakunya IMB dan', :

1)

e pelaksana pendataan Bangunan Gedung

: SLF ’

Baglan Kedua g |

Pelaksana Pendataan Bangunan Gedung

Pasal 269

| endataan Bangunan Gedung d1lakukan oleh petugask |

Petugas pelaksana pendataan Bangunah 'Ge’dung

sebagalrnana dlmaksud pada ayat (1) meliputi‘: Ty

a. petugas pemasukan data dan g

b, adm1n1strator sistem.

@

| Petugas pemasukan data sebagalmana dlmaksud padak‘k

ayat (2) huruf a merupakan petugas yang

'a.-,j.b‘ertanggung Jawab sebagal pelaksana keg1atan-

pendataan Bangunan Gedung dalam pendataan dan

| pendaftaran Bangunan Gedung ek31st1ng,

b. bertugas mencatat dan memasukkan data dokumen

persyaratan yang dlterlma dari masyarakat ke dalam |



@

,ba31s data “pada setlap proses penyelenggaraanv |
‘ Bangunan Gedung,_ e 0 e j "
C.k ','dapat berhubungan langsung dengan masyarakat

v selaku permhk/pengguna Bangunan Gedung pada,«'

saat permohonan penzman Bangunan Gedung, dan S

-~ de | tidak mem111k1 Wewenang dalam setlap pengambllanf :

'kkeputusan yang berhubungan dengan pendataan |
,Bangunan Gedung ataupun keputusan yang“

o 31fatnya strategls

Admlmstrator 31stem sebagalmana dlmaksud pada ayat, o :
: (2) - huraf b merupakan petugas yang bertugas
memehhara dan mengevaluas1 81stem 1nformas1 yang

- digunakan dalam‘ proses pendataan Bangunan Gedung. -

Bag1an Ketlga

Tata Cara Pelaksanaan Pendataan Bangunan Gedung

| Paragraf 1
Umum |
| Pasal 270 LT
Tata cara pelaksanaan pendataan : Bangunan Gedung
o mehputl ‘ : | = , ‘ o
- tata cara pelaksanaan pendataan Bangunan Gedung'

i pada proses penyelenggaraan IMB;

tata cara pelaksanaan pendataan Bangunan Gedung?

: pada proses penyelenggaraan SLF

S l'tata cara pelaksanaan pendataan Bangunan Gedung

. pada;proseﬁs penyelenggaraan Pembongkaran: Bangunan '

. ek81st1ng

i Gedung,

: tata cara pelaksanaan pendataan Bangunan Gedung‘ g

eks1st1ng, dan

\- tata cara pelaksanaan pendaftaran Bangunan Gedung



; . ’ -Paragraf : 2 v : »
: Tata Cara Pelaksanaan Pendataan Bangunan Gedung pada

Proses Penyelenggaraan IMB

, Pasal 271 | S
Pendataan Bangunan Gedung pada proses penyelenggaraan
= IMB sebaga1mana d1maksud dalam Pasal 270 huruf a
";dllakukan dengan tata cara: e | i
a. pendataan pertama dllakukan oleh petugas pemasukanr
~data  setelah berkas' permohonan: IMB dlnyatakan
lengkap: e e o T
b berkas - permohonan IMB d1ber1 : penoﬁ;bfan',,sésu,ai_ ,
dengan SIMBG; el . 2 T
c. petugas pemasukan data melakukan peng1s1an data ke .-
SIMBG yang mel1put1 data pemﬂlk tanah data Pem1hk ;
kBangunan Gedung, data Bangunan Gedung, data tanah |
;ydan data perencana; ‘k Co e
d. ;_petugas pemasukan data melakukan penylmpanan
dokumén | persyaratan ' adm1n1strat1f dan teknis

' permohonan IMB ke dalam basis data SIMBG

e »setelah penerbltan IMB petugas pemasukan data L

- melakukan pemutakh1ran data ke SIMBG yang mehput1 :
~ data Bangunan Gedung dan nomor IMB dan Bl |
. f petugas pemasukan data melakukan penylrnpanan'
Dokumen Rencana Tekms yang sudah dlSCtLl_]Lll dan |
dokumen IMB ke dalam ba31s data SIMBG |

’ Paragraf 3 B
Tata Cara Pelaksanaan Pendataan Bangunan Gedung pada »

Proses Penyelenggaraan SLF‘ ‘

- Pasal 2’72 :

(1) Pendataan: Bangunan : Gedun’g e pa'da k' pr'o‘sés' .
penyelenggaraan SLF sebagalmana d1maksud dalamki

~ Pasal 270 huruf b dllakukan pada saat g

a proses penerb1tan SLF untuk pertama kah dan "

‘b. proses perpanjangan SLF. A



)

Pendataan Bangunan Gedung pada proses penerbltan’,:r- -

a.:

}SLF untuk pertama kah sebagalmana dlmaksud pada i

¥ ayat (1) huruf a d11akukan dengan tata cara:

pendataan dllakukan oleh petugas pernasukan data'

- setelah berkas permohonan : SLF dlnyatakan,

| lengkap,

berkas permohonan SLF d1ber1 penomoran sesualﬁ 5

'dengan SIMBG : e : v

, petugas pemasukan data melakukan pemutakhlran.
data ke SIMBG yang mehput1 data permhk tanah
data Pemilik Bangunan Gedung, data Bangunan'r.f~ |

‘:Gedung, ' data pelaksana konstrukS1 dan data .

pengawas / MK

~ petugas pemasukan data melakukan peny1mpanan
'~dokumen persyaratan admlmstratlf dan tekms .

‘permohonan SLF ke dalam ba31s data SIMBG ,
S setelah penerbltan SLF‘ petugas pemasukan data
imelakukan pemutakhlran data ke SIMBG yangr

B mehputl nomor tanggal dan. masa berlaku SLF dan e

petugas pemasukan data melakukan penylmpanan‘i

dokumen SLF ke dalam ba31s data SIMBG

Pendataan Bangunan Gedung pada proses perpanjangan

L SLF sebaga1mana d1maksud pada ayat (1 ) huruf b

a.

: dllakukan dengan tata cara

pendataan dilakukan oleh petugas pemasukan data

"’ksetelah berkas permohonan' perpanjangan SLF

o ,dlnyatakan lengkap,

berkas permohonan perpanjangan‘ SLF dib_erik

penomoran sesuai dengan SIMBG;

'petugas pemasukan data melakukan pemutakh1ran
~data ke SIMBG yang mehputl data: permhk tanah; =

data Pemlhk Bangunan Gedung, ~ data Bangunan ‘ 4'

Gedung, data pengkap tekms dan Rekomenda51 _

perbalkan BG; .

tpetugas pemasukan data melakukan penylmpanan
: dokumen | persyaratan admmlstrat1f dan tekms_:
: ipermohonan perpanjangan SLF ke dalam bas1s datak
~ SIMBG; S |



e ;‘ s‘etelahfpenerbi'tan'SLF‘ perpahjangari (SLFn) p"ctu.gas'
pemasukén da’ta m:elﬁakukan pemutakhiran data ke
SIMBG - yang meliputi hasil verifikasi - lapangan
tanggal SLF dan masa berlaku SLF; dan |

f. .petugas pemasukan data melakukan penylmﬁanan

dokumen SLF ke dalam bas1$ data SIMBG

_ - Paragraf 4 R
Tata Cara Pelaksanaan Pendataan Bangunan G'edung‘ypa’da‘

Proses Penyelenggaraan Pembongkaran Bangurian Gedung

| Pasal 273
‘Pendataan Bangunan Gedung pada prdses pényelenggaréan
Pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimané dimaksud
dalam Pasal 270 huruf ¢ dllakukan dengan tata cara: L
-a. pendataan dilakukan oleh petugas pemasukan data' |
| setelah = berkas pemberltahuan Pembongkaran atau
permohonan persetujuan Pembongkaran dmyatakan
lengkap, s o 5 v
'b.  berkas pemberitahﬁan Perhbongkziréﬁ atau kp’crmoho'ryizan |
persetujuan Pembongkaran diberi penomoran 'ses‘uai
dengari SIMBG dan dimasukan ke dalam basis data;' .

c. petugas pemasukén data melakukan pemutakhiran data
ke SIMBG yang meliputi data pemilik tanah, data Pemilik
Bangunan Gedung, data Bangunan Gedung, data

- penyusun RTB, data pelaksana Pembongkaran dan data-
pengawas Pembongkaran R
d. petugas pemasukan data melakukan penylmpanan
| dokumen ' Vpersyaratan , admmlstra_tlf ‘dan  teknis
pemberitahuan ~ Pembongkaran | atau permohonah
persetujuan Pembongkaran ke dalam basis aata SIMBG'

e. petugas pemasukan data melakukan peny1mpanan

| dokumen = surat ‘penetapan atau surat persetujuan
Pembongkaran ke dalam basis data SIMBG dan

f.  petugas pemasukan data melakukan pemutakhlran data

Bangunan Gedung setelah Pembongkaran Bangunan:

(:

Gedung dilaksanakan.



A Paragraf 5 | R
Tata Cara Pelaksanaan Pendataan Bangunan Gedung

Eks1st1ng

Pasal 274

V‘V.Pendataan 'Bangunan Gedung ek31st1ng sek'bagai“m’anal L

d1maksud dalam Pasal 270 huruf d dllakukan dengan tata-,‘ e

cara:

; a. Pemhk Bangunan rnelakukan pemantauan, pemerlksaanb

- dan evaluasi Bangunan Gedung, , 5 = |

}yb'. Penilik Bangunan menglsl formuhrk surve1 pendataan"

| Bangunan Gedung, , L | R

~"c. Pen111k —Bangunanv menyampa1kan formuhr 'su'i\"i}ci' L

B pendataan ) .Baﬁgunan G:edung kepada-‘ petﬁgas :
pemasukan data; : e S i

do petugas pemasukan data melakukan peng1s1an data kev' T

 SIMBG yang mehputl data pemlhk tanah data Pemilik 7

Bangunan Gedung, data Bangunan Gedung, data tanah g
. dan data penyedla Jasa dan ' ‘
e.  petugas pemasukan data melakukan penylmpanan

dokumen tanah dan Bangunan Gedung ke dalam ba31s‘

~data SIMBG
_ Paragraf 6 .
: Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Bangunan Gedung
| Ek31st1ng o i
" Pasal 275

‘Pendaftaran "Bajngunan Gedung eksisting : ISe’bagaimanak
dimaksud dalam Pasal 270 huruf e dﬂakuka_ri‘ denganr.tata
ykkcara: ‘ : : R e
oa pemilik/ pengeldla Bangunan Gédung rnelakukan
i pengisian’ data ke SIMBG yang mehputl data pemlhkv
'tanah data Pemlhk Bangunan Gedung, data Bangunan
 Gedung, dan data tanah; CeenT e B : o
b pemlhk/pengelola Bangunan : :G'edung E melakukan
| 'penylmpanan dokumen tanah dan Bangunan Gedung ke'

e dalam basis data SIMBG; s /‘



(1)
: berkala

.. administrator sistem merierim‘a"nOtiﬁkasi'i pendaftaran_ o

Bangunan Gedung eks1st1ng Voleh masyarakat dank‘

k menyampalkan 1nformas1 pendaftaran Bangunan Gedung
kepada petugas pemasukan data P -

petugas pemasukan data melakukan pemerlksaan data‘ '

| :Bangunan Gedung yang d1daftarkan di SIMBG

Qo petugas pemasukan data melakukan verifikasi data ke

y;lapangan dan mengumpulkan data dan dokumen yang e

f‘belum dlmasukkan ke dalam SIMBG o e
petugas pemasukan data melakukan pemutakhlran data‘. -

, hasﬂ VGI‘lflkB.Sl ke SIMBG | - k

Bag1an Keempat

- Pemutakh1ran Data Bangunan Gedung

Pasal 276

Pemutakhlran data Bangunan Gedung dllakukan secara

‘;Pemutakhlran data Bangunan Gedung fungs1 human. T
' d11akukan set1ap 10 (sepuluh) tahun , |
‘ Pemutakhlran data Bangunan Gedung selam fungst -

human dllakukan setlap 5 (11ma) tahun

Pasal 277

'jc.;',Acuan ‘ kelengkapan dokumen | dalam‘ : proses‘ o

‘ {'penyelenggaraan pendataan Bangunan Gedung mehputl

k_i'a..a’formuhr surve1 pendataan Bangunan Gedung’“

eks1st1ng sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 274;

dan

':b, bagan tata 'cara penyelenggaraan pendataan

vBangunan Gedung sebaga1mana dlmaksud dalamk

Pasal 270

_ Acuan kelengkapan ‘dokumeh' dalam pto‘sés

f}l'penyelenggaraan pendataafi j 'Barigu'nan'  Gedung

' k'vLamplran VI dar1 Peraturan Bupat1 1n1

, sebaga1mana dlmaksud pada ayat (1) ter’cantum‘dalarkn

.



BAB Xl e

- KETENTUAN LAYANAN ONLINE PENYELENGGARAAN

BANGUNMNGEDUNG f;;ﬂt

Bagian Késatu S

Umum -

 Pasal 278

l ‘Layanan onlinék merupakan bentuk layanan

~penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada masyarakat

secara . opt1ma1 cepat dan luas, yang “diselenggarakan

",dalam _]armgan 1nternet berupa Jarlngan komputer yang

o sahng terhubung menggunakan standar sistem global

>':".l‘ransmlsszon Control Protocol/Intemet Protocol Suite

(TCP/IP)..

Jems layanan onlzne penyelenggaraan Bangunan Gedung

i ,sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) mel1put1

~a.  permohonan penerbltan IMB;

b B permohonan penerbltan atau perpanjangan SLF;

e permohonan pengesahan RTB

d. ”pendataan Bangunan Gedung, dan |

e v pengaduan masyarakat

Kegiatan layanan online permohonan IMB SLF dan RTB

~ksebaga1mana dlmaksud pada ayat (2). huruf a, huruf b

: .’dan huruf ¢ mehput1

a. penerlmaan dokumen

R b ‘pemerlksaan kelengkapan dokumen

)

el pemrosesan dokumen

d. pengesahan dokumen dan
e. surat menyurat | - 7
quglatan layanan onlzne pendataan Bangunan Gedungf B
sebagalmana d1maksud pada ayat (2) huruf d mehput1 5

a. penerlmaan data Bangunan Gedung, dan i

b. pemasukan data Bangunan Gedung

fKeg1atan layanan onlzne : pengaduan V'Zmasyarakat

sebaga1mana d1maksud pada ayat (2) huruf e mehput1 ‘
penerlmaan informasi pengaduan

‘b. ;menjawab informasi pengaduan, : ~i:4 SR (‘ '



oc mengolah 1nforma31 pengaduan dan
do meneruskan 1nforma51 pengaduan j

,“Dokumen surat data dan 1nforma31 sebagalmana

"'kdlmaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5)_ be‘rbentuky'

- : elektronlk

~Format: dokumen elektromk sebagalmana dlmaksud pada

iayat (3);- ayat (4), dan ayat (5) dlatur oleh Kepala'_

'«I’:DPMPTSP dan Kepala Dlnas PUPR dan d11nforma51kan

:_,'dalam SltLlS Iayanan onlzne penyelenggaraan Bangunanv

- (8)

Gedung Daerah . ‘ S
Layanan onllne kdilaksanakarj‘l | petugas pelaksana |

DPMPTSP dan Dinas | PUPR me1a1u1 sltusrfres'fni'

e ‘DPMP’I‘SP dan Dinas PUPR

s

Proses layanan onlme dllaksanakan setlap har1 kerJa’

' pada Jam kerJa mehputl pengunduhan pemerlksaan;.;

L dokumen dan pengolahan ; data/mformam, dengan‘i,“. .

| ketentuan -

a dokumen data dan/ atau ‘ 1nformas1 yang d1unduhj

\dan dlperlksa ‘sebelum pukul 12 OO tanggal proses ?

— d1h1tung pada har1 tersebut atau

b dokumen data dan/atau 1nforma31 yang d1unduh‘ '

, (io)

‘dan’ dlperlksa setelah pukul 12.00, tanggal proses’-
‘ydlnyatakan d1rnula1 keesokan harmya pada har1:’

: ‘kerja

’Layanan online : dapat di:kséleyriggai‘aka’rii" de'rigari; -

- mempertlmbangkan tersedlanya 1nfrastruktur Jarlngan*

| 1nternet d1 Daerah

R

Bag1an Kedua

Tata Cara Permohonan Penerb1tan IMB

Pasal 279 ;

Tata cara prapermohonan IMB secara onlzne mehputl

  a. Pemohon melakukan pendaftaran secara onlme

dengan mengisi aphka31 data Pemohon yang tersedla L

pada laman resm1 DPMPI‘SP dan mengunggah has11

[

pmdal kartu 1dent1tas yang ma31h berlaku



@

o a.

;fPemohon melakukan verlﬁka31 dengan menglsl kode:

B ':.yang d1k1r1m rnelalul pesan smgkat ke nomor telepon* :

selular m111k Pemohon

4Pemohon yang telah terver1ﬁkas1 dapat meng1s1:
apl1kas1 permohonan KRK dan menyatakan akan‘
= r”menglkutl ketentuan dalam KRK me1a1u1 akun yang'k
| telah terverlflka31 o , 7 : S
KRK d1k1r1mkan oleh petugas DPMPTSP ke alamat o
: surat elektromk Pemohon dan L

,1nformas1 persyaratan admmlstratlf persyaratan'

teknls | serta per1zman dan/ atau Rekomendasr'

tekniS- laln‘ dar1, mstan31 berwenang untuk

permohonan IMB dapat d111hat pada laman resml
TDPMPTSP ‘ e

Tata cara permohonan IMB secara onlzne mel1put1

fPemohon mengisi aphkas1 permohonan IMB yang
: tersedla pada laman resmi DPMPTSP dan
vmengunggah file dokumen persyaratan adm1n1strat1f :
~ dan persyaratan tekms an
‘Pemohon yang telah menglsl aphkas1 permohonan
: ,IMB sebaga1mana d1maksud pada huruf
f_memperoleh tanda terlma permohonan yang harus* -
dicetak sebagal tanda buktl permohonan o
‘kDPMPTSP melakukan pemerlksaan kelengkapan

‘ persyaratan adm1n1strat1f dan persyaratan tekms

dalam hal persyaratan admlmstratlf dan persyaratan

teknls dlnyatakank t1dak lengkap, E DPMPTSP' -
menglnmkan surat pembemtahuan kelengkapan i

,persyaratan ke alamat surat elektronlk Pemohon

dalam hal persyaratan adm1n1strat1f dan ‘persyaratan

e tekms dmyatakan lengkap, DPMPTSP mengmmkan(
ffsurat undangan verlflka31 kelengkapan persyaratan“ '

: apermohonan IMB ke alamat_ »s’urat elektronlk‘

Pemohon dan -

' ,permohonan terver1f1ka31 dapat dllanjutkan dengan ‘
proses Penilaian Dokumen Rencana Tekms oleh‘

; DPMPTSP

7



- 4’ (3) | Informa31 persyaratan adryni'nis'tratzif 'sebagaimaha"

o d1maksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf a
meng1kut1 ketentuan dalam Pasal 30. 2

 (4) Informasi persyaratan tekms sebagalmana d1maksud\

pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf a meng1kut1 S

ketentuan dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 47.

BRI ‘ Pasal 280 | S ,
. Proses penerb1tan IMB secara onlme meng1kut1 ketentuanv
B penerb1tan IMB sesuai penggolongannya sebagalmana d1atur i

” Vdalam Peraturan Bupat1 ini.

Baglan Ketlga

Tata Cara Permohonan Penerbitan atau Perpanjangan SLF

| B Pasal 281 o o k>

() ‘Pernbhori t'elah”melaksanvakan kyegiatan‘p'ra perfhbhbnan
~ SLF sesuai penggolon'gannya seperti yahg diatur dalam o
| V’Peraturan Bupati ini. et | |
T (2) Tata _cara permohonan penerbltan atau perpanjangan

SLF secara onllne mehput1

- a. Pemohon melakukan pendaftaran secara onlzne o

‘dengan menglsl ap11ka81 data Pemohon yang tersedlai

(,_'pada laman resm1 Dinas PUPR dan’ mengunggah e

hasil pindai kartu 1dent1tas yang mas1h berlaku

'b. dalam hal Pemohon telah melaksanakan prose's'
_penerbitan IMB sécara online maka Pemohon dapat" |

| melakukan pendaftaran dengan mengisi kode

R 1dent1tas Pemohon sesuai proses penerb1tan IMB .
’ » ; secara online yang tersedla pada 1aman resmi Dinas - |
 PUPR;. S e
. | ;Pemohon melakukan ver1ﬁka81 dengan meng1s1 kode i

o yang dikirim mela1u1 pesan smgkat ke nomor telepon
 selular milik Pemohon - : f _
-~ d. Pemohon yang telah - terverifikasi dapat meng1s1 :

o aphkas1 permohonan penerbltan atau perpanJanganf;'

SLF; SR .



;Pémohon meng131 aphkas1 perrnohonan penerbltan‘? J
atau perpanjangan SLF ‘yang tersedia pada laman‘i' |
resm1 Dmas PUPR dan mengunggah f le dokumen : : .
yadmlmstratlf dan dokumen tekms P o
’4Pemohon yang telah menglsl aphkas1 permohonan[f
~Hpenerb1tan atau perpanjangan SLF sebagalmanaf
:d1maksud pada huruf e memperoleh tanda ter1ma’.x;;
; permohonan yang harus dlcetak sebagal tanda bukt1
‘permohonan; L s e
kalnas PUPR melakukan pemerlksaan kelengkapan'" '
: persyaratan admlmstratlf dan persyaratan tekms
‘dalam hal persyaratan admlmstratlf dan persyaratan o ,
yjteknls dmyatakan t1dak lengkap, , Dlnas PUPR': Ve s
: mengmmkan surat pemberltahuan kelengkapan
:persyaratan ke alamat surat elektronlk Pemohon “
‘dalam hal persyaratan admlmstratlf dan persyaratan;f"k
teknis dmyatakan lengkap, , Dlnas »; PUPR;»;’ :

,’vmeng1r1mkan surat undangan ver1f1kas1 kelengkapan .

persyaratan permohonan penerbltan/ perpanjangank”’l '

SLF ke alamat surat elektronlk Pemohon dan S

permohonan _yang telah 3 tervenﬁkam da'p'ét‘? G
dllanjutkan ‘ dehgan proses penerbit'a‘r:i'/; £
- 'perpan_]angan SLF oleh Dlnas PUPR B

Informasi ~persyaratan ) admmlstratlf sebagaimana :

- dimaksud pa’da'ayat ( ) huruf e dan huruf g menglkuu

| "ketentuan dalam Pasal 148 3 T
, Informa31 persyaratan tekms sebagalmana d1maksud”f S

. pada ayat (1) huruf e dan huruf g menglkutl ketentuan’,"

| dalam Pasal 149 sampa1 dengan Pasal 151

Pasal 282

Proses penerbltan atau perpanjangan SLF secara onlme‘

J»menglkutl ketentuan penerbltan ‘atau perpanjangan SLF

o Bupat1 ini. t _  B ot

s sesuai penggolongannya sebagalmana d1atur dalam Peraturan

4

’



m

Baglan Keempat

Tata Cara Permohonan Pengesahan RTB

 Pasal283

Pemohon telah melaksanakan keglatan pra permohonan

penetapan Pembongkaran Bangunan Gedung sesual

penggolongannya sepert1 yang d1atur dalam Peraturan_ !

; ‘Bupati ini.

Tata cara permohonan pengesahan RTB secara onlzne :

mehputl

Pemohon melakukan pendaftaran secara onlznerl‘k

dengan meng1s1 aphka51 data Pemohon yang tersedlai ,‘ o

 pada larnan resm1 Dlnas PUPR dan mengunggah'_"

hasﬂ p1nda1 kartu 1dent1tas yang ma31h berlaku "

25 dalam hal Pemohon telah melaksanakan proses?f .
penerb1tan IMB dan/atau - penerbltan | atau -

i perpanjangan SLF secara - onlzne maka Pemohon‘

dapat melakukan pendaftaran dengan mengls1 kode

identitas P\,mohon ‘sesuai proses penerbltan IMB

: dan/ atau penerb1tan atau perpanjangan SLF secara :

~online yang tersed1a pada laman resm1 D1nas PUPR

Pemohon melakukan Verlflkas1 dengan menglsl kode

yang d1k1r1m melalul pesan smgkat ke nomor telepon' =
selular milik Pemohon o ‘ |

8 Pemohon ‘yang. telah terverlflka51 dapat meng131 g .

aphka31 permohonan pengesahan RTB

Pemohon meng1s1 aphkam permohonan pengesahan b

RTB yang “tersedia pada laman resmi Dlnas PUPR o

dan mengunggah f e dokumen persyaratank

: admlnlstratlf dan persyaratan tekms |
: Pemohon yang telah meng1s1 aphka31 permohonan e

: pengesahan RTB sebagalmana d1rnaksud pada huruf

€ mempcrolch tanda terlma permohonan yang harus :

dicetak sebagai tanda buk‘u permohonan

Dlnas PUPR melakukan pemerlksaan kelengkapan

;persyaratan admmlstratlf dan: persyaratan tekms _
dalam hal persyaratan adrmnlstratlf dan persyaratan* S

“teknis d1nyatakang tidak - lengkap, ‘Dinas PUPR



mengmmkan surat pemberltahuan kelengkapan |

o :’ ”persyaratan ke alamat surat elektronlk Pemohon
L | dalarn hal persyaratan adrnlmstrat1f dan: persyaratan G
- ’tekms ' dmyatakan lengkap, - Dinas PUPR'
""‘meng1r1mkan surat undangan ver1ﬂkas1 kelengkapan :
( persyaratan ' permohonan pengesahan RTB ke'
. alamat surat elektromk Pemohon dan 7 ‘
| ] permohonan i yang | telah terver1f1kas1 'd“ap‘at_"“b
d11anJutkan dengan proses pengesahan RTB oleh_ >
’ bDlnas PUPR e e ’
(3) R Informas1 , persyaratan admif‘iisktfaltif ':‘sve’bagaiména} :
- ydlmaksud pada ayat (2 ) huruf e dan huruf g meng1kut1 - :
ketentuan dalam Pasal 250 ' o s
) (4) Informa31 persyaratan teknis sebagalmana d1maksud' ‘
s pada ayat (2) huruf e dan huruf g meng1kut1 ketentuan", :
~dalam’ Pasal 251 " -

Pasal 284

Proses pengesahan RTB secara onllne meng1kut1 ketentuan""

B 8 pengesahan RTB sesua1 penggolongannya sebagalmana dlaturi. S

dalam Peraturan Bupat1 1n1

Baglan Kehma |

e Tata Cara Pendataan Bangunan Gedung

| Pasal 285 |

: kTata cara dan proses pendataan Bangunan Gedung secara ‘
i online meng1kut1 ketentuan. | penyelenggaraan. pendataan,
Bangunan Gedung s’ebagaim‘ana_ diatur dalam: Peratﬁravn:

‘ \yBupat1 ini.

Baglan Keenam ;
‘ Tata Cara Pengaduan Masyarakat
, , Pasal 286 : ,
(1) Tata cara pengaduan masyarakat secara onlzne mehput1

a. masyarakat yang ingin - ‘melaporkan aduan o

melakukan ‘pcndaf'tafan' secara online dengan

[



. “meng1s1 aphkas1 data pengaduan yang tersedla padaj ’.{’
s laman resmi DPMPTSP dan/ atau D1nas PUPR danr;"{:,‘

| mengunggah hasﬂ p1nda1 kartu 1dent1tas yang mas1h

e berlaku

;.‘_;'dalam hal pelapor telah terdaftar dan mem1hk1 akun :

7 maka pelapor dapat melakukan pendaftaran dengan" :

L meng131 kode 1dent1tas secara onllne yang tersed1a

- i pada laman resmi DPMP’I‘SP dan /atau Dinas PUPR T

pelapor melakukan ver1f1kas1 dengan mengls1 kode,j

yang d1k1r1m mela1u1 pesan smgkat ke nomor telepon =
selular m1l1k pendaftar L G :
k;bilkpelapor yang telah terverlflka31 dapat menglsnl o

: aphka31 pengaduan masyarakat

‘_ pelapor dapat mengunggah dokumen pendukungfi iy

'__aduan berupa lamplran data surat foto dan/ atau?j
~ video; . e g e =
v pelapor yang telah menglsl aphka31 pengaduan
ksebagalmana dlmaksud pada huruf d memperoleh
i kjtanda tenma pengaduan yang harus dlcetak sebagar
tanda bukti pengaduan , N ‘ "4, St
. ,;DPMP’I‘SP dan/ atau Dlnas PUPR melakukan proses”
: pengaduan kepada p1hak yang terkalt ‘ ' S

: dalam hal pengaduan masyarakat terkalt dengan;, .

fproses penyelenggaraan Bangunan Gedung, maka7 ‘

- informasi pengaduan akan dlsampalkan kepada tlm‘.ﬁ
teknis DPMPTSP D1nas PUPR dan / atau Kecamatan

dalam -hal pengaduan 5 masyarakat , berupa ;

":ipertanyaan terkalt penyelenggaraan' Bangunan i

Gedung maka petugas pelayanan dapat memberlkan :

o Jawaban langsung,

i dalam - haly_ pengaduan fnasyarakat' ‘ beru'pa" |

’ pertanyaan terkalt penyelenggaraan Bangunan-’

: Gedung yang t1dak blsa dljawab petugas pelayanan

maka pertanyaan dapat dlteruskan kepada plhak‘

o 3 | lain yang berkompeten member1kan Jawaban dan

. dalam  hal pengaduan masyarakat terka1t

~penyelenggaraan Bangunan ‘G,edung -yang dapat

membahayakanl : kmas_yarakat, maka” ’informasi

-



pengaduan : harus éégéra' o ditindéklénjutim |
sebaga1mana d1atur dalam Peraturan Bupat1 1n1 :

Pcngaduan masyarakat harus mendapat tanggapan :

o pahng lambat 2 (dua) har1 sesudah aduan dlajukan S

Bagien Ketujuh

: Petu:gas~Pélaksana:ﬁ,';' \   e

Pasal 287

, Petuga's ‘ pelakSana . layanan . onlzne dltunjuk dérijf(f |

DPMPTSP dan Dlnas PUPR

Petugas pelaksana melakukan keglatan pelayanan;

- "mehputl

B

 fa. melakukan pemenksaan kelengkapan' dokumenv}-.

~ permohonan;

~b.  mengirimkan tanda terlma ; sesual \ proses

B _permohonan mela1u1 surat elektronlk dalam hal

¥ dokumen permohonan d1nyatakan lengkap, L

~c. mengmmkan 1nforma51 kepada Pemohon untuki

o melengkapl persyaratan permohonan dalam hal&r‘{,

: dokumen permohonan dlnyatakan tidak lengkap, - :

d. mencatat dan memasukkan data dar1 dokumen X s

e :permohonan kej dalam 31stem : 1nformas1 v
,penyelenggaraan Bangunan Gedung, e 'g; ‘
e. mencatat dan memasukkan ~data dari dokumen
pendataan ke dalahi | ","‘sis'te'm‘ o informasi‘»

v penyelenggaraan Bangunan Gedung, S | i

f. ‘mencatat mengolah men_]awab dan meneruskan .

S ‘data pengaduan g masyarakat d1 ' dalam 51stem'lk R

1nformas1 penyelenggaraan Bangunan Gedung, dan o
g. - menyusun berlta acara har1an layanan onllne‘ :

o ‘penyelenggaraan Bangunan Gedung

Pasal 288 7 o
Acuan kelengkapan dokumen dalam proses layanan'r

onlme penyelenggaraan Bangunan Gedung meliputi:

o a bagan tata cara pelaksanaan layanan online pra

permohonan penerbltan IMB sebaga1mana dimaksud
. dalam Pasal 279 ayat (1), S - /( -



bagan tata ‘cara pelaksanaan Iayanan online

o permohonan penerb1tan IMB Sebagalmana d1maksud . |

o dalam- Pasal 279 ayat (2),

S dlmaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lamplran IX

2 kbagan tata cara pelaksanaan layanan online

o permohonan penerbltan atau perpanjangan SLF'

'ksebagalmana dlmaksud dalam Pasal 281;

ki'bagan tata ‘cara pelaksanaan layanan ,bnliﬁé' i

',permohonan pengesahan .fRTB ' sebagalmana j  

 ‘ vvd1maksud dalarn Pasal 283 dan ‘

o pengaduan masyarakat sebagalmana dlmaksud Do

."f,k'fbagan tata ' cara pelaksanaan layanan bnliné'

dalam Pasal 286

Acuan kelengkapan dokurnen dalam proses layanan‘

onllne penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagalmana'

iyang merupakan baglan tldak terplsahkan darl Peraturan .

' Bupat1 ini,

BAB XII

‘ A‘KE’[‘ENTUAN PEMBIAYAAN LAYANAN PENYELENGGARAAN

()

BANGUNAN GEDUNG

~ Bagian Kesatu ..

. Umum

Pasal 289

Pemblayaan layanan penyelenggaraan Bangunan Gedung

merupakan bentuk pemblayaan untuk proses layanan '

kepada pem111k/ pengguna Bangunan Gedung, mehputl g |

' a~.
b.

s~ .C.

5 R0

penyelenggaraan IMB; L
penyelenggaraan TABG;
penyelenggaraan SLF i | , ,
pengawasan . dan penertlban : penyelenggaraan‘ “

Bangunan Gedung;

~ penyelenggaraan Penilik Bangunan o
: penyelenggaraan Pembongkaran Bangunan Gedung,”] |
‘ penyelenggaraan pendataan Bangunan Gedung, dan

) penyelenggaraan layanan onlme Bangunan Gedung

i/



'B‘iaya‘ 1ayanan penyelenggaraan Bangunan Gedung.
d1perh1tungkan v dalam retrlbu31 IMB - yang sudah

nmencakup seluruh layanan penyelenggaraan :

sebagalmana d1maksud pada ayat (1).

Pemblayaan layanan penyelenggaraan Bangunan Gedung'

: }bersumber dari APBD _ e
DPMPTSP, Dlnas PUPR Kecamatan dan Satpol PPk

- ,memastlkan ketersed1aan pemblayaan dar1 APBD untuk

@)

()

“layanan penyelenggaraan Bangunan Gedung sesua1 :

tugas dan’ kewenangannya sebaga1mana dlmaksud pada .

ayat (3) melalul perencanaan penghltungan dan_' -

' :pengusulan dalam rancangan APBD

BAB XIH |
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 290
Bangunan Gedung yang sudah dllengkapl dengan IMB
sebelum Peraturan Bupat1 1n1 berlaku, dan IMB yang

d1m1l1k1 sudah sesual dengan ketentuan dalam Peraturan‘ ‘

- Bupati ini, IMB yang d1m111k1nya d1nyatakan tetap“

berlaku

Bangunan Gedung yang sudah d11engkap1 IMB sebelumk
Peraturan Bupati 1n1 berlaku namun IMB yang d1m111k1

tldak sesua1 dengan ketentuan dalam Peraturan Bupatl

ini Pem111k Bangunan : Gedung waJ1b mengajukanl
‘permohonan baru IMB. S :

’ Bangunan Gedung yang sudah mem111k1 IMB sebelum,

Peraturan Bupatl ini berlak‘u,k namun dalam ‘proses

”‘ ‘pembangunannya tidak sesuai dengan ketentuan dan g

persyaratan dalam IMB Permhk Bangunan Gedung Wa_]lb‘
mengajukan permohonan baru IMB atau melakukan f
perbalkan (retrof ttmg) secara bertahap ! /
Permohonan IMB yang telah masuk/ terdaftar sebelum

berlakunya Peraturan Bupatl ini, tetap diproses dengan

d1sesua1kan pada ketentuan dalam Peraturan Bupat1 ini.
'Bangunan Gedung yang pada saat berlakunya Peraturan

’Bupau ini belum dllengkapl IMB Pem1hk Bangunan

Gedung Wa_]lb mengajukan permohonan IMB ' /¢



©)
)

(8)

(10)

1)

Bangunan Gedu‘ng. pada saat f beflakunya,‘ Peraturan
Bupati ‘ini belum dilengkapi SLF, pemilik/Pengguna
Bangunan Gedung waJ1b mengajukan permohonan SLF.

Permohonan SLF yang telah ‘masuk/terdaftar sebelum
berlakunya Peraturan Bupatl ini, tetap dlproses dengan
disesuaikan pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Bangunan Gedung yang ‘sudah d11engkap1 _SLF sebelum
Peraturan .Bupati 'ini, berlaku,‘_narnnn- SLF yang ‘diniiliki%
tidak sesuai dengan ketentuan dalain*PeratuiranI Bnpati :
ini, pemilik/Pengguna" Bangunan Gedung : wajib
mengajukan permOhOnan"SI;F baru. v L i
Bangunan Gedung y‘ang ’sUdah' dilengkapi/SLF sebelum
Peraturan Bupat1 ini berlaku namun kondisi Bangunan

Gedung tidak Laik Fung31 pem1hk/ Pengguna Bangunan

Gedung wajib melakukan perbaikan (retrofi itting) secara

bertahap : ,
Bangunan Gedung yang sudah dllengkapl SLF sebelum

Peraturan Bupati ini berlaku dan SLF yang d1m111k17

sudah sesua1 dengan ketentuan dalam Peraturan Bupat1

ini, SLF yang d1m111k1nya d1nyatakan tetap berlaku.” ‘

Dinas PUPR melaksanakan penert1ban kepemﬂlkan IMB. :

dan SLF dengan ketentuan pentahapan 'sebagai berikut

a.  untuk Bangunan Gedung untuk ~ kepentingan
umum, penertlban kepem1hkan IMB dan SLF harus
sudah dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun
“sejak diberlakukannya Peraturan Bupati ini; )

b. untuk Bangunan Gedung bukan untuk képentingan

| umum  dengan :kompleksitasv ,>tidak:,f sederhana,
penertiban kepemilikan‘iMB dan: SLF harUs su‘dan‘\r
dilakukan selambat lambatnya 5 (l1ma) tahun sejak
d1berlakukannya Peraturan Bupat1 ini; dan »

c. untuk Bangunan Gedung bukan untuk kepentlngan
umum dengan komplek31tas sederhana penertiban
kepemilikan IMB dan SLF harus sudah dilakukan
selambat-lambatnya ‘777 (tujuh) fahun sejak

diberlakukannya Peraturan Bupati ini.




. BABXIV o
KETENTUAN PENUTUP F

. . Pasal2ol | _
: ;_-».'_Péra’tufaﬁ § Bu’pati, viﬁi ~ mulai berlaku pada_' ;;t"ang'g‘al‘ |

" diiindangkan.'

Agar  Setiap " Ofang' mengetahuihya" ”merri'erin'tahkan i
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya ‘

. dalam Berlta Daerah Kabupaten Karanganyar

Vi | IR Dltetapkan d1

pada tanggal 0”\ 6 ﬂ j: '

UP TLKA NGANYAR

M ik

| [JULI ATMONO
Dlundangkan di Karanganyar '

pada tanggal - A 6 je W QLO/(X

- SEKRETA DAERAH DAERAH KARANGANYAR, '

BERITA DAERAH DAERAH KARANGANYAR TAHUNOw,(gNOMOR 6 y

Telah dlkqordlnaSIkan dengan -
No : o Péjajba_t | Paraf
1. | Asisten Pe"rinbangunan Sekda 'YW ,,
2 | KepalaDPUPR. | ,,




